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ABSTRAK

- Masalah utama dalam disertasi ini 1alah, proses aktualisasi. nilai. dan
L morahtas Tri Brata yang dipengaruhi oleh ideologi dari suatu keiompok politik
o tertentu menohambat berkembangannya otonomi di dalam organisasi kepoha
- sian, berupa: kemampuan menghargai diri sendiri, mengatur kebutuhan sendiri,
‘dan tanpa rasa takut (keberanian) menentukan tujuannya sendiri sesuai dengan
fungsinya selaku penegak hukum.

Fenomena tersebut didudukkan melalui perspektif personal dan struk-
tural menurut Galtung (1992) yang mengkonsepsikan lembaga itu dibentuk
secara sosial, berorientasi pada nilal dan kepentingan sesuai dengan fungsinya
dalam tatanan moral yang menyangkut keteraturan perbuatan, sistem otoritas,
kepentingan kolektif, dan keterikatan kelompok.

Berdasarkan desain penelitian, jenis penelitian yang digunakan ialah
sampel surver dengan ieknik penarikan sampel skala atau pengelompokan
meliputi : Polda Metro Jaya untuk tipe A, Polda Sumatera Selatan untuk tipe B,
dan Polda Riau untuk tipe C. Adapun unit analisisnya lembaga, sedantr!\an
teknik analisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi (conrens
analysis) dan pendekatan kuatitatif dengan statistik non-parametrik untuk uji
korelasi Raik Spearman dan Kendall Partial,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hubungan aktualisasi
nilai dan moralitas Tri Brata berpengaruh positif terhadap dimensi otonomi,
yaitu: (1) kemampuan menghargai diri; (2) kemampuan mengatasi kebutuhan
sendiri; dan (3) tanpa rasa takut (keberanian) menentukan tujuannya sendiri..
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai dan moralitas memiliki
kekuatan untuk mempolakan perilaku (keteraturan perbuatan, sistem otoritas,
kepentingan kolektif dan keterikatan kelompok) manakala di dalam lembaga
terdapat peluang bagi tumbuhnya potensi diri.

Dari aspek struktural, hal yang menghambat berkembangnya otonomi
kepolisian terletak pada faktor ideologi dari suatu kelompok politik tertentu,
sedangkan secara personal terletak pada pranata dalam organisasi kepolisian
berupa, simbol-simbol, pendidikan, pembinaan dan tata-cara kerja yang kurang
kondusif untuk menumbuhkan sifat otonomi. Disertasi ini merekomendasikan
untuk melakukan : (1) reorientasi nilai kepolisian dengan melalui kaji ulang Tri

Brata; {2} reposisi- k@@»@h%&ﬁ««é&%&ﬁ%%ﬂ%&gﬁ penegale-hulainy ~{3-Penalitiam ooy
lanjutan tentang pengorganisasian polisi dalam masyarakat majemuk,
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ABSTRACT

_ The main point bf this desertation is the process of an aétuﬁlizcztiozz of
- values and moramy of the Tri Brata which influenced by political practice;
which tends to minder. the police’s autonomy, such as, . self-respect,. self-

- sufficiency, and fear. less*ness zo deremyme riwzr OWFl purpose as thefr ﬁmca‘m.-a

as rule of law.

Such a phenomenon is put in perspective actor oriented .and structure
oriented from Galtung which perceives that, the institution was established
socially (the social construction of reality), was orienied to and established
imterests and values. In the moral setfing, this is related tfo organized actions,
anthority system, collective interests and interindependency on group and 10
econonty as the ability establish self-respect, self-sufficiency and feariessness.
Based on the research design, this research belong to a survey by using scale
sampling technique or grouping, including: Polda Meiro Jaya for Type A,
Polda Sumatera Selatan for Type B, and Polda Riau for Type C. The analysis
unit is an institution and the analysis teclinigue used quantitative approach
with non-parametrical statistics for Rapk Spearman and Kendal Parfial’s
correlation-test, and qualitative  approach by using content analysis.
Quantitative analysis o reveal the significance of relationship variable, as the
supporting qualitative analysis.

1he result of the research indicated that value actualization and Tri
Brata had positive effect on concept autonomy in terms of: (1) police’s self-
respect, self-sufficiency and (3) fearlessness lo realize irs functionalization.
Therefore, it can be stated that, value and morality has no power fo pattern
their behaviors (organized actions, authority system, collective interest and
group inferdependency).

The conclusion of this research in thar police autonony rneeds 1o be
supported by institutions such as sel of values, symbols and configuration of
role according fo its functions a law enfor cer. This desertation recommend the
police’s: (1) value actualization in accordance with people’s aspiration by re-
observing T Brata; (2) establish the police principles according to the
Junction of the institution and revising the police’s law; (3) fo research police
Jor plural society.
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BABI

PENDAHULUAN

11 Latar Belalang

Dalam proses sosial, masalah kepolisian bukan semata-mata menyangkut
“hal kerja sama, penyesuaian, pertentangan, konflik atau penguasaan pada tingkat
mikro personal, tetapi juga menvangkut masalah makro struktural dalam konteks
inovasi kelembagaan karena keberadaan polisi tidak lepas dari lingkungannya.
Lembaga itu terbentuk oleh berbagai unsur yang timbul dari aspirasi masyarakat
maupun kepentingan individu, juga dari faktor-faktor lain yang terdapat di dalam
lembaga sendiri. Unsur-unsur itu membentuk ciri lembaga kepolisian, sesuai atau
tanpa sifat kemasyarakatannya.

Berbagai peristiwa dalam bentuk penyimpangan hukum dalam hal penang-
kapan, pemeriksaan, dan penabanan yahg dilakukan oleh anggota polisi cenderung
telah membentuk citra terhadap kelembagaannya. Tewasnya tersangka Marsinah
di Modjokerto, tewasnya 5 orang dalam insiden 27 Juli 1996 di jalan Diponegoro
Jakarta ‘dan 23 orang lainnya hilang, tewasnya 5 orang dalam insiden Situbondo,

tewasnva 3 orane dalam insiden di Ujung Pandang. tewasnya Udin di Yogjakaria,

tewasnya Tietje Tadjudin di Bogor dan insiden-insiden lain seperti kasus Bandar
Lampung, Haurgelis, operasi di Propinsi Aceh, dan Propinsi Timor Timur cukup
menjadi catatan tersendiri bagi sekian banyak keterlibatan polisi dalam masalah

kekerasan.




B ebéﬁpa penelitian y_a_;ig _iécrkaita.n:déﬁgan m_a_sa_l#h_ tersebut antara lain
| .z_,;z'dfc_xiah. pgﬁe}itian léin défi t_'é_si.s .Bambang W, U‘mar tahﬁél 1995, yaﬁg mé_ngkaji
.-p'rofe_:sio_nalis_asi di Kepolisian Kota Besar Bandung menemi}};_an moralitas ambigu
E __I'j_ogi_si.yaitu.. ?ena_rhp_ﬂan..;.aal:is.i. Sebagai aparat penegak hukurﬁ_ jang be_rgafa niliter,
cara berkomunikasi déﬁgﬁan':w:arg'a 'maS}Irarakat bersikap instruktif, disebabkan oleh
ofientasi ganda etika polisi menurut 77 Brata dan Sapia Marga, prosedur kerja
mengikuti sistem militer dan sistem peradilan pidana ditafsirkan dalam konteks
teknis pelaksanaan tugasnya.
Penelitian dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah
.Ma_da (1998) vang meneliti kinerja polisi, menemukan fenomena desakan peran
(role constrain) polisi yang disebabkan oleh ketkutsertaan ABRI (TNI-AD) dalam
urusan kepolisian. Panglima ABRI yang selama itu dijabat oleh Angkatan Darat
sebagai atasan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara vertikal
kesatuan bawah mengikuti hierarki kesatuan di atasnya. Kedudukan itu membuat
komandan di kesatuan TNI-AD bawah merasa memiliki kewenangan terhadap
kesatuan polisi yang berada di wilayahnya, dalam hal ketertiban dan keamanan
masyarakat yang menjadi tanggungjawab kepolisian.

Fenomena tersebut berlangsung dalam proses pelembagaan polisi. Sebagai-

mana kondisi masyarakat majemuk di Indonesia, lembaga kepolisian itu tumbuh
dari masing-masing suku dalam adat istiadat setempat vang setidaknya masth ada
vang berfungsi. Itulah cikal bakal kepolisian yang menyatu di dalam masyarakat.

Pembentukan organisasi kepolisian pada masa Hindia Belanda tahun 1620 adalah




mjud pembentukan._polis_i yang bersifat struktural. Qudang ( 1952 : 8) menjelaskan
.“.bafhwa (_iasar.u.m.:u.k sﬁsunan kepolisian mulai. terdapaf pada semasa pemerintahan
_ Gube;nu._r Jenderal Raffles. Lahir pada masa itu Regulation 11 Februari 1814 dan
| Peraturan tentang Tata—usaha Ke_hékiman ..... _D_alam Negara Kesatuan Repﬁblik
In.don.e.sia,. Sésﬁﬁggﬁhhya peilnolisian' dalam konteks .sj;r.ziktﬁréi yang sesuai dengan
sistem sosial-budaya Indonesia dapat dikatakan masih mencari bentuk. Dari segi
semiotik, pandangan pemolisian yang dikatakan oleh Nugroho Notosusanto (1991)
lahir bersama-sama tentara yang berasal dari rakyat untuk rakyat, hal itu secara
kelembagaan terlepas dari eksistensi adat istiadat. *
Mengacu pada konsep pelembagaan menurut Berger dan Luckmann (1990 :
94): cara pandang Nugroho itu menyimpang dari konstruksi sosial yang dibentuk
secara sosial (the social construction of reality), sebagai kenysataan yang bersifat
plural, dinamis dan dialektik. Lembaga itu merupakan produk sosial yang bersifat
steril dari kepentingan dan pengetahuan yang selalu berkaitan dengan keanggotaan
kelompok dan relasi sosial di dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa legitimasi kelembagan polisi yang dirumuskan oleh Nugroho pada dasamya
tidak bertaut dengan kepentingan realitas sosial, 1ilah vang dikatakan pendekatan

ideologi atau gagasan tertentu dari suatu golongan untuk mencapai tujuan politik-

nya {Thompson, 1985 : 211).

P Sejak awal kemerdelkaan Negara Kesatuan R.I, kedudukan organisasi polisi berpindah-pindah

dalam kelembagasn pemerintah, terakhir berdasarkan Keputusan Presiden R.I Nomeor 290 Tahun
1964 tanggal 12 Nopember 1964 disatukan denpan angkatan perang, kemndian diperkuat dengan
Undang-Undang Momor 20 Tahun 1981 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Kemanan Negara,




Lembaga ztupada .d_agar__n_ya tumbuhmeiaim eksﬁe_;na!iis_aéi%.-'éi}yekii\.fasi ...dan
: jntefna_ii__s_asi, yang meng_ejt.rahka'rul_kese_ra_s_i.aﬁ p_efan_, tmdakan _d.an: kepentmgandalam
reasi yang bersifa dislekika (Berger dsn Luckmann, 1990). Hal ini menyangkut
'-mdﬁ'v_'_a.s.i?)'ﬁ_?l dan koﬁitnﬁéﬁ unm.k me.menu.fl_i._keﬁe‘%ﬁ_{iﬁgan.mééyéfék@.t r'r.iela'lu'i. ':ﬁi_la.i :
“dan }xonﬁguram struktur y'a'n'g mériéhiﬁkaﬁ p'e:ne}ripa'tan ler}:ib'a:‘g.a péda posisi sesuai
dengan_fungsionaiisasinya. Menurut Berger (1985): “terhambatnya pelembagaan
menyebabkan kerusakan tertib normatif suatu lembaga dalam sistem sosial, yang
keserasiannya tergantung pada kemampuan individu mewujudkan potensinya”.
Dari sist ini integrasi polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
{ABRI). bukanlah tanpa restko. Usaha yang bertujuan untuk membuat unsur-unsur
angkatan bersenjata menjadi satu kesatuan vang bulat dan utuh, dengan landasan
ideologi Dwi fungsi ABRI sebagai alat pertahanan keamanan dan sosial pohtik
menimbulkan kekuatan salah satu unsur angkatan berkembang secara dominan dan
hubungan bersifat sub-ordinat. * Demikian pula dengan diberlakukannya doktrin
Catur Dharma Itka Karima dan Sapta Marga yang bersifat mengikat,” kaitannya
dengan 7ri Brata sebagai acuan moral polisi menimbulkan deideologisasi dalam
konteks: (1) Rastra sewakorame, abdi utama dari nusa dan bangsa; (2) Nagara

Jjanotama, warga negara teladan daripada negara; dan (3) Jara anusasana dhavina,

?  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1981 mensahkan Dwi Fungsi ABRI sebagai alat pertahanan
keamanan dan alat sosial politik. Atas dasar legitimasi itu, Polri menegaskan keterikatannya dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Kepolisian MNegara R.L

*  Doktrin Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Keputusan Menteri Pertahanan
Keamanan Nomor : Kep/17/X/1991, tanggal 3 Glktober 1991), mengatur stratifikasi dokirin yang
berlaku di lingkamgan ABRI, antara lain Doktrin Perjuangan Catur Dharma Eka Karma berlaku
bagi T dan Polri.




_waji_B ménjaga ketertiban pribadi daripada rakyat, sehingga independensi polisi
_yzing dituﬂtuf Undang—Undang ﬁasar 1945 pésal 27 (1) bahwa: “segala warga
negara be;samaa_n_ kedudukar_my_a d1 dalam hukum dan peme_rintahan_ dan wajib
rrlzzé_njuhjung.huku_m dan peﬁie_rihtahan itu dengan tidak ada kecualinya” menjadi
sulit uﬁtu% .ci.i.capai.

Dampak kerancuan pandangan tersebut dalam proses pelembagaan diduga
menjadi sebab obyektivasi nilai vang dicita-citakan tidak tercapai, di samping itu
digunakannya ideologl sebagai landasan berpikir menimbulkan kesadaran palsu
{(illusion) atau kemasifan yang memaksa (a compelling massivity) (Mannheim,
1993), vang tidak sekedar membuat manusia lupa pada kenyataan, lebih daripada
itu fungsi nilai sebagai pembatas interaksi manusia dalam masyarakat menjadi
terganggu.

Dalam kaitan ini Johnson (1972 : 57) menjelaskan bahwa: “kerancuan nilai
akan mengakibatkan terkesampingkannya diferensiasi dan spesialisasi kerja”. Hal
ini terjadi karena nifai sebagai dimensi vang melekat pada diri manusia memiliki
hubungan dengan pekerjaan (profession) sebagai faktor yang secara langsung atau
tidak langsung menentukan keberhasilan atau kegagalan manusia dalam memenuhi

kepentingan, kebutuhan dan harapannya, sedangkan implikasinya akan dirasakan

oleh masyarakat dari kinerja (perforimance) yang dilaksanakan.

* Mannheim (1990:60) menjelaskan tentang distorsi pikiran ideologis merupakan cara penipuan

vang diperhitungkan sampai orang lain menipu dirinya sendiri. Levi Strauss dalam bab Responses a
eueclques, Structural Anthropology. CJacobson (ed.). Penguin. hal. 637, 1972, Dalam membahas
pikiran Har menyatakan bahwa kesadaran palsu ialah pildiran yang disamakan dengan tak berpikir.




Dunaan demmian antara mlaz manusza dan pekerjaan terdapai hubuﬁgan _
._yang salmcr terkaxt mesklpun masmg—masmg memxhkl eL31sten51 sendm-séndln
:Karena 11::_1 untuk mencapaz mmhtas kerja dlpeﬂukan peiuang bagx mdx?xdu agar
. dapat menentukan kepentmcran Lebutuhan dan harapannya Dalam Lantan hal ini
G__aitung (1964 168) mengatakm “kemampuan mdmdual bempa kesadaran,
kreativitas dan inovasi membentuk kepribadian kerja dalam jaringan peran yang
' .digé;_akka_n oleh sesué_tﬁ_ dari alam supra natural dan jiWa yang menerima pengaruh
'd.a_ri_ senitimen kemasyafakatannya”. Pemikiran inilah yang meletakkan pentingnya
peluang bagi orientasi .persor.mi dan struktural untuk tumbuhnya otonomi, sebagai
.basis pengembangan kerja.(pmfessimzalz‘zcztion) dan kinerja {performeance) dalam
'kerang.ka legal. | o\
-Déngan landasan konsep otonomi, jika hal itu dapat didudukkan dalam
lembaga kepolisian, diharapkan polisi mampu menjalankan peran sesuai dengan
:”'ﬁmgsinya. _Fenomena._ tersebut menarik untuk diteliti, sebab kehadiran polisi di
daiam masyarakat bukan sekedar sebagai pelengkap struktur sosial belaka, lebih
dari itu juga merupakan perwujudan moral yang ikut menentukan kadar hubungan

peran dalam masyarakat. Dari aspek akademik, fenomena itu menarik untuk dikaj

sehubungan dengan perkembangan sosiclogi dan antropologi dalam masyarakat

majemuk,
Dari uraian tersebut, diduga masalah kepolisian itu menyangkut fzktor
struktural dan personal, dalam hubungan peran yang tidak terlepas dari interaksi

antara nilai-nilai sosio-budaya dengan organ-organ dalam masyarakat, yang mana




: _sa}i;_h satunya a_déla_h organ -peme:inta_h._ Organisasi polisi sebagai refleksi lembaga
s.o;i.al danproduk dari k_e_le_mbagaan p'emerin_tah', dimungﬁ;@_nkan térbawa oleﬁ tarik-
- menarik kekuatan dalam h};_iaung_an ke_dua faktor tersebut yang pada dasarnya
m?rupak_an .ungkéj;an kemauan bebas mau.usi_a _dém 'a;:lanﬁ menghambat struktur,
Hal yang menjadi pertanyaan: a”dak_ah hubungan antara nilai dan moralitas
Tri Brata yang dipadu dalam profesionalisme dan kinerja polisi berpengaruh
terhadap otonomi kepolisian. Masalah utamanya ialah dalam proses pelembagaan
aktualisast nilai dan moralitas belum menjadi motivasi polisi untuk membangun
‘otonomi kelembagaannya yang meliputi kemampuan: menghargai dir1 sendiri (seff
recpect), mencukupi kebutuhan sendiri (self sufficiericy) dan mengatasi rasa takut

(fearlesness).

1.2.  Ideatifikasi dan Rumusar Masaiah

Aktualisasi nilai merupakan usaha mewujudkan ide atau gagasan tentang
tata kelakuan yang tumbuh dari pengalaman vang dianggap baik, benar, menarik
dan memiliki daya guna fungsional bagi suatu lembaga. Dalam hal i1, fokusnya
ialah hubungan antara nilai, moralitas, dan ofonomi sebagai realitas sosial bukan

hanya bersifat fiir mich, tetapi juga an sich.

1.2.3. Masalah Umam
Berbagai potensi mempengaruhi pergeseran lembaga, baik bersifat makro,

meso ataupun mikro. Berkaitan dengan nilal yang mendasari aktivitas manusia,




: _dg_lam ..kergngka m(_)rali.tas_ sebagai px_‘a—};‘ondi_j.s:i_l.mt.uk_ me_wuju&kan p:c.__)fesie.n_alism_'e
- .dal_’i kinerja su.a_"fu. _orgar;is_asi,_s_ébagai_wgdah___'dgfi_ tmda&an indivé;iu;§;1§fiy,_idg l_j}*.ang _
.mél.embagakan thn_grﬁi,_ Bg;ger (1988) '_m.eliha't. fencmgna itu sebaga_i k.onst.mksi
| sc_sia;l; yang ole_h _Ga_lﬂ_l_#g (199;2)_din.y.atak.a1.1_ bahwa, secara stﬁ??ﬁ:_ur_’a}_me.gyaﬁgkut
ori_entési nilai pertumbuhan i)fibadi, kebebasan, persamaan, 'pértﬁiﬁbuhaﬁn ekonomi
dan pemerataan dalam kaintan dengan lembaga yang mengendalikan keteraturan
perbuatan, sistem otoritas, kepentingan kioiel-;tif dan keterikatan kelompok, sedang-
kan secara personal menuntun perilaku individu untuk merefleksikan kemampuan
menghargai diri sendiri, mencukupi kebutuhan sendiri, dan sikap tanpa takut.
Masalahnya ialah faktor apa yvang memungkinkan berlangsungnya korelasi
antara faktor struktural dan faktor personal secara seimbang, karena kedua aspek
tersebut saling tarik-menarik berdasarkan kepentingan vang berbeda. Dalam hal ini
faktor struktural berupa nilai dan organ-organ yang mempolakan sikap peﬁlak‘u
manusia berhadapan dengan faktos personal berupa hak manusia uatuk merealisa-
sikan diri (self-realization) dan memperkembangkan dirt (personal growth), yang
mana keduvanya bisa saling mendukung atau menghambat tercapainva profesi-

onalisme dan kinerja lembaga sesual atau tidak dengan harapan masyarakatnya.

1.2.2. Masalah Khusus
Kebutuhan dasar lembaga kepolisian itu ditentukan oleh kemandiriannya
dalam pelaksanaan tugas, sedangkan kemandirian ifu merupakan produk dar pola

budaya vang diterapkan dalam organisasi. Di dalam masyarakat, ideologi sangat




| zﬁer_x_}pengaruhi perilaku organisasi, sesual atau tidak sesuai untuk menumbuhkan
_otonominiya.' Fenomena tersebut dapat d_iindentiﬁkési melalui. pertanyaan seperti
dikemukakan di bawah ini:
” _1.. B_agéimana hubungan aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata .dengan profesi-
onalisme dan kinerja polisi ?

2. Berapa besar pengaruh profesionalisme dan kinerja polisi terhadap otonomi di
dalam lembaga kepolisian ?

3. Berapa besar pengaruh aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata terhadap oto-
nomi di dalam lembaga kepolisian ?

4, Bagaunana hubungan dan berapa besar pengaruh aktualisasi nilai dan morali-
tas Tri Brata terhadap profesionalisme dan kinerja polisi yang menyebabkan
terciptanya otonomi dalam lembaga kepolisian?

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, fokus dalam penelitian ini ialah

“aktualisasi nilai dan moralitas” serta “otonomi” sebagai konsep yangingin dikaj

kelembagaannya dalam masyarakat.

1.3, Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji bubungan peran, khususnya dalam

hubungan norma dan nilai-nilai yang melandasi aktivitas manusia dalam konteks
pemahaman terhadap pengetahuan tentang realitas, sehubungan dengan perubahan
cepat di luar ataupun di dalam organisasi yang memerlukan penyesuaian (mutual

adfusment) lembaga terhadap fungsi dan perannya. Secara teoretik, penelitian ini
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’ .'untuk mengetahul *vahcht.as perspektlf pérsonai dan stmxﬂurék dalam s1ste§1 sos1a1 ;
o .._budaya yang berbeda L | | .
| Adapun tu_juannya.adalah uﬁtuk menﬂetahm hubungan éktuahsam nilai dan B

;rﬁorahtas Tri Brata se;alan dengan nﬁenguatgya feﬁomer;z; oténom: dlldalam._:- o
gehmupan masyarékat sehmaoa dapat diketahui secara }elas baxk xa}xtor—faktor apa

vang menghambat maupun mendukung otonomi kepolisian.

1.4, Kegunaan Penelitian

Guuna ilmiah dart pene_ﬁitian ini falah memberi sumbangan konseptual bagi
perkembangan paradigma personal dan struktural khususnya berkaitan dengan
i otbnomi_ dalam perspektif Sosiologi Antropologi.

* Guna laksana dari penelitian ini ialah sebagai bahan pertimbangan dalam
pelembagaan otonomi kepolisian, terutama dalam Kaitan dengan penerapan
.p_granan yang berhubungan deggau kekuasaan di dalam masyarakat, khususnya
.dalam hal pembinaan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan keseimbangan,
keselarasan, dan Keserasian penegakan hukum dalam masyarakat yang sedang

mengalami suatu perubahan.

1.5, Kerangka Pemikiran, Proposisi dan Hipotesis
1.5.1. Eerangka Pemikiran
Kelembagaan polisi pada tingkat makro, menunjukkan adanya hubungan

lembaga yang tidak terlepas dari interaksi antara nilai sosio-budaya dengan organ-
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- organ dalam masyarakat, yan.g'_.salah satuniya adalah organ pemerintal, Organisasi

| .p_o_l_iéd adalah reﬂeksi dari Ieri_fba_ga sosial, yang seéaré stfukturai merui;akan produk
da_r_i keiembagaan pemer_int_ah. _Daiam .ka_;itan: pfaktek politik, secara personal relasi
.p'éran'd.an polé kelakuan pohs1 nie_rgpakan_ reﬂeké_i dari hasil integrasi ABRI yang
 dianggap kurang fungsibnai deﬂgaﬁ kelembagaannya.

Dua aspek yang berlangsung dalam proses sosial, dari aspek struktural dan
personal masing-masing memiliki kekuatan tarik-menarik sebagai petunjuk adanya
kemauan bebas manusia yang secara personal dapat melahirkan gagasan baik yang
menghambat maupun mendukung struktur, demikian pula faktor struktural dapat
menghambat atau mendukung perkembangan individu secara personal. Mengacu
pada pemikiran Galtung (1992 : 15 - 25), faktor struktural merupakan realsi pola
dalam suatu konfigurasi penempatan nilai sosio-budaya dan organ pada posisi yang
dianggap sesuai demi berfungsinya lembaga, sedangkan faktor pesonal merupakan
orientasi pelaku yang didasarkan pada dimensi ada yang menggambarkan sifat-
sifat pribadi manusia. Dalam konteks stukturai, lembaga kepolisian tumbuth dalam
konstruksi sosial yang berlangsung secara dialektika antara faktisitas obyektif dan
subyektif nilai bagi individu, dalam kurun waktu menjadi lembaga yang berkem-

bang secara dialektika pula dengan unsur-unsur lembaga yang lain.

Berger (1988) menjelaskan dalam konsep konstruksi sosial bahwa, masalah
makro vang berkaitan dengan tata nilai, masalah meso berkaitan dengan organisasi,
dan masalah mikro berkaitan dengan perilaku individu itu dalam proses sosial

berhubungan secara dialektika (Tesa — Sintesa — Antitesa). Dengan perkataan lain,
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'_k_étiga aspek (level) tersebut terdapat saling keterkaitan dalam hubungan sebagai
suatu sisten. Tesa nilai sebagai in-puf pada level f;z_akro_ melangsungkan dialektika

_ 'ya_ng menghasilkan sintesa kebudayaan (norma, perundang-undangan, peraturan)

yang bagi .1_evel_mes_d_or_ganis_a_si_ merupakan pembatas dalam proses pengendalian
perilaku manusia, yang antitesanya berupa tindakan manusia rasional sebagai out-
put sekaligus in-put pada level makro untuk memelihara pola kebudayaan.

Berkaitan dengan aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata menuju otonomi

kepolisian, faktor struktural itu ditunjukkan oleh kelahiran lembaga kepolisian di

Indonesia yang mengalami berbagai perubahan dalam kelembagaannya. Faktor
personal ditunjukkan oleh kerancuan perilaku polisi dalam kaitan integrasi dengan
angkatan bersenjata menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1981, mendapat
tekanan sosial yang pada dasarnya menilai bahwa ciri atau sifat lembaga tersebut
belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Masalah tersebut dapat didekati dengan menggunakan perspektif orientasi
personal dan struktural menurut Galtung (1992). Dalam konteks personal, individu
itu memiliki potensi dasar kesadaran dan rasionalitas bersifat otonom sebagai ciri
vang diwariskan (ascribed) yang berbeda dengan segala sesuatu yang ditambahkan

kemudian sebagai prestasi (achievement). Fakior terssbut kemudian dikembangkan

untuk mencar1 kebahagiaan, ingin menciniai dan diciniai, ingin memperkaya dan
diperkaya sebagai pribadi, yang oleh Galtung (1980 : 130) dikategorikan sebagai:
(1) menghargai diri sendiri (self recpect); (2) mencukupi kebutuhan sendiri (self

sufficiency), (3) menghilangkan rasa takut (fearlesness). Yang dimaksud dengan
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mengha_rgéi__ dir1 sendiri adalah, membina keyakinan individu atas gagasannya
' '__Sendi,ri, ménj_bina sikap safmg menghénnati, memelihara kewajiban dan tanggung
jawab, Mgncukupi kebutuhan sendiri b_e_rart_i dapat menentukan tujuannya, penda-
B _ pafcaﬁnyal_'d__ég peﬁgeluarannya, serta quiiitas_nya sendiri, sedangkaﬁ sikap tanpa rasa

' ‘cakﬁt b'er.arti, Kemampuan untuk menentukan caranya sendiri, merasa tidak terikat
atau terkekang.

Galtung (1980 : 98) menyatakan bahwa nilai dasar adalah: * pertumbuhan
pribadi, kebebasan, persamaan, dan keadilan”. Pemaknaan nilai bersifat dialektika,
tidak terlepas dari kepentingan untuk menumbuhkan hubungan antara diri (#he seff)
dengan realita. Pemisahan terhadap nilai dengan kepentingan itu bisa menimbulkan
reduksionis atau penyempitan atas obyektivitas dan rasionalitas. Pemaknaan nilai
secara subyektif menurut Poole (1992 : 87) adalah dalam logika (kebenaran), etika
(kebaikan) dan estetika (keindahan) sebagai dasar suatu lembaga, yang menurut
Durkheim {dalam Abdullah dan Van Der Leeden, 1986 : 18), tersusun menurut: (1)
keteraturan perbuatan; (2) sistem otorntas; (3) kepentingan kolektif, dan (4)
keterikatan kelompok.

Dalam kontak antara faktor struktural dan personal tersebut, gangguan yang

timbul adalah tarik-menarik kekuatan antar kedua faktor 1tu yang memurut Galtung

(1988 : 45) bahwa: “yang memiliki pemukul lebih besar berpeluang memaksakan
definisinya {gagasan) agar menjadi kenyataan”. Dengan demikian dalam hubungan
personal dan siruktural terdapat persaingan untuk memperebutkan pengaruh atau

kekuasaan dan keterlibatan kekuasaan itu dimungkinkan dalam konteks politik.
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Seperti dikatakan oleh Carr Saunders dan Wilson (1964), Marshall (1963}
dalam kaitan antara profesi dan politik dinyatakan bahwa: “birokrasi raksasa dalam
pemerintahan yang mudah terpengaruh oleh golongan politik, merupakan ancaman
utama bagi berfungsinya profesi-profesi secara layak, meskipun lembaga profesi
tetap merupakan kekuatan sosial yang membebaskan manusia dari ketergantungan
dan perbudakan binatang raksasa yang bernama negara”. Sejalan dengan pendapat
tersebut T.H. Marshall (1963 : 158-159) menjelaskan bahwa, pengawasan negara
itu membahayakan esensi dari profesionalisme :

Individualisme dapat berarti suatu pemahaman bahwa individu merupakan
unit pelayanan yang sebenarnya, karena pelayanan bergentung pada
kualitas dan penilaian yang didukung oleh tanggungjawab individual dan
tidak bisa dialihkan kepada orang lain, itulah inti dari profesionalisme dan
hal itu bukan berhubungan dengan kepentingan pribadi, melainkan dengan
berbagai faktor pengetahuan dan ketrampilan.

Untuk menjaga kelembagaan profesi, hal-hal yang diperhatikan menurut
Bittner {1980); Vollmer dan Mill (1966} meliputi: (1) jati diri; (2) intelektualiias;
(3) sikap kerja; (4) orientasi kerja, yang secara fundamental menyebabkan berhasil
atau gagalnya organisasi memenuhi kepentingan, kebutuhan dan kemanfaatannya.

Dalam kaitannya dengan kinerja polisi, menurut Satjipto, 1983 : 104) ditunjukkan

oleh (1) pelayanan; (2) cara kerja; (3) peralatan yang digunakan; (4) penerapan

hukum; dan (5) penerapan pelayanan.
MNamun seperti dikatakan oleh Marshall (1963) bahwa pengetahuan dan
keterampilan yang berkaitan dengan suatu profesi itu bisa mengalami kekaburan.

Hal ini bisa dijelaskan dengan mengacu pada pemikiran Juergen Habermas (dalam




Hardiman, 1990 : 94) dalam tesisnya bahwa: “terdapat kaitan ﬁntara pengetahuan
: dan kenyataan dan kesalingterkaitan antara pikiran dengan tindékan”. Pengefahuan
ﬁ_da_k pernah merupakgn produk sosial yang steril dari kepentingan, pengetahuan
selalu berkaitan dengan keanggotaan kelompok dan relas_i.s_osial délam masyarakat.

Sedangkan untuk melembagakan pengetahuan dan keterampilan di dalam
profesionalisme ke kinerja ditempuh melalui proses: obyektivasi, internalisasi dan
eksternalisasi (Berger dan Luckmann, 1966 : 105). Hal ini berlangsung dalam
suatu dialektika tiga momentum yang berjalan secara simultan vaitu, eksternalisasi
adalah suatu pencurahan kedirian secara terus-menerus dalam dunia realita, baik
dalam aktivitas fisik maupun mental. Obyektivasi adalah disandangnya produk-
produk aktivitas (fisik maupun mental) sebagai realitas yang berhadapan dengan
realitasnya semula dalam bentuk kefaktaan (faktisitas) yang eksternal terhadap,
dan lain dari, para produser sendiri. Internalisasi adalah peresapan kembali realitas
oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia obyektif
ke dalam struktur kesadaran subyektif.

Dalam proses interaksi antara profesionalisme, kinerja dan potensi yang
dimiliki oleh suatu lemibaga, bagi individu-individu yang berada di dalamnya akan

dihadapkan pada tindakan yang didasarkan pada pilihan motivasi. Lembaga yang

mengakiualisasikan potensinya menjadi sumberdaya nyata, maka individu-individu
vang berada di dalamnya saling berhubungan dalam bentuk kesetaraan, sedangkan
lembaga vang tidak mengaktualisasikan potensinya sangat dimungkinkan individu-

individu yang berada di dalamnya befhubungan dalam bentuk ketergantungan.




normatif dalam sistem sosial.

Darlpengetahuan yén_g t_eiéh diiﬁéﬁ‘naﬁ_sgj_si,. untuk méé_gafghkan keseré_sian
| peran .da_n_.' txndakan délam .rél_as.i' aﬁtar_ 1@@%5 tergantung bagmmana pelaku sosial
E ___;Inenangg_.api: gerbagai:harééén yang diterima dan lkepcm‘;i.ngén_ dari perbuatan i_t.tlz
sendm Haluu @en&gﬁg@t__mot_iﬁgﬁiohal d_.a'r.z _'.kcé.mi_tme_n :'d:eil_énl..me_rnenﬁhi semua :
kéjj.e_ﬁt_ingén.”{}alarn hat 'ini,'. lnilai dalam konfigurasi str.ukéu:r'.'ikut 'rﬁempengaruhi
éene_mpatan Igmbaga _pada.posisi sesuai dengan kepentingan individu-individu di
masy#rakat. Mengacu kepada pemikiran Berger dan Kellner (1985) tentang proses
slosial dalam pelembagaan, penyesuaian antara struktur dengan nilai yang berubah,
'Ir.iembuat individu-individu menempatkan pada struktur baru uatuk mempolakan

perilaku. Jika hal ini terhambatnya pelembagaan menyebabkan kerusakan tertib

Gambar 1.1

Hubungan Antarvariabel Penelitian

AT
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- Keterangan: _ _
X1 . Faktor struktural = Aktualisasi nilai
'X_z . Faktor struktural = Moralitas Tri Brata
Zr Prbfesiéhalisme Pelisi
Z2 . Kinerja Polisi
Y . Faktor personal = Otononu Kepolisian

1.5.2, Preposisi

Faktor yang diasumsikan mempunyai hubungan dengan otonomi adalah,
aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata. Dari hubungan itu dirumuskan postulat
vang disusun menurut konsep-konsep pokok yang diidentifinisikan sesuai dengan

keperluan penelitian, dianggap benar dan tidak diuji secara empirik. Proposisi itu

adalah sebagai berikut ¢

1) Setiap lembaga memiliki nilai yang tersusun dalam suatu struktur
vang komprehensif dan koekstensif (Durkheim, 1964). Nilai yang terinte-
grasi dalam kolektivitas mengandung sejumlah harapan yang realisasinya
terlembaga dalam organisasi. Moralitas sebagat perwujudan nilai baik atau

buruk, salah atau benar, di dalam lembaga menuntut suatu tatanan untuk

mewujndkan keteraturan perbuatan, sistem otoritas, kepentingan kolektif

dan ketertkatan kelompok.

2) Dalam struktur yang kuat terjalin kesesuaian antara nilai sosio-

budaya dengan organ-organ yang berada di dalam lembaga (Bakker, 1984,
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Durkheim, 1964; Erich, 1969). Profesionalisme sebagai perkembangan dari

spesialisasi kerja dilandasi oleh nilai-nilai moral sebagai komitmen

 terhadap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari proses belajar

~ baik secara formal dalam lembaga pendidikan maupun secara sosial lewat

interaksi sosial. Otonomi merupakan sikap kemandirian yang didukung

oleh potensi untuk menyatakan tujuannya sendiri.

3) Moralitas merupakan media penyempurnaan manusia dalam usaha
mengembangkan nilai melalui realisasi diri, realisasi sosial dan realisasi
sejarahnya (Erich, 1969; Poole, 1993; Held, 1989). Kinerja merupakan
aktivitas manusia dalam mengembangkan potensi untuk memenuhi kebu-
tuhan dalam hubungan dengan alam yang harus diolah, dihumanisasikan
dan ditempatkan sesuai dengan kemanfaatannya. Otonomi merupankan

kualitas manusia yang didukung oleh kemampuan mengurus diri sendiri.

4) Aktualisasi nilal dan moralitas dalam suatu lembaga: (1) di satu sisi
membangkitkan motivasi; (2) di sisi yang lain memberi arah bagi pengem-
bangan diri (Giddens, 1975, Galtung, 1985). Pra-kondisi tersebut sebagai
potensi untuk menumbuhkan sikap menghargai dirl sendiri (self respect),

mencukupi kebutuhan sendiri ( self suffiviency) dan perasaan tanpa takut

(fearlesness), syarat bagi terwujudnya profesionalisme dan kinerja suatu
lembaga. Ctonomi adalah wujud kemandirian seseorang atau komunitas
yang terjalin kuat dalam nilai sosio budaya dalam suatu lembaga melalui

posist peran dalam organisasi.
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1.5.3. Hipotesis Penelitian
'H_ipqtes_is penelitian dirumuskan sebagai berikut:
- 1. Terdapat hubungan signifikan antara faktor aktualisasi nilai dan faktor morali-
-tas Trd Brai_a dengan profesionalisme dan kinerja polisi. |
Hipotesis I
Semakin dinamik hubungan aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata, maka

profesionalisme dan kinerja polisi semakin meningkat (H1: Xi2 — Z12).

2. Terdapat derajat pengaruh signifikan antara profesionalisme dan kinerja polis

terhadap otonomi di dalam lembaga kepolisian.
Hipotesis 1.

Semakin tinggi profesionalisme dan kinerja polisi, maka semakin tinggi
otonomi di dalam lembaga kepolisian (H2: Z 1.2 = Y).

-

3. Terdapat derajat pengaruh signifikan antara aktualisasi nilai dan moralitas Tn

Brata terhadap otonomi di dalam lembaga kepolisian.
Hipotesisi HL

Semakin tinggi aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata, maka semakin

finggt ofonomi di dalan [embaga Kepolisian (Hm X1 =Y.

4. Terdapat derajat pengarvh signifikan antara akiualisasi nilai dan moralitas Tri
Brata dengan profesionalisme dan kinerja polisi serta dengan otonomi di dalam

kepolisian.
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~ Hipotesis IV.
Semakin dinamik hubungan antara aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata,
-serta semakin tinggi profesionalisme dan kinerja polisi, maka semakin tinggi pula

‘otonomi di dalam lembaga kepoiisian (Hi: X125 212> Y).




BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauén Empirik
" 2.1.1. Fenomena Desakan Peran Polisi

Perkembangan Iembaga kepolisian erat katannya dengan perkembangan
suatu masyarakat, Mengikuti proses perkembangan masyarakat menurut F. Tonnies
(1936), dari ciri masyarakat sederhana (gemeinschafr), kehadiran organisasi dapat
dikatakan kurang menonjol karena hubungan antar individu bersifat intim dan
personal, organik dan nyata. Di dalam masyarakat yang kompleks (gesellschaf),
kegiatan dijalankan dalam suatu organisasi yang terstruktur dan berstfat mekanik.
Dari segi proses sosial perkembangan lembaga kepolisian yang semula merupakan
kelembagaan sederhana kemudian menampilkan bentuk sebagai organisasi yang
teratur dan terstruktur dalam masyarakat. Pada masyarakat geimenschaft, keter-
tiban dan keamanan merupakan kewajibafl kolektif, sedangkan pada masyarakat
gesellschafi menjaga ketertiban dan keamanan dilakukan oleh kelembagaan negara
vang disebut kepolisian. Pertumbuhan lembaga kepolisian dalam proses sosial dari

bentuk geimenschafi ke gesellschafi tersebut berlangsung secara lineir.

Mengikuti pandangan Spencer (1892) dan Comte (1877), dapat dikatakan
pertumbuhan lembaga kepolisian melalui suatu tahapan, dari bentuk lembaga yang
sederhana ke bentuk lembaga yang kompleks dan beraneka ragam, menyangkut

dalam hal struktur, fungsi dan peran yang saling tergantung. Oleh Comte (1877)
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~ perkembangan te_rs_eb_ut dilandasi perubahan orientasi _pil_s:ir_an manusia dari tahap
| _idé_é}og_i, m_etaﬁsika hi_ngga ke téhap po'sit_ivisn_.ae..Bgrkéitz;n déngan .perkerﬁbangéxz
:' Ie_rﬁgagé. kgp_@lisia_x_i .111811?.1111’{ pgn_dangal;_igi adalah be_:r_si'fﬁfe. _progr__ési_f_ _Berbeda pula
- déx:igérlx'_;'jan_dangézf Tb'r;_x.aies, Spencer dan Comte .da.l.am. 'mén..i'n.ja.u .p.efﬁbahan so:%iai

" mengikuti pandangan Karl Marx (818 — 1833), pertumbuhan lembaga kepolisian

dalam konteks perubahan sosial adalah bersifat revolusioner, berdasarkan pada
pemikiran dialektik yang berorientasi pada kebutuhan nyata (material) sesuai
dengan kepentingannya.

Fenomena polisi yang terjadi di lapangan Sint Peter, Manchester, Inggris
pada tahun 1819 ketika membubarkan kerusuhan massa yang mengakibatkan
terbunuhnya ratusan orang, dikatakan sebagai bentuk pemolisian yang mengacu
pada pendekatan militer (Bittner, 1980 : 15). Dari peristi;va itu, bentuk pemolisian
kemudian berubah ke arah organisasi modern, diawali di Inggris yang berlangsung
sejak abad ke IX hingga abad ke XIX. Perubahan ifu tidak terlepas dari proses
industrialisasi, urbanisasi dan kerusakan tertib sosial yang timbul sebagai akibat
dari berbagal macam persoalan dalam ma'syarakat. Perubahan itu dimulai dari

kelembagaan hingga pengorganisasian keamanan yang belum pemah dilakukan

sebelumnya.

Pendekatan tersebut merupakan suatu proses tertib sosial, yang berorientasi
pada kebutuhan nyata. Karena itu kekuatan paksa yang dapat dilakukan oleh
militer umumnya dianggap paling efektif untuk mempolakan masyarakat. Etter

dan Palmer (1995 : 79) menjelaskan bahwa:




“Kepolisian sebagai komunitas memﬂiki pandancan yang lazim tentang
- ukuran normatif untuk . menentukan -sesuatu -tindakan ‘yang . dapat
- dilakukan oleh anggotanya. Dalam kehldupan sosial ukuran normatif tu

' ‘berkembang dari nilai yang berlaku di masyar___ai_xa_t. yar_;g berbeda_ _an_t_ara_
kepolisian pada - masyarakat vang ‘satu dengan . kepolisian - pada -

- masyarakat yang lain. Ada ukuran normatif yang meletakkan pada aspek Lo

. represzf di atas ukuran aspek prevent;f‘ S

Hal ini dima.ksud untuk menunjukkan, baik bagi.masyarakat maupun lembaga

" kepolisian memiliki acuan yang sama tentang standar nilai tindakannya. Acuan ita

akan melembaga dan kemudian menjadi pola pemolisian yang bersifat khas dalam
masyarakatnya.

Perubahan pemolisian di Inggris pada tahun 1829 itu memberi pengaruh
luas pada perkembangan kepolisian di dunia, terutama dari orientasi k_efja yang

bersifat normatif (prosedural) ke orientasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa

ketertiban dan keamanan masyarakat tidak melulu didasarkan pada pertimbangan

hasil akhir, melainkan juga proses memperoleh hasil tersebut. Freidmann (1998 :
33) dalam bukunya yang berjudul Commmunity Policing menyatakan bahwa: “jika
ketertiban dan keamanan masyarakat hanya didasarkan pada pertimbangan hukum,
maka polisi akan dihadapkan pada situasi konlfiik dalam masyarakat”. Masyarakat

itu tidak selalu bergerak dalam aturan hukum yang mengikat, melainkan juga pada

nilai-nilai yang yang disepakati bersama. Tujuan sosial dan tujuan hukum belum

tentu sejalan atau sama, demikian pula ketertiban dan keamanan tidak selalu
merupakan sarana untuk mencapai keadilan bahkan lebih luas daripada hal itu.
Karena itu masalah ketertiban dan keamanan tidak diletakkan hanya dari sudut

perkembangan lembaga kepolisian saja tetapi juga kelembagaan sosial lainnya.
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‘Perkembangan lembaga kepolisian itu juga dipengaruhi oleh aspek politik

_dé_m ekonomi. Dari aspek -poiitik peranan polisi mencakup. persoalan yang b_ersifat
'.umum hmgcra persoalan yang sangat sensmf bag1 kepemmgan masyarakat karena .

'r pe}\er}aan-nya berhubungan dengan masalah kebebasan dan L.el\erasan da}am hai

penangj\apan penahaﬁén dan pemenl\saan terhadap seseorang. Hal ini sering
mengundang tindakan yang bersifat subyektif, karena merampas kebebasan
seseorang baik tidak maupun de;agan kekerasan, bahkan lebih jauh dan itu dapat
mencakup pengamanan terhadap kekuasaan suatu golongan. Tindakan tersebut

membuat polisi memasuki percaturan politik, antara lain dengan melakukan upaya

kontrol Jewat cara seperti penyelidikan, pelacakan, pencekalan, pengaturan,

pemeriksaan dan perizinan. Karena itu tidak bisa dielakkan, polisi dituntut
melakukan peranannya dalam batas-batas yang diakui dan ditolerir oleh nilai hak
asasi manusia dan peraturan perundang-undangan, meskipun dipahami betapa
tinggi eskalasi ancaman menjadi beban yang berat dalam pelaksanaan tugasnya.
Dari aspek ekonomi, Douna dan Schreuder (1992 : 37-- 40), > memberikan
gambaran dampak pelaksanaan pembangur;n ekonomi di negara berkembang

tidak terlepas dari berbagai masalah sosial yang pelik dan rumit. Implikasi negatif

kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara maju, membawa pengaruh dalam hal

*  Lihat : Sytze Douna & Hein Schreuder. (1992). Econamic Approaches to Organization. New

York Prentice-Hall. Baca : Walt W, Rostow (1964), “The Take off into Seif-Sustained Growth”.
hal. 285 - 300 dalam Amiiai Efzioni and Eva Etzioni Haveley (Eds). Social Change: New York:
Basic Books. Baca juga: Walt W. Rostow (1980). ¥y The Poor Ger Richer and the Rich Slow
Down. Austin University of Texas Press. hal., 259-301.
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- ecoiabellmg Relokasx mdustn sebag,,m bagxan dan mvestas; akan menimbulkaﬁ_
kerusakan hnﬂkung,an k'lrena mdustr; yans_,, dtreiokasxkan pada umumnya sudah.
X _'-_'ditemanrr oleh masyarakat d1 ne.ﬁa.ra maju Integrasx perekonommn duma melalui
; _' i.x'wésiasi_ dan perdaoancran Ju;ré .x.nembawé resmo mengahrnya baranﬂ terlafaﬁa
sécara ilegal antar negara.

Persoalan yang muncul dari berbag vai implikasi tersebut ialah: (1) tindak
pidana penyelundupan (smuggling) sebagai bentuk kejahatan lama yang ber-
dimensi baru dengan memanfaatkan teknologi transportasi seperti kapal container,
cargo air transporiation, dan diplomatic bag, (2) penyebaran hama dan penyakit
melalui makanan impor yanu kadaluarsa, baik dari negara pengekspor yang
kondisi alat pengangkutnya buruk, maupun karena tertahan di pelabuhan nE(;ara
tujuan melebihi waktu yang telah ditentukan; (3) transfer uang melalui sandt
komputer (compuier crime, derivative transactions), korupsi, kolusi dan konspirasi
jahat yang sangat sulit dibuktikan secara material, meskipun secara nyata terjadt;
(4) pasar gelap (black market) barang-barimg terlarang, seperti obat-obat terlarang
(drugs), makanan dan minuman dalam kemasan dan peredaran non konvensional;
(5) debt collector, backing perjudian besar, agitasi, teror, pembuangan limbah 3B

dan.insinuasi: (6) wrban renewal (pemugaran daerah perkotaan) juga tidak lepas

dari backing untuk menekan ganti rugi, misalnya kebakaran yang direkayasa; (7)
perampokan bank dan penculikan anak (kid-nap) yang dilakukan oleh jaringan
terorganisasi;, (8) kejahatan asuransi (fnsurance crime), antara lain karena kalah

bersaing, pabrik, gudang, toko atau mall berikut barang yang sudah diasuransikan




dinyatakan seolah-qlah mengalami musibah kebakarﬁn. Hal éemac-arﬁ ini juga bisa
o c_iil_gku_fiaﬁ ol_éh orang _la.,.njut ué_ia_ Srang __bérasuréns_i,_agér_ supaya yang Qijadikan ahli
Wans _se_c.epatnyz.i .:_ ménérima_ sa_ﬁ_t_u_naﬁ dari- p_emsali_aaﬁ: é_;s_urans_i; (9) pemalsuan
merk dagang danpembajakan :hak patén_.'s.ei.)z“igai bentuk ke_]ahatan yang Iber'ma_;é
dtia; yékiﬁ mémal.su.d..z.m fnenipu konsﬁinen; (_10).péﬁgg.elabar.}.ﬁﬁjak, termasﬁk |
juga pemalsuan restitusi pajak dalam imvestasi dan perdagangan bebas, (11)
penyalahgunaan kartu kredit {crnedif card), pencurian pulsa telepon; (12) kejahatan
money laundry {perutihan uang haram) lewat bank transfer; (13) pelecehan sek
dan child abused (penyiksaan anak), (14) peredaran uang palsu dan lain-lain.
Dampak perkembangan masyvarakat yang berorientasi pada ekonomi berupa tipe
kejahatan baru tersebut mempengaruhi bentuk pemolistan.

Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menambah
dimensi tersendiri bagi kepolisian. Implikasi dari perkembangan yang bersifat
positif, seperti diterapkannya teknik kepolisian yang memiliki dasar ilmiah untuk
mendukung pelaksanaan tugasnya. Dari teknik vang paling mendasar seperti
- identifikasi sidik jari, balistik, toksik.ologi.hsampai dengan teknik yang canggih,
yaitu analisis DNA telah menjadi bagian dari pekerjaan polisi, demikian pula

pendidikan tinggi spesialis dan organisasi kerja yang melingkupi bidang spesialis

menjadi kebuivhan kerja polisi. Dengan demikian dapat dikatakan, penguasaan
ilimu dan teknik merupakan bagian dari kelembagaan polisi.
Peran polisi memerlukan pemolisian yang sesuai dengan struktur sosial

budaya masyarakat. Sementara ifu sistem kepolisian sebagai wadah dari peran
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lpolisi yang berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat bukan sekedar unsur

~ yang berdiri sendiri, melaihkan pollisi dan mé_sy.arakat merupakan kaitan yang
;i_iaiek_tik._ Sebagai lembagé,_'poiisi _tida}c sel;e_dﬁr menjaga ketertiban masyarakat
’ éétapi sekaligus sebagai sos.i.:;zi. -kﬁmfrél yang berfungsi menjaga norma kebudayaan.
Polisi sebagai organ negafa, .sejai.z.m dengan ﬁ;rkembangan sosiall menuntut untuk
semakin dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan serta teknologi dengan
tidak memnggalkan etika, bata;,_an-baiasan kerja yang jelas, serta norma-norma
penghargaan terhadap prestasi kerja. Sebagai suatu profesi, konsekuensinya
terdapat seperangkat standar kerja yang harus dimiliki sebagai acuan untuk menilai
profesionalisme dan nﬁengukur kinerjanya.

Untuk kepentingan kolektif, konsep polisi menampilkan arti sebagai aktor
vang pekerjaannya sehari-hari memberi layanan untuk menangani kejahatan, dan
mengatur ketertiban. Peran itu berkembang selain sebagai penindak kejahatan juga
sebagai aparat yang menjalankan fungsi sosial. Perubahan peran polisi sebagai
bagian dart perkembangan masyarakat menurut Chapman (1963 : 23) merupakan

.
fungsi lembaga untuk memelihara karakteristiknya.

Berkaitan dengan pemikiran Chapman, Rahar'djo (dalam Kunarto, 1996 :

56) menyusun pérbedaan pola pemolisian yang sedang berkembang. Pola pemo-

lisian tersebut dikatakan tidak terlepas dari fakior poliiik, ekonomi, sosial dan
budaya. Pola pemolisian lama dan pola pemolisian baru dalam proses sosial seperti

terlihat pada tabel 2.1, di bawah ini.
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Tabel 2.1
Perbandingan Pola Pemolisian Lama dan Baru
Pemolisian Lama Pemolisian Baru

Kontrol sosial ' Kontrol sosial
Paradigma konflik - ‘Paradigma kemitraan
“Susunan hirarkis Partisipatif

Kekerasan Profesionalisme

Pemaksaan ' Kesadaran

Individu Komunitas

Di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 dinyatakan
peran polisi adalah pelindung dan pembimbing masyarakat, penjaga ketertiban dan
penegak hukum untuk ketentraman masyarakat. Tugasnya meliputi penjagaan,
patroli, pengaturan lalu-lintas kendaraan, mencegah dan menanggulangi kejahatan
disertai pula wewenang untuk melakukan penangkapan, pemeriksaan, penahanan
hingga meneruskan suatu perkara ke Kejaksaan.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa, lembaga kepolisian itu memiliki
dimensi sosial yang cukup luas. Dimensi pertama, sifat universalitas pendekatan
pemolisian adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagal dasar dalam
pelaksanaan tugasnya. Dimensi kedua, dart aspek penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi merupakan indikator dalam pgmoiisian. Perkembangan tersebut
melahirkan satu jalinan lembaga kepolisian berupa ciri-ciri yang sesuai dengan

konfigurasi masyarakat, yang mana semakin meninggalkan pendekatan kekerasan

menuju ke arah pendekatan hukum yang bersifat sosiologis. Dengan keterikatan
lembaga itu pada masvarakat, kontribusi yang diberikan ialah identitas profesi,
kepentingan kolektif dan kinerjanya identik dengan kebutuhan ketertiban dan

keamanan masyarakat.




2 i.2. Fenomena Momhtas Amb:gu Pohsx _

Dalam proses 3051a kebutuhan akan L_etemban dan keamanan untuk men-

- jaaa ﬁmgsa masyarahat tadak selalu beriang,sung dalam suasana kerja sama, saimg

atau pertentangan hingga penguasaan Sejaian denﬂan proses tersebut tumbuh

suatu kelembagaan yang disebut polisi yang berfungsi untuk menjaga dipatuhinya

kaedah-kaedah yang telah disepakati bersama agar tidak selalu terjadi benturan

kepentingan di antara warga masyarakat. Cara untuk menjaga keteraturan itupun
- berubah sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakatnya.

.Dalam kaitan dengan profesi, apabila suatu jenis pekerjaan tidak bertolak
dari nilar yang dianut, maka individu-individu dalam lembaga akan bertindak
menurut hati nuraninya sendiri dan tindakan ’;ersébut dépat menggangu eksistensi
lembaga maupun keselamatan dirinya. Demikian pula dengan tindakan polisi
ketika mengatasi kejahatan pada saat menjalankan tugas. Pendekatan konvensional
yvang menganggap bahwa kejahatan secara inheren adalah salah dan pelakunya
wajib dihukum sebagai pembalasan, dapat x.nerangsang tindakan polisi melampaui

aturan yang tertulis meupun yang tidak tertulis.

Robert Peel (1829) dalam usaha memperbaiki kepolisian di Inggris ber-

o 'sepakat dan penyesuaian tetapl Juca berlanszsung daiam proses persamgan konflik

tolak dart konsep nilai tradisi yang digunakan untuk menjaga otoritas polisi di
dalam masvyarakat., Menurut Peel, perubahan lembaga kepolisian dimulai dari tata-
nilainya sebagai acuan etika kolektif yang secara umum diterima oleh masyarakat.

Nilai sosial masyarakat Inggris adalah adil, mulia dan kasih sayang dijadikan
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landasan bagi etika polisi. Tindakan polisi yang berdasarkan ketentuan hukum

- semata, Villiers (1991 : 27) menilai hal itu tidak menegakkan kepercayaan secara

kolektif, justru dapat méngurangi_ kepercayaan terbadap. kemampuannya karena
tindakan bermoral makin dipacu untuk melindungi, bukan sekedar niengatasi.
Dalam hal in1 Johnson (1994 : 203) mengatakan bahwa:

Pekerjaan ideal seperti ahli hukum (termasuk polisi) tidak mungkin untuk
dipersiapkan dalam waktu singkat, sebab:

1. Tidak ada manusia yang sempurna.

. Tidak terdapat kriteria manusia yang sempurna.

. Calon 1deal tidak perlu dikhawatirkan dalam proses mempekerjakannya.
4. Tidak perlu berlarut-larut menyita waktu dan tenaga untuk dipikirkan.

W b

Karena itu lembaga kepolisian juga harus dipelihara dengan baik. Pekerjaan polisi
itu berada dalam suatu lingkungan yang selain membuat keputusan untuk berbuat,
juga berbuat menurut cara yang benar, meskipun tidak menutup kemungkinan
dapat juga dengan sengaja dilakukan dengan cara yang salah bila dihadapkan pada
kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

Dalam hal tindakan vang salah atau benar, Held (1989 : 39) menjelaskan
kaitannya dengan etika untuk mengetahui apa persoalannya. Menurutnya:

“Perbuatan manusia ifu terkait dengan tanggungjawab rasa kemanusiaan

yang dituntun oleh etika, yaitu himpunan aturan tentang moral yang

merujuk pada aturan tentang sikap vang diterima oleh suatu kelompok.
Etika menjadi dasar yang kuat bagi penegakkan moralitas karena: (1)

benar atau salah, buruk atau baik atas perbuatan manusia; (2) efika untuk
menentukan prinsip vang mendasar dalam bersikap; (3) etika mencari dan
berusaha menunjukkan mlai kehidupan yang benar secara manusiawi
kepada setiap orang; (4} etika bertanya dan menjawab pertanyaan nilai apa
vang paling pantas diperhatikan dan mengapa seseorang dinyatakan lebih
baik dari yang lain”.




Dengan demxkxan dapat dlkatakan bahwa mlayah etlka setara dengan bzdanw N

_ :ﬁlsafat sebagai subjek teoretlk yang mencka;l tentang kebaikan dan keburukan
'51kap—51kap teﬁentu Etika sebaga; norma.. mempakan anjuran (ho,;fétOI}f) yang
-hams dnkutl dan sebagai ob}ék forrﬁai menyomtx Imp}emen’{asx dari aturan—atuaan
yang berlaku. _ . _ L ; _
Digunakannya etika sebagai acuan moral akan efektif apabila memiliki
sistem pelembagaan sebagai saréna untuk menegakkan dan mengawasi penerapan
profesi. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa, keyakinan atas akseptabilitas profesi
oleh masyarakat dapat tercapai bila dilakukan melalui pencabutan jabatan yang
dilakukan karena penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dalam aktivitas
kerja. Dengan demikian, pengawasan profesi dilakukan secara terbuka lewat
kelompok atau organisasi sosial dalam masyarakat demi tegaknya etika profesi.
Dalam sesuatu hal, ideologi juga digunakan mempolakan pikiran maupun
pola kelakuan. Mannheim (1979 : 261) menjelaskan bahwa: “ideologi merupakan
imajinasi sosial yang menjelaskan eksistensi suatu kelompok, sejarah dan proyeksi
sasarannya ke masa depan. Semakin abstrak éuatu ideologi, semakin sulit diubah ke

dalam kenyataan”. Dengan demikian bisa dikatakan, ideologi dapat menghambat

deskrepansi aspirasi individu dalam usahianya merealisasikan nilai yang di cita-

citakan sehingga berkembang menjadi kesadaran palsu. Berkembangnya kesadaran
palsu tidak sekedar membuat manusia lupa pada kenyataan, lebih daripada itu
mempengaruhi sifat khas masyarakat sebagai daya pengikat nilai maupun norma

menjadi kurang berfungsi untuk mengatur perilaku. Dalam kaitan hal ini Mannheim




(1993) menjelaskan tentang distingsi pikiran atau gagasan dengan harapan yang
diinginkan karena melampaui situasi de fakio.

Menurut Mannheim (1993 : 39) dan Larrain (1996 : 174) .

“Kesadaran palsu itu membentuk mental ideologis, yaitu tingkat kesadaran

yang tidak menyadari akan kesesuaian gagasan dengan kenyataannya, hal

‘ni disebabkan oleh aksioma yang bekerja dalam pikiran ditentukan secara

ahistoris dan asosial, menyembunyikan fakta menurut ukuran rasional.

Dalam keadaan demikian, manusia tidak hanya berhadapan dengan angan-

angan tetapi juga tipuan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, dipahami

sebagai kebenaran. Mental ideologi memiliki dua kategori, yaitu kategori
utopia relatif sebagai sikap yang mengacu pada gagasan tanpa memahami

Keharusan untuk merelaisasikannya dan utopia absolut yang meletakkan

secara formal suatu gagasan sebagai standar normatif”.

Dengan demikian dapat dikatakan, pandangan ideologi mempengaruhi
nilai-nilai yang secara sosial telah melembaga di masyarakat, berupa: (1) hilangnya
nilai-nilai tertentu dari tata-nilat; (2) masuknya nilai baru dalam tata-nilai; (3) nilai
dalam tata-nilai mengalami perubahan rumusan; dan (4) perubahan dalam tata-
nifai Kondisi tersebut sangat memungkinkan mengarah pada kondist sosial yang
anomi. Fenomena anomi menurut Durkheim (196419 - 21) tidak terpisah dengan
masalah moral, sebab moralitas memiliki empgt uasur pokok, yaita: (1) keteraturan

perbuatan; (2) otoritas; (3) kepentingan kolektif: dan (4) keterikatan kelompok.

Di dalam pelembagaan, moral selalu berkaitan dengan otoritas sui generis,

menjadi berfungsi unfuk mengontrol keinginan pribadi. Moral bisa berfungsi
sebagai sarana untuk menjaga keteraturan perbuatan dalam masyarakat yang

kehilangan kelekatan nilai-nilai dalam sikap perilaku yang mengalami krisis
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: keadilan, kebenaran késetiéan tan ounojawab dan. kEJujuran yang seoiah—oiah
- :_'_berhen’u merangsang manus1a 3uga ki‘iSlS emosmnal berupa tekanan ba,ﬁn yang.

" _'=men0ak1batkan reiam rela31 beriangsung neganf dalam suasana ketxdakterarahan -

s :'-'._:_'ketldakpastzan kebmg,ungan bahkan samap1 daiam bentuk demorahsasx Hal ini

' dlsebabkan oieh dlskontmuitas zmpiementam mia: dalam struktur &osml sebagau
wadah keseluruhan sistem nilai sosial. .

Bertolak dari pemikiran t;arsebut polisi sebagai perwujudan hukum yang
dikatakan hidup karena ditangannya hukum yang abstrak mejadi kenyataan, dalam
- pglaksanaan tugas dapat menentukan siapa yang harus ditundukkan dan siapa yang
. seharus dilindungt. Dalam andisi ini berarti, polist menentukan pilihan tidakan
apakah akan mengaktualisasikan perilakunya sesuai '&engar{ acuan yang menjadi
pédoman’ atau ia akan memilih aturan lain yang bisa dikenakan pada pelanggaran
hukum. Dengan demikian dalam pelaksanaan tugas, polisi berhadapan dengan
pernyataan ideologi yang mengikatnya, di sisi lain faktor eksternal mempengaruhi
pertimbangan keputusan yang akan diambil. Ketika misalnya, polisi berhasrat
hendak berbuat jujur dapat terbentur pada p-ersoaian kesejahteraan; ketika ingin

memberikan pelayanan yang baik dyumpai pula keterbatasan sarana tugas yang

kurang memadal, Dilema tersebut tidak hanya bisa membuat keragu-raguan polisi

dalam mengambil keputusan, melainkan dapat juga mengambil keuntungan dari
peristiwa tersebut. Darl sinl moralitas ambigu menjadi taniangan bagi polisi saat

mengaktualisasikan nilai.
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| 2;1._3__. F@ndmcx}a Kekerasaﬂ.i’_{_)lisi

' .Dari.sekita;l bany:zil:c kékérésaﬁ y..ant:f :serirw diﬂunakan, terﬂaéat.kekerasén
: yanﬂ melampam batas. kewa}aran yanfr dzsebut dengan berbagal 1stﬂah zmnecessaf p
.fowe ummnarzled umeavonab!e undue Galtung (1995 35) menggunalxan 15.3‘[1.Iah
- m)lénéé yaltﬁ Uabﬁnﬂaﬁ dars kata.Lati.n”w; yang beram daya atau kekuatan dan
latus dari kata ferre berarti membawa, Di dalam Kamus Bahasa Indonesia
(Poerwadarminta, 1989), kekerasan diartikan sebagai Sifat atau hal yang keras,
kuat, paksaan. R Audi (dalam Garver, 1970 : 375 — 379) merumuskan violence
sebagai serangan, penyalahgunaan fisik terhadap seseorang ataupun binatang,
penghancuran, perusakan, kasar, kejam, ganas terhadap kepemilikan atau sesvatu
vang menjadi milik seseorang, sedangkan T. Hobbes (1588 — 1679) dan J.J
Rousseau (1712 — 1778) masing-masing mempunyai pandangan berbeda terhadap
kekerasan. Menurut Hobbes: “kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia
(stale of nature), hanya pemerintahan negara sajalah yang bisa menggunakan
kekerasan secara sah (Leviatan)”. Dalam hal ini Hobbes menyatakan: “manusia
adalah makhluk vang dikuasai oleh doron!gan irasional, anarkistik, mekanistik,

saling mengiri dan membenci, sehingga perilakunya menjadi kasar, jahat, bahkan

buas”. Manusia sebagat Aomo homini lupus, atau srigala bagi manusia yang lain.

Rousseau berpendapat bahwa: “manusia dalam keadaan alamiah adalah makhluk
ciptaan yang cinta terhadap dirinya, tidak egois dan tidak altruis”. Kedua pendapat
itu tampat saling berlawanan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa, violence

atau kekerasan merupakan suatu tindakan yang menggunakan kekuatan, paksaan,
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- tekanan atau desakan secara keras. Istiiah kekerasan biasanya sinonim dengan
'memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan atau memaksa denﬂan

g suatu Lekuatan atau menggaﬂa,hi seseorang wanita dengan cara paksa.

Secara lebih rinci Galtung (1995 25- 26) menjelaskan tentang kekerasan
dalam kmtaﬁ kekuasaan. Suaiu cara bavamana manusia dalam perkembangannya
berusaha mencapai kemandirian ditempuh melalui berbagai perjuangan hidup,
tidak hanya dari aspek sosial ekonomi tetapi juga dari aspek keinginan untuk
memiliki. Hal ini tidak selalu berlangsung secara normatif, bahkan sering terjadi
menyimpang dari norma sosial yang telah disepakati bersama. Menurutnya, perang
merupakan jenis kekerasan khusus yang menghancurkan orang atau barang atau
keduanya. Pemikiran Galtung tentang kekerasan itu memiliki dimensi yang luas
baik dari aspek normatif maupun kontekstual. Bentuknya merupakan kekejaman,
kebengisan, keganasan, pemaksaan, penghancuran, perusakan, pemerkosaan, dan
penculikan di mana secara langsung atau tidak langsung sebagai dampak struktural
yang tidak selaras dengan sistem sosial.

Kekerasan secara fisik bisa dalam be;atuk disengaja, dari bentuk menyakiti

tubuh secara jasmani hingga membunuh. Dengan kekerasan tersebut kemampuan

jasmani korban menjadi berkurang ataupun hilang, bentuknya langsung menjara

jasmani. Kekerasan tidak disengaja menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan,
bukan pada tujuan. Bentuk kekerasan ini banyak hal-hal yang dilakukan tidak

disengaja justru menimbulkan akibat yang lebih besar dari pada yang disengja,
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antara lain kebohongan, indoktrinasi, ancaman ataupun tekanan u_ntuk meredusir
'ke,mampu_an berfikir, .
o D1 c_l_aia_m kekerasan i_tu _sei_giu ada obyek fisik atau biologis-yaﬁg disakiti,
| m'esk.ipﬁn_ belum tentu ﬁaem.ﬁkan I'(.érh.fan tetépi sudah membatza.s.i ﬁﬁdéﬁcan mar:msia
hal i;cu sudah .t.ermasuk kekerésan.”Wujud kekelgasan ada yang. nyata (menifest),
baik secara personal maupun struktural, bisa dilihat meski tidak secara langsung,
tersembunyt atau tidak keiihataﬁ {laten), ada juga yang tersembunyi yaitu pada
sttuast yang tidak stabil (a sitwation of unstable equilibrium) di mana tingkat relasi
aktual menurun. Kekerasan tersembunyi yang bersifat struktural terjadi pada
struktur egaliter berubah ke arah feodal, atau hasil revolusi dukungan militer yang
berubah menjadi struktur hirarkis.

Kebrutalan massa, tindakan anarkhi, tawuran, perampokan, penjarahan,
dan sebagainya di samping sebagai akibat kekerasan personal juga bisa sebagai
akibat dan kekerasan struktural. Untuk mengetahui perbedaan kekerasan personal
dan kekerasan struktural dapat dilibat dari sifatnya, pelakunya, dan penyebabnya.
Kekerasan langsung terjadi apabila manusi.a dipengaruhi sedemikian rupa oleh

realisasi jasmani dan mental secara aktual berada di bawah realisasi potensial.

Kekerasan strukiural terjadi karena ada intervesi atau penetrasi suatu golongan

terhadap golongan yang lain, jalin-menjalin secara sempurna sehingga merusak
fungsionalisasi lembaga, muncul dalam bentuk hubungan kekuasaan asimetris
dengan penguasaan sumber-sumber daya, penyalahgunaan sarana, dan hasil-hasil

kemajuan dimonopoli oleh segelintir orang, sehingga masyarakat tidak mampu
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mengaktualisasikan tingkat potensialnya. Indikatornya berupa ketimpangan vang
| _nieféjaleia dal_am' hal pen'd'apa‘;an,' pe_ndidikan, pekerjéan, dan kedudukan tidak
- _Iz;;_qnurut kriteria yang telah ditentukan ...
: Dimensi kekerasan menurut Galtung (1995 . 26) itu dijelaskan sebagai e
- perikut:
“(1) Kekerasan fisik - kekerasan psikologis; (2) Kekerasan vang berpeng-
aruh positif - kekerasan yang berpengaruh negatif, (3) Kekerasan ada
obyek - kekerasan tidak ada obyek; (4) Kekerasan ada subyek - kekerasan

tidak ada subyek; (5) Kekerasan yang disengaja - kekerasan yang tidak
disengaja; dan (6) Kekerasan yang tampak - kekerasan yang tidak tampak”.

Gambar 2.1.
Paradigama Struktur Kekerasan

DISENGAJA l NYATA I
$ < > v
TAK DISENGAJA TERSEMBUNYI
PSIKOLOGIK PSIKOLOGIK
TANPAOBYER i l DENGAN OBYEK
: |
FISIK INDIVIDUAL LEMBAGA FISIE

Sumber T Dirgdisr dart paradigia Kekerasan menurti Galiung (19957 169)

Pendapat Galtung (1995) tentang struktur kekerasan tersebut menunjukkan

bahwa, konsep kekerasan memiliki dimensi yang cukup luas. Perluasan itu tampak

pada penyebab kekerasan antara kekerasan yang potensial dengan kekerasan yang




aktual, aﬁtara apa. yancr mungkin. denoan apa yang .senyatanya -terjadi Galtung _

mengka1tkan kekerasan dengan Lekuasaan yang ditunjukkan bahwa, kekerasan

o .teiah menﬁhalanoa tercapamya tujuan pengembangan dm 1nd1v1du Larena sumber- e -

) éumber yang dxkuasa: secara struktural dlalokamkan secara tidak adil. Pandangan
Géltunﬂ fentang kekerasan dapai dlkelomp.okkan. daﬁarﬁ féor: depéndenm dalam
konteks struktural yang sejalan dengan pemikiran A.G Frank, F.E. Cordoso, P.A
Baran, Samir Amin dan Ivan I.liich.

Dari vraian tersebut dapat disimpulkan hal yvang terkait dengan kekerasan
itu terkandung dalam kebudayaan, di mana individu dalam lingkup sosialnya yang
mempunyai hak merealisasikan diri (seff realization) dan hak mengembangkan diri
(personal growth) terhambat oleh tatanan struktur. Hal ini adalah merupakan nilai
dan hak setiap individu yang sulit dicabut dart kebidupan manusia sebagai realitas
empiris. Setiap manusia memiliki potensi di dalam dirinya yang menuntut potensi
itu direalisasikan dengan berpegang pada pandangannya. Arfinya, apa yang bisa
atau mungkin diaktualisasikan harus direalisasikan. Kekerasan adalah lawan dari
perkembangan itu dan merintangi pereaiisa'sian dan pertumbuhan pribadi.

Dalam konteks orientasi nilai dan orientasi struktur, kekerasan itu seakan-

akan lekat dengan pekerjaan polisi, Reiss (dalam Rahardjo, 1983 : 329) mengkait-

kan hal itu dengan fungsi kepolisian yang mencakup tiga bidang, yakni: penegakan
hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, pekerjaan
polisi berbeda dengan lembaga penegakan hulum yang lain seperti jaksa, hakim.

Pekerjaan polisi itu berlangsung di lapangan dan berhadapan langsung dengan
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.wéroa masyarakat Dengan landasan hu}cum; polisi melalmkan penekanan terhadap
warga masvarakat yang meiangoar hukum sesungguhnya merupakan usaha untuk
menohambat irekerasan yang dxlakukan oleh pelang ar hukum Wewenang ifu
:' -'pada, umumnya sama dz seluruh kepohsxan negara-negara modem baxk di negara
.y.ang.men.oanut sistem pohnk terbuka atau demokratls maupun yang tertutup atan
otoriter. Hal ini menunjukkan bahwa wewenang polisi memiliki dimensi universal.
Dari sifat unversal itu mengandung implikasi perlunya standar profesional.
Penggunaan kekerasan dalam pekerjaan polisi sering disebut sebagai inti
dari pekerjaannya. Kekerasan itu digunakan sehubungan dengan bentuk kekerasan
secara wajar atau seimbang dengan ancaman yang dihadapi, namun hal itu tidaklah
menutup kemungkinan wewenang menggunakan kekerasan yang diberikan bisa
juga digunakan untuk melakukan kekejaman (brufafity). Dengan demikian terdapat
anggapan bahwa penggunaan kekerasan bagi polisi merupakan suatu kelengkapan
atau sebagaian dari perlengkapan untuk menjalankan pekerjaannya di masyarakat
(Wilson, 1972 . 48; Niderhoffer dan Blumberg, 1976 : 335; Chambliss dan
Seidman, 1971 : 217, Westley, 1969 : 15§ - 160; Fink dan Sealy, 1974 : 131;
Levine, Musheno dan Palumbo, 1980 : 521-522). Gambaran perlengkapan itu

tampak pada penampilan, yaitu dari berbagai alat atau lambang yang melekat pada

polisi, seperti pentungan, pistol, borgol, helm dan atribut. Sebagaimana tampak
pada diri seorang polisi, melihat perlengkapan yang menyertainya timbul kesan ke

arah penggunaan kekerasan adalah sebagai bagian dari kepribadiannya.
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Berkaitan dengan kekerasan polisi, Riess (dalam Rahardjo, 1983 : 335)

membuat patokan untuk menilai apakah hal itu digunakan secara wajar atau tidak

- < wajar. Kriteria itu meliputi ©

o “(1) apabila seorahg polisi menyerang secara fisik terhadap seseorang

- yang akan ditangkap atau ditahan, yang tidak berusaha melawan; (2}

apabila seorang polisi baik dengan kata-kata maupun perbuatan menahan

orang yang tidak perlu ditahan; (3) apabila seorang polisi sekalipun ada

perlawanan dari orang vang akan ditangkap atau ditahan, dengan mudah

diatasi melalui cara-cara lain; (4) apabila sejumlah anggota polist

menangkap dengan cara menggiring seseorang yang tidak perlu ditangkap

atau ditahan; (5) apabila seseorang yang tidak berusaha melarikan diri

atau melawan kemudian diborgol; dan (6) apabila seseorang yang akan
ditahan sudah ditundukkan kemudian dipukuli”.

Penggunaan kekerasan polisi menurut Williamson (1980 : 157) terkait
dengan lingkungan kerjanya, menurutuya: “lingkungan kerja polisi meliputi aspek
kekuasaan, bahaya, dan efisiensi. Ketiga hal tersebut bisa membangkitkan respons
kognitif dan bentuk perilaku yang khas, yang disebut sebagai kepribadian kerja”.
Keondisi yang paling jelas diamati pada polisi yang sedang menjalankan tugas di
lapangan adalah faktor bahaya yang membayangi pekerjaannya. Polisi sangat
menaruh perhatian pada gejala yang kemungkinan menunjukkan adanya suatu

potensi pelanggaran hukum. Karena itu, polisi cenderung menyimpan sikap curiga

terhadap hal-hal yang ada di sekelilingnya, kecurigaan itu mengarah pada hal-hal

Vang nyata, Kurang roengarat pada hal-hal yang mislatarbelakatisl, sebab bahiaya

yang dihadapi memerlukan tindakan yang cepat.
Tentang pemberian patokan untuk menifai kekerasan polisi digunakan

secara wajar atau tidak wajar, menurut Bitter tidak perlu dipersoalkan, sebab:
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- “...tidak seorang pun blsa mengetahui secara benar apa yang sesunﬂguhnya
o d;maksud dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang polisi pada saat ia
- menjalankan pekerjaannya ‘Pemberian . patokan penggunaan kekerasan
- kepada polisi ity tidak penting pada dzrmya dikaitkan dengan usaha untuk
= 'menghadapi penjahat. Ini | ‘sama hainya dengan pemberlan ‘wewenang
. penggunaan kekeras-an kepada pegawai tumah sakit jiwa. Sesuatu yang
. sangat sulit dzduga ialah, tidak selalo orang yang akan ditahan polisi pasti
orang yang benar-benar ~salah, ~bisa saja polisi salah tangkap. Dalam
pengertian penggunaan kekerasan yang wajar yang dibutuhkan untuk
. melaksanakan pekerjaan, dan kekerasan yang berubah menjadi kekejaman,
antara kedua jenis kekerasan itu terbentang tabir yang samar-samar” (Bitter
dalam Rahardjo, 1983 : 340).

Di sini keterkaitannya dengan masalah kepribadian polisi. Weiner (1977 : 155);
Williamson {1980 : 111); Chambliss dan Siedman (1971: 359) menjelaskan bahwa
penggunaan kekerasan yang tidak sah oleh polisi itu adalah sebagai konsekuensi

dan jenis pekerjaannya, dan hal itu telah diatur dalam ketentuan vang jelas. -
Selain faktor kekerasan sebagai latar belakang kekuasaan yang terkait
dengan pekerjaan polisi, faktor relasi dan komunikasi juga menjadi landasan dapat
diterima atau tidaknya di dalam masyarakat. Agar supaya dengan kekuasaan polisi
dapat diterima masyarakat, ia harus membuat suatu kepatuhan (submissiveness),
jika tidak, maka apa yang dilakukan tidak akas ada artinya. Dengan kekuasaan saja

belum tentu menjamin keteriiban dalam masyarakat, apalagi dalam hubungan vang

mendasarkan tawaran-menawar, misalnya dalam pelayanan jasa, hal ini justru bisa

TrieimbuIkan BUbOHgan vang bersitar ketergantungan (dependencyy juga perasaan
ketakutan {fear) warga masyarakat. Inilah bentuk kekuasaan yang menunjukkan
hubungan dengan sifat kejabatan. Penerapan kekuasaan seperti itu menimbuikan

akibat masyarakat kehilangan kebebasan vang menjadi milikinya. Di sisi vang lain,
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komunikasi polisi yang mendasarkan pada kepribadian yang menarik, hal ini

memiliki daya per_sua,s_i ‘yang tinggi, namun untuk dapat memberi pengaruh agar

 memperoleh simpati, hal itu sulit dicapai jika polisi terbentur pada fakor efisiensi.

Faktor cfisiensi ialab kewajiban bagi polisi untuk melakukan identifikasi kepada
| seﬁap orang.yang melénggar hukum, pembangkang atau érang yang memiliki sifat

menentang terhadap tindakannya sewaktu menjalankan tugas.

2.2, Tinjanan Teoretik

Bertolak dari tinjauan empirik tersebut untuk menguraikan aktualisasi nilai
dan moralitas Tri Brata menuju otonomi kepolisian, secara umum ditinjau dengan
menggunakan perspektif personal dan struktuoral m;nurut Johan Galtung (1992)
yang termasuk di dalamnya konsep otonomi untuk mez;injau kelembagaan polisi.
Kemudian untuk meninjau aktualisasi nilai dalam kepribadian diri polisi dengan
menggunakan konsep sosiologi pengetahuan (Berger dan Luckmann, 1990), dan
untuk meninjau pranata kepolisian menggunakan konsep moralitas (Durkheim,

A

1893) sekaligus dalam kaitan profesionalisasi dan kinerjanya.

2.2.1. Perspekiif Personal dan Struktural

Perspekiif ini dikembangkan oleh Galtung (1980} sebagai secrang pemikir
sosial beraliran humanisiis yang memiliki pandangan dualistis teniang realitas.
Melalui karva tulisnya vang berjudul: Structural Pluralism and the Future of

Human Society (1970), ia mengkaji tentang realitas empiris dan realitas potensial
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- unmk mendekat1 Iembaga dan permasalahannya dalam masyarakat Yang pertama

merupakan duma fakta duma yang ada dan yang kedua mempakan dunia nilai G

§ :.yang dunrrmkan Fokus yanﬂ perhat:an Galtun0 adaiah mterak31 antara yano sudah o

"_mapan dan znterakm yano baru ba:k berupa. ﬁerkembangau kemplementer dan
.bers&ai) kerjasaﬁla ﬁlau.pu.ﬁ yang menfrmpanw dan bersifat berlawanan Dengan
pendekatan tersebut Galtung merumuskan dua perspektif dasar, vaitu orientasi
pelaku dan orientast struktur.

Orientasi pelaku yang dikaji oleh Galtung berasal dari tradisi liberalisme,
yang mana memandang masyarakat sebagai kumpulan manusia yang bertindak,
sedangkan dunia adalah sekelompok negara yang bertindak. Dari sudut pandang
ini, Galtung melihat bahwasanya pelaku itu sesungguhnya bersifat otonom yang
memiliki kesadaran dan tasionalitas. Tidak jarang pelaku dalam mengejar tujuan
terjadi persinggungan-persinggungan yang menimbulkan konflik, karena itu tugas
masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya adalah merubah menjadi
suatu kompetisi yang sehat.

Orientasi struktural berasal dari tradisi ‘Marxis, ¢ mana tradisi menekankan

struktur dan menolak asumsi otonomi penub sebagaimana dianut oleh orientasi

pelaku. Galtung melihat bahwa orientasi pelaku buta terhadap struktur, demikian

sebaliknya orientasi strukiur juga buta terhadap pelaku. Dalam hal orientasi pelaku
terkait tindakan dengan maksud (motivasi) dan kemampuan pelaku, sedangkan

dalam orientasi struktur melihat tindakan sebagai fungsi dari kedudukan pelaku.
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Galtung menggunakan kedua orientasi tersebut, karena menurut pandangannya
bahwa maksud dan kemampuan itu sama pentingnya dengan struktur.

Dari latar belakang tersebut, Galtung (1980 : 45) mengangkat dua ide dasar
vakni : (1) orientasi pelaku yang didasarkan pada dua ide, yakni dimenst “ada dan
memiliki” serta “pefbedaan—perbedaan tingkat dan penyébaran”; gan (2) orientast
struktur yang didasarkan pada “relasi dan pola” dan “pembedaan bilateral dan
multilateral”. Yang dimaksud dengan dimensi ada, ialah sifat-sifat yang dimiliki
manusia secara pribadi, meliputi tanda-tanda yang dibawa sejak lahir (kodrat),
antara lain jenis kelamin, warna kulit, latar belakang sosial atau status orang tua,
yang mana hal itu merupakan ciri-ciri yang diwariskan (ascribed) yang berbeda
dengan segala sesuatu yang ditambahkan yaitu prestasi (achievemenit). Dalam diri
setiap individu ada keinginan untuk bahagia, mencitai dan dicintai, ingin kaya dan
diperkaya. Sifat-sifat itu membentuk pribadi manusia. Dimensi memiliki ialah
aspek material dalam kehidupan manusia, yaitu usaha yang dilakukan manusia
dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan rokhani.
Kebutuhan manusia itu bertingkat, setelah ‘memenuhi kebutuhan fisik (makan,

pakaian, rumah) kemudian ingin mereproduksi kebufuhan tersbut. Perbedaan

dimensi merniliki dengan dimensi ada, adalah terletak dalam pengembangan dari

diri sendiri dan kemampuan mengumpulkan bagi dirinya.
Tujuan dimenst ada yang harus dicapai manusia ialah pertumbuhan pribadi
(lawan dari alienasi), kebebasan (lawan dari keseragaman). Tujuan dari dimensi

memiliki, yang harus dicapal manusia ialah pertumbuhan sosio-ekonomi (lawan




-.c.iar.i..penderitaan) persamaam (IaWa.n ketidaksamaan). Hﬁbungan antara_dimensi.

--ada dam dImensz mermhk: 1tu menchasﬂkan mla1 keadxlan sosial (iawén dari
E ':.:_'ketldakadllan) Dengan demik:an menumt Gaitung (1980) ada hma miai sebageu
-'.tujuan kehldupan manusia dalam masyarakat yaltu pertumbuhan prxbadi (s‘eif
aaualzon) keaﬁekarégaman (dcve; SI8Y), pertumbuhan sosio-ekonomi persa-maan,
dan keadilan sosial.

Tujuan orientasi struktur adalah pemerataan (equify), otonomi, solidaritas,
dan keseimbangan ekologis. Hal ini dilatar belakangi pemikiran bahwa pola relasi
dan mteraksi dalam masyarakat telah menimbulkan sumber-sumber kemakmuran
cénderung berakumulasi tidak merata. Menurut Galtung (1980), hal itu bukan di-
sebabkan oleh dimensi ada manusia atau kodratnya yang bé;beda, tetapi karena
manusia terikat oleh struktur yang mengikat dirinya sehingga tidak selalu bebas
untuk mendapatkan sumber-sumber tersebut.

Saling keterkaitan antara pelaku dan struktur itu bukan merupakan suatu
komponen yang terpisah, seperti halnya manusia itu mempunyai tubuh dan jiwa,
demikian pula struktur mempunyai relasi dan-pola. Artinya, setiap situasi konkrit
memuat kedua aspek tersebut dan keduanya tidak dapat diabaikan. Demikian bagi

suatu lembaga, jika hanya menekankan orientasi pelaku dan mengabaikan faktor-

faktor struktural maka semakin terasa ketidakseimbangannya, sebaliknya semakin
menekankan struktur dengan mengabaikan keanekaragaman dan kekuatan potensi

pribadi maka semakin terasa interaksi antar pribadi dalam struktur tidak seimbang,
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2.2.2. Sosiologi Pengetahuan

Dari perkembangan sostologi, tokoh penting dalam perspektif ini adalah
Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990) yang membangun suatu kerangka
teoretik tentang konstruksi sosial. Tesis utama Berger dan Luckmann (1990) ialah,
bahwa kenyataan dibangun secara sosial. Istilah kunci dalam konstruksi sosial
adalah “kenyataan” dan “kepentingan”. Kenyataan didefinisikan sebagai kualitas
vang ada di dalam fenomena yz;ng diakul memiliki keberadaan (being) dan tidak
tergantung kepada kehendak dari manusia serta tidak bisa ditiadakan oleh angan-
angan. Sedangkan kepentingan untuk menjelaskan bahwa fenomena itu nyata dan
memiliki karakteristik yang spesifik.

Sosiologi pengetahuan mengkaji proses sosial berkaitan dengan bagaimana
pengetahuan manusia itu dihasilkan (Jary & Jary, 1991). Dalam kaitan hal ini Karl
Mannheim (1993 : 331) menyatakan bahwa:

“Ada kaitan antara pengetahuan dan kehidupan dan kesalingterkaitan
antara pikiran dan tindakan. Hal imi disebabkan karena pengetahuan itu
tidak pernah merupakan produk sosial yang steril dari unsur nilai dan
kepentingan, pengetahuan selalu terkait dengan keanggotaan kelompok
dan lokasi sosal dari individu”.

Selain itu terdapat konsep penting dalam sosiologi pengetahuan yang berkaitan

dengan praksis dan komunikasi. Praksis untuk menyatukan pemisahan antara teori

dan prakiek, sedangkan komunikasi untuk menggabungkan pengetahuan dengan
tindakan.
Pertautan antara nilai dan pengetahuan menjadi isu dalam konteks bebas

nilai atau tidak bebas nilai. Dalam kaintan ini sosiologi pengetahuan berusaha
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untulk menjawab isu tersebut, dengan menganalisis kaitan antara pengetahuan dan

eksistensinya. Persoalan ini dijawab é_ieh Berger dan Luc_:kmann (1966), yang

.mengkaitkan pengetahuan dan kepentiggan._._-Niiai yang sering pl_ianggap dominan '

'dari .'be.rs.ifat meniadakan nilai lainnya, dilepaskan dari kaitan relatifnya déngan |
keadaan sosial-historis pada éuaﬁu ﬁasa hinég# .hiiang waték kemutlakannya.

Sendi pokok teoritik "Berger (1985 : 94) adalah: “kenyataan itu bersifat
plural, dinamis dan dialektis. Kenyataan bersifat plural karena adanya relativitas
sosial dari apa vang disebut pengetahuan dan kenyataan™. Seperti diilustrasikan
oleh Berger bahwa, apa yang nyata bagi seorang biarawan Tibet bisa tidak nyata
bagi seorang pengusaha Amerika; begitu pula pengetahuan seorang penjahat beda
dengan pengetahuan ahli kriminologi. Dengan demikian, sosiologi pengetahuan
digunakan untuk menerangkan variasi-variasi empiris pengetahuan yang ada dan
berkembang di masyakat, serta proses pengetahuan itu melembaga dalam diri
individu-individu. Masyarakat dan pengetahuan melembaga secara dinamis karena
selaiu berada dalam dialektika. Pada tahap individual diaiektika itu berlangsung
antara faktisitas obyektif dan pemaknaan‘ subyektif dalam diri individu. Pada tahap
sosial, pluralitas mengkonstqusikan pengetahuan yang sedang mengalami proses

perubahan.

Berger dan Luckmann (1985 : iv), menunjukkan hubungan dialektik itu
melalui tiga momentum yang berlangsung secara simultan:
“Ekstemalisasi, objekiivasi dan internalisasi. Fkstenalisasi merupakan

pencurahan kedirian secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam
aktivitas fisik maupun mental. Objektivasi adalah disandangnya produk-
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produk aktivitas (baik fisik maupun mental), vaitu realitas yang berhadapan
- dengan realitasnya semula dalam bentuk fakta (faktisitas) yang bersifat
eksternal terhadap, dan lain dari, para produser sendiri. /nternalisasi adalah
peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikan sekali
- lagi dari struktpr_dunia_ gbygktif dalam gt;u_kj:ur kes_adar_an subyektif ?_"
Hubungan dialeltik antara individu dan masyarakat menurut Berger terjadi melalu
eksternalisasi masyarakat sebagai produk manusia; kemudian melalui obyektivasi,
masyarakat menjadi realitas sur generis, dan melalui internalisasi, manusia sebagal
produk masyarakat.

Dengan demikian Sosiologi pengetahuan melihat masyarakat dan lembaga-
lembaganya bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya (given), melainkan sesuatu
yang dibuat sendiri oleh manusia (constructed) bersama-sama dengan orang-orang
lain (social), demikian menurut pandangan Berger dan Luckmann {1990). Tesis
utamanya ialah lingkungan manusia merupakan hasil dari social construction of
reality. Pemikiran ini untuk melihat lembaga, di mana seseorang atau sekelompok
orang menyusun beniuk kehidupan bersama, pola kelakuan, pengaturan hak dan
kewajiban, dan mempercayainya serta menerima untuk kehidupan bersama dalam
kerangka pemikiran yang dibuatnya sendiri, menjadi obyektif, menjadi dunianya

tersendiri yang terlepas dari pemikirannya, bahkan kadangkala bersifat mengikat

Dalam konstruksi sosial, masing-masing pihak itu memasukkan fakiisitas
subyektif dan obyektif dalam lembaga, yang menunjukkan hubungan dialekiika

subyektivitas dengan obyek-obyek. Suatu lembaga akan dipertahankan sejauh
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dirasakan dapat menolong, menguntungkan dan memenuhi kebutuhan sosial bagi

. yang: mau menerima dan menghavati. Sebaliknya kebutuhan dan keinginan yang
) hidup dalam suatu kelompok kembali :menipengarfuhi dén_ memberi bentuk kepada

‘kerangka dan isi lembaga baru apabila dirasakan tidak memenuhi fungsionalnya.

.Sebagai konstruksi sosial, lembaga bersifat plural sebab lembaga itu dibuat
oleh kelompok-kelompok sosial. Setiap kelompok sostal memiliki referensi nilai
dan preferensi kepentingan yang bisa berbeda-berda, dan perbedaan ini membawa
konsekuensi perbedaan terhadap konstruksi lembaganya. Selain bersifat plural,
lembaga juga bersifat dinamis, artinya lembaga itu selalu dalam proses dialektika
sosial. Pada taraf individual, dialektika berlangsung antara féktisitas obyektif dan
makna subyektif dari individu. Pada taraf sosial, pluralitas konstruksi lembaga
mengalami dialektika pula.

Lembaga itu merupakan sekaligus sebagai realitas obyektif dan realitas
subyektif. Sebagai realitas obyektif, lembaga merupakan faktisitas yang bersifat
eksternal dan koersif, dalam arii tidak dapat ‘c.iitiadakan hanya dengan angan-angan
belaka. Sebagai realitas subyektif, lembaga meliputi seperangkat nilai yang sudah
dirumuskan secara baku, dalam hal fungsi, peran dan kaedah untuk mengimple-

mentasikannya.

Nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman berarti atau tidak
berarti, sedangkan tata kelakuan adalah buah pikiran yang menyatakan apakah
suatu perilaku tertentu benar atau salah. Beberapa nilai memiliki penghargaan

yang lebih linggi dari nilai lainnya, sebagai bagian penting dari suatu kebudayaan.




. Umumnya anggota masyarakat Sederhana ineny@tujui seperangkat nilai tunggal,

'_se,dangkah masyarakat majemuk.meﬂgemb_a_ngkén nilai yang saling berte_n_tangan,

* dan bersifat harindnis dengéﬁ nilai yang dapat 'c'iit_e'rima. |
Schomatsmans (1985 : 99 - 107) memberi penjelasan mengenai dari mana
datangnya nilai. Menurutnya nilai itu timbul dari -

“(1) obyek pengalaman yang bersifat terminal atau instrumental; (2) obyek
yang mempunyai kekuatan; (3) a character irait culturally defined as
desirable(4) anmything culturaly devined ‘as desirable;dan (5) petukaran
antara komoditi. Secara umum, pengalaman dari gagasan manusia itu
membentuk nilai, berupa : (1) nilai budaya, yaitu nilai yang dipeluk oleh
suatu kebudayaan atau nilai yang secara budaya diwajibkan untuk diikuti
seseorang di dalam masyarakat; (2) nilai vokal, yaitu nilai vang bukan
merupakan orientasi bagi nilai yang lain; (3) nilai eksplisit, yaitu makna
nilai yang dirumuskan secara nyata; (4) nilai implisit, yaitu makna nilai
yang terkandung di dalamnya; (5) nilai institusional, yaitu nilai yang dianut
oleh suatu lembaga; (6) nilai instrumental, yaitu nilai yang merupakan jalan
bagi nilai-nilai lain; (7) nilai terminal yaitu, nilai di dalam masyarakat yang
ditarik dari seperangkat nilai-nilai lain; (8) nilai normatif, yaitu nilai yang
secara budaya diinginkan; (9) nilai okupasional, yaitu nilai yang dikejar
orang dalam jabatan atau pekerjaan; (10) nilai prefensi yaitu, nilai yang
menjadi obyek perhatian; (11) nilai sosial {societal values), yaitu nilai yang
dikejar oleh masyarakat; (12) Skala nilai, sumber assigned to an abject in
accordance  with a scale; mimber a.'§'signed to one of the divisions or
reference; dan (13) bebas nilai atay pandangan yang menyatakan ilmu
pengetahuan tidak membuat keputusan tentang nilai”.

Ross (1964) mengkaitkan arti nilai dengan moralitas, yaitu: “nilai kebaikan

e Més'kipu_n demikian suatu_ftindaka:ﬂ d_ia_,_nggéf_ﬁ"s_'ah_'jika S_écara_ moral dapat diterima B

yang melekat pada seseorang baik sebagai motif maupun sifat dirinya”. Sementara
e Wright (1954) membedakan antara “kebaikan instrumental (pisau baik) dan

kebaikan teknis (pengemudi baik), kabaikan utilitarian {nasehat baik) dan kebaikan

hedonik {makan siang baik dan enak), yang disebut juga sebagai kebaikan moral
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_ daiam urutan di bawah kebaikan utilitarian” Dari uraian itu, di balik pemakaian
arti rﬁlax yang luas, tersembunyl asumsi yang meﬁun_;ukkan bahwa sesungguhnya
tzada sesuatu yang mempunyal nilai obyektif.
| - Dalam hal yang lain, Mitchell (1968 218) menyatakan bahwa: “nilai itu
berhubungan erat ciengan harga, harga itu dmyatakan dalam bentuk suatu materi
atau suatu jasa”. Dalam hal ini nilai sebagai penghargaan yang diberikan kepada
sesuatu yang memiliki kekuatan tukar (power in exchange). Semakin tinggi harga
diberikan kepada sesuatu, semakin besar pula kekuatan tukarnya. Perumpamaan
itu dalam pertukaran material (ekonomi) tidak sama dengan pertukaran dalam hal
non-material (sosial). Hal itu tidak selalu dalam kondisi normal, suasana damai
ataupun sukarela. Pertukaran material adalah tindakan untuk menguasai jika tidak
ada sesuatu pengganti, maka pertukaran akan berlangsung tidak seimbang atau
berjalan secara terpaksa. Dalam pertukaran non-material kondisi ini dapat pula
terjadi. §.C. Popper dan Paul W. Taylor (1961 : 117 - 123) menjelaskan hubungan
nilai dengan pertukaran itu tergantung kepada dua hal, yaitu patut diinginkan
(desirability) dan kelangkaan (scarcity). Pem-ikiran Popper dan Taylor (1961) itu

sengaja mengkaburkan tentang pemakaian istilah nilai dan penaksiran

Aktualisasi nilai menyangkut dua hal mendasar, nilai apa yang dikejar dan

bagaimana merealisasikan nilai itw dalam kenyaiaan. Dalam konteks orientasi
pelaku dalam hubungan sosial yang serba berganti, dari pengalaman menunjukkan
bahwa terdapat pola atau ideal tertentu yang terjadi dalam kehidupan. Rokeach

{1973 ; 103) menjelaskan bahwa:




“...setiap benda mempunyai bentuk tertentu, demikian pula tingkah laku
manusia memberi formulasi tentang ukuran nilainya. Manusia melakukan
pilihan dan mengukur tindakannya dari segi baik atau buruk, memuji atau
mencela, mengatakan benar atau salah sebagai gagasan untuk menyatakan
apakah pengalamannya berarti atau tidak berarti dalam tatanan sosialnya”.

Dari uraiannya tentang perubahan sosial, Buchari (1995 : 56) mehjéiaskan
bahwa:.daiam .aktualisas.i nilai bisa terjadi tidak menuju ke arah yang diharapkan
oleh suatu lembaga. Demikian pula bisa berlangsung secara lambat, secara cepat,
bahkan sangat cepat. Menurutnya, akibat dari perubahan sosial akan timbul

(1) hilangnya nilai-nilai tertentu dari tata-nilai, (2) masuknya nilai-nilai
baru tertentu dalam tatanilai; (3) nilai-nilai tertentu dalam tata-nilai
mengalami perubahan rumusan atau modofikasi nilai; dan (4) perubahan
dalam tatanan nilai-nilai. Suatu golongan atau masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari mengenal hal itu sebagai suatu pandangan hidup yang tersebar
dalam tata-nilai (valnes system) atan keseluruhan nilai yang dipedomani
untuk mengarahkan perilaku. Manifestasi nilai itu disebut sebagai
karakteristik atau etos, vang meliputi nilai tekstual (vexzual values systen)
yaitu, keseluruhan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi,
diteruskan oleh sekelompok orang atau golongan lewat berbagai naskah
yang dihimpunnya, sedangkan nilai akiual (actwal values system) adalah
keseluruhan nilai yang nyata-nyata digunakan sebagai acuan perilaku.

Dalam konteks aktualisasi nilai, Galtung (1995 : 243) mengembangkan
pemikirannya bahwa, antara pelaku dan struktur terdapat interaksi yang seimbang.

Menurutnya:

“Pada mulanya manusia menciptakan pola relasi, sistem sosial merupakan

waliaila agi pengaturan - hidup - bersama T ApE yang dihastikan manisia
(eksternanalisasi} itu menjadi realitas otonom, realitas swi generis, yang
menuntut perlakuan sendirt. Tidak jarang struktur dapat menghimpit atau
memperbudak manusia sendiri. Karenanya pelaku sosial harus kreatif dan
selalu mengadakan pembaharuan terhadap struktur yang korup. Masalah
vang dihadapi adalah strukiur cenderung sudah mapan atau melanggengkan
status quo, tetapi tidak mustahil manusia akan mengadakan pembaharuan,
dan merombak struktur demi kebaikan hubungannya”.
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Perkembangan teori nilai itu menurut Poole (1991 : 44) ada -du_a macam,
vaitu _te_ori m_etanermé’_cif dan teori normat.ii_’. Teori metanormatif menganalisis hal
) yﬁ_ﬁ_g di_katakén_bgik, ap.a_kébaikan itu, ._ép;a"_n_i.iai_ itu, dan mengaﬁa 5_513 bérkéﬁa baik -
. a'k.aﬁ.' mémpunyai pen.géful:.q.baik. Teori m'et.a'.nc.mnaﬁf ﬁersifét .i.nk]u.sif, ﬁieﬁgajukan
seéérénggﬁt per’tan}ééﬁ teﬁténg hakekﬁt miax, é.p.akah kegunaan vang baik; apa itu
menilai; apa itu moral; apa itu evaluasi; dan bagaimana dipisahkan dari nilai non-
moral serta penafsirannya. Teori normatif menjelaskan tentang keputusan nilai,
yaitu memberitahukan apa yang baik, yang buruk, yang wajib dan lain-lain.

Dalam perkembangan teori nilai tersebut, Galtung (1980 : 29) menyatakan
bahwa “meskipun teori dipengaruhi nilai atau tujuan yang ingin dicapai, namun
teon harus diperoleh dari data, dan data hanya bisa dibaca melalui teor, karenanya
harus ada saling kaitan antara data, teori, dan nilai”, sebagaimana terlihat pada
gambar 2.2,

Gambar 2.2.
Bagan hubungan Data, Teori, dan Nilai

fiala

empirisme kritisisme

Tesri =~ Hilai
Konstruktivisme
Selanjutnya Galtung (1980 : 41) menjelaskan bahwa “kegiatan manusia

dalam bermasyarakat itu dipengaruhi oleh aturan yang ditentukan secara sosial,




balk dalam kegiatan d1 bldang polmk, ekonoml keﬂmuan maupun dalam kegiatan .
':seha11~har1 Dalam hal ini, aturan aturan 1tu merupal\an perwu;udan darl proses L

- pelembagaan Ilﬂal sebagal batas interaksi_ manus;a cialam keh;dupannya Dengan_. o

demiklan n11a1 ndak hanya untuk %ﬁenoorﬂaﬁlslr dan menfratur tmcrkah laku saja
tetapi juga menjeléskan arti dari tingkah laku sendm atau men_;eiaskan sej auhmana
nilai melembaga dalam tatanan pengetahL.aAan.

Munculnya kebutuhan ?nasyarakat akan ideologi sebagai way of life
dijelaskan oleh Geertz (1994) dalam dua teori yaitu, “teori kepentingan tentang
ideologi (the interest theory) dan teori ketegangan tentang ideologl (the strain
theory)”. Menurut teori kepentingan, ideologi merupakan topeng atau senjata yang
digunakan untuk mengejar keuntungan, khususnya kekuasaan, sedangkan menurut
teori ketegangan ideologi merupakan simtom untuk mengobati ketidakseimbangan
sosio-psikologis, atau untuk menghindari kecemasan. Salah seorang penyurnbang
konsep idealogi adalah ahli psikoanalisa

Thompson (1985) menguraikan bahwa, “ideologi lahir dari asurnsi bahwa
di dalam setiap masyarakat selalu ada kelémpok dengan kepentingannya sendiri,

yang mana ide atau gagasan yang disajikan oleh suatu kelompok harus dilihat

dalam kaitan dengan kepentingannya (#he inferest theoryy’. Dalam hubungan ini,

setiap gagasan khususnya gagasan politik diperlakukan sebagai alat atau senjata
untuk mewujudkan kepentingan, yaitu kekuasaan yang digunakan untuk memaksa
kelompok agar sesuai dengan kehendak atau cita-cita sosial-politiknya. Menurut

teori ketegangan (the strain theory) lahirnya ideologi untuk mengintegrasikan




masyarakéf. icarena tidal.c. terd#pat _iembaga. at.au pranata yang mampu mendatasi
.adanya maéalah dzsi‘unvsmnal yang sehamsnya dzselmbangkan oleh iernbacra
tersebu£ Hal itu muncul karena berbagal lembaga sos1al mengandung Lepentmcan
'. yano bértéﬁtanééﬁ satu séma lam mlsalnya antara kebebasan dan ketertlban.
aﬁtaré stab111tas dan ﬁéfubaﬁén antéra kekerésan dan kemanusaaén serta antara
flekstbilitas dan presisi. Akibat kepentingan yang saling bertentangan, muncul rofe
expectation, yang pada tingkat individual nampak dalam bentuk kegelisahan
pribadi (personal security), dan pada tingkat sosial muncul suatu koniradiksi atau
‘perkembangan yang tidak konsisten satu sama lain. Lebih lanjut Thompson
menjelaskan bahwa, ada beberapa modus yang bersifat umum dari ideologi yang
berkait dalam lingkungan khusus, ia membedakan lima modus umum (geézéraf ,
modes) tentang ideologi dalam operasinya, yaitu pembenaran atau legitimasi
(legitimation); penyembunyian atau disimulasi (dissimulation), penyatuan atau
unifikasi (unification); pemisahan atau fragmentasi (fragmentation); pembendaan
atau reifikasi (Feification).

Dalam sosiologi pengetahuan, ideologi pada dasarnya merupakan kajian

mengenai perfautan antara pengetabuan, kenyataan dan kekuasaan. Keadaan ini

membuat dilakukannya inferensi logis agar pengetahuan selalu bertautan dengan

kepentingan, dari kenyataan itulah membentuk relasi kekuasaan dan pengetahuan.
Dengan demikian relasi kekuasaan akan tercermin dalam karakter pengetahuan

yang ada di dalam lembaga.




Poloma (1992) menyatakan bahwa: “karya Berger menjembatani fenomena
makro dan mikro, bebas nilai dan sarat nilai, interaksionis dan struk-turalis seria
teoretik dan relevansinya”. Lebih jauh juga dikatakan bahwa “Berger mencoba
mensintesakan antara dunia sosial obyektif yang dijelaskan oleh kaum fungsionalis

dengan dunia subyektif yang diungkapkan oleh ahii psikologi.

2.2.3. Konsep Morai;tas

Moralitas dapat dilihat bentuknya melalui kaedah-kaedah yang dirumuskan
secara eksplisit, dan dalam kaedah-kaedah atau aturan-aturan itu terkandung
tindakan yang boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilaksanakan. Dalam kenyataan
sehari-hari, kehendak kaedah itu diwujudkan dalam bentuk t;ndakan manusia,
karena itu proses mengakiualisasikan nilai menempati kedudukan penting. Dengan
demikian apa yang dijanjikan oleh kaedah itu akhirnya menjadi kenyataan di atau
melalul tangan-tangan manusia. Moralitas ambigu merupakan pernyataan moral
yang bermuka dua, sebab terdapat peluang bagi manusia untuk menentukan pilihan
tindakan secara ganda. )

Hal ini ada kaitannya dengan kemauan bebas manusia dalam sistem sosial

vang lazim digunakan untuk menyatakan tindakan melalui cara tertentu yang

sudah mapan dan diwariskan dari generast ke generasi, namun terdapat peluang
untuk meneniukan tindakan dengan yang cara lain. Menurut Ross (1993 :© 341),
“moralitas itu merupakan patokan dan melalui patokan itu manusia mengukur

perbuatan vang bermoral dan yang tidak bermoral”. Keberadaan kaedah moral
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sesungguhnya netral, tidak memaksa manusia untuk menyesuaikan. Kaedah moral
hanya memberi kemungkinan untuk melihat kehendak bebas manusia, sedangkan
~di masyarakat terdapat sarana kontrol yang menumbuhkan tindakan moral.

Moralitas adalah kualitas yang terkandung di dalam perbuatan manusia,
vang dengannya manusia dapat menilai perbuatannya itu benar atau salah, baik
atau buruk (Held, 1989 : 67). Menurutnya:

...terdapat moralitas obyektif dan moralitas subyektif, moralitas obyektif
adalah moral yang diterapkan pada perbuatan sebagai perbuatan yang
terlepas dari modifikasi kehendak pelaku, sedangkan moralitas subyektif
adalah perbuatan bermoral vang dilihat dari perhatian pelaku, latar
belakang pengetahuan, stabilitas emosionil, dan perilakunya. Moralitas
subyektif menunjukkan kesadaran hati nurani manusia, setuju  atay
melarang apa yang akan diperbuat.

Held (1989 : 73-81) menunjukkan: “tiga faktor yang menumbuhkan moral
manusia yaitu : (1) tujuan; (2) motivast; dan (3) lingkungan perbuatan™. Tujuan itu
dimaksudkan sebagai perwujudan dari perbuatan sendiri, vaitu perbuatan yang
dikehendaki secara bebas menurut kaedah moral yang terletak di dalam kehendak,
di mana perbuatan itu merupakan objek perhatian kehendak Perbuatan manusiawi

mendapatkan kehendak moral jika dari hakikat perbuatan itu senyatanya memang

dikehendaki oleh pelaku. Dalam hal ini, motivasi moral dan lingkungan perbuatan

pervpaur menvatu. Miotivasi adalan hal yang secara personal dingigan oieh pelaku
dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju, yaitu motivast yang
dikehendaki secara sadar menyumbangkan moral bagi tindakan manusia. Motivasi

menentukan kadar baik buruk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, juga dapat
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menguatkan atau memperlemah tingkat rasionalitas suatu perbuatan. Lingkungan
perbuatan adalah segala sesuatu yang secara aksidental mengelilingi dan mewarnai
perbuatan. Termasuk dalam lingkungan perbuatan itu adalah cara, waktu, tempat,
dan frekuensi dari perbuatan. |

Menurut Ross ( 1993 - 139), “moralitas dapat bersifat intrinsik atau bersifat
ekstrinsik”: Moralitas intrinsik menetapkan suatu perbuatan baik atau buruk secara
terpisah dari aturan-aturan nyaia, sebagal perbuatan bemar atau salah didasarkan
pada esensi perbuatan sendiri bukan karena diatur oleh aturan tertentu, sedangkan
moralitas ekstrinsik menetapkan perbuatan itu benar atau salah disesuaikan dengan
ukuran formal yang berlaku. Perkembangan moralitas tersebut pada dasarnya
berkaitan dengan perkembangan kemgzalpuan berfikir dan perkembangan lembaga-
lembaga kemasyarakatan. Moralitas yang ada di dalam diri manusia tergantung
pada perkembangan masyarakat sesuai dengan tahapan kemampuan intelektualnya
serta pengetahuan dan ilmu pengetahuannya.

Dengan pengetahuan tentang moral menyadarkan manusia pada kodratnya.
Durkheim (1973 : 11) menjelaskan bahwa,'*“sejarah kemanusiaan membuktikan
kodrat manusia berubsh dan diadaptasikan dengan kondisi-kondisi yang ada”. Hal

ini menunjukkan kelebihan tingkah laku manusia baik secara individu, kelompok

maupun masyarakat. Meskipun demikian moralitas juga bukan merupakan hasil
yang paling utama dari proses pemikiran secara sadar. Pada masyarakat yang
paling sederhana dapat diamati kualitas perilaku tertentu vang bisa dibandingkan

dengan kebijakan personal. Contohnya, berani dan tegar hati adalah ungkapan




' sederhana pada taraf 1n§fai sederhaﬁa Péda taraf itu dapat dxhhat gambaran akan

- keufamaén morai .s.ep.em. pengérbanan d;rz .sohdaritas rasa 51mpat1 .k.er_;asama.

; Jadz ukuran moral tidak: hanya terietak pada seg1 rasmnahtas saja tetapl }uga pada .
'-:emosxonahtas Menurut Ross ( 1993 -15_3),. morahtas merupakan produk dari
pérkembangan sosxal yang memerlukan waktu Iama beradapt351 dengan kond151~
kondisi lingkungan yang senantiasa berubah dan berganti-ganti”. Karena ity untuk
melacak kapan moralitas suatt; kelompok manusia dimulai dapat dilihat dari ciri
karakteristiknya yang antara lain dari refleksi penalaran ilmiah sebagai abstraksi
moral, misalnya dari adat istiadat.

Hare (1965 : 22) menunjukkan bentuk refleksi moralitas suatu kelompok
manusia dari aspek perkembangan, misalnya hukum yang berasal dari berbagai
macam konflik. Ketegangan-ketegangan itu memberikan refleksi akan fimbulnya
bentuk peraturan baru akan menggeser peraturan lama yang dipandang sudah tidak
sesual. Karena itu, pertumbuhan moral dapat dicapai secara benar apabila manusia
sebagal pelaku moral memahami dengan baik mana peratuan yang baik dan benar
atas dasar kebebasan, dan pengabdian diri ‘demi cita-cita moral dalam masyarakat

di mana moral itu tumbuh. Kehendak bebas manusia tergantung pada persetujuan

dan penerimaan adat istiadat, kebiasaan dan hukum yang berlaku. Dengan kata

lain, perlu suasana (atmosfir) tertentu untuk mendukung terpeliharanya moralitas.
Jika dikatakan tujuan hidup manusia adalah untuk mencapal kebahagiaan
dan kesejahteraan maka moralitas memenuhi kemanfaatan dan kegunaan untuk

mencapai tujuan tersebut. (Held, 1991 : 89). Hal berkaitan dengan suasana di mana
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ters_e_éia_ kebebasan bagi manusia unfuk_ m__engem_bangigan kehidupannya. Suasana
1tumenuntut .peniiaiéh apayang dlmaksud &eng_an__ no_rmé-nor_ma tertentu sgbagai
S _a_c_u_a;i bag1 sikap .ba_ti;ﬁ. Nénﬁé,iiat;ifé'r_i; .'i)é:"c.okan ataﬁ ukuran yang jelas_.._:_i_z;n 'iegé.s,
"_te?:hs;az.tﬁnyzzi. suasana .it.u' sangatdiperlukan "'I_{eﬁﬁ;dian 'Ber&as#rkan aﬁﬁfan, :pafokan
'afaﬁ .ﬁllqlillré.n itu. un.t.ﬁl;:.mén.imbang atau .n'nlérililé.li. .pérbuatan” méﬁa yang.baik &an’
- mana yang tidak baik. Aturan itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung
dipergunakan untuk menilai suatu perbuatan. Norma yang langsung adalah sopan-
santun, norma yang tidak langsung ialah bagaimana cara memandang kedudukan
ada yang lebih tinggi ada yang rendah. Validitas norma itu menurut Fromm (1951
254) adalah “keharusan manusia menyesuaikan diri dengan pengetahuannya”,
Menurut Held (1989 : 219) ukuran untuk menilai baik buruk tindakan
manusia dalam menjalankan pekerjaan terletak pada moralitasnya. Proses ini dapat
menimbulkan konflik antar kelompok di mana salah satu kelompok mendapatkan
pengekangan karir, atau kesempatan untuk berkembangnya kelompok minoritas
karena tidak memiliki kesempatan atau kekuasaan. Everett C. Hughes dan T.H.
Marshall (1958 ; 63) menjelaskan profesion‘afisasi sebagai akibat dari karakteristik

pekerjaan yang tidak mengejar keuntungan, dituntut untuk meningkatkan layanan.

Beberapa masalah yang berkaitan dengan profesionaliasi sangat terganfung pada

masyarakat penerima layanan. Menurutnya, komunitas setiap waktu dan tempat
sering gelisah karena masalah yang diakibatkan oleh rendahnya layanan birokrasi.
Ia menggunakan profesi sebagai pusat perhatian untuk memahami moralitas dalam

kaitan kekuasaan.
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Dalam kondisi tersebut ada profesi yang tampak tidak dapat diselamatkan

dari perubahan, karena perluasan kerja yang terus berkembang tidak diimbangi
- 6leh tatanan moral, ada pula profesi yang memilih beriahan dengan menopang
.p.r.ofes.i lain untuk mengatur diri daiam kelembagaannya. Pekerjaan yang terus
mengembangkan diri cemiemn_g;r mer.ljadi. tanda eksistensi daripada pekerjaan itu
sendiri, apapun warna politik yang dianutnya tetap akan terus meningkat tuntutan
kualitasnya. Gambaran yang menunjukkan fungsi dari suatu jenis pekerjaan yang
tendensinya rumit menunjukkan indikasi bahwa pengorganisasian profesi tersebut
dengan moralitas merupakan bagian penting daripada kekuasaannya.

Sejak kualitas profesi menjadi suatu hal yang menuntut perhatian umum,
pertumbuhannya melahirkan keyakinan akan hak untuk memperoleh pendidikan
dan kenaikan karir menjadi motivasi yang tingéi untuk diberikan. Karakteristik
tersebut dalam segala hal menjadi standar kehidupan, ini merupakan bukti bahwa
pelayanan dalam kualitas yang diharapkan tidak selalu harus dipenuhi seperti
harapan menjual barang dengan perhitungan untung rugi. Untuk menentukan
ukuran itu diambil dengan mencari pende;pat dari banyak orang dari setiap model

layanan profesional; sehingga bisa membaniu untuk meningkatkan kualitasnya. Di

sini keterampilan publik dalam profesi dan pelayanan yang disediakan dalam kerja

sosial, menjadi lebih karakteristik dan memberikan nilai dari profesi sendiri dalam
memperoleh skala prestise.
Usaha itu dapat dilalui melalui kontrol sosial yang ketat. Pertama, dengan

menaikkan derajat individu yang memikul beban pekerjaan tersebut agar menjadi




62

bergengsi atau dengan merangsang prestasi secara khusus dalam kerjanya. Kedua,
-dengan mengumpulkan usaha dari organisasi kerja untuk menambah tempat dan
5 1ﬁenaikan kekuatan dan_ kemampt_m dalam hubungan dengan yang lain. Keduanya - |
.- uht.uilc mengarahkan Statﬁs profesi§11a1 agar menjadi terbiéa sebagai peringkat
terhormat dalam masye;e;k.at. Hal yang sensitif sebagai .aki.bat perubahan individu
dengan latar belakang kemampuan yang bermacam-macam adalah memilih salah
satu di antara profesi yang membutuhkan kenaikan jumliah pekerja dengan prestise
dan hak-hak istimewa yang akan diberikan. Di samping itu masalah pendidikan
dan kualifikasi untuk memasuki pekerjaan juga disiapkan.

Dengan demikian profesionalisme merupakan usaha mentransformasikan
nilai-nilai pada suatu pekerjaan untuk mempertahankan peringkat sosial yang retak
oleh adanya perkembangan masyarakat sendiri. Untuk terlaksananya, proses ini
kegiatan yang disebut manajemen, yaitu sperangkat kegiatan mengkoordinasi dan
mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya disesuaikan dengan tujuan
untuk mencapai sasaran melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi yang
dijalankan dalam kerangka struktural (Etzioni, 1972 : 10). Kajian profesionalisme
dalam konteks organisasi tidak dapat dipisahkan dengan masalah orang, tingkah

laku, fasilitas serta budaya organisasi. Melalui organisasi dan manajemen yang

berlangsung dalam organisasi, perwujudan tujuan dapat diakomodasikan untuk
membangun otonomi melalut sumber-sumber yang tersedia berupa : (1) sumber
daya manusia; (2) sumber daya fisik; dan (3) sumber daya keuangan. Pemberian

otonomi merupakan syarat bagi organisasi agar mampu menjalankan tugasnya di




- masyarakat. Dengan pemberian otonomi berarti suatu organisasi mulai menjalan-

kan keh_idupannya sendiri.

| 224 KonsepOtoaomi

Otonmﬁi dalam konteks orientasi personal dan orientasi struktural, telz;h
berkembang sejak pemikiran Gafxdhi dalam “non-violence of the strong” ( dalam
Galtung, 1988). Galtung menjelaskan bahwa nasib manusia bukan karena kodrat
yang berbeda tetapi karena terikat satu sama lain dalam pola relasi dan interaksi
yang membuat kompetisi tidak berjalan sehat. Dalam hal ini, Selznik (1961 : 89)
menjelaskan tentang konsep manusia dalam memecahkan masalah, menurutnya:
“kegiatan kreatif dan kemampuan manusia mengha&api struktur mempengaruhi
keterbatasan pelaku sosial yang memiliki tujuan-tujuan tertentu”.

Menurut Galtung (1980 : 74 - 75) faktor struktur yang mempengaruhi
otonomi adalah bentuk kultural, lembaga sosial, norma sosial dan hambatan sosial
yang ikut membentuk dan mengubah pilihan Endividu. Ta menjelaskan bahwa:

« . strukturisasi antuk menciptakan dan mengatur kondisi sosial, kegiatan

dan perkembangannya, pada tabap proses untuk menumbuhkan kesem-

patan dan dorongan dalam interaksi sosial. Faktor-faktor pendorong itu

adalah : (1) perencanaan dan penggunaan kekuasaan pada tahapan makro
serta kontrol relasional terhadap para aktor; (2) kerangka kelembagaan dan

aturan yang jelas; {(3) pembuatan keputusan yang dapat menimbulkan suatu
dorongan tumbuhnya sosio kultural dan ideasional; serta (4) sarana maupun
prasarana tersedia secara sesuai”.

Menurut karakterisiik struktural, otonomi berbeda dengan pertumbuhan

pribadi. Otonomi adalah realsi, sedangkan pertumbuhan pribadi adalah kualitas.




. Galtung (1§SO 78) memandan.o.F otonomi sebagai mlai darl aspek reiasn kekuz.i.saar.l
.sepemhainya pemerataan mempakan n11a1 dan aspek pertukaran Le‘mh lanjut ia
: menwurmkan bahwa setiap rela51 mteraks1 mempakan saluran di mana kekuasaan
:meﬁvahr dari .pemben Lepada penerzma 1ﬁterak31 deamkian 1tu. d;katakan tidak
seirﬁbz‘;ﬁg,. karena merupakan cara mempeloleh Lekuasaan atas orang lam. Inilah
_yang_dikatakan Galtung sebagai struktur yang merampas hak-hak asasi manusia,
ﬁaﬁg méncegah terwujudnya kf?:adilan sosial, dan dengan demikian menjauhkan
usaha menempatkan potensi manusia sesuai pada tempat yang semestinya. Karena
itu uatuk menempatkan potensi manusia pada struktur yang semestinya, ada tiga
unsur yang harus diperhatikan dalam mengatur struktur, yaitu tidak ada pembatas:
(1) menyulitkan manusia uniuk menghargéi dirinya; (2) iﬁé;iuiitkan manusia
untuk mencukupi kebutuhannya sendiri; dan (3) membuat rasa takut. Inilah yang
dikategorikan oleh Galtung sebagai otonomi.

Bentuk otonomi itu tergantung pada faktor-faktor seperti : (1) nilai dan
norma dari strukturisasi, khususnya sejauhmana para aktor memiliki pandangan
yang sama mengenai kerangka lembaga a;iu aturan kelayakan untuk mengatur
pilihan individu; (2) jenis-jenis relasi sosial yang dikembangkan para aktor apakah

ditandai untuk kepentingan dan tanggungjawab bersama atas sejumlah kekuatan di

antara para aktor dan pelaku sosial; dan (3) ciri-ciri kelompok, antara lain tingkat
keanggotaan dalam organisasi dan kesetiaan bersama terhadap segala sesuatu hal’
untuk menghindari terjadinya pertentangan atau campur tangan dari pihak ketiga

(Simmel, 1964; Coleman, 1957; Deusch, 1973; dan Baumgatner, 1985).
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Dalam kaitan ini, Galtung (1980 : 206) mengungkap pentingnva kesadaran
dan kebebasan manusia dalam bermasvarakat serta pemulihan kekuatan manusia
karena tekanan struktural;

“Kategori kritis dalam kehidupan masyarakat adalah mengartikulasikan

rasa ketidakenakan manusia dalam kerja sebagai basis kebutuhan dasar

manusia bermasyarakat untuk menuaskan kebutuhan sebagai realisasi
dirinya, realisasi sejarah, dan realisasi sebagai makhluk sosial. Kerja yang
semula sebagal kegiatan untuk merealisasikan diri, dalam sejarah sosialnya
menjadi sesuatu yang eksternal dengan dirmya sendiri. Kerja yang bersifat
eksternal membuat manusia berubah menjadi terpaksa, manusia bekerja

bukan untuk memuaskan kebutuhannya sendiri, tetapi juga memuaskan
kebutuhan orang lain (sosial)”.

Dalam konteks birokrasi, Galtung (1988 : 231) menjelaskan: “birokrasi
menuntut akomodasi bagi para anggotanya, hal tersebut merupakan konsekuensi
karena birokrasi sudah mempersempit ruang inisiatif pribadi”. Hal ini dilandasi
pemikiran bahwa, pada masyarakat modern, manusia telah menjadi budak ambisi
yang diproyeksikan pada tujuan di luar jangkauan manusia. Hal ini mengakibatkan
kesadaran manusia menjadi tidak sempurna, di mana tindakan yang dilakukan
adalah bukan miliknya, tindakan itu dikend-alikan oleh kekuatan yang terpisah dari

dirinya. Manusia yang kehilangan pusat kendali diri itu merupakan pribadi yang

tidak sehat,, manusia tidak hanya sekedar terisolir dari pekerjaan yang dilakukan,

tetapi juga hubungannya dengan orang lain, sehingga dalam hubungan dengan
sesamanya tidak berdasarkan pada hubungan antar pribadi dengan segala keunikan

masing-masing, tetapi menjadi barang komoditas bagi yang lain.
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Dari aspek personal, Galtung (1980 : 140) menjelaskan tentang kebutuhan
otonomi bagi manusia. Menurutnya:

“Manusia itu terdiri dari partikel-partikel yang saling menjauh meskipun
tetap menjaga kesatuan karena kepentingan dan keharusan untuk saling

- bermanfaat bagi yang lain. Individualisme mengarah pada pemilikan
pribadi, yang berkembang menjadi egois, di mana Setiap individu dalam
berhubungan dengan sesamanya ditandai oleh orientasi material. Tiap
orang memikirkan dirinya sendiri sehingga terstruktur hubungan dalam
bentuk manipulatif. Dalam hubungan ini yang tercipta bukannya wawasan
individu yang mengutamakan kebersamaan, tetapi wawasan yang sifatnya
menindas individu lain”.

Penjelasan tersebut menggambarkan akibat dari poses sosial yang tumbuh bukan
berdasarkan hubungan kasih sayang, toleransi dan keterbukaan tetapi hubungan
tertutup dan anarkhis.

Berkaitan dengan administrasi pemerintahan yang diatur melalui birokrasi
sebagai spesialisasi administrasi, besarnya aparat yang harus diadministrasikan
mengakibatkan lemahnya pertumbuhan otonomi dalam birokrasi (Etzioni, 1961 -
418). Menurutnya:

Suatu nasalah yang disebabkan oleh luasnya organisasi dan pembagian

kerja spesialis adalah terhambatnya manusia dalam kehidupan bersama, hal

itu timbul karena kerja sama tidak berjalan spontan antar individu maupun
kelompok. Untuk membentuk kemampuan birokrat agar menyesuaikan diri

dengan masyarakat diperlukan aturan yang bersifat kooperatif sebagai
landasan untuk menumbuhkan otonomi.

Dalam hal ini otonomi mengandung arti sebagai nilai dari aspek relasi
kekuasaan, seperti halnya pemerataan sebagai nilai dari aspek pertukaran. Galtung
(1980 : 328) menjelaskan: “otonomi bukanlah merapakan isolasi, justru untuk

menangkal penetrasi dari luar yang menyusup dalam lembaga untuk menciptakan
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k_epatuhan dan ketergantungan kgpada orang lain”. Dengan demikian .dapat
' di};(ai;_ak_an:bahwa otonomi 1;1efupakan 'je_mbatax_l.u.ntuk membangun budaya organ-
_isa_s_i, d1 méné ot_.qnom.i ditémpatka;:l péc:_ia:.s_ejurnll_.ah._ .b_r_i.en.tasi personal meigigi kode
: :_'.kéb;;lday:aall szang d.isbawzgik_a;n oleh .elitesnoz_rg.ani_.?_és_i_ : S

. Sejalan dengai;i‘ hai itu sering diperselisihkan dalam perubahan organisasi
menuju ke arah otonomi ialah, orientasi budaya yang berubah menimbulkan efek
yang menyangkut kedudukan elit yang seolah-olah merendahkan atribut khusus
elit tersebut. Kecenderungan ini memang bisa berkembang ke arah apatisme yang
menghambat tercapainya mekanisme sebagai landasan otonomi. Melalui seleksi
umpan-balik, hal ini merupakan salah satu saluran bagi proses ctonomisasi. Pada
taraf ini jalinan struktor organisas_,i yang dikendalikan lewat pusat informasi serta
perpaduan pola di setiap unit birokrasi dil;embalikan pada otoritasnya dengan
dukungan kelompok elit dalam pelimpahan kewenangan.

Dalam masyarakat terdapat struktur dan kultur bagi berlangsungnya aksi
dan interaksi sosial, dalam wujud aturan-aturan, hubungan-hubungan yang tersalur
dalam kedudukan, pembagian kerja, pengatvasan dan kewajiban yang menyertai,
serta kemampuan yang berbeda-beda dalam menjangkau sumber dan kesempatan

yang tidak sama untuk bertindak, Semuanya itu memberikan kepada para pelaku

sosial perlengkapan dan kesempatan yang berbeda untuk menggunakan Derbagai
jenis kekuasaan dan pengawasan. Karena itu pelaku sosial dalam struktur dapat
mencapai sumber kekuasaan dan kesempatan untuk melakukan pengawasan

dengan perbedaan antara negara dan lembaga sosial. Demikian pula kelas dan
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susunan pelaksana serta caranya mempunyai pilihan sendiri yang berbeda dalam
distribusi sumber kekuasaan dan kemampuan untuk bertindak. Menurut Korpi
(1983 : 67), “dalam distribusi sumber kekuasaan dan kemampuan bertindak akan
terjalin hubungan kekuasaan yang menimbulkan hubungan ketergantungan®. Hal
ini .disebabkan oleh sumber yang diperlukan untuk mencapai :f:}uan hanya bisa
dicapai dengan tindakan yang mengesampingkan dirinya sendiri. Martin (1990 :
97) menjelaskan : “unsur pokc;k dalam hubungan kekuasaan biasanya terdiri dari
tujuan pelaku dan distribusi sumber-sumber untuk mencapat tujuan itu. Sekalipun
tujuan memiliki cakupan yang tidak terbatas, tetapi suatu tujuan tertentu tetap
penting karena hal itu menghadapi kelangkaan yang selalu lahir sejalan dengan
terbatasnya sumber-sumber”,

Berhadapan dengan masalah itu di dalam masyarakat, pola ketergantungan
perlu dicermati untuk mendapatkan kepatuhan dengan melakukan kontrol yang
berbeda pada akses yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kontrol yang berbeda
disebabkan oleh tingkat kerawanan sumber pada waktu tertentu. Kerawanan itu
bisa sebagai akibat dari sentralisasi dan perb.;daan kekuatan untuk mencapaianya.

Dalam hal ini kontrol yang berbeda melahitkan ketergantungan pada sumber-

sumber yang dibutuhkan dan ketergantungan yang timpang serta yang mencekam

bisa mendatangkan kepatuhan. Dengan demikian hubungan kekuasaan merupakan
akibat dari rentetan sebab akibat dalam hubungan meluasnya ketergantungan yang
tidak seimbang, hal itu terutama dipengaruhi oleh kerawanan tersebut. Karena itu

tingkat pemusatan kontrol dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip
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'persamaan kesempatan untuk mendapat distribusi kekuasan. Penekanan kontrol
- c_:laia_m kondisi tertentu memerlukan pola pengembangan kontrol atau pemenggalan
kelkuasaan yang bersifat sentralisasi. -
: Ke_kﬁasaan dan péngawas.an ditinjau dari sudut tiﬁdakan sosial menurut

Alker dan Burn (1976 : 236) menyangkut 3 hal, yaitu -

“(1) kekuasaan sebagai kemampuan untuk melakukan pengawasan tertentu;

(2) kekuasaan dan pengawasan terhadap aksi dan interaksi para aktor yang

menjadi sasaran; dan (3) proses pengawasan itu sendiri selaku aksi dan

interaksi sosial dalam konteks suatu sistem sosial yang memberi struktur

dan mengatur proses-proses tersebut”.
Kekuasaan sosial ialah kemampuan untuk mengarahkan sumber kekuasaan seperti
pengetahuai, barang dan jasa, kapital, status sosial, berbagai hak dan lain-lain,
serta untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan meliputi
antara lain memberikan informasi, memberikan perintah, melakukan supervisi dan
memberikan sanksi. Di sisi yang lain, pelaku sosial dapat memberikan tanggapan
dengan berbagai cara, termasuk dalam segi kepatuhan maupun perlawanan, serta
sikap tidak mengambil keputusan. Prakarsa untuk melakukan pengawasan dan
tanggapan pelaku yang menjadi sasaran selalu mengambil tempat dalam konteks

sosial dan material yang ditentukan oleh bidang yang akan diawasi oleh struktur

sosial lebih luas. Keraneka ini memberikan kepada pelaku sosial penguasaan yang

berbeda-beda sifatnya atas sumber yang berharga atau yang diperlukan untuk

melakukan aksi dan interaksi.




70

Namun demikian, distribusi kontrol terhadap sumber yang diinginkan bisa
secara tidak langsung melahirkan ketergantungan, meskipun tidak serta merta lalu

membuahkan kepatuhan, Sebab, kepatuhan hanya timbul jika alur jalan keluarnya

L ditiadakan. Menurut Lenski (1966 : 267), ada tiga strategi untuk melepaskan diri o

dari fihak vang menguasai vaitu “merebut sumber-sumber itu dari fihak yang
menguasai, dan membuat mereka menjadi tidak berharga, atau membujuk untuk
menyesuaikan tujuan agar mereka menerima dalam pertukaran yang seimbang”.
Dengan demikian fihak yang dikuasai berkepentingan untuk membujuk fithak vang
menguasai agar mendapat perlakuan yang baik dan penuh perhatian karena rasa
hormat fihak vang menguasai tidak sampal tercemarkan. Cara lain adalah mencari
sumber pengganti sedemikian rupa sehingga menjadi alternatif untuk menghindélri
ketergantungan kepada fihak yang menguasal atau melakukan penggabungan dirt
dengan fihak yang mempunyai masalah dengan fihak yang menguasai kemudian
mengubah sumber yang telah diperoleh bersama tersebut untuk dijadikan nilai
tukar dengan yang menguasai. Tindakan tersebut menggambarkan suatu tindakan
yang tidak mementingkan dirinya sendiri, Tapi lebih berharga bagi dirinya daripada
menggunakan cara memperebutkan sumber yang menyebabkan ketergantungan

pada situasi atau waktu yang lain. Lenski (1966) menyatakan hal itu sebagai suatu

penyesuaian atau suatu perubahan tujuan untuk mengatasi ketergantungan. Dengan
demikian bisa dikatakan, ketergantungan vyang tidak sepadan akan membawa

kepatuhan jika jalan keluar untuk melepaskan diri tidak ada, atau kalau toh ada
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._3:_s'u'mber im akan -mempérbesar. ketidakseimbangan dari yang tercakupi dalam @

S peﬁukaran sebelumnya

Lenskl (1966) juga menjeiaskan bahwa besarnya hubungan kekuasaan_...f

i dalam masyarakat yanv sangat terﬂantung pada penyebaran ketergantungan dan. S

" ketersediaan }aian untuk meiepaskan diri tertentu, sebaﬂal ceteris paribus karena
tidak memperhatikan vang lain. Hal ini menunjukkan semakin besar ketidak
seimbangan dan semakin s‘ulit pelepasan diri, maka akan semakin banyak pula | '
tindakan yang tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri terlibat di dalam
‘upaya pengeloalaan sumber-sumber yang ada, akibatnya kekuasaan yang terlibat
dalam hubungan tersebut juga menjadi semakin besar. Besarnya pengaruh dari
kekuasaan meski tidak begitu menentukan, merupakan dasar dari dua atau lebih
hubungan yang bersifat kompleks. Pada umumnya, semakin besar kekuasaan,
semakin besar kemungkinan kepatuhan dilandasi oleh paksaan dan semakin kecil
kemungkinan fihak yang dikuasai bersedia untuk menyetujui hubungan yang ada.
Sebaliknya, semakin kecil kekuasaan yang dilibatkan, semakin kecil kemungkinan
kekuasaan itu dapat memaksa, dan serr;akin besar hubungan 1tu akan didasarkan

pada otoritas, terutama bagi otoritas hukum yang rasional.

Menurut Giddens (1982 : 30), sumber kekuasaan ialah segala sesuatu yang

dapat digunakan untuk menyusun dan mengatur kondisi, serfa proses di dalam
pengambilan keputusan dan masukan serta tindakan dari pelako sosial lainnya™.
Sumber kekuasaan itu berupa informasi, lambang, aturan dan lain-lain berguna

sebagai basis kekuasaan seperti pendidikan, penampilan yang menarik, reputast
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keahlian, kekayaan dan hal-hal yang berharga pada umumnya, alat produksi, alat
| pemaksa, hak dan kewajiban, begitu pula kedudukan sosial. Jaringan sosial dalam
~organisasi dapat dikerahkan dan dimanfaatkan dalam proses pengawasan sosial.
: Kekuasaan sebagal suatu kecakapan dan kemampuan dapat dipandang setelah
huﬁungan yang diharapkan potensial. Hal itu didasarkan pada pengalaman waktu
sebelumnya atau atas pengetfahuan tentang aturan yang telah mapan atau atas
kelembagaan yang ada. Tinggi rendahnya tingkat kekuasaan bisa diketahui hanya
setelah aktor mencoba kekuasaan itu.

Hubungan kekuasaan terutama dilandasi oleh 2 unsur, yaitu ketergantungan
yang tidak sepadan dan kesulitan untuk melepaskan diri (Lenski, 1966 : 270 -
275). Menurutnya, apabila besarnya kekuasaan divkur dengan frekuensi dan
kemungkinan tindakan yang berbeda-beda memperlihatkan kesamaan masih ada
pula perbedaan situasi yang melahirkan kepatuhan itu, yaitu antara yang tingkat
ketergantungan yang tinggi dan pelepasan dirinya relatif mudah dengan tingkat
ketergantungan yang relatif rendah dan kes_empatan untuk pelepasan dirinya kecil.
Perbedaan ini memberikan arti penting bagi analisis hubungan kekuasaan. Jika
tingkat ketidakseimbangan besar dan pelepasan dirinya mudah, maka kepatuhan

akan lebih didasarkan pada paksaan, yang mana fihak yang dikuasai tidak banyak

terikat dengan hubungan yang khusus, sementara itu fihak yang menguasai terus
menggunakan kekuatan untuk melindungi diri dan menjaga hubungan dengan

kelompok-kelompok tertentu yang dikuasainya.
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Jika ketidakseimbangan dalam ketergantungan kecil, dan kemungkinan

untuk pelepasan dirl juga kecil, maka hubungan itu lebih didasarkan pada otoritas.

";Fihai_; yang dikvasai akan menyerahkan diri uniuk kepentingan dan pemeliharaan

-h.af_g_a diri méiaiui ;ﬁersetujuan k_ec_ludu_kaﬁ seb_égéi fihak yang dikuasal. Sementara
itu fihak yang nxénguasai_ dapat ménggunakan otoritas secara berdayaguna untuk
memperoleh kepatuhan daripada jika menggunakan kekuasaan. Dalam situasi ini
kekuatan untok memaksa hanyﬁa salah satu bentuk jaminan terhadap kemungkinan
hilangnya otoritas. Jika ketergantungan dalam keadaan seimbang, dan fihak yang
dikuasai mempunyai ke!onggarén untuk melepaskan diri, kekuasan masih tetap
bersandar pada otoritas. Hubungan tersebut bisa lestari jika ada persetujuan dari
fihak yang dikuasai. Akhirnya, dalam situasi yang hampir tidak lazim, manakala
ketergantungan seimbang dan kemungkinan melepaskan diri kecil maka kepatuhan
bersandar pada pengaruh. Bagi fihak yang dikuasai, dorongan untuk melahirkan
tindakan yang tidak memperhatikan diri tidaklah besar, demikian pula kebutuhan
untuk menjaga harga diri melalui pemberian persetujuan juga tidak ada. Karena itu
fihak yang menguasai sulit menggunakan ;aksaan untuk menegakkan kepatuhan,

sehingga penggunaan otoritas dipersoalkan. Dalam ketiadaan paksaan, hubungan

kurang stabil lebih berdasarkan pada pengaruh yang dikembangkan. Pemikiran ini

dapat dibenarkan jika sumber-sumber ketergantungan terletak pada suatu kontrol
yang berbeda atas sumber-sumber yang diinginkan. Hal ini sulit dipertahankan jika

ketergantungan itu merupakan akibat dari tindakan vang diinginkan.
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Faktor yang mempersulit hubungan antara besarnya kekuasaan dengan
dasar kepatuhan adalah pada tindakan yang tidak memperhitungkan diri sendiri.
Menurut Galtung (1992 : 45) hal ini terutama disebabkan oleh luasnya hubungan
kekuasaan. Sebagai contoh fihak yang menguasai menuntut fihak yang dikuasai
untuk melakukan tugas yang kompleksitasnya beranecka ragam. Tugas yang bisa
diawasi dengan alat-alat teknologi merupakan wujud hubungan kekuasaan yang
dialihkan secara material oleh pemegang kekuasaan. Tindakan manusia itu unik,
secara teknologi hubungan kekuasaan bisa diprogramkan, fihak penguasa bisa
menggunakan alat teknologi untuk mengawasi suatu lingkungan kerja manusia,
banyak pekerja rutin yang bisa diawasi dengan cara itu. Semakin besar keleluasaan
diperlukan dalam pelaksanaan tugas fihak yang dikuasai, semakin besar kebutuhan
kekuasaan untuk mendasari otoritas, karena fihak yaﬁg dikuasai akan berusaha
memperkecil dayagunanya jika kepatuhan merupakan hasil yang paksaan.

Menurut Svalastoga {1989 : 49) terdapat perbedaan dalam kekuasaan :

“...beda antara kekuasaan sebagai potensi dengan kekuasaan dalam

tindakan merupakan sesuatu yang tumpang-tindih. Kesimpangsiuran

konsep kekuasaan merupakan akibat dari kegagalan membedakan hal
tersebut. Karena ita untuk menyelidiki kekuasaan menyangkut dua hal
pokok yang perlu diperhatikan, vaitu (1) penyelidikan tentang disitribusi
sumber-sumber dan kemampuan untuk bertindak di antara pelaku dalam

sistem sosial dan cara pengubahannya dalam perjalanan waktu; dan (2)

praktek”.

Kekuasaan dalam bentuk tindakan itu lebih efektif dimanfaaikan dalam

pengawasan sosial meski tidak secara penuh. Kesenjangan antara niat dan akibat

—— Mﬂwiﬁeﬁﬁfe}id%kﬁﬂ,« J%ﬁ%ﬁ,ﬁg.«m Jﬁeﬁgg%iﬁ% W Sam%eruugum%,efm kﬁwamﬁ _____ o Méa%amm ST




merupakan hasil dari pengunaan kekuasaan, hal ity sering tidak dibedakan antara
apa yang memjadi potensi dengan bagaimana kekuasaan dilakukan. Karena itu,
penggunaan kekuasaan menghendaki dilakukannya proses pengawasan, yaitu
berbagai tindakan vang bersifat khusus, dan tanggapan dari para aktor dan pelaku
sosial yang menjadi sasaran keku-asaan tersebut atas usaha daﬁ tindakan yang
mempunyai ciri-giri komunikasi dan umpan balik dalam konteks kultural, struktur
sosial dan material sebagaimana bentuk pengaturannya. Umpan balik dan sifat
dinamis dari proses bengawasan, penting bagi pemahaman fenomena kekuasaan
dan pengawasan. Hal ini bukan berarti mengecilkan arti dari pengawasan terhadap
sumber-sumber dan strukiur kesempatan bertindak dalam sistem pemerintahan,
Tetapi merupakan Proses penerapan dan praktek dalam kekuasaan menjadi batu
ujian dalam teori kekuasaan, Dengan pengujian. tersebut bisa menunjukkan akibat
yang ingin dihindari.

Dari -berbagai teori kekuasaan dikenal cara-cara penggunaan kekuasaan
seperit memaksa, member; hadiah atay imbalan, memberi hukuman, pembatasan
dan lain-lain. Secara HInum, cara-cara itu dapat diteliti berdasarkan kerangka yang
dikemukakan oleh Martin Roderick (1977 : 140 - 141), melalui tiga cara, yaitu :

“(1) dari .kekuasaan {isik yang |

laun, bisa diketahui bagaimana cara penahanan; (2} melalui ganjaran dan
hukuman, misalnya pemberian atau penolakan terhadap sesuatu yang
berharga atan kebutuhan seperii pekerjaan, penggunaan sanksi fisik seperti
menyakiti tubuh atay membunuh; dan (3) melaiuj pengaruh  dalam
membentuk opini, dengan menggunakan pendidikan atau propaganda”.

,zmgmngmhada@«k@b@é&%ﬁ%@rg%k”ﬁiﬁéﬁ‘“ o
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Gambar 2.3.
Struktur Kekuasaan
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Terdapat perbedaan antara kekuasaan dengan pengawasan. Kekuasaan
sebagai kemampuan dari seorang aktor untuk menggerakkan sumber-sumber dan
melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap aktor lain dalam bidang-bidang
tertentu (Alker, 1973, 1975 dan Alker dan Burn, 1976), sedang-kan pengawasain
diartikan sebagai hubungan antar pribadi atz;t antar kelompok. Pihak yang satu

berusaha menyuruh pihak lain untuk melakukan sesuatu, biasanya bertentangan

dengan kehendak yang bersangkutan (Blau, 1964 23).

Terdapat perbedaan antara kekuasaan dengan pengawasan. Kekuasaan
diartikan sebagai kemampuan dari seorang aktor untuk menggerakkan sumber-
sumber dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap aktor-aktor lain dalam

bidang-bidang tertentu (Alker, 1973, 1975 dan Alker dan Burn, 1976), sedang-kan
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pengawasan diartikan sebagai hubungan antar pribadi atau antar kelompok. Pihak
yang satu berusaha menyuruh pihak yang lain untuk melakukan sesuaty, biasanya
bertentangan dengan kehendak yang bersangkutan (Blau, 1964 : 23).

Melalui pelembagaan kekuasaan dalam struktur sosial, kekuasaan dapat
dipergunakéﬂn dalam berbagai cara. Pengawasannya berupa aksi dan interaksi,
sehingga mempunyai landasan ?erﬁkir yang tepat meskipun berbeda-beda namun
mempunyar bentuk yang konsisten dan stabil. Kerangka ini oleh Etzioni (1961,
1975) dikatakan sebagai pola kepatuhan pada kekuasaan yang dapat dilihat dengan
jelas dan bersifat stabil. Masing-masing pengawasan menghendaki kondisi tertentu
untuk pelaksanaannya, yakni digunakannya sumber kekuasaan untuk membentuk

struktur dan mengatur otonomi suatu lembaga.




| .~ BABII
METODE PENELITIAN

3 1 _ng.sai.n fﬁﬂdi.ﬂﬁi:}._ o
* Penelitian terhadap nilai dan moralitas Tri Brata menuju-otonomi kepolisian .
mencakup bidang vang cukup luas terutama dalam konteks nilai-nilal dan norma
yang melandasi aktivitas manusia, juga reaks.i atas aksi sebagai tanggapan terhadap
lembaga dan perkembangannya yang bersifat dinamis, ditandai oleh pilihan tindakan
yang dilakukan secara sadar (rational choice approach). Berarti dalam penelitian ini
mengkaji pemaknaan nilai dan realitas tindakan yang bersifat subyektif. Kesatuan
pemaknaan nilai dan moralitas ’fri Brata dalam realitas tindakan polisi merupakan
proses menerjemahkan, mengevaluasi, dan mewujudkan tatanan lembaga. Dengan
demikian penelitian ini ditujukan kepada pengamatan terhadap dinamika mteraksi
antara faktor internal dengan faktor eksternal yang saling mempengaruhi terhadap
identitas lembaga.
Fakta adanya pengaruh ideologi terhadip sikap perilaku polisi menunjukkan
bukti di lingkungan intern kepolisian tidak terdapat peluang untuk melakukan pilihan

secara sadar dalam membangun fungsionalisasinya. Hal ini secara unik mempola-

kan, menentukan, mengotitrol pikiran, Kemaugn dai tingkal lakupolist sehingga
mendapat reaksi sosial dalam bentuk tuntutan otonomi. Fenomena ini mengarahkan
penelitian untuk memperhatikan secara mendalam pemaknaan nilai dan moralitas Tri

Brata terhadap sifat dan bentuk dari lembaga kepolisian.
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-Dari fakta yang menunjukkan gejala hahwa éemohswn di Indones;a belum
mengacu pada sistem sos;ai budayanya hal ini mernerlukan pendekatan berszfa‘s
.ul.num. dengan memtikberatkan pada iegpea of cu]z’ure conext. Tujuannya ialah agar =
N ._l'_dalam penehtzan tidak terjebaL pada tenuan prm51p pembentuhan iembava menurut
ukuran struktur saja, tetapi juga.menemukan raktor—faktor yang diperlukan oleh suatu
lembaga untuk membangun otonominya.

Dalam penelitian ini kare;xa obyek penelitian organisasi kepolisian lingkup
wilayahnya seluruh Indonesia dengan keterbatasan biaya dan waktu untuk meneliti,
maka sulit dilakukan. Dengan mengacu pendapat Miller (1983 : 10) untuk penelitian
ini dapat digunakan survei pengelompokan, di mana Polda ditetapkan sebagai sampel
wilayah peneliﬁéh. Sejalan dengan hal itu, karena keunikan pengaruh ideologi vang
perlu dicandera maka penelitian ini juga menggunakan studi kasus (Yin, 1994).

Mengikuti perspektif personal dan struktural Galtung (1980}, hal ini berati
meninjau orientasi pelaku dan orientasi struktur, yang mengarahkan pengamatan
pada dua wawasan, yaitu pertama, dimensi “ada” meliputi sifat-sifat yang menggam-
barkan kepribadian diri polisi. Kedua, dimensi.‘“relasi” antar individu yang bersifat
agak tetap dan tidak cepat berubah yang dipandu oleh nilai-nilai sosio-budaya dan

organ-crgan di dalam lembaga. Dengan demikian vang menjadi perhatian adalah apa

dan bagaimana polisi mengembangkan tata-nilainya.
Dalam penelitian ini berarti, pada tingkat makro perlu mengungkapkan data
kualitatif’ untuk menguraikan pelembagaan polisi, sedangkan pada tingkat mikro

menggunakan data kuatitatif untuk menjelaskan bagaimana perilaku polisi, sebagai
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pengentrol data kualitatif. Pendekatan ini mengikuti pendapat Strauss dan Corbin
(1991 : 27) digunakan untuk memberikan penjelasan secara logik dan mendalam
terhgdap fenomena yang berlingkup makro. Atas dasar pemikiran tersebut, informasi
yang bersifat kualitatif diguhakan untuk mémperjelas data kuatitatif, sedangkan data
kuatitatif untuk memperkuat informasi kualitatif Dalam hal ini pendekatan kualitatif
diarahkan untuk mengungkap dimensi subyektif aktualisasi nilai dan moralitas Tri
Brata menuju otonomi kepolisiaﬁ, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk
mengetahui hubungan antar variabel penelitian. Hal ini dilakukan mengingat konsep
nilai dalam hubungan dengan moralitas meliputi aturan-aturan dan wujud tindakan
vang mengungkapan ciri atau sifat lembaga.

Dengan dasar pemikiran tersebut desain penelitian disusun sebagai berikut :
aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata sebagai variabel independen; otonomi
kepolisian sebagai variabel dependen, profesionalisme dan kinerja polisi sebagai
variabel antesenden. Adapun susunan variabel tersebut seperti pada gambar 3.1

Gambar 3.1.
Susunan Hubungan Antgrvariabel Penelitian
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o . _Kete_raggén X1 Faktor struktural = Aktualisasi ni}aﬁ
X2 Faktor struktural - Moralitas Tri _B_réta
Z1 iy Prﬁfesibnaii_s_m_é.?oﬁsi' i
70 KineaPolisi
Y . Faktor personal = Otonomi Kepolisian

3. 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari :

3.2.1. Aktualisasi Nilai

Aktualisasi nilai sebagai usaha untuk mewujudkan tata kelakuan berdasarkan
pengalaman yang baik, benar dan menarik dalam pedoman yang bersifat fungsional
bagi kelembagaan, ditinjau dengan menggunakan orientasi personal dan struktural
(Galtung, 1988). Adapun pemabaman nilai-nilai dalam organisasi kepolisian dicari
melalui: (1) logika; (2) estetika; dan (3) etika kepolisian, ditinjau dengan meng-

gunakan perspektif sosiologi pengetahuan (Berger dan Luckmann, 1990),

3.2.2. Morwalitas Tri Brata

Moralitas Tri Brata adalah kualitas yang terkandung dalam _perbuatan polisi

dengan hal itu masyarakat menilai benar atau salah, baik atau buruk tindakannya
menurut ukuran abdi utama dari nusa dan bangsa, warga negara teladan dari negara,

dan wajib menjaga ketertiban pribadi. Data dan informasi yang dicari meliputi : (1)
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keteraturan perbuatan; (2) otoritas; (3) kepentingan kolektif, dan (4) keterikatan

kelompok, ditinjau dengan menggunakan konsep moralitas (Durkheim, 1893).

) 3.2.3. Profesionalisme Polisi

Profesionalisme diartikan sebagai faktor laten yang ada di dalam diri polisi
~ dan lembaga kepolisian, Faktor ini meliputi aspek afeksi, kognisi dan psikomotorik
yang melandasi tindakan individu maupun lembaga. Data dan informasi yang dicari,
meliputi : (1) jati diri; (2) intelektual; (3) sikap kerja; dan (4) orientasi kerja polisi,

ditinjau menggunakan konsep profesionalisme {Terence J. Johnson, 1972).

3.2.4. Kinerja Polisi

Kinerja adalah faktor manifest dari tindakan keseharian individu mau-pun
lembaga sebagai wujud nyata kerja polisi yang dapat diamati pengaruhnya oleh
warga masyarakat. Data dan informasi yang dicari, meliputi : (1) bentuk layanan; (2)
cara kerja; (3) kelengkapan tugas; (4) penerapan hukum; dan (5) penerapan layanan

polisi; ditinjau dengan menggunakan konsep kinerja (Terence J. Johnson, 1972).

3. 2. 5. Otonomi Kepolisian

Otonemi-kepolisian-adalah kemandirian-polisi-yang ditunjukkan oleh-kemam
puan menghargai diri, membina keyakinan dan gagasan yang dimiliki, mengatur
kebutuhan sendiri dan mengejar tujuan dengan caranya sendiri. Data dan informasi

yang dicari meliputi : (1) cara menghargai diri sendiri; (2) mencukupi kebutuhan




- -._sendm dan (3) s1kap tanpa rasa takut pohsi dalam men}alankan pekerjaan d1t1njau

_ .dengan menggunakan konsep orientaSJ personai dan strukturai (Galtung, 1988)

Adapun operasmnahsasx varzabe} sebagaimana terhhat pada tabei 3. 1

Tabel 3 1

Gperasaonallsam V ar;abel Penehtzan

Indikator (data/informasi)

- Cooperation. (kerja sama)
4. Keterikatan pada kelompok

~ Commitment (ketundykan)

- Viscidity (kompak)

- Solidarity {setia kawan)

Var;ai}el Dlmens:
I.Akwa!.xsasx nifai 1 Log‘xka polisi ~ Pemabaman terhadap nonma,
X1 | - = Pengertian “aturan-aturan dan pengetahuan
o - - Penghayatan yang berkaﬂan dengan peranan,
- Penalaran
2. Estetika polisi - Kesesuamn pakaian, atribut,
- Kerapian bangnnan dan peralatan kerja.
- Surgency (supel) & :
3.Etika polisi- - Bergaul dengan sesama polisi
- Sopan santun - Bergaul dengan warga masvarakat
- Penempatan peran '
2 Moralitas Tri Brata I.Keteraturan tindakan - Ketaatan pada peraturan yang ada
) - Ketertiban di dalam organisasi dan masyakat
< Consistent (langguh) :
~ Conformities (patah) -
2.Otoritas - Ketepatan putusan dan cara bertin-
- Ketegasan dak.
anggung jawab
- Anf dan bijak
3.Kepentingan kolektif - Adanya kesamaan tujuan,
- Uniformity (seragam) kebersamaan kegiatan.
- Lovality (loyalitas)

- Sumbangan program, aktivitas,
dana.

- Initation {inistatif)
- Friendly (keramahiamahan)
- Empaty {empati)

3.Profesionalisme polisi 1.Jati diri - Keselarasan tindakan dengan
{Z1) - Formality (Keseriusan) beban pekerjaan dan aturan.

- Stntality (kegairahan)
- Latency (pola perilaku)

2 Intelektual - Tingkat pengetahuan dan kete-
< Pefididikan rampilan dalam memecahkan
- Pelatihan persoalan.
~ Pengalaman

3.51kap keria ~ Prakarsa dam penempaian din

dalam melaksanakan kegiatan,
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4.Crienlasi kerja
- Patronize (Pelindung)
- Altruisme (Kepentingan umun)
- Individualisme '

- Tumbuhnya kebiasaan dan
norma-norma yang didasarkan
pada kebniuhan sosial dan
struktural.

4 Kinerja Polisi
{£2)

1.Pelayanan
- Jenis
- Volume
2.Cara kerja
- Waktu
- Prosedur
3.Peralalan kerja
- Jenis
- Volume
4 Penerapan hukum
- di dang kejahatan
- di bidang perkara Ialu-lintas
- perkara tak terkinim
- praperadilan
3. Pencrapan layanan
- Laporan Polisi, SKKB, SIM/

. Besarnya jumlah permintaan

laporan polisi, SIM/STNK/
BPKB -

- Tingkat kecepatan, kelancaran,
dan ketertiban administrasi.

- Jumlah senjata, pentungan,
borgol. Senter, kendaraan patroli
mesin ketik, komputer,

~ Besarnya junlah perkara, jumlah
penyelesaian tindak pidana/
lalu-lintas, dan tuntutan dar
msayarakat.

-Besarnya jumiah laporan polisi,
SKKB, SIM/STNK/BPKB dan

- Variasi usaha
3.5ikap tanpa takut
- Stabilitas emosional
- Self evidence (percava dird)
- Keberanian mengamliil risiko

- STNK/BPKR, ijin rapat. Yin rapat vang dikeluarkan.
5.0tononii kepolisian 1.Menghargai diri sendiri ~ Menempatkan diri pada posisi,

Y) - Adaptasi kehadirannva dibarapkan, tidak

- Integration tmudah terpengaruh.

- Ketabahan

- Keuletan

2 Mencukupi kebutuhan sendiri | Besarnya anggaran, jumlah
- Besar biaya kebutuhan, ketepatan mengatur
= Spekulasi pengeluaran biaya, usaha-usaha

yang dikembangkan,

- Mengetahui apa vang harus di-
lakukan, yakin atas tindakannya,
ketepatan mengambil kepulusan,

3.3.

Metode Penarikan Sampel

Untuk mengkaji suatu lembaga terdapat beberapa bidang yang perlu diamati

yaitu bobot nilai, ketatnya ikatan dan pengaruh sosialnya (Hendropuspito, 1989 : 66).

Sesuai obyek penelitian adalah lembaga kepolisian, hal ini menyangkut kebijakan,
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pelaksanaan kebijakan dan pengaruhnya dalam lembaga. Dari aspek kebijakan polisi
maka populasi penelitian ini adalah para pimpinan polisi tingkat Polda, Polres dan
Polsek. Dari aspek pelaksana _kebijak_an maka populasi penelitian ini adalah petugas
po_iisi staf di késatuaﬁ, sedangk__gm dari aspek pengaruh dalam lembaga, populasimya
adalah petugas polisi di lapangan. Mengacu bentuk penelitian sampel survai (Miller,
1983 : 13), teknik penarikan sampel adalah teknik skala atau teknik pengelompokan.
Adapun langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut:

1) Membuat sampling frame, dengan cara mendaftar sejumlah Polda yang ada di
Indonesia. Polda diklasifikasikan menjadi Polda tipe A, Polda tipe B, dan Polda tipe
C berdasarkan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Nomor: 10/Kep/VI/1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Organisasi Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Pada tahapan ini diperoleh 27 Polda dengan 3 tipe, terdiri dari
tipe A = 4 Polda, tipe B = 6 Polda dan tipe C = 17 Polda. Dengan memperhatikan
subyek, obyek dan tema penelitian lembaga kepolisian memiliki Kkarakteristik
homogen, penarikan sampel yang digunakan adalah pengelompokan (Miller, 1983),
dalam hal ini sampel dapat diambil berdasarkanspertimbangan tertentu (Judgment)
dengan cara menyeleksi kelompok-kelompok sampel menurut kebijakan kepolisian

yang bersifat sentralistik, masing-masing kesatuan memiliki ketentuan tugas sama,

ey mile—di-bidang - pembinaan--maupun~di- bidang —operasional--kehidupan-—-seraganm -

(unifornr) serta bersifat homogen.
2) Atas dasar pertimbangan tersebut, ditetapkan sampel Polda dari tiga tipe Polda,

masing-masing satu Polda dijadikan sampel penelitian yaitu, Polda Metro Jaya untuk




Polda tipe A; Polda Sumatera Selatan untuk Polda Tipe B; dan Polda Riau untuk
Polda tipe C. Karakteristik tipe Polda A, B, dan C itu diatur berdasarkan Keputusan
- Kapolri Nomor: Skep/1032/1V/1992, tanggal 30 April 1992, mengacu pada
penentuan kadar aﬂncamaﬁ ketértiﬁan dan keam%ma_n di wilayah kepolisian. Poﬁda tipe
A kadar ancaman faktual sangat rawan, Polda tipe B kadar ancaman faktual cukup
| rawan, dan Polda tipe C kurang rawan. Kerawanan fersebut ditentukan oleh jenis-
jenis gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di wilayah Polda.
Di bidang tindak pidana adalah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan
terhadap kewajiban hak bernegara, narkotika, uang palsu, korupsi, pembakaran,
perkosaan, penculikan, pembunuhan, kejahatan dengan kekerasan dan pencurian. D1
bidang lalu-lintas adalah kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Di
samping itu juga didasarkan pada pertimbangan pembentukan polisi di Indonesia
melalui pendidikan yang berpola sama (Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/14/
X11/1995, 31 Desember 1993).

3) Dari masing-masing sampel Polda ditetapkan dua sampel Polres dan dua sampel
Polsek untuk setiap Polres. Berdasarkan langkah ini, diperolah 6 sampel Polres dan
12 sampel Polsek dengan perincian, Polda Metro Jaya, meliputi Polres Jakarta Pusat,

dengan Polsek Senen dan Polsek Gambir, Polres Jakarta Selatan dengan Polsek

Tanal-Tusir—danPolsele-Marapang. Polda - Sumatera . Selatan, melipuii. Poliabes

Palembang dengan Polsek Ilir Barat I dan Polsek Ilir Barat If; Polres Musi Banyuasin
dengan Polsek Sungsang dan Polsek Betung. Polda Riau, meliputi Polresta

Pekanbaru dengan Polsekta Pekanbaru, dan Polsek Rumbai, Polres Batam dengan
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_ Polsek Batam Barat dan Polsek Batam Timur Untuk setiap sampel Polres penehtzan

.dlambll dua Polsek Pertunbangan pengambﬂan sampei Po!res dan Polsek dldasarkan

'_pada karaktensnk geograﬁs daerah pantal daerah pertaman dan daerah perkotaan

e _-4) Untuk pendekatan kuahtanf d1 tzga sampeI penehhan d;lakukan meialuz mforman :

a pohs1 yang drperoleh melalm tekmk penamkan sampei mowba]l (Suglono 1992;

‘Strauss dan Corbin, 1991), Kapolda, Kapolres dan Kapolsek sebagai pucuk pimpinan

polisi d_i wilayah menjadi key informas, dengan status sumber awal informasi dan

sebagai penunjuk untuk mencari responden selanjutnya.

Tabel 3.4.
Distribusian Responden Polisi
SUMBER DATA POLDA POLDA POLDA
No RESPONDEN ~ IMETRO JAKARTA RAYA | SUMATERA SELATAN RIALU
POLRES POLRES POLTABES POLRES POLRES POLRES
JAKARTA JAKARTA PALEM BANYU- PEKAN BATAM
PUSAT SELATAN BANG ASIN BARU
-~ ey w T [%7] g e Bnv] A~y vl ] oo
TS ETS | 8888152 152150 |00 218050 X0
= s b g’{}; 26 {ow w@ioe | Se | Z28igw i—é’% ég’i
F o mp M an g0 SR ISR IR SR [ gx 2RISR SR
SR RS S 2 : |E
—_ 4] x>
¥ o)
1 Ka/\Waka Polda k| 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Bit.Intel 1 1 1
3 Dit.Serse 1 1 Bl 1
4 Dit.Sabhara 1 1 1 1 1
5 Dit.Lantas 1 1 1
8 Dil.Binmas 1 1 1
7 Kapolres 1 1 1 1
8 Satuan Intel 1 1 1
g Satuan Serse 1 1
10 Satuan Sabhara 1 1 1
11 SatuanLalu-lintas
12 Satuan Binmas 1 1 1 1 1
131 Kapolsek
Jumlah 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3
= 47
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5)  Untuk pendekatan luantitatif, responden diperoleh dengan perhitungan sampel

_(n) menurut rumus

_'fi%p\__ p
l1-p) 2@-D

Up =12 La

(Zy -+ Zy - %

n pusarrd
Up2

[1+p 1

Up = 1/2 LN
L1 -p )

Berdasarkan jumlah populasi polisi di tiga Polda penelitian menurut data personel
dari Markas Besar Kepolisian tahun 1098 adalah 31.128 orang. Perhitungan sampel
(n) menurut Tumus tersebut, dan atas dasar perkiraan peneliti bahwa hubungan antara
variabel yang paling kecil adalah 0,40; o = 0,05; g = 0,01 untuk tes satu sisi (one-
sided), ukuran sampel menurut Tabel Machin & Campbel (1987 : 92) besarnya - 202.
6) Memilih sampel secara acak sesuai dengan pr?:porsi kebutuhan agar setiap ang-

gota polisi memiliki peluang sama, penentuan besarnya ukuran sampel yang berasal

dari populasi ditentukan menurut alokasi proporsional, yailt :
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Dimana: ni = Banyaknya sampel polisi yang berasal dari masing-masing Polda.

N = Banyaknya populasi polisi pada tiap-tiap Polda sampel .

n = Banyaknya populasi polisi dari seluruh Polda sampel.
Ni = Ukuran sampel menurut perhitungan.

 Mengacu pada rumus tersebut, proporsi sampel untuk masing-masing Polda dengan
ukuran n 202, jumlah seluruh personel polisi di 3 Polda, N-31.128 orang, terdiri dari
Polda Meiro Jaya (tipe A): 16.004 orang, Perwira Tinggt 2 orang; Perwira Menengah
864 orang; Perwira Pertama 1.167 orang; Bintara dan Tamtama 13.971 orang. Polda
Sumatera Selatan (fipe B) 10.342 orang, terdiri dari Perwira Tinggi | orang; Perwira
Menengah 510 orang; Perwira Pertama 665 orang; Bintara dan Tamtama ©.168
orang. Polda Riau (tipe C): 4.782 orang, terdiri dari Perwira Menengah 229 orang,
Perwira Pertama 287 orang; Bintara dan Tamtama 4306 orang. Penghitungan
anggota sampel untuk tiap Polda adalah sebagai berikut: (1) Polda Metro Jakarta
Raya : 101 orang, terdiri dari Perwira Menecgah 2 orang; Perwira Pertama 22 orang;
Rintara dan Tamtama 76 orang, {2) Polda Sumatera Selatan 59 orang, terdiri dari
Perwira Menengah 2 orang, Perwira Pertama 24 grang; Bintara dan Tamtama. 38
orang, (3) Polda Rian 42 orang, terdiri dari Perwira Menegah 1 orang; Perwira

Pertama 16 orang; Bintara dan Tamtama 25 orang.

3. 4. Prosedur Pengumpulan Data
Berkaitan dengan tipe penelitian sampel survai, untuk analisis laatitatif

teknik pengumpulan data yang dianggap paling tepat ialah menggunakan instrurnen
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angket. Untuk keperluan itu alat pengulur yang digunakan adalah membuat perta-
‘nyaan yang disusun dalam bentuk tertutup, yang mana seluruh alternatif jawaban
ditentukan dan tinggal dipilih oleh responden. Teknik ini berpedoman menurut
Singarimbun dan Effendi (1981). Daftar pertanyaan disusun dengan skala ordinal,
meliputi 5 tingkatan alternatif yang seluruhnya bersifat positif, sehingga skor
péniiaian berurut dari skala 5, 4, 3, 2, 1. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti
sendiri dibantu oleh beberapa Perwira Polisi di wilayah penelitian. Untuk analisis
kualitatif, informasi dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara (indepth
interview) dengan mstrumen berupa pedoman wawancara, dilakukan secara bola
bergulir Penggunaan metode ini untuk menggali informasi lebih mendalam pada
tingkat individual, karena itu jumlah responden tidak bisa ditetapkan secara pasti.
Peneliti mengakhiri wawan-cara dengan responaen setelah"lfnendapatkan informasi
secara jelas berkaitan dengan aktualisasi nilai; moralitas Tn Brata; profesionalisme

dan kinerja polisi.

3.5. Metode Analisis -
Teknik analisis data menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif

dan kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif menggunakan statistika non-parametrik,

variabel penelitian menurut data dari hasil angket. Untuk kepentingan ini digunakan
pengukuran medianrata-rata posisi (operational average), menghitung data dari

polisi dengan merujuk pada Dajan (1986), rumus yang digunakan adalah:

”“khﬂ@&%ﬁyﬁmﬁmgﬁkﬁd“%‘o"kﬁiﬁ”fiﬂ“wﬁﬁﬁﬂﬁ?&%‘iﬁfﬁk“meﬁéﬁksrrpsikanm&gm”grmasfrrg .
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{n/2}- F
md=B+———— 1
Fu-F
'_D'i mana; B - = Batas kelas bawah dari interval ch mana median terletak.
n = Jumlah observasi sampel.
F = Frekuensi kumulatif bagi B.
Fu = Frekuensi kumulatif bagt batas kelas dari interval di mana

median dihitung. 1= Besarnya interval kelas.
Untuk kepentingan harga tersebut terlebih dahulu dibuat distribusi frekuensi

Lumulatif sekaligus menghitung besarnya Smd dengan menggunakan rumus

1

o

Smd = (Xi ! - md) F;

n-1

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka skala penafsiran ditetapkan |

Skor
min + 5 Smd
— .~ sangat tingg! .
Skor
min + 4 Smd
> tinggi
Skor
min + 3 Smd
S CUKap
Skor
mirn + 2 Smd
» kurang
Skor

min + 1 Smd
> sangat rendah
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Statistika nonparametrik, khususnya pengukuran asosiasi The Spearman
Rank Order. Correlation Coefficient (1), dan The Kendall Partial Rank Order
Co_rre_la_tion Coefficient (Tyy.,) dengan berpedoinan pada S_iegel dan Castellan (1986).
o '_.Prose_dur_ kerja sehubungan peng_gunaén_kpeﬂsieﬁ_korela_si Rank Spearman
(L’ijl Hi, Hp, Hi dan Hy) adalah: |
(1) Menentukan peringkat hasil observasi untuk seluruh \;iriabel Xdan'y,
(2) Menentukan harga d; untuk setiap subjek dengan Enengurangkan d; antara pering-
kat yang akan dihitung tingkat asosiasinya. Kemudian hasil pengurangan dikuadrat-
kan untuk menentukan harga d°, dan menjumlahkan harga-harga d;* guna mendapat-
kan harga Yd7 , (3) Menentukan tingkat asosiasi di antara kedua variabel penelitian.

Oleh karena dari hasil penelitian terdapat data yang sama atau berpasangan

(tied observation), maka uji asosiasi antarvariabel penelitian digunakan rumus:

sz = E'Yz - Zdz

rs =

2NFX? Tye

g

Selanjutnya untuk menghitung derajat determinasi digunakan rumus r,°x
100%. Prosedur kerja sehubungan koefisien korelasi Rank Partial (vji Hy) adalah:

(1) Menentukan peringkat basi! observasi untuk variabel A1, A2, X, 11,12, dan Y

dari 1 hingga n; (2) Menghitung Ty, Ty, dan Ty
Jika dari hasil penelitian terdapat data yang sama atau berpasangan (fied

observatiorn), maka uji asosiasi antarvariabel penelitian digunakan rumus:
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28

YNMN-D-TTAN(N-1)-Ty

. Berdasarkan harga-harga ya_ng diperoleh melakui perhitungan ini, kemudian

dihitung Ty, sebagai berikut.

' Ty - Ty Ty

T.\:_v.;f, =
V-T2 (1-T)

Selanjutnya untuk menghitung derajat determinasi digunakan rumus: (T?z
37 X 100%.

Untuk penafsiran koefisien korelasi antar\:;ariabei penelitian digunakan
pedoman yang diperkenalkan oleh Guilford tentang batas p sebagai berikut:

0,00 - 0,20 = kecil sekali

0,20 - 0,40 = rendah

0,40 - 0,70 sedang
0,70 - 0,90 = tinggl

0,90 - 1,00

fl

sangat tinggi.

Untuk menguyi signitikanst koefisien korelasi r; digunakan rumus.

N-2
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Dengan tingkat signifikansi (0,05) dengan uji satu arah (one-tailed) dan ber-
pedoman pada tabel, maka hipotesis yang dijadikan acuan penafsiran adalah:
(1) Hipotesis nol (H,) diterima jika:
£ (1~ o} (dk) <tinme < t (1 - o) (dK)
(2) Hipotesis kerja (H;) diterima jika:
t (1- o) (dk) > tyjung > t (1= o) (dk)

Selanjutnya uji signifikansi koefisien korelasi Ty digunakan rumus:

3Tz VNN - 1)

t:

V2(2N +5)

Dengan tingkat signifikansi (0,05) dengan uji satu arah (one-tailedy dan ber-
pedoman Tabel A, maka acuan penafsiran untuk setiap struktur dari empat hipoteisis
yang diramuskan adalah:

(1) Hipotesis nol (H,) diteima jika: Zt,py > Zhitung
(2) Hipotesis kerja (H;) diterima jika: Ztuy < 2}1j1;;ng
Untuk menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif, dilakukan dengan

cara mengnierpretasikan data kuatitatif didukung informasi vang diperoleh dari hasil

perelitian-koalitatdf pada variabel-variabel sesuai dengan desai penelitian. Analisis
kuantitatif diperoleh dari pendekatan statistik non-parametrik, sedangkan analisis

kualitatif diperoleh dari informasi responden polisi dan warga masyarakat, dilakukan
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dengan menggunakan teknik analisis isi (confent analisys) menurut George dan
Kracaner (dalam Mudzakir, 1996 : 77).

Analisis ini dianggap sesuai untuk memperjelas pemahaman dan mengung-

| kap masalah secara holistik, dengan: (1) diproses secara sistematik; (2) diproses
menuryt aturan dan prosedur yang dirancang sebelumnya; (3) mendasari pada
 deskripsi; (4) tidak bisa dihindarkan karena adanya yang bersifat sekunder; dan (5)
mengarah pada sumbangan teori yang relevan, sesuai dengan fenomena yang sedang
dikaji. Cara ini untuk dimaksud untuk mengatasi subyektivitas, di samping dengan
cara pemeriksaan silang (triangulasi) terhadap temuan dari satu wawancara dengan

temuan-temuan dari wawancara yang lain, dengan pengecekan lewat key-infornians.

3.0. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian didahului dengan penelitian pendahuluan di Polda

Metro Jaya. Penelitian pendahuluan dilaksanakan dengan fujuan untuk menguji

instrumen penelitian dan memproyeksikan sampel penelitian. Kualitas skala untuk

mengukur variabel aktualisasi nilai, moralitas=Tri Brata, profesionalisme polisi,
kinerja polisi dan otonomi kepolisian sebagai variabel kuatitatif perlu dianalisis.

Kualitas skala itu mencakup: (1) validitas dan (2) reliabilitas. Validitas menunjukkan

seberapa.mampu-skala-tersebut-mengulair-ape-yang-ingin diukur,~dan-Tetiabilitas
menunjukkan kestabilan atau konsistensi skor pengukuran. Validitas dari kelima

skala pengukuran masing-masing variabel tersebut termasuk validitas kontak.
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Penelitian ini semula direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Nopember
1998, namun oleh karena perbaikan usulan penelitian baru selesai pada bulan Januari
1999, maka pelaksanaannya diundurkan menjadi bulan Pebruari 1999. Hasil temuan
dan evaluasi dari penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan
kerangka pemikiran, proposisi, hipotesis, sampel, responden dan instrumen peneli-
 tian sebagai panduan yang digunakan delam penelitian utama di Polda Metro Jaya,

Polda Sumatera Selatan dan Polda Riau.

3.6.1. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dilaksanakan di Polda Metro Jaya pada bulan Januari
1999, dengan menggunakan metode angket dan wawancara. Me’fo_de tersebut dituju-
kan kepada responden Perwira, Bintara, Tamtama dan warga masyarakat.

Untuk metode angket, disebarkan kepada 101 responder (separuh dari seluruh
jumlah responden yang telah ditentukan) Perwira, Bintara dan Tamtama masing-
masing 50 responden dari Kepolisian Resort Jakarta Timur, dan 51 responden dari
Kepolisian Resort Jakarta Barat. Untuk Kepolistan Resort Jakarta Timur, dibagikan
kepada responder di Kepolisian Sektor Tanjung Prick 25 orang, dan Kepolisian

Resort Rawa Mangun 25 orang, Untuk Kepolisian Resort Jakarta Barat, dibagikan

Sektor Tambora 26 orang. Metode wawancara dilakukan kepada responden polisi

terdiri dari Kapala Resort Kepolisian, Kepala Satuan Inteljen, Kepala Satuan
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- Reserse, Kepala Satuan Lalu-lintas, Kepala Satua_n Bimbingan Masyarakat, Kepala
- Satuan Samapta, dan Kepala. Sekto_t K.epol__isian..

' Unt:uk menguji k_ua_ﬁ_tas vélidit_.a.s_ -sk.ala__ penguk_uran_ diperoleh berfjas_arkan
| _has_il.:ai_agli:s.,_is_ térﬂa'dap Lelmla _:Qariéb__el penelitian. Respé_ﬁdcn uji coEé d..itetap.kan.
sebesar 50% dari vkuran saméael penelitian, yaitu 101 responden. Hasil skoring. data
uji coba selanjuinya dihitung korelasinya antara masing-masing pertanyaan dengan
skor total menggunakan korelasi ‘product moment. Untuk uji validitas instrumen
menggunakan pedoman menurut Singarimbun dan Effendi (1991).

Selanjutnya hasil korelasi hitung dibandingkan dengan angka kritik Tabel
korelasi nilai r dengan derajat kebebasan n - 2 dan taraf signifikansi alpha = 0,01
dengan hipotesis apabila Thiung lebih besar daripada ruser dengan alpha = 0,01 dan dk
n- 2 ;naka validitas instrumen signifikans. Menurut angka kritik Tabel Korelasi nilai
r dengan derajat kebebasan 2 4 - 2 = 22 dan taraf signifikan 0,01 adalah = 0,515.

Berdasérkan hasil perhitungan korelasi product moment terhadap 15 perta-
nyaan variabel aktualisasi nilai menunjukkan angka sebagai berikut: 0,719; 0,721;
0,688; 0,679; 0,711; 0,617; 0,661; 0,599; 0,719, 0,699; 0,691; 0,673; 0,714; 0,721;
0,697. Menurut perhitungan bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel tersebut

terdapat konsistenst.

Dari hasit-perhitongan korelast prodics wioment werhadap 15 Ttem pertanyaan
untuk variabel otonomi kapolisian menunjukkan angka korelasi sebagai berikut :

0,613; 0,650; 0,723; 0,603; 0,586; 0,593; 0,715; 0,801; 0,572; 0,730; 0,553; 0,588;
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0,693; 0,710; 0,728. M_enurut hasil pérhitun_gan ini bahwa _seluruh_ item pertanyaan
_éigniﬁkané sehingﬂa keiima belas itexﬁ peft.aﬁya.an.dapat diﬂunakan
| Berdasarkan hasﬂ perhxtunﬂan korelam proa’uct momem terhadap 15
i _. pertanyé—an var1abe1 morahtas Tri Brata menunjukkan angka sebaoaz berlkut O 587
| 0,599; 0,671; 0,615; 0,618; 0,674; 0,667; 0,588; 0,668; 0,712; 0,713; 0,701; 0,693;
0,667, 0,609. Menurut perhitungan ini seluruh butir pernyataan signifikans sehingga
kelima belas itemn pernyataan terdapat konsistensi internal.

Berdasarkan perhitungan korelasi product momeni untuk variabel profesi-
onalisme polisi menunjukkan angka sebagai berikut: 0,591; 0,665; 0,587; 0,611,
0,701; 0,591; 0,606; 0,588; 0,606; 0,669; 0,618; 0,694; 0,683; 0,697; 0,711. Dari
hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan signifikans,
sehingga kelima belas item pernyataan dapat digunakan.

Berdasarkan pethitungan korelasi product moment untuk variabel kinerja
polisi menunjukkan sekor sebagai berikut: 0,714; 0,721; 0,696; 0,581; 0,577; 0,712;
0,722, 0,669; 0,696; 0,609; 0,701; 0,599; 0,614; 0,703; 0,674. Berdasarkan hasil dari
perhitungan di atas, kelima belas item pertanyaan untuk variabel ini dapat digunakan.

Selanjotnya kualitas reliabilitas skala pengukuran diperoleh berdasarkan hasil

dari analisis menurut teknik pengukuran ulang (test-retest) terhadap keenam variabel

e peielitian yang masingsmasing -varizbel Terdin-atas 15 itent pertanyasy/ peryataan.
Pengujian kualitas reliabilitas dilakukan dengan selang wakiu penyebaran instrumen
pertama dan kedua selama 20 hari terhadap 101 responden {50% kali ukuran sampel

202 responden) sebagaimana dilakukan untuk kepentingan uji validitas di atas.
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. Hasil skoring penyebaran instrumen pertama dikorelasikan dengan skor peng-
ukuran kedua dengan menggunakan teknik korelasi product moment. Pengukuran
.p_ert‘g_ma disebut %, dan pengukuran yang kedua disebut y. Untuk uji reliabilitas ini
_ :_d'igurlzak.a.'n_ pedoman menurut Singariﬁabﬁn daﬁ Effendi (1?91). Kemudian angka
| korelasi hitung dibandingkan dengan angka kritik Tabel Korelasi r dengan derajat
kebebasan 22 dan taraf signifikan alpha 0,01. Jika hasil perhitungan lebih besar dari
harga r tabel (0,515), maka rehabilitas instrumen signifikan.
Berdasarkan hasil perhitungan korelasi product moment dart 15 item perta-
nyaan untuk kelima variabel penelitian menunjukkan harga sebagai berikut: (1)
Aktualisasi nilai (0,703); (2) Moralitas Tri Brata (0,688); (3) Profesionalisme polist
{0,697), (4) Kinerja polisi (0,699); dan (5) Otonomi kepolisian™(0,682). Menurut
harga-harga di atas dengan derajat kebebasan (i, 24 - 2 = 22) dan taraf signifikansi
alpha 0,01, maka seluruh instrumen dari kelima variabel penelitian tersebut terdapat
konsistensi reliabilitas dan dengan demikian instrumen dapat digunakan.
Meskipun demikian dari pelaksanaan penelitian pendahuluan terdapat bebe-
rapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian ‘untuk pelaksanaan penelitian utama,
yaitu. Pertama, mendudukkan secara teoretik berkaitan dengan konsep pelembagaan,

keku-asaan dan otonomi dalam perspektif struktural. Kedua, perluasan responden

Vang aiwawancaral Teriana Tesponden polistdisusun T menirat pertinibangan T T

fungsional dalam organisasi kepolisian yang terdiri dari Kepala Kepolisian Daerah,
Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Pusat Pengendalian

Operasi, Kepala Bagian Administrasi, Kepala Satuan Intel, Kepala Satuan Lalu-
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lintas, Kepala Satuan Reserse, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat, Kepala Satuan

Sebhara, dan Kepala Sektor Kepolisian. Ketiga, penyempurnaan pertanyaan yang

~ disusun dal_am_angket responder Bintara dan Tamtama polisi terutama dalam hal

.___Igglli_xﬁej;.t/tgt.a_-bahasa. agar lebih rﬁ_u;_iah d_iméngerti. Keempat, _menaﬁlbéh wilayéh
penelitian yakni di lembaga pendidikan polisi terutama pada Sekolah Polisi Negara
yang berada di setiap Kepolisian Daerah, yaitu Sekolah Polisi Negara Lido untuk
Polda Metro Jaya, Sekolah Polisi Negara Betung untuk Polda Sumatera Selatan dan

Sekolah Polist Negara Simpang Tiga untuk Kepolisian Daerah Riau.

3.6.2. Pelaksanaan Survai

Surva__i dilaksanakan di tiga Polda sebagai representasi tipe kesatuan tersebut,
masing-masing sampel Polda tipe A : Polda Metro Jaya;, Sampel Polda tipe B Polda
.'Sumatera Selatan; Sampel Polda tipe C: Polda Riau. Polda Metro Jaya yang dijadwal
dijadikan wilayah penelitian pada tahap akhir terpaksa ditunda pelaksanaannya,
mengingat situasi keamanan tidak memungkinkan untuk mengambil data, karena
aparat kepolisian setiap hari dua per tiga dari kekuatan ditugaskan di lapangan.
Dalam pelaksanaan penelitian ini, selain dilakukan di kesatuan kepolisian wilayah

juga dilakukan penelitian di lembaga pendidikan polisi.

Penelitian pertama dimulai-dengan penganmbilan data-di Polda Riaw, melipai

Polres Pekanbaru dan Polres Batam. Penelitian kedua dilakukan di Polda Sumatera
Selatan, meliputi Poliabes Palembang dan Polres Banyuasin. Penelitian ketiga di

Polda Metro Jaya, meliputi Polres Jakarta Barat dan Polres Jakarta Selatan. Dalam
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' _.pel_aksanaan penelitian, peneliti menyampaikan angket dan melakukan wawacara,
~untuk mengambil data dan informasi dari anggota polisi, khususnya di kesatuan

Polres. Pelaksanaan penelitian dari t_angg_a_i 22 Maret sampai dengan 29 Maret 1999.

U R S S G

o ._Peixlgiiti_arx.. kedua dﬂaksanakan .pa.d_.a.-tar.iggal 17 Mei 1999 s_é;mp:ai dcngén 25
.Mei 1§99, mengikuti proses pada.éeiaksanaan penelitian -pertama, dengan tujuan
mengambil data dan informasi di Polsek. Sejalan dengan pelaksanaan penelitian ini,
peneliti mengambil angket yang tidak sempat terkumpul saat penelitian pertama. Di
Polresta Pekanbaru, pengambilan data dan informasi dilakukan di dua Polsek, yaitu
Polsek Kota Pekanbaru dan Polsek Rumbai. Di Polres Batam pengambilan data dan
informasi dilakukan di Polsek Batam Barat dan Polsek Batam Timur. D1 Poltabes
Palembang, pengambilan data dan informasi dilakukan di Polsek Ilir Barat I dan
Polsek Lir Barat II, Di Polres Banyuasin, pengambilan data dan informasi diiakﬁkan
di Polsek Sungsang dan Polsek Betung. Di Polres Jakarta Pusat pengambilan data
dan informasi dilakukan di Polsek Senen dan Polsek Gambir. Di Polres Jakarta
Selatan pengambilan data dan informasi dilakukan di Polsek Tanah Kusir dan Polsek
Mampang. Pengambilan data di lembaga pendidikan dilakukan setelah pengambilan
data di kesatuan kepolisian wilayah. D1 Polda Riau, dilakukan di Sekolah Polisi

Negara Padang Besi. Di Kepolisian Daerah Sumatera Bagian Selatan, dilakukan di

Sekolali Polist Negara Beturg: Dl Kepoiisian Daeral Metro Jakarats Raya, -ditakokan—

di Sekolah Polisi Negara Lido.




* HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

s S_é;;.m;iah_'a;_f;-;.;;;g;i{gaf_ dan :mﬁfaaé dzpaparkan | sé'sﬁai_déhgan'_ kelom-
pok variabel yang saliﬁg bertautan satu dengan yang lain. Pada dasarnya dalam
penelitian ini ada tiga variabel, yakni variabel independen, terdiri dari variabel
aktualisasi nilai dan variabel moralitas Tri Brata; variabel antara, terdiri dari
variabel profesionalisme polisi dan kinerja polisi; dan variabel dependen, vyaitu

otonomi kepolisian.

4.1. Deskripsi Daerah Penelitian

Propinsi Riau dengan Iuas wilayah 94.561 km2, tahun 1998 berpenduduk
3.322.534 orang, terbagi menjadi 5 kabupaten, 2 kotamadya, dan 78 kecamatan.
Dari data statistik yang tercatat di Biro Kependudukan kantor Gubemur Rian
{1998) menunjukkan bahwa pertambahan_ Jumlah penduduk di propinsi tersebut
dari arus migrast berlangsung cukup deras, selama tahun 1970 - 1990 telah datang
7200 kepala keluarga transmigran atau 308000 orang ke daerah Propinsi Riau. Di

beberapa daerah seperti Kota Administratif Batam, Kota Administratif Dumai,

Kecamatan Rumbai dan Duri, separuh lebih dari jumlah penduduknya adalah
tfransmigran dan karyawan perusahaan sebagai pendatang dari daerah lain, karena
peluang lapangan kerja di daerah tersebut yang cukup besar. Pertambahan jumlah

penduduk dari arus migrasi tersebut merupakan indikasi bahwa Propinsi Riau
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mempunyax daya tanL ekonoxtm cukup besar terutama dan kekayaan alam sepertx -
s '_ ___mmyak bmm boksxt tlmah Layu dan 1kax1 Data palmg menonjt)l yang diamati dx _:' T

' };'-.'“Pulau Batam adalah dmamlka roda perekonomian dan pembahan 505131 yam'

i -"-_fl'.fter}adl .dl "masyarakat Pembahan yang sanoat cepat pada sektor ekonomi telah'-

-menun}ukkan adanya gejaia polansas; d1 bidang perlndustrlan antara mvestor

:asmg,, penousaha Cma dan penfrusaha Nasxonal Dampak yang mengkhawatirkan

. d1 bi_c_i_a'__ng kehxd_upan sos_;al ekono_m; tersebut _1alah.-ket1mpangan kesejahteraan

'antara warga masyarakat Melayu dengan warga Cma sangat potensial melahirkan
. .konﬂlk karena sejumlah besar warga masyarakat Cina yang gigih dalam uszha
perdagan_gan men1kmat1 kehidupan materi lebih baik. |
_Peﬁgeloia sumbefc_iaya alam minyak bumi, boksit dan timah pada umumnya
'dilak_u_kan_ oleh perusahaan asing, demikian pula dalam perkayuan dan perikanan.
Mengﬁaglap_i hal in1 penﬂuduk asli Riau dihadapkan pada dua hal, vaitu ikut
'teri.iBat__ aal_a_m_ kpmpe#isi mengelola sumberdaya alam tersebut atau hanya sebagai
peﬁoﬁfoﬁ saja D;n'i dﬁa pilihan tersebut penduduk asli Riau cenderung menjadi
penonton, bahkan ada yang menghindar 'dari proses pengelolaan sesuai dengan

pepatah masyarakat suku laut ; “dari pada membayar cukap segantang padi seribu,

lebih baik menongkah dan mengiambang ikan di laut”. Penduduk asli Riau ketika

terlibat dalam dinamika pembangunan, secara politik kalah dengan pendatang
yang membawa modal besar dan teknologi canggib, sikap protes ifu ditunjulkan
dengan cara menjauhi kebijakan yang ditentukan oleh penguasa Di sisi yang lain

budaya melayu seperti toleran dan mengalah, sehingga membuka peluang yang
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cukup l_uas dan mudah bagi masyarakat pendatang. Akibatnya penduduk asli Riau
| _cenQerung terpinggir, antara lain dapat dilihat dari kehidupan suku Sakai, suku
T.ala.r_l_g_ :Mémalg __daz_z suku Laut yang ber_ada dz hutan dan di laut tampak menjadi
pénéﬁtdﬁ Bagi proses kemajuan yang 1t.erj.jad.i di wilayah mereka sendiri.

Masyarakat yang terpinggir secara terus menerus, baik secara ekonomi
maupun sosial, ditambah pula dengan para pendatang yang gagal dalam mengikuti
laju pembangunan bisa menjadi faktor korelatif kriminogen bagi tindak kejahatan
atau kriminalitas. Selain itu wilayah Riau yang sebagian besar adalah laut terbuka,
dari lalu-lintas perdagangan internasional rawan tindak kejahatan penyelundupan.
Dua hal tersebut merupakan tantangan yang cukup berat bagi polist dalam usaha
menegakkan hukum dan menjaga ketertiban keamanan masyarakat di wilayah
Propinsi Riau. Data menunjukkan bahwa jumtah polisi sebanyak 4.782 orang, dari
data ini rasio polisi penduduk sebesar 1 : 1113. Rasio tersebut masih lebih baik
dibandingkan dengan rasio polisi penduduk di seluruh Indonesia, yaitu rata-rata 1
: 1250. Dengan sejumlah itu, polisi bemsa;ha mengatasi kerawanan di seluruh
wilayah Propinsi Riau.

Selanjutnya gambaran daerah Sumatera Selatan dengan ibukota Palembang

Propinsi ini ferbagi menjadi 8 kabupaten, 2 kotamadya, dan 98 kecamatan.

Dengan wilayah seluas 103.688 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 13.462.248
orang, ting-kat kepadatan penduduknya rata-rata 296 orang/km2. Di samping itu,
menurut data Susenas tahun 1996, persebaran penduduk di Sumatera Selatan tidak

merata. Tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi adalah di Kota Palembang,
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yakni 12-{1 orang per km2. Masyarakat Sumatera Selatan merupakan kelompok-
keiqm_po}_; suku yang me__r%ail_ikj sikap otonom cukup kuat antara satu suku dengan
- suku j_.fgﬁ_g lain dan tidak téfdapat si:_k_u _5esa_r yang rﬁensubordinate suku yang lain.
Dmhat dari.segi éebgréﬁ, Siuz.ﬁ.ét.era. Selatan rﬁempal;an._.d.ae_ra'h dataran
rendah dengan sedikit wilayah pengunungan dan wifaya}i pantai yang terbuka di
antara wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera. Kondisi fasilitas kota antara ibu
kota Propinsi dengan ibu kotar Kabupaten dan Kecamatan sangat berbeda dan
tampak kurang merata. Wilayah Sumatera Selatan yang sebagian besar merupakan
hutan kerapkali menjadi kendala bagi polisi dalam melaksanakan tugas, khususnya
berkaitan dengan penanganan perkara. Hlustrasi tentang kendala medan diceritakan
oleh salah seorang responden kepada peneliti bahwa, pernah terjadi polisi di
kabupaten Muaraenim mendapat laporan tentang perkelahian antar penduduk,
karena medan yang sulit dan terbatasnya prasarana, polisi baru bisa sampai di
lokasi keesokan harinya di mana perkara perkelahian itu sudah bisa diselesaikan
oleh ketua adat setempat. Hubungan warga masyarakat di daerah ibu kota Propinsi
maupun di daerah Kabupaten masih berpe;ang pada adat istiadat dan kesadaran

martabat moral cukup efektif untuk mengontrol warga masyarakat. Kelompok

etnik di Sumatera Selatan yang umumnya terdiri dari suku-suku kecil yang satu

sama lain tidak merasa lebih dominan atau lebih tinggi, mengu'ntungkan bagi
polisi dalam membina masyarakai karena iidak adanya hubungan sosial yang sub
ordinate berarti warga masyarakat cukup mampu membina dirinya sendiri. Namun

di sisi yang lain apabila sampai tefjadi konflik antar suku, tiadanya suku yang
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- dominan Juga bisa menjadl kesulitan baﬁl polisi untuk mecari penengah dalam
menﬁrelesalkan sengketa

Sebageu salah satu suku yanc cukup tua d1 antara suku fain yanc dikenal
R dx Sumatera Selatan suku Komermﬂ mempunyal temperamen reaktif terutama
apabila tersinggung dalam berhubungan dengan orang lain. Tidak segan-segan
mereka akan mengatakan “kt_‘xtujah kau”, belatipun sudah masuk ke perut.
Kebiasaan int diperkuat dengan adanya istilah “wong kito galo katik mati sakit,
matinyo batujah galo” (orang kita tidak mati karena sakit, tetapi matinya karena
tusuk-tusukan). Kondisi ini cukup merepotkan polisi dalam usaha mencegah
terjadinya perkelahian hingga berakibat kematian di wilayah Sumatera Selatan.
Karakteristik ini sebenarnya bisa menjadi pendorong sekalig:ls penghambat bagi
polisi untuk menjalankan tugasnya. Karakter budaya yang bercin keras mudah
menjadi pemicu bagi timbulnya konflik dalam masyarakat. Bagi polisi tidak bisa
bekerja secara serampangan dalam menghadapi warga masyarakat.

Dengan jumlah polisi sebanyak 10.3/-}.2 orang, rasio polisi penduduk adalah
1: 1.301. Rasio tersebut cukup tinggi jika dibanding dengan rasio rata-rata polisi
penduduk di seluruh Indonesia yang besarnya 1:1250, dan sangat jauh dari rasio

ideal 1. 250 versi PBB. Apalagi polisi dihadapkan pada luas wilayah dan

persebaran penduduk yang tidak merata, maka faktor kecepatan pelayanan dan
pengungkapan perkara acapkali terkendala.
Kota Metropolitan Jakarta Raya sebagai ibu kota Republik Indonesia,

mem-punyal wilayah seluas 5,900 km2. Wilayah ini terbagi menjadi 5 Kotamadya,
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“dan 30 Kecamatan. _.Menun.ﬂ_ data kependudukan di kantor Polda Metro Jaya tahun
'. | 1998, jumlah péndﬁdu:kﬁjé .1_.1.11_4‘667 jiwa, dengan tingkat kepadatan rata-rata
B 13.990 jiwg_/l_{m?;_.. Wi_}ai_jra.l.a_.:_penéi_iti_an ini me'_r_u.pakan' daé_rfah.pal_ir_xg padat dibanding
._"_'_de_ng'éilé wiié&ahpéﬁe:lji_.'tiaﬁ_ya'ng.l.e_t_i_n. . o | |
: .Denga.r: jum.iah. pﬁiisi sebanyak 16.004 oréng, fasio polist penduduk
menjadi 1 : 694. Rasio ini cukup ideal mendekati 1: 250 versi Perseriktan Bangsa
Bangsa (PBB) dan merupakan rasio polisi penduduk rata-rata di Indonesia yang
paling tinggl. Hal ini disebabkan karena Kota Metropolitan Jakarta Raya sebagai
ibu kota negara Republik Indonesta. Kondisi yang menonjol di wilayah ini adalah
dinamika perubahan sosial budaya cukup dinamis. Penduduk asli kota Jakarta
yang disebut sebagai orang Betawi secara ekonomis telah terpinggir di beberapa
wilayah, ke arah Depok, Bekasi dan Tangerang-.x Penduduk jékarta selain orang
\ Betawi juga pendatang yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Masyarakat
demikian dikenal sebagai masyarakat yang memiliki tingkat kemajemukan tinggi
baik dilihat dari segi suku, agama maupun etnis. Kemajemukan masyarakat itu
merupakan faktor korelatif kriminogen bagi munculnya konflik dan kerusuhan
dalam skala besar.

Wilayah Jakarta Timur dikenal sebagai daerah industri dalam tata-ruang

yang bercampur dengan rumab-rumah buruh dan penduduk yang berada di celah-
celah antara perusahaan, dalam kondisi jalan di perkampungan belum seluruhnya
beraspal, saluran limbah tidak berfungsi, ditambah pula dengan adanya pelabuhan

penumpang dan barang yang disinggahi oleh kapal-kapal besar maupun kecil,
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'kete_rbafésan fasilitas air dan transpotasi membuat wilayah Jakarta Timur tampak
'Lumuh Kondisi itu dihadapkan pada kemegahan gedung perkantoran, toko-toko,
' ._ 'mall Jeaies*:‘afe tempat tempat h;buran baoz para pelaut asing yang smszgah di
Indonesm cenderung sangat mudah mengundang persmggungan sosial yang dapat
mengakibatkan timbulnya konflik. Apalagi penduduk di daerah Tanjung Priok
pada umumnya terdiri dari warga masyarakat pelaut yang mempunyai temperamen
relatif keras dan reaktif tindakannya.
Wilayah Jakarta Selatan padz umumnya merupakan daerah perumahan.
Dari segi kependudukan, wilayah ini terutama menjadi daerah hunian warga
masyarakat kelas menengah ke atas meskipun ada juga warga masyarakat kurang
mampu yang terdiri dari pelayan toko atau supermarket dan pedagang kaki lima.
Daerah sentral Jakarta Selatan vang dikenal dengan nama Kebayoran Baru
merupakan tata-kota yang dibangun sejak jaman Hindia Belanda, karena itu daerah
ini tampak tertib dalam segi perumahan maupun pertokoan. Daerah pinggir yang
dikenal dengan nama Sawangan, Ciputat, Depok, Pasar Minggu, Cinere, Pondok
Cabe, Pondok Pinang, Bintaro pada masa lalu dihuni oleh orang-orang Betawi,
kini telah menjad: daerah perumahan bagi warga masyarakat golongan menengah

ke atas, sedanckan daerah Kebavoran Baru dan Pondok Indah meniadi perumahan

warga masyarakat golongan atas. Pada umumnya, penduduk Jakarta Selatan
adalah pegawai pemerintah tingkat menengah ke atas sehingga wilayah ini tampah

relatif lebih teratur daripada wilayah Jakarta lainya.
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Dari gambaran tentang kondisi wilayah di tiga daerah penelitian tersebut,
faktor geografi yang sangat luas, posisi antar desa yang letaknya sangat berjauhan,

faktor etnik yang memiliki ciri berbeda-beda dan faktor pembangunan di masing-

masing daerah yang 'belum berkembang maupun yang sudah berkembang namun
belum menyentuh kepentingan penduduk setempat hal ini sangat berpengaruh
terhadap pelaksanaan tugas poli_si terutama membina ketertiban dan keamanan
masyarakat yang memerlukan pendekatan berbeda-beda, sesuai dengan bentuk dan

sifat adat istiadat di masing-masing suku.

4.2.  Faktor-faktor Pembentuk Otonomi Kepolisian

4.2.1. Aktualisasi Nilai

Aktualisasi nilai berkaitan dengan usaha mewujudkan ide atau gagasan
tentang tata kelakuan polisi yang tumbuh dari pengalaman yang dianggap baik dan
benar serta mempunyai daya guna fungsional bagi lembaga yang diharapkan dapat
mendorong tumbuhnya otonomi kepolisian. E\Iiiai itu selanjutnya menjadi kekuatan
pendorong bagi lembaga termasuk individu-individu yang berada di dalamnya
dalam membangun pola, sistem, simbol-simbol sebagai pembatas identitasnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akiualisasi nilai meliputi nilai apa yang

dianut dan bagaimana nilai itu diaktualisasikan.
Untuk mengetahui nilai apa yang dijadikan acuan polisi dapat di telusuri
dari aspek kelembagaan. Terdapat dus pandangan terhadap nilai kepolisian di

Indonesia. Dari aspek proses sosial seperti keberadaan ninik mamak di Sumatera
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_Barat Riau dan Sumatera Selatan demxhan puia d1 daerah 1a1n pecalang di Bah_
i _: ;dan nanogroe d1 Aceh dau dan aspek orgamsasa modern kepohslan yanc dlbentuk '
' .'oleh pemermtahan Hmd1a Beianda yang bernama Bailmw dan oleh pemenntah i

.' '-'Indonesm dxsebut Kepol131an Negara Repubhk Indcnesza (Polrl) Tumbuhnya e

Leiembagaan itu tidak terlepas dan mlax yvang dzjadlhan acuannya.

Konsistensi nilai yang menjadi pedoman suatu lembaga tergantung selain
" dari proses sosial yang melegit;masikan suatu nilai juga landasan formal keputusan
negara yang mensahkan berlakunya sebagai pedoman atau acuan dalam kehidupan
rﬁésya_rakat, seperti halnya Keputusan Pangab Nomor: Skep/148/I11/1996 tanggal
19 Maret 1996 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Prajurit ABRI/Polri

Dari aspek sosial, terdapat beberapa pedoman yang dianggap sebagai acuan
nilai bagi polisi antara lain adalah T¥i Brata, Catur Prasetya, dan Tata Tentrem
Kerta Raha}'ja. Acuan itu menjadi pedoman polisi sebelum dan setelah diintegrasi-
kan ke dalam angkatan bersenjata. Pemahaman nilai yang terkandung di dalam 777
Brata adalah polisi sebagai abdi utama dari nusa dan bangsa, warga negara teladan
daripada negara, dan wajib menjaga ketergban pribadi daripada rakyat, sedangkan

Catur Prasetva, dimaksud sebagai etos kegja dalam tugas mengenyahkan musuh-

musuh negara, serta rela berkorban demi kepentingan tugas. Tafa Tentrem Kerta

Raharia, sebagai arah pengabdian untuk menciptakan keteraturan, ketenteraman,
dan suasana kerja yang bergairah dalam mencapai kemakmuran. Dalam konteks
7ri Brata yang menjadi pertanyaan ialah, apakah nilaj ity memiliki daya dorong

tumbuhnya otonomi di dalam lembaga kepolisian 7.
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Tri Brara sebagai acuan dl#ngkat dan Risah pewayanoan Rama dan Shinta,

-khususnya pada hal wejangan Rama kepada Gunawan Wlblsana sewaktu hendak

: -_;dmobatkan men}adi raja di Lengkapura Wejangan itu berﬁ?a Hasta Br ala, suatu

B selok (sa}ak yano mangandunﬂ ajaran) yang terdm dam sepuluh makna tetapi

E dalam naskah hanya dimuat delapan item, disebut * asta atau “hasiha” Hastha

(kawi) berati delapan, Braia (kawi) berarti perilaku atau jalan, atau tindakan. Jadi

Hastha Brata berarti delapan I;erilaku. Hasta Brata dimaksud untuk pengajaran
jiwa bagi seorang raja (pemimpin) agar memiliki delapan sifat, yaitu :

{1) Nihan brata ni Sang Hyang Indralapen; Siran hudanaken tunwraping
Jjagat; Sirata tuladan ta indra brata; Sudana yu hudan ta rat maniyabi.
Artinya: inilah laku Hyang Indra yang hendaknya kau ambil; Ia
mendatangkan hujan dan menen-teramkan dunia; Laku Hyang Indra itulah
hendaknya kau tiru; Yaitu hendaknya kamu menghujankan banyak hadiah
sehingga menggenangi seluruh dunia.

() Yama brata dumanda kamhala; Sirakana malung maling yar pejah;
Unilwa kita mabwa nolah saleh; Asing umawarang saral prih pati. Artinya:
Leku Hyang Yama ialah menghukum perbuatan jahat; Ia memukuli
pencuri-pencuri hingga mereka mati; Demikianlah, hendaknya kamu ikut
memukul semua perbuatan salah; Buanglah semua orang yang berusaha
merintangi {(ketenteraman dunia).

(3) Bhatara Rawi menghisap wai lana; Ndatan kara comaih denera; Saman
kana kitat alat penguhen; Tatar gelosa yoka surya brata. Artinya: Laku
Bhatara Rawi atau Surya selalu menghisap air tiada hentinya; Perlahan-
lahan demikianlah tindakan-nya, Demikianlah hendaknya maka dalam
mengambil sesuatu janganlah tergesa-gesa, itulah laku Dewa Surva.

(4) Caci braia kumarsukang kabeh; Ulah ia urdu komala lan katon; Guyun
e mamanis ya tuyamrta; Asing maruba panditat swagaan. Artinya: Laku

Dewa-Bulan-ialeh-menggembirakan-selurub-dunia; Hendaklah tinglkah - laku

kamu seperti laku bulan, lemah lembut;, Hendaknya ketawa kamu manis
seperti amerta; Semua orang tua dan cerdik pandai hendaknya kamu jamu
selayakaya.

{3) Ranin ta kita vai paninte wlah; Kumruwahana budhi ning rot kabeh;
Sucara ya pamon ta tatan katon; Ya dibyaguna sukma bayubrata. Artinya:
Hendaknya kamu seperti Dewa Angin, perbuatan jahat hendaknya kamu
mengetahui; Pandangan kamu hendaknya baik, jangan sampai kelihatan;
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Demikian laku Dewa Bayu mempunyal mfat luhur dan tidak nampak oleh
‘siapapun lakunya.
(6) Manuktyan upabhoga s:nambm inak; T ama. paﬁepeneng panaﬁ wang
- inum; Mamandanda mabhmana mahyasa; Nahan ta dhanabaratarung.
- firun, - Artinya: Kecaplah serba ‘kenikmatan - dan keenakan; Jangan
- membatasi diri-dalam makan dan minum; Berpai\amlah pakailah barang
.perhiasan, bersoleklah Pemikian laku Dewa Dhanaba yang hendaknya kau
“tiru. e
(7) Bhatara Barunangogo sanyaia: Mahawisa ya nagapecara; Sirata
tuladen ta pancabrata; Kitomapusang watek durjana. Artinya: Laku Dewa
Baruna dalam memegang senjata; Nagapaca yang sangat berbisa; Dialah
hendaknya kamu tiru dalam pancabrata; Ia hendaknya kamu tiru mengikat
semua penjahat.
(8) Lanangoseni catru bahnibrata; Galak ta vi musuh yekapuya; Asing
sainqon tacirnapasah; Ya tekana sinangguh agnibrata. Artinya: Laku
Dewa Api ialah selalu membakar musuh; Kamu ganas terhadap musuh
seperti api; Siapa yang kamu serang hancur lebur; Itulah yang dipandang
laku Dewa Api (Suryaningrat, 1984 : 145 - 146).

-

Kisah itu juga mengandung makna, dihormatinya “janji” yang merupakan
perhiasan jiv;a. Janji adalah suatu perbuatan luhur yang bersifat nisacaya, untuk
memudahkan pelepasan jiwa dari raga dalam mencapai nirwana. Kematian tidak
membatalkan janji, pengkhianatan terhadap janji jika sekali dilakukan, kedua dan
seterusnya mudah diulangi. Nurani adalah tempat bersemayamnya janji, sebagai
kebenaran untuk mengawasi gerak jiwa dan.raga. Kematian merupakan perjalanan
keabadian setelah melalui kehidupan fana yang serba sementara. Dengan melalui

perjalanan hidup barulah berasti karva vang ditinggalkan. Iri, dengki, keserakahan,

kesombongan semacam pisau yang menyayat keyakinan, sedangkan keteguhan
jiwa adalah penderitaan hidup vang diibaratkan sebagai aliran sungai yang tidak
pernzh kembali ke hulu. Inilah nilai yang diinginkan tumbuh dalam kepribadian

polisi. 7ri Brata sebagai tiga pedoman perilaku polisi itu dilatar belakangi Hasta




- Brata, yang disesuaikan dengan onientasi pengabdiannya, selaku: (1) rastra sewa
'kozta_ma; abdi utama dari nusa dan bangsa; (2) negara yanpttama, warga negara
‘teladan dari negara; (3) yana anucasana dh&rma, wajib menjaga ketertiban pribadi
- dafip;ida iékyat. Acuan perilaku yang diaﬁgkat -_d__a'r'i suatu legenda k_ebudayaan_
' tertentu tersebut tidak mudah dikenali atau dice:_‘na meékipun memiﬁki kebenaran
yang tinggi bila tidak terdapat pranata dalam lembaga sosial vang telah mewadahi
masing-masing tujuan yang diinginkan,
Legenda menurut van Ball (1987)merupakan :
....kumpulan cerita tradisional dari suatu rumpun bangsa yang diteruskan
secara lisan dari generasi ke generasi, tentang kisah orang suci, orang sakti,
raja-raja, ataupun wali adalah sebagai pengetahuan yang disebut legenda.
Legenda merupakan suatu wishful thinking hasil dari mengada yang tidak
dipertentangkan benar ‘salahnya. Kisah yang tampaknya irasional diterima
begitu saja sebagai bekal kesadaran manusia yang belum mampu mamahmi
sesuatu tanpa sesuatu itu hadir di hadapannya. Kesadaran itu menyangkut
tiga hal, ada subjek, subjek itu terbuka untuk objek-objek dan objek itu ada.
Kesadaran terarah pada objek yang disebut infention, yang artinya ada niat
atau kehendak. Proses itu yang melahirkan legenda sebagai hasil kesadaran
yang berlangsung secara terus-menerus (infensionalitas).
Dapat dikatakan dari penjelasan van Ball tersebut mengandung pengertian bahwa,
legenda baru merupakan kisah untuk merangsang niat, belum merupakan refleksi

tatanan sosial budaya yang tersusun dalam mekanisme pelembagaannya.

Untuk memudahkan mengenal dan mencerna simbol-simbol di lingkungan

kepolisian diwnjudkan dalam bentuk patung. Di antara patung vang ditampilkan
adalah Gadjah Mada, yaitu seorang patih dari kerajaan Modjopahit yang dianggap

pemersatu Nusantara dengan sumpahnya yang dikenal bernama Palapa. Cara itu
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bisa disebut analisis semiotik terhadap sumpah yang dianggap sebagai ungkapan

kesetiaan seseorang yang mengabdi kepada negara (raja), searah dengan uraian

; yané, menyatakan bahwa Gadjah Mada sebagax pemersatu Nusantara. ‘Konstruksi

: sejarah adalah berbeda dengan konstrukm 5051a1 konstmks:t sejarah dapat berbeda

dengan konstruksi sejarah yang lain pada fokus yang sama. Seperti pendapat yang
dikemukakan oleh tiga key informans senior polisi, menyatakan bahwa aktualisasi
nilai di lingkungan polisi diterjemrahkan sebagai bahasa slogan yang berorientasi
pada makna pengabdian diri. Penyederhanaan makna itu di antaranya melalui
personfikasi Gadjah Mada sebagai tokoh panutan polisi yaitu sebagai bhayangkara
negara, memberikan makna bahwa polisi sebagai tokoh yang gagah perkasa dan
setia kepada raja untuk mempersatukan rakyatnya.

Acuan lain yang menjadi pedoman sikap perilaku polisi adalah berasal dari
slogan yang dikeluarkan oleh pimpinan polbsi, dengan dimaksud untuk memberi
motivasi perilaku, antara lain: Konsolidasi dan Fungsionalisasi Kepolisian, Cjo
Dumeh, Tekadku Pengabdian Terbaik, Senyum Sapa Salam, Reformasi Menuju
Polisi Mandiri dan lain-lain. Acuan ini untuk ;nenegaskan kembali fungsionalisasi

polisi dalam konteks tugasnya selaku penegak hukum, karena keterikatan polisi

pada ABRI dinilai mempengaruhi pemahaman terhadap dirinya yang cenderung

sebagai militer.
Di sini polisi berhadapan dengan semua acuan yang menuiniut dimensi ada
pada dirinya yaitu bentuk pengabdian total. Kandungan nilai pengabdian tersebut

cenderung bermaknakan kepasrahan, meskipun bisa juga tersirat makna otonomi,




. ‘namun tidak secara nyata hal ifu ditampiikaq. Polisi sendiri yang menyatakan

dirinya sebagal abdi atau pembaniu, secara internal status itu sudah. membatasi

' dirinya untuk tumbuh secara otonom. Acuan itu tidak mérighambat tumbuhnya
sik_a'p otonom polisi manakala ﬁeméknaannya diperjelas sesuai dengan fungsinya. -

Seperti dijelaskan oleh Galtung {1992} dalam mengembangkan konsep “/o b¢” dan

“fo have”, “beeing” dan “having”. “Each individual is something and has some-
thing”. Dimensi ada bagi manusia itu adalah sifat-sifat yang dibawa sejak lahir,
dengan segala sesuatu yang ditambahkan lalu mendapat motivasi menjadi prestasi
{achievement) yang membuat semua manusia ingin bahagia, ingin mencintai, ingin
dicintai, ingin memperkaya dan diperkaya sebagai pribadi. Dengan demikian dari
faktor internal polisi cenderung belum memahami makna sesungguhnya tentang
otonomi bagi kelembagaannya

Orientasi personal polisi dalam konteks ideologi secara faktual mendapat
pengaruh pada waktu diintegrasikan ke dalam ABRI Padé masa Hindia Belanda,
hal itu belum terjadi, pada masa pemerintahan Soekarno dengan menyiapkan 17/

-

Brata sebenarnya hal itu bagi polisi merupakan kebutuhan institusional untuk

menjustifikasikan diri (self justification) yang seharusnya tidak perlu dilakukan

karena polisi sebagai aparat negara yang sah (fegitimate apparatus stale), peranan

yang diterima tanpa harus mencari justifikisi. Dengan demikian dapat dikatakan
perumusan Tri Brata mengacu pada kepentingannya, cenderung dengan maksud

mempolakan orientasi individu polisi agar mengutamakan diri sebagai abdi negara.




116

- Dalam pengertlan secara luas hai tersebut dlmungklnkan namun sepertl yang telah

".chj elaskan dampak terhadap 1embaganya perlu dlperhltungkan Lesezmbanoannya

yaztu Catur Darma Eka Karma, Sapta Marga Sumpah Prajurit, Delapan Wajib
ABRI, Sebelas Azas Kepemimpinan ABRI, Komunikasi Sosial Politik ABRI dan

_i.deoio_gi Dwi Fungsi ABRI. Dengan semua acuan itu lebih mengkaburkan lagi

bagi tumbuhnya orientasi polisi pada nilai-nilai otonomi, karena setidaknya telah

terjadi keberfihakkan polisi pada satu golongan, meskipun tidak secara nyata-nyata

sebagai kelompok politik namun dalam praktek prinsip-prinsip politik dilakukan.

Seperti dijelaskan oleh Thompson (1985) bahwa ideclogi lahir dari asurnst
bahwa di dalam masyarakat terdapat kelompok yang ingin menanamkan gagasan
sesuai dengan kepentingannya melalui legitimasi (legitimation); penyembunyian
atau disimulasi (dissimulation), penyatuan atau uniﬁka.§i (unification); pemisahan

atau fragmentasi {fragmentation); pembendaan atau reifikasi {reification). Dalam

Rl

hubungan ini, gagasan itu digunakan sebagai alat atau senjata untuk mewujudkan
kepentingan, yaitu kekuasaan yang memaksakan kelompok agar sesuai dengan

kehendak atau cita-cita sosial-politiknya.

Penﬁamh 1deolog1 lebxh jelas pada ketenkata,n pohs1 dalam ABRI Acuan :

: vang mer‘gadi pedoman szkap peniaku p01151 adalah menganut pada doktrm militer, - i o

Di samping pengaruh dari faktor ideologi, aktualisasi nilai bagi polisi juga

ditentukan oleh bentuk pemahaman teruwtama dari aspek pendidikan. Pendidikan

'ﬁ polisi antara lain dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara (SPN), Sekolah Calon

Bintara (Secaba), Sekolah Calon Perwira (Secapa), Sekolah Lanjutan Perwira
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(Selapa). Atas dasar keterikatannya pada ABRI, pendidikan polisi mengacu pada

fal_safah pendi_dikan ABRI Dwi _Wma Purna Cendekia Wusana untuk mengarah-

~kan pada -pefnbentukan sikap dan perilaku .sebagai patriot pejuang Pancasila serta

":SEba;gai cendekiawan yang mahir dan terampil dalam -profesin:)'za membela bangsa,

dan negara. Falsafah pendidikan tersebui mengarahkan visi dan missi pendidikan
untuk mencapai tujuan pendidikan dalam kerangka a cwltural yardstick.

Lembaga pembina pendidikan dan latihan polisi memiliki tanggungjawab
merumuskan kurikulum sebagai pedoman bagi pelaksana pendidikan. Kurikulum
itu memberi arah untuk membentuk sikap (tujuan afektif), pengetahuan (tujuan
kognitif} dan ketrampilan (tujuan psikomotorik). Tujuan afektif pada pendidikan di
Sekolah Polisi Negara dan Secaba, dirumuskan dalam mata ajaran Pancasila dan
UUD 1945; Catur Dharma Eka Karma, Sapta Marga; Sumpah Prajurit, 777 Brata,
Catur Prasefya, Kode Etik kepolisian. Tujuan afektif untuk pendidikan Perwira
dirumuskan dalam bentuk bidang studi kejuangan. Di samping itu juga diberikan
pengetahuan sosial politik, teknik kepolisian, hukum dan perundang-undangan,
keterampilan personal untuk melaksanaka‘n tugas penjagaan, membuat laporan
polisi, berita acara, penginderaan dini, pengamatan wilayah, pengendalian massa

dan patroli. Demikian pula mata pelajaran di bidang ketrampilan antara lain berupa

pengenalan dan penggunaan senjata api, penggunaan borgol dan tongkat bela diri,
yudo, pencak dan cara berkomunikasi. Materi dasar keprajuritan selaiu diberikan
pada awal pendidik, tujuannya untuk melandasi sikap dan berperilalm. Kurikulum

pendidikan SPN dan Secaba, kegiatan fisik dalam hal kemiliteran seperti perang
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sangkur halang rmtang, patroh medan, gerakan perorangan/regufpeleton/kompl

. _-penghadangan pxsah girmg cukup domman Plaffﬁ)m kurikulum sekolah pohsz -

o dlsusun sebaﬂaxmana terhhat pada Tabei 4 16

: Tabel 4 I - EERRER
Beban Materz Kemiliteran Dalam ?endadlkan i’oinsx

_ Materi Kemiliteran Total JP %
. Proposisi Tatal 32 kepolisian
Kuri‘kulurl} ‘SUb . J]::m' Kemiliteran pitlan Jr JP.
Materi Kemiliteran pelajaran kemiliteran Militer | Polisi

SECATAM :

SBS Permildas 100 Jp 2753P 00 IP 30,5 | 69.5
SBS Binjas Polri 501P wakiu 3

SBS Bintra Juang (1) 30 3P bulan

SBS Bintra Juang (2) 251p dari

SBS Pengenalan organisasi Hankam 20Jp pendidikan

SBS Pengenalan organisasi Polr 127p 6 bulan

SBS Dokrin Kejuangan TNI/Polti 131p

SECABA :

SBS Permildas 751p 325 1P 10501P 1309 {691
SBS Binjas Polri 75 JP wakiu 3

SBS Bintra Juang (1) 30 JP bulan

SBS Bintra Juang (2) 2571P dari

SBS Pengenalan organisasi Hankam 20 Jp pendidikan

SBS Pengenalan organisasi Polri 2P 8 bulan

SBS Doktrin Kejuangan TNI/Polri 18 JP

SECAPA :

SBES Permildas 30 jp 300 Jp 11601P {272 | 728
SBS Binjas Polri 30 ip waktu 3

SBS Bintra Juang (1) 30jp bulan

SBS Bintra Juang (2) 30 ip *  dari

SBS Pengenalan organisasi Hankam 38jp pendidikan

SBS Pengenalan organisasi Polri 40 jp il bulan

SBS Doktrik Cadek 10ip

SBS Dolrin Dwi fungsi TNI/Polr 12 ip

SELAPA;

SBS Permildas 30 jp 250 3P 200 1P 277 % 72,3
SRS Binjuas Pol 2P Wwaki'3

SBS Binira Juang (1) 20 ip bulan

SBS Bintra Juang (2) 30ip dari

SES Dokirin Hankamneg 30ip pendidilan

5BS Dokirin Wawasan Nusantara 30ip 9 bulan

SBS Sospol TNI/Polri 30 3P

Sumber : Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri, 1998,
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Persentase materi kemiliteran untuk Tamtama adalah 30,5%, sedangkan
untuk Bintara 30,9%,. Sedangkan mata pelajaran yang terkait dengan kemiliteran
khususnya di bidang doktrin atau ideologi ad_alah Catur Dharma Fka Karma dan
_-Su?%zpala Prajurit, di samping itu juga di bidang organisasi. Dalam konteks seluruh
mata ajaran, rata-rata 30 % dari seluruh bahan ajaran kepolisian yang diberikan
dapat dikatakan proporsi kemiliteran tersebut cukup besar. Gambaran kurikulum
serupa juga ditentukan pada Sekolah Calon Perwira {Secapa) dan Sekolah Lanjuan
Perwira (Selapa). Bedanya, porsi kemiliteran secara keseluruhan berkurang 3%
namun tekanan pada dokrin ABRI bertambah 50 jam pelajaran. Mengacu pada
pemikiran Galtung (1980) dalam hal teorisasi bahwa nilai mfenghendaki teori dan
data untuk mengimplementasikan, dalam pendidikan poiisi \i;‘i;ususnya dalam hal
belajar cenderung terkontaminasi oleh teori kemiliteran Meskipun rata-rata hanya
30 % sangat dimungkinakan hal itu biga mempengaruhi orientasi terhadap nilai.

Dari penyelenggara pendidikan polisi di SPN, Secaba, Secapa dan Selapa,
diperoleh data bahwa kurikulum yang dirumuskan oleh pembina pendidikan dan
latihan dinyatakan kurang akurat dengan Rebutuhan materi pengetahuan yang
dibutuhkan bagi kepentingan tugas polisi. Demikian pula metode pengajaran yang

digunakan adalah instruktif, bertolak dari pola pendidikan yang menempatkan

siswa sebagai-obyek dengan mengesampingkan faktor psikologis
Data kuantitatif hasil pengolahan statistika menunjukkan bahwa aktualisasi
nilai berdasarkan logika, estetika, dan etika kepolisian dari perhitungan median

dan standar deviasi menunjukkan skor Md (29,13) dan Smd (10,21), berada pada
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o kiamﬁkas; lemah (26 - 35) Im berarti aktuahsasz mla1 termasuk pada kategon

_:rendah Kenyataan ltu menyangkut dua aspek yang terkadung daiam aktuahsasz
- :'-mlai yattu aspek proses 1dent1ﬁkas1 dm nohs; dan aspek hasﬂ muatan mla1 daiam _ o

o }qonteks pendldlkan Pendidlkan pOhSl yaner menmkutz cara. mlhter dan proses et

'pembmaan yang bersifat hirarkhis dapat memmbulkan cara berﬁklr yang kurang
kréatif. Mata pelajaran ker_ni_literan untuk menanamkan disiplin bagi anggota polisi
adalah sangat efektif namuﬁ darir segi kepentingan tugas mengakibatkan disiplin
polisi kurang hidup.

Responden siswa Selapa menyatakan bahwa, pemberian mata pelajaran
kepolisian terlalu padat dan materi pengetahuan yang diberikan mengulang materi
pengetahuan yang pernall diperoleh di Secapa. Darl informasi yang diperoleh
melalui wawancara dengan responden siswa Secaba menyatakan bahwa, dalam
pendidikan pada umumnya siswa tidak sempat membaca, dan jika akan ujian
hanya menghapal sepintas lalu. Mereka mengaku tidak pernah mempelajari mata
pelajaran secara mendalam, sebab menguasai materi pelajaran bukan merupakan
tujuan utama dalam pendidikan, yang pentizllﬂg adalah disiplin dalam mengerjakan

soal-soal ujian, di mana soal-soal yang divjikan dilakukan dengan pola multiple

choice yang tidak berbeda dari waktu ke waktu Demikian pula sebagai siswa

harus loyal kepada pembina jika ingin mendapatkan peringkat kelulusan sebagat
siswa terbaik. Dalam hal ini proses pendidikan telah menanamkan nilai kesetiaan

kepada atasan lebih utama daripada nilai kompetisi.
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Pemyataan yang menarik darl para pzmpznan SPN adalah secara umum

calon siswa maupun anggota pohsl yang dxtenma untuk mengikuti pendidikan,

' .mereka yano sunmruh-sungguh belagar untuk menambah ilmu rata-rata tidak leblh

i darl 15 % Hal ini menun}ukkan !\ecendemnsan bahwa pendldzkan pohsi untuk

tingkat Tamtama, Bmtara maupun Perwira belum merupakan sarana remedias,
seperti pernyataan yang disampaikan oleh calon siswa SPN bahwa mengikuti
pendidikan polisi adalah untuk; mencari nafkah, dan juga sebagai. syarat promosi.
Hal ini perlu dicermati karena konsekuensinya terkait dengan aktualisasi nitai di
dalam lembaga kepolisian. Faktor niat seseorang belum tentu menentukan langkah
yang sesuai, sebab seperti dikatakan oleh Mitchell (1968), Popper dan Taylor
{(1961) bahwa orientasi nilai erat kaitannya dengan pertukaran terhadap apa yang
diinginkan (desirability) seseorang karena adanya kelangkaéﬁ’(scarcity).

Dari pengamatan penyelenggaraan pendidikan di SPN Simpang Tiga, SPN
Betung dan SPN Lido Bogor nampak bahwa, kegiatan fisik siswa banyak terperas
oleh kegiatan militer dasar (Permildas). Di Secapa dan Selapa, kegiatan belajar di
samping latihan fisik juga diberikan beber-apa bentuk penguasaan pengetahuan dan

ketrampilan antara lain sosal politik ABRI, Hukum pidana, Hukum Acara Pidana,

Pengantar Iimu Hukum, psikologi, dasar-dasar manajemen, hukum humaniter,

pengenalan dan penggunaan komputer, sejarah ABRI dan Polri, manajemen untuk
tingkat Polsek, pengetahuan teknis kepolisian, Komunikasi masa, Sistem operasi
dan pembinaan pelisi, kepemimpinan; Peraturan yang terkait dengan tugas polisi;

bahasa Inggris, koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait. Materi ajaran




SRS vy

dxbagx dalam beberépa kelompok, yaltu keiéxﬁpok dasér umum, kelompok (ilasa.r. 3 .' ..: '
o _keahhan dan kelompok penoembanﬂan | |
Pendldlkan d1 Selapa menun}ukkan 1nd1ka31 pr.oses.beiajar Ieb1h reahstls_

' I_ ".'.untuk memenuhi kebutuhan tu&zas d1band1n6kan dengan pendidlkan dx SPN dan.'_'._

-Secaba Hal ini menunjt,kkan fransf‘ormasx nengetahuan dan ketrampﬂan dan SPN o

Secaba dan Selapa belum berlangsung secara intensif dalam satu rangkaian yang
konsisten. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa, transformasi pengetahuan dan
ketrampilan di pendidikan tingkat pembentukan Tamtama dan Bintara (SPN dan
‘Secaba) belum menjanjikan hasil yang memadai. Selain 1u, proses pendidikan

tampak tidak dilandasi oleh konsepsi tentang subjek ajaran yang realistis. Ketiga,

proses pendidikan meletakkan siswa sebagai objek, sehingga-secara psikologis

faktor individual tidak diperhitungkan.

Dari hasil pengamatan terhadap responden Tamtama, Bintara dan Perwira
di tiga kesatuan wilayah penelitian yang tampak ialah, identifikasi kepribadian dirl
polisi sebagai militer terwujud dalam sikap perilaku setsing formal, dari pakaian
uniform yang digunakan sehari-hari disértai dengan berbagai atribut kualifikasi
penerjun, penyelam, terbang layang, search and rescue (SAR), komando dan lain-

lain yang ditempel-tempelkan di baju pada bagian dada. Demikian pula dalam

berpenampilan, bersikap, dan bertindak menunjuxkan ala mitirer Refleksitersebut
sangat dominan saat menjalankan tugas di masyarakat. Dugaan dari temuan ini
adalgh, orientasi kepribadian militer pada Perwira, Bintara dan Tamtama polisi

telah melebihi dari sekedar apa yang dibutuhkan.




Dai_ta itn menunjukkan kuatnya érientasi personal polisi p_a;ia konsep diri
: miiiterisﬁk. Altrﬁisﬁle yang di.anszg.ap karakiéris;tik polisi sebégéi watak' pelayanaﬁ

. _tld&:\ jelas motivasi yang akan dﬂekatkan pada pemahaman yang, berkaltan dengan '_
'.pnbadz pDhSl tersebut Karena tldak ada batasan secara teor.en.s yang mensyaratkan
pemahaman nilai, maka dengan semakin besarnya beban pekerjaan polisi perhatian
polisi terhadap nilai-nilai mudah terjebak ke dalam kesalahan menerima sejumlah
konsep atau definisi. Hal ini menyebabkan terjadi kerancuan mendasar di dalam
orientasi persenal, di mana fusi antara pengetahuan dan kekuasaan menciptakan
distorsi pikiran untuk memahami eksistensi sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa, orientasi struktural dalam lembaga kepolisian
bersifat sepihak belum merupakan hubungan dialektika yang sesuai dengan proses
pelembagaan. Kesesuaian it menurut teori nilai Galtung (1990), perlu dilandasi
nilai dasar seperti : kebebasan, kesamaan, keadilan, keanekaragaman, pemerataan,
solidaritas dan partisipasi yang potensial untuk menahan berlangsungnya praktek
kekuasaan eksploitatif dan represif. Galtung {1990} menyatakan bahwa: “orientasi
personal itu buta terhadap struktur, demikién ;;ula sebaliknya, melalui keselarasan
orientasi personal dan struktural kemampuan individu akan terakomodasi sesuai

dengan kepentingan”.

Kekaburan nilai tersebut mempengaruhi kepribadian polisi yang sehari-hari
langsung kontak dengan warga masyarakat. Polisi yang tidak mudah memahami
tata-nilal yang dijadikan acuannya diduga kuvat akan berdampak pada tindakannyva.

Kehidupan sosial yang telah menyediakan pengetahuan tentang hakekat kepolisian
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ternyata belum melekat dalam kelembagaannya. Hal ini mencerminkan akal budi
polisi beradasarkan orientasi kepada ilmu pengetahuan kurang mendapat perhatian

sebaliknya gagasan ya_ng_berseber_angan menjadi acuannya.

4.2.2. Moralitas Tri Brata

Penegakan hokum adalah suatu kegiatan organisasi, maka tindakan polisi
juga tidak dapat dilepaskan dari organisasi tempat ia menjadi anggotanya. Suatu
organisasi selalu mempunyai tujuan, baik tujuan yang bersifat formal maupun non
formal. Bekerjanya lembaga kepolisian di masyarakat membawa konsekuensi
terjadinya hubungan saling mempengaruhi dengan lembaga-lembaga yang lain.

Di antara bidang pekerjaan polisi vang paling dikenal antara lain adalah
mengontrol kejahatan Dalam melaksanakan pekerjaannya sangat mungkin polisi
dihadapkan pada suasana konfrontasi hingga tindakannya menimbulkan berbagai
penilaian atas kepribadiannya. Sesuai dengan bidang pekerjaannya, tindakan polisi
dengan penggunaan suatu kekerasan ifu menjadi tabir yang samar-samar. Dalam
kategori tidak wajar, kekerasan yang meian;paui batas (undue, unnecssary force)

bisa saja dilakukan polisi. Dari situ diperlukan suatu ukuran moralitas.

Semangat dan gairah pengabdian polist itu bersifat subyektif, bergantung

pada perasaan individual dalam hubungan dengan pekerjaannya. Kecenderungan
yang muncul, karena semangat dan gairah pengabdian tidak mudah diukur dalam
perwujudannya menampilkan tindakan yang bersifat semu. Pada hal sesungguhnya

dalam situasi dan kondisi bagimana pun moral pengabdian itu selalu ada. Kondisi




yaﬁg' _menuﬁjukkan tinggi_ ren'dahnya: morai. péﬁgabdian_-tidak térjadi_ _begitu_ 's.aj a,

2 tanpa sebab sebab darz sesuaiu atau tanpa melalm suatu proses yang me}embaoa

Dalam hngkungan kerja dl mana sebaﬂazan besar dﬁakuhan dengan mesm _' g .'

atau pekerjaan ch mana pada dasamya hanya meng;kutl suatu program dan t;dak._'ﬁ_' R

perlu melakukan banyak pemmbamran dapat dd\atakan moral penoabdmn tldak
begitu berpengaruh. Namun sebaliknya pada jenis pekerjaan yang menuntut suatu
pertimbangan dalam menentul,can tindakan, seperti halnya pekerjaan polisi, moral
pengabdian membudaya dalam kelompok dan menjadi ukurannya.

| Untuk mengtahui hal ini, analisis moralitas Tri Brata diawali ari tinjauan
terhadap kualitas raw input para pemuda yang ingin menjadi polisi. Dari data awal
responden polisi di tiga kesatuan polisi penelitian, diketahui bahwa, dari sejumlah
42, 4% anggota polisi vang berasal dari lulusan SMA, minat menjadi polisi di
dorong karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Dijelaskan pula bahwa proses
penerimaan calon anggota polist itu dilaksanakan di Kepolisian Daerah (Polda),
tetapi penentuan akhir diterima atau tidaknya oleh pejabat Markas Besar Polisi.
Dari hasil wawancara dengan tenaga penciidik dan siswa di SPN Bitung diketahui

bahwa untuk dapat diterima menjadi calon polisi selain lulus tes saringan yang

terdiri dari tes kesamaptaan jasmani atau tes fisik, tes intelektual, tes kesehatan dan

tes psikologi juga diperlukan usaha-usaha lain berupa setidaknya ada pejabat yang
menanggung atau harus bisa menyiapkan sejumlah dana untuk paniiia penerimaan
baik di tingkat daerah maupun di pusat. Dari hasil wawancara dengan responden

siswa yang sedang mengikuti pendidikan di Secaba dan Selapa diketahui bahwa,




selama mereka menglkuti pend1d1kan tidak teriepas darl berbagal pungutan uang,

o Kapolres Batam dan Kepala Satuan Intei dzjelaskan bahwa para siswa calon pohs] Rt

apabﬂa udak dlpenuhl menjadz catatan kurangnya mlm kepribadian yang san@at

berpenoraruh terhadap keluiusan Di 5151 yang iam dan hasﬂ wawancara dencan_

yang baru lulus dan dltempatkan di Polres Batam begztu menjadi polisi sudah

berorientasi ingin cepat kaya karena melihat seniornya yang pada umumnya hidup
dalam kondisi di atas standar seorang pegawai negeri atau angkatan lain.

Berkaitan dengan masalah tersebut, dari hastl wawancara dengan tenaga
pendidik dan staf administratif di ketiga SPN diperoleh informasi bahwa sejumlah
siswa yang berasal dari keluarga polisi, setiap tahun jumlahnya mendekati 50%.
Dalam hal ini, para responden menyatakaﬁ‘teiah terjadi seleksi tidak berdasarkan
kriteria atau syarat yang telah ditentukan, dan dalam pelaksanaannya berjalan
secara subyektif. Seleksi yang ‘t.iciak obyektif itu menyebabkan perilaku siswa
dalarn pendidikan tidak sungguh-sungguh belajar untuk mencapal prestasi, tetapi
sekedar asal bisa lulus. Wawancara dengan tenaga pendidik di Selapa menguatkan
pernyataan ini. Responden mengungkapkaa bahwa, para siswa yang berasal dari
keluarga polisi atau ditanggung oleh pejabat tinggi polisi, sebagian besar mereka

itu malas belajar, dan bermental lemah. Yang merepotkan, pada saat penentuan

keputusan kelultisan siswa dapat dipastikanterjadi-tntervenst dart-orang-taa - SHEWa e

atau pejabat tinggi polisi yang ditujukan ke pimpinan sekolah dan tenaga pendidik.
Temuan lain yang berkaitan dengan pembinaan personel adalah kesulitan

yang dihadapi anggota polisi untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan lebih
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tmggz Daﬁ hasﬂ wawancara dengan responden siswa Secaba dan Selapa yang . A

; sedang menczkuti sekolah dikﬁt&hﬂl bahwa alasan suhtnya menﬂikuti pendidlkan

L : :' adalah (1} kesempa’ian yang terbatas (’?) ketxadaan bzaya (3) mformas1 yang tldak

tersebar secara merata dan (4) motwas: beia}ar yang rendah A!asan yang peﬁama.
dapat ghmengerti karena }umlah anggaran pend‘:d:kan dan daya tampung sekolah
. Sang.at iegb_atas. YVang sulit dimengerti adalah alasan yang kedua, yaitu ketiadaan
: bi_gya urﬁuk mengikuti suatu peﬁdidikan. Interpretasi pertama alasan itu adalah
keti_ada_a_n. biaya untuk keluarga vang ditinggal, mengingat siswa di pendidikan
_tersebut_. pada umumnya sudah menikah, dan sebagian besar punya anak. Namun
alasan ini_tidak valid karena selama mengikuti pendidikan gaji tetap dibayarkan.
Alasan transportasi dan akomodasi selama mengikuti pendidikan juga tidak kuat,
karena termasuk biaya yang dibayar oleh dinas. Dugaan yang masuk akal adalah
adanya biaya dalam proses seleksi untuk bisa mengikuti pendidikan. Hal ini
dikeluhkan oleh sejumlah responden Bintara berpangkat Sersan Mayor dan Sersan
Kepala di Polda Riau. Dari responden siswa di Selapa menyatakan ada tarif untuk
masuk Selapa yang besarnya tergantung pa;ia asal-usul daerah dan basah tidaknya
jébatan calon siswa. Calon siswa yang berasal dari satuan lalu-lintas dinilai paling

basah dan akan membayar biaya Iebih tinggi daripada satuan yang lain. Responden

Perwira dari Polda Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa, pimpinan pernah
memberi arahan kepada calon siswa dari Polda tersebut agar mengumpulkan uang

untuk diberikan kepada panitia seleksi dari pusat dengan tujuan agar dapat
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diterima. Hal ini dapat menimbulkan kebiasaan bagi polisi tidak teguh memegang
lretentuan yang telah ditetapkan

Data tersebut ‘merupakan fakta yang menank bagi calon siswa pohs: dalam

_ -konteks pembmaan morahtasnya Blla d1n11a1 3umlah anggaran dan kapasitas daya

tampung terbatas, dijadikannya pendidikan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan
ataupun kenaikan pangkat, hal ini dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat
polisi untuk mengkomersialkan peluang bagi calon siswa yang berminat mengikuti
pendidikan. Peluang itu pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan tidak normal,
vang dijalankan saling terkait antara calon siswa, panitia ujian, dan kepala satuan.
Di sini polisi terjebak antara keharusan untuk mengikuti pendidikan sebagai usaha
dalam rangka memantapkan moralitasnya, namun menjadi pertimbangan lain bagi
calon siswa apabila tidak menginginkan kariernya terhenti, harus disiapkan lebih
dulu sejumlah dana untuk memenuhi tujuan itu sebelum mengikuti pendidikan.
Kebiasaan itu meskipun saling menguntungkan namun secara fungsional dalam
kelembagaan merupakan suatu penyimpangan moral yang sangat mempengaruhi
kualitas lembaga maupun individunya hingga tumbuh kebiasaan kolusi, korupsi
dan nepotisme menjadi wajar dilakukan. Hal ini dikatakan Galtung (1992 . 43)

bahwa antara pelaku dan struktur terdapat saling interaksi: “Manusia menciptakan

pola relasi sebagai cara bagi pengaturan hidup bersama, apa yang dihasilkan itu
menjadi realitas otonom, realitas sui generis, yang menimbulkan perlakuan baru
dalam konteks dialektika”. Dengan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tidak

jarang struktur bisa menghimpit manusia, dari struktur yang dibuatnya sendiri.
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- Selain itu, ditemukan cara penentuan tenaga pendidik _untuk sekolah polist

_yang dﬂaksanakan ch 1uar pola normatif. Dan hasil konﬁrmam dengan para kepala

_'_dlrektorat personel Polda wﬂayah penehtlan dmyatakan bahwa penugasan bagt - _. L

'seseorang, menjadl tenaaa pendzdxk ditentukan secara seplhak) dxrektorat personei :

Polda tidak dilibatkan. Pertimbangan yang d1paka1 untuk penunjukan seseorang
menjadi tenaga pendidik bukan didasari oleh kompetensi prestasi atau keilmuan
dan kemampuan mengajar yang dimiliki calon tenaga pendidik, tetapi seseorang
ditunjuk menjadi tenaga pendidik berdasarkan alasan memberikan jabatan lebih
tinggi untuk promosi kenaikan pangkat. Namun ditemukan fakta yang lain yaitu di
SPN Pekanbaru dan SPN Betung terdapat penunjukkan seseorang menjadi tenaga
pendidik justru karena dianggap yang bersangkutan mempunyai kesalahan, meski
kesalahan itu belum pernah diteliti, dengan alasan untuk pembinaan sebagal sanksi
maka yang bersangkutan ditunjuk sebagai tenaga pendidik. Penunjukkan tenaga
pendidik dengan tidak mengikuti kriteria yang jelas tersebut mengakibatkan masa
tugas tenaga pendidik bervariasi. Ditemukan tenaga pendidik yang bertugas dalam
waktu singkat di SPN dan Secaba, yaitu k.urang dari satu tahun sudah dipindahkan,

sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk mengembangkan komitmen terhadap

pengabdiannya pada lembaga pendidikan. Namun ada pula tenaga pendidik yang

sudah bertahun-tahun tidak dipindahkan, sehingga timbul penilaian, jabatan tenaga
pendidik itu sekedar sebagai batu loncatan tugas, dan ada pula yang menyatakan

tugas di pendidik merupakan terminal alhir dari masa dinas sebelum dipensiun.




Masm dalam konteks morahtas dan pernyataan responden tenaga pendidik

| d1 SPN maupun responden pohsz d1 Poires Banyuasm bahwa terdapat penngkat

o '_:kepopuieran tufras yang mana penugasan sebaga1 tenaua pend1d1k dzsebut sebaaal

imﬁkunt}an yantI ndak menank dlbandmé,kan dengan tuoas d1 bldang operasmnal '

dalam istilah populer di Aalangan mereka, tena aga pendidik bukan jabatan basah,
bahkan dikatakan sebagai tempat buangan bagi mereka tidak terpakai. Pandangan
ini sangat berpengaruh 'di lingkungan kepolisian terutama di wilayah penelitian,
sehingga timbul suatu kebiasaan dengan ditunjuknya seseorang menjadi tenaga
péhdidik, mareka tidak segera berorientasi pada tugas mengajar sebaik mungkin,
“tetapi kusak-kusuk agar secepatnya bisa pindah dari lembaga pendidikan.
Ditemukan he;l yang unik bagi calon polisi yang masuk pertama di lembaga
pendidikan, yaitu masa perkenalan dimulai dengan suatu upacara dan dilanjutkan
dengan atraksi fisik yang dilakukan oleh senior-seniornya atau pelatih, dalam
bentuk pemukulan vang dimaksud untuk membangkitkan keberanian calon siswa.
Acara ini berlangsung dalam tempo satu minggu, meskipun setelah itu pemukulan
bisa dilakukan manakala diketahui bersalah selama mengikuti pendidikan. Bagi
siswa, tidak diijinkan berjalan dalam batas lebih dari lima langkah, ketentuannya

wajib lari, dan hal ini dilakukan setiap hari. Kegiatan itu memperlihatkan bahwa,

seorang calon polisi saat pertama berkenalan dengan suatu lembaga yang terkesan
adalah “pukulan”. Hal ini berlaku baik bagi calon Tamtama, Bintara maupun

Perwira. Lewis (1954), Ross (1964) dan Wright {1954) berpendapat bahwa kesan




yang mendalam dan berlangsung secara terus menerus dapat menjadi pandangan

i yang dianggafﬁ sebagai sua_tu kebisaaan yang bermanfa_at_(utilitarian)

_ Menurut seorzmg responden Perwira darz satuan lalu-1 intas di Polres Batam,

B sebagxan besar Bmtara dan Tamtama memang bangga terha.dap profesmya mereka

:juga senanﬂr atas pandangan posmf dan rasa hormat masyarakat terhadap mereka,
namun kekecewaan dirasakan justru berasai dart dalam lingkungan kepoiisian.
sendiri. Responden ini menyatakan bahwa pada umumnya anggota merasa bangga
menjadi polisi. Profesi polisi sebenarnya cukup prestisius di mata masyarakat.
Namun dengan berkembangnya kebiasaan yang justru nampak seperti berfomba-
lomba di antara rekan-rekan yang dibicarakan hanya soal mencari tambahan materi
dengan berbagai macam cara yang dilakukan, mendengar hal itu perasaan bangga
sebagai polisi menjadi surut lagi. Di sisi yang lain pengawasan kerja terhadap diri
anggota polisi yang bertugas di lapangan juga sangat lemah, demikian pula sanksl
yang dijatuhkan masih ada sikap pimpinan yang pilih kasih.

Wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah Perwira di Polda Metro
Jaya menyatakan bahwa anggota polisi khususnya yang bertugas di kota besar,
memiliki disiplin rendah, kurang rasa memi‘iiki terhadap lembaganya. Responden
juga menyatakan bahwa cukup merata anggota polisi yang bersikap masa bodoh

Letika menerima laporan dari warga masyarakat, hal ini dilakukan oleh mereka

karena sering dikecewakan oleh atasan meskipun sudah berprestast namun tidak

pernah mendapat Promosi.
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Data wawancara dengan responden anggota Intel di Polresta Pekanbaru,
‘Poltabes Palembang dan Polres Jakarta Pusat menyatakan bahwa untuk manambah
keku@ngan biaya opera_si. tel_'_dapat angota polisi yang melakukan hubungan atau
ménjadi _béékiﬁg usaha iyang méianggar hukum. Contoh, tindakan penggrebékan di
suatu hotel yang diduga sebagai tempat prostitusi ternyata hanya dilakukan pada
hotel-hotel tertentu saja, sedangkan hotel-hotel Iain vang diduga melakukan hal
yang sama terbebas dari penggrebegan. Hal ini berkaitan dengan uang penjagaan
yang diberikan oleh pihak hotel sehingga terbebas dari penggrebegan aparat polisi.
Kasus yang lain adalah dalam hubungannya dengan tokoh komunitas Tionghoa,
selain polisi melakukan pemerasan dalam kasus yang melibatkan warga Tionghoa,
jika terkena operas khvl_;sus kepada mereka sering dilepaskan karena biasa memberi
hadiah-hadiah kepada anggotav-polisi yang diberi kewenangan menangkap. Istilah
yang digunakan polisi dalam hal ini di -86-kan atau diselesaikan diluar prosedur.

Sementara itu seorang Kasat Bimmas di Poltabes Palembang mengatakan
bahwa terdapat anggota polisi dari bagian reserse yang tidak konsekuen dalam
menjalankan tugas antara lain dalam bentuk, pida waktu mengundang orang pada
jam tertentu, anggota sendiri yang terlambat hadir. Responden yang sama juga

menyatakan bahwa polisi belum bisa menjadi teladan, misalnya melanggar lalu-

lintas-bukan karena alasan yang dibenarkan dalam fugas, namun merasa tenang-
tenang saja. Menurutnya hal ini disebabkan, sesungguhnya anggota polisi sudah
dengan sungguh-sungguh berusaha membantu atasannya dalam menyelesaikan

masalah (terutama tindak pidana), ternyata kasus yang sedang diolah tanpa yang
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“keahlian yang memadai. Peningkatan kebutuhan jasa layanan polisi setiap tahun
~cukup tinggi, di bidang lalu lintas, rata-rata 75,7%, di bidang intelpam raia-rata
. 50%, di bidang reserse réta—rata_49,5 .%.__Ifoninya justru satuan bawah dibebani

: ﬁéké_'rj'aaﬂ sampingan },?a_ng dadanya ti_da_k éda. .'Seperti xﬁf.xembi:ayai penginapaﬁ tamu

di hotel, belum lagi bila tamy itu mau belanja, demikian pula bila ada pimpinan
langsung akan membangun rumah, maka sarana bangunan ataupun ongkos tukang
menjadi tanggungan bawahan_rHal ini dirasakan memaksakan kehendak kepada
bawahan yang secara tidak langsung ikut menanggung beban hidup atasan. Bagi
bawahan, kebiasaan tersebut ada yang tidak dapat menerima, namun sebaliknya
banyak yang pandai-padai mencari sarana pendukung, sebab hal itu secara tid;k .
resmi juga menjadi kriteria penilaian. Bagi pimpinan kesatuan bawah jika tidak
mampu berusaha mendukung hal tersebut, dianggap 1a tidak loyal dan hal ini bisa
berpengaruh terhadap jabatan atau karir selanjuinya .

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa di lingkungan lembaga kepolisian
mengacu pada pola relasi sub-ordinat atau relasi yang tidak setmbang berlangsung
secara internal. Pola relasi itn dampaknya‘;nempengamhi kepribadian diri, yattu

sikap fatal dalam setiap hubungan antarindividu dalam organisasi, yang sangat

mungkin muncul di lvar organisasi pada saat-saat polisi bekerja di lapangan.

Sinyaleman tersebut juga dilihat oleh Friedmann (1992 : 349) yang menyatakan:
profil vang ditampilkan polisi di masyarakat menggambarkan jenis pekerjaan yang
mencemarkan (fainted-accupation), hal ini diterima polisi karena sikap ambivalen,

yang membuat orang ragu-ragu melihatnya dalam mengambil keputusan.




Data hasil penelitian pada variabel moralitas 7¥/ Brata, yang mendukung
kondist tgrsebut berupa keteraturan tindakan, sistem otoritas, kepentingan kolektif
: dan_ k_e;eﬁkatan kelompok, da;i _perhitgng_an median dan standar 'devias._i. menunjuk-
*kan skor Md (26,17) dan -er.ld..(.l{),zié); berada di luar klasifikasi penafsiran Ini
berarti, moralitas 7ri Brata termasuk kétegori rendah. Dengan perkataan lain, hal
ini merefleksikan semangat dan moral pengabdian polisi cenderung rendah.

Penelitian Lembaga Bantruan Hukum Indonesia pada tahun 1996 tentang
tindakan polisi dalam penegakan hukum, menemukan bentuk-bentuk menyimpang
penyidik dalam penghentian perkara (deponir) yang dilakukan sacara tidak sah,
menerima suap (korupsi), dan memeriksa tersangka disertai dengan penganiayaan
antara lain dalam kasus Marsinah, kasus 27 Juli 1996, Udin, kasus Tjetje Tadjudin
(penyalahgunaan kekuasaan) mengandung indikasi penyimpangan perilaku moral
berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Masalah itu tidaklah berdiri
sendiri, faltor kekuasaan erat kaitannya dengan masalah tersebut seperti dikatakan
oleh Bittner (1980), Weiner (1977), Reiss (1974), Chamblisss dan Seidman (1971)
bahwa “penggunaan kekerasan bagi polisi sec;iah-olah melekat pada lembaganya”.

Paradigma kekuasaan yang berlatar belakang kekerasan itu pada dasamya

bertentangan dengan moral pengabdian polisi berdasarkan pada akal budi sebagai

sifat dasarnya. Menurut Held (1989): “Paradigma kekuasaan mencakup orientasi
pada kekerasan, penggunaan kekuatan, sedangkan paradigma moral mendasarkan

pada mind and knowledge, sebagai landasan untuk mengembangkan kreativitas”.
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Masalah kekuasaan itu berka;tan dengan peranan pohs; Peranan sebagal_ o
:akzbat dari status dan perlialm merupakan poia. kelakuan peran yang dlharapkan

8 .masyarakat dan dan moral yang menganduné, sederet hak dan kewajlbarg ataupun.

' sederet sasaran kompetenm (kemampuan) atau gabunoan dari keduanya men_; adi

:_ ukuran.peranan tersebut. Pemikiran itu merupakan sumbangan berharga bagi orang
‘yang menjalankan peran yang seharusnya dibimbing oleh segmen moralitas yang
| layak untuk yang bersangkutan.r Dalam hubungan ini polisi memiliki nilai sendiri
sebagal acuan yang dianggap layak bagi tindakan vang dimainkan.

Dari data sekunder terungkap kelemahan polisi dalam hal pelanggaran
 disiplin dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi di Polda Riau, Polda
 Sumatera Selatan dan Polda Metro Jaya selama periode tahun 1998 menunjukkan
bahwa, dari sejumlah 7083 kasus pelanggaran disiplin, 79,83 % dilakukan oleh
anggota polisi yang sudah lebih dari 3 kali melakukan, sedangkan sisanya 20,17 %
dilakukan oleh anggota polisi yang baru pertama kali melanggar. Dari sejumiah
641 perkara pidana, 81,02 % dilakukan oleh anggota polisi yang sudah lebih dari 3
kali melakukan tindak pidana, sedangkan sis;nya 18,98 % dilakukan oleh anggota

polisi yang baru pertama kali melakukan. Meskipun data itu mengandung faktor

subyektivitas jika dikaitkan dengan temuan yang mengisyaratkan bahwa terjadinya

tindak pidana dan pelanggaran disiplin timbul dari diri pribadi anggota polisi,
temuan ini sesungguhnya menunjukkan relevansinya tindakan sebagai maksud
(mofivasiy dan kemampuan diri, sebagai orientasi personal dan strukiural, yaitu

pertumbuhan pribadi yang terhambat oleh lingkungan kerjanya.
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Dihadapkan pada dinamika masyarakat yang berkembang sedemikian pesat
serta perubahan sosial yang berlangsung sangat luas, konsekuensi adalah timbul
benturan antar banyak kepentingan terhadap lembaga kepolisian. Dalam keadaan
ini daya kreativitas polisi sangaf dibutuhkan. Namun ironinya dalam lembaga
kepolisian sendiri berlangsung interaksi tidak transparan, atau tidak membuka
kesempatan interaksi yang dialogis antara anggota polisi sendiri, seperti dijelaskan
pada hipotesis, moralitas Tri Brata tidak berpengaruh terhadap lembaga kepolisian
khususnya terhadap otonomi kelembagaannya.

Data tentang faktor kesalahan mendasar tersebut diperlihatkan oleh bentuk
pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan anggota polisi. Data dari Tamtama
dan Bintara polisi di tiga wilayah penelitan menunjukkan tingginya pelanggaran
hukum dan etika disertai sikap fatalistik sebagai persepsi bahwa tindakan tersebut
seolah-olah tidak mungkon dapat dihindari. Faktor yang diduga sebagai penyebab
kelemahan moral polisi itu adalah masalah kepemimpinan, dan kebiasaan kolusi
dalam organisasi yang menyangkut pemrosesan SIM/STNK/BPKR di bagian lalu-
lintas. Penelitian ini menemukan konsep kémitraan di jajaran Polres Pekanbaru,
Polres Batam, Poltabes Palembang, Polres Jakarta Pusat berkaitan dengan masalah

kepemimpinan yang dirumuskan menjadi kebijaksanaan organisasi menjadi acuan

pembenaran terhadap tindakan pelanggaran hukum dan etika oleh anggota polisi.
Kasus berlangsungnya mekanisme bottom-up financial support di kepolisian,
merupakan bukti yang mana satuan bawahan mempunyai keharusan mendukung

dana satuan di atasnya, yakni Polsek mendukung dana ke Polres, demikian pula
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. s#tuan basah seperti polisi ialu-»ﬁtas reserse dan intelpam memberikan dukungan_

. dana kepada Kapoires se}an}utnya dari Polres membenkan dukungan dana ke
| '_ -'_.'Polwﬂ dan seterusnya Polwﬂ ke Polda Temuaﬁ tersebut mengxnd1k351kan bahwa
e t}ﬁgkat peianggaran hukum dan moral oleh ang, ota p01151 adalah cukup Iuas. |

| Bertolak dari hakekat moral sebagai suatu kondisi yang menggambarkan
adanya keteraturan tindakan, keselarasan sistem otoritas, kepentingan kolektif dan
keterikatan pada kelompok (Durkheim,1893), nilai sebagai pembentuk mentalita
vang dirumuskan dari tingkah laku manusia sehingga menjadi sejumlah anggapan
yang hakiki, baik dan perlu dihargai sebagaimana mestinya (Garna, 1966 : 168),
dalam kaitan penyimpangan perilaku sebagaimana fakta yang telah dijelaskan,
dapat disimpulkan bahwa pranata lembaga kepolisian cenderung belum bersifat
kondusif untuk menumbuhkan moralitasnya.

Tataran pemaknaan moral secara subjektif yang paling mendasar adalah
pemaknaan subjek-subjek. Pemaknaan moral merupakan jawaban atas pertanyaan
siapa sesungguhnya diri polisi, siapa subjekffubjek di luar yang memiliki otoritas
kepolisian. Bagi polisi, subjek-subjek di luar dirinya adalah meliputi masyarakat
umum dan negara. Dalam pengertian sehari-hari pemaknaan diri sebagai subjek

erat kaitannya dengan makna identitas diri (self-identity). Berdasarkan identitas

kepribadian diri, polisi akan merumuskan makna di atas mana yang baik dan mana
yang buruk sebagai abstraksi subjektif polisi dalam membentuk konsep diri.
Pemaknaan subjek di lvar diri menentukan seberapa jauh polisi meletakkan

komitmen eksistensialnya. Dari komitmen eksistensial itu akan muncul abstraksi
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makna yar_zg kemudian akan dijalankan dalam tindakan Sghariehari. Pada tahap ini

seluruh orientasi tindakan-poii_si dapat dilibat kembali pada absiraksi nii_ai dalam

'- memb_e_rika_n makna sﬁbjekQSﬁbjek;' Dari data hasil penelitién,-pemakﬁaan ._su__bje_k_ R

polisi dapat digambarkan sebagai berikut, nilai identifikasi dici “aku polisi” adalah
bagian dart struktur hirarki .kepolisian, taat kepada perintah atas.an, péiisi adalah
pejuang, polisi rela berkorban jiwa dan raga untuk kejayaan bangsa dan negara
vang direpresentasikan oleh périntah yang sah secara konstitusional serta sifat
hirarkhi kemiliteran dalam konteks di organisasi kepolisian.

Konstruksi pemaknaan subjek-subjek itu memunculkan sejumlah implikasi
terhadap sikap dan perilakunya. Subyek nilai Tri Brata menempatkan identifikasi
diri polisi merupakan bagian dari struktur lembaga pemerintahan; dan taat kepada
perintah atasan menggambarkan kepatuhan tanpa syarat. ldentifikasi diri demikian
memunculkan implikasi: (1) polisi tidak memiliki kebebasan untuk menentukan
apa yang ingin dilakukan. Hal ini sebagai akibat dari sub-ordinasi diri, yang mana
dalam wujud paling dekat adalah kepatuhan kepada atasan sebagai personifikasi
profesi kepolisian; (2) orientasi kerja poiis‘i adalah menjalankan perintah atasan

bukan sebagai perwujudan keinginan diri. Dengan demikian melayani, melindungi

dan membimbing masyarakat juga bukan merupakan potensi kepribadian polisi

melainkan sebagai pelaksanaan dari perintah atasan, sebagai representasi profesi
polisi; (3} loyalitas pribadi polisi juga bukan kepada masyarakat, demikian pula
orientasi kerja polisi juga bukan untuk kebaikan masyarakat, melainkan untuk

atasan, sebab loyalitas pada masyarakat tidaklah memberikan keuntungan pada




146

mereka, karena belum tentu sejalan dengan keinginan atasan; (4) otoritas yang
diberikan kepada anggota polisi melampaui kecenderungan garis loyalitas kepada
masyar_akat daripada garis hirarkhi ya_ng_rnengikat diri secara ketat kepada perim:ah
atasan. Dengan demikian dapat dikatakan Trl Brata dalam kaitan moralitas yang
dicerminkan oleh kebebasan, persaman, pertubuhan pribadi belum terdapat titik
temu dalam pelembagaan.

Pekerjaan polisi sesungguhnya belum tentu menarik bagi individu-individu
yang berada di dalamnya. Etter dan Palmer (1995) menjelaskan bahwa orientasi
individu di lingkungan kepolisian yang populer adalah menganalisis fungsinya
dari aspek independency dan profesionalisme yang tekanannya pada masalah non-
ideologis dan non-politis. Sefiap individu anggota polisi akan selalu mengevaluasi
keikutsertaannya memainkan peran dalam bidang-bidang pekerjaan tersebut.
Apabila lingkungan kerja memberi peluang baginya, maka moral pengabdiannya
akan meningkat. Namun jika sebaliknya, maka lingkungan kerja polisi dirasakan
menghimpit atau seperti membelenggn dirinyr% dalam kondisi demikian semangat
dan moral pengabdian dari anggota akan terganggu.

Dengan demikian moralitas Tri Brata sangat erat terkait dengan lingkungan

kerja atau pekerjaan polisi. Hal itu secara psikologis menyangkut dua aspek, yaitu

toleransi terhadap stress atau keselarasan tindakan dengan beban pekerjaan dan
aturan serta kemampuan penyesuaian diri, sedangkan dalam hal intelektual, dilihat
dari aspek tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan persoalan

{(tactical incidence) .
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Semangat dan moral pengabdian ditunjukkan oleh aspek kebanggaan atas
-profesi, motivasi untuk berprestasi, penghargaan terhadap sebagai polisi serta rasa
puas bekerja_sebaga_i polisi. Pe;a_gpl_ahan data yang diperoleh dari responden yang' :
diperoleh dari_' anéket .befdasar}.;a_n norma lima skala menunjukkan bahwa _Bintafa -
Tamtama dan Perwira rata-rata memiiiki motivasi fér.l.dah. Mereka merasa kurang |
bangga terhadap pekerjaan sebagai polisi, meskipun sangat kuat ingin berprestasi
karena mengahadapi pembix;aan yang kurang sehat dalam hal berkompetisi.

Dari temuan data kualitatif, diperoleh gambaran cukup bervariasi tentang
kontradiksi motivasi para Tamtama, Bintara dan Perwira dalam bekerja. Hal ini
terutama dibandingkan dengan keterangan berbagai responden dari masing-masing
satuan polisi yang banyak memberikan penilaian kurang terhadap profesionalisme
dan kinerja. Jika benar para Tamtama, Bintara dan Perwira memiliki motivasi
rendah, pertanyaan adalah mengapa mereka masih bertahan sebagai anggota polisi.

Apa yang menjadi penyebab sehingga motivasi moral pengabdian polisi
tidak muncul dalam wujud kinerja yang baik. Dari wawancara dengan responden
Kabag Administrasi Polres Pekanban: menyatakan bahwa terdapat pemberian
jabatan kepada anggota pada posisi penting justru yang diangkat adalah mereka

yang tidak berprestasi bahkan cenderung hanya mencari keselamatan dalam setiap

penugasan, Xebijakan yang dilakukan oleh pimpinan di Polda Riau tersebut sangat
mempengaruhi moralitas pengabdian anggota polisi lainnya. Menurut responden
Bintara di Polres Batam menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan yang rendah

merupakan penyebabnya, sering terjadi praktek-prakiek di luar aturan seperti kerja
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' sambﬁan yang pada gilirannya menurunkan sema_ngat_ pengabdian sebagai polisi.

Dari responden Perwira di Polda Sumatera Selatan. men}elaskan bahwa, keputusan

- plmpman yang tldak bijaksana sebagm penyebabnya lepma,n yang tidak arxf
'-mengghadapl Leluhan dan kekecewaan bawahan menﬂaklbatkan 51kap masa 2 bodoh

. pada bawahan. Sementara, responden Perwira dari Polda Riau menyebut adanya

perasaan inferioritas profesi polisi dibanding dengan kesatuan lain di antara ABRL
Menurutnya meskipun secara prlbadt anggota polisi tidak merasa inferior terhadap
temannya yang berasal dari kesatuan lain, namun citra inferior mereka rasakan
ketika memandang diri dalam konteks korps/kesatuan yang bersifat institusional.
Kualitas psikologis personel polisi akan dilihat dari dggﬁaspek, yakni aspek
toleransi terhadap tekanan moral dan aspek penyesuan“diri? Pentingnya toleransi
terhadap tekanan moral karena dalam kehidupan sosial selalu mengalami proses
perubahan. Pola dan bentuk-bentuk kriminalitas, baik secara kualitatif maupun
kuantitatif, juga akan mengalami proses perubahan yang cepat, sehingga tuntutan
terhadap beban tugas polisi juga terus meningkat. Sementara itu kondisi internal di
dalam organisasi sendiri tidak selaiu mendukfmg pada pelaksanaan tugas. Semua
itu menjadi situasi yang menekan bagi polisi. Dibutuhkan pribadi-pribadi yang

memiliki daya tahan dalam menghadapi situast yang menekan, vaitu mereka yang

memiliki toleransi tinggi terhadap moralitas pengabdian. Darl hasil wawaricars
dengan para Tamiana dan Bintara yang bertugas di Polres diperoleh data sebagai
berikut, tingkat toleransi terhadap tekanan moral berada pada tingkatan sedang.

Arti dari kesimpulan ini adalah situasi-situasi yang menekan baik dari atasan




maupun dari masyarakat cukup mudah memicu reaksi Bintara dan Tamtama untuk
menimbulkan dampak yang cukup besar pada prestasi kerja mereka.

- Adanya faktor tekanan int_ernal. yang tidak wajar, yaitu perintah. dari atasan
agar setiap anggota menjaga diri daianﬁ penarnbilan tugas sehari-hari pé.da saat-
~ saal berhadapan dengan warga masyarakat, namun di sisi lain atasan sendiri Jjustru
sering mengambil kebijakan yang berlawanan dengan arahannya sendiri, misalnya,
diungkapkan oleh responden Perwira di Polda Sumatera Selatan bahwa, adanya
pemindahan anggota ke bidang tugas yang tidak sesuai dengan keterampilan dan
keahlian yang dimilikinya hanya disebabkan karena tidak pernah mengahadap ke
kediaman atasan. Keterangan yang mendukung temuan di atas diungkapkan oleh
seorang responden Tamtama dan Bintara di Polda Metro yang menyatakan bahwa
penempatan/penugasan anggota dari satu kesatuan ke kesatuan lain (dalam satu
Polres) sering dilakukan secara sepihak oleh Ka. Polres tanpa koordinasi dengan
Kabag. Min. dari anggota yang dipindahkan atau dengan Kasat penerima anggota
tersebut. Responden Perwira di Polda Riau menyatakan bahwa dirinya acap kali
merasa tertekan ketika bertugas karena adanya dominasi vang sangat besar dari
atasan, sementara tanggung jawab yang dipikul bersifat personal.

Keterangan menarik lainnya diperoleh dari responden Kasat Sabhara di

Polres Jakarta Selatan mengenai tiadanya kemampuan bernegosiasi di antara para
anggota polisi. Hal ini menjadi kendala tersendiri ketika mereka harus diterjunkan
pada suatu kasus di mana situasi berkembang dengan cepat, seperti ketika ada aksi

demonstrasi. Dengan kondisi sumber daya manusia seperti itu, pimpinan biasanya
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~memerintahkan agar anggota tidak bergerak tanpa perintah atasan. Di lapangan,
'angg_c')ta Tamtama dan Bintara pada umumnya menjadi panik ketika menghadapi

S perkém_ba_ngan situasi kerawanan yang 'berk_gmbang sangat cepat. Dalam. situasi

. seperti itu, mereka menyaksikan perkembangan situasi secara cepat namun mereka

juga harus patuh dan menunggu petﬁnjuk p.i.f.niainan,. sedangkan pimpinaﬁ begitu
menghadapi masa tampak bingung dan terdiam terkesan mencari selamat sendiri.
Apalagi bila terjadi tindakan yang dianggap salah oleh warga masyarakat, sudah
bisa dipastikan akan ditimpakan pada bawahan, sedangkan pimpinan yang punya
tanggungjawab melaporkan kejadian mengambil langkah pengamanan diri.

Keterangan serupa juga muncul dari beberapa responden Perwira polisi di
Polda Riau. Menurut responder tersebut, kondisi tertekan muncul ketika mereka
dihadapkan pada banyak persoalan yang menurut mereka bukan porsi mereka.
Yang dimaksudkan dengan persoalan yang bukan porsi mereka adalah penugasan
di luar bidang spesialis mereka, misalnya menangani aksi demontrasi bagi Perwira
yang bertugas di bidang kesehatan, maupun adanya perintah dari pimpinan untuk
bertugas pada waktunya istirahat kepada a;nggota bagian administrasi.

Selain dari daya penvesuaian diri polisi terhadap perubahan yang terjadi di

lingkungan sekelilingnya. Di dalam organisasi, perubahan tersebut dapat berupa

pergantian pimpinan, dan perputaran tugas anggota polisi, baik dari satu satuan ke
satuan lain maupun dari satu daerah ke daerah yang lain. Pergantian pimpinan dan
lingkungan kerja yang baru tersebut membutubkan kemampuan penyesuaian diri

individu terhadap moralitas pengabdian. Tanpa kemampuan penyesuaian diri yang




baik, lingkungan kerja akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif bagi moral
pengabdian anggota, selanjutnya mempengaruhi kesiapan kerja mereka.

Berdasarkan data wawancara, masalah yang beberapa kali diu_ngkap_. oleh

E para responden polisi adalah penempatan personalia yang tidak sesuai dengan

bidang kejuruan yang telah dipelajari. Seperti diungkapkan oleh seorang responder
Perwira di Polda Sumatera Selatan bahwa meskipun mereka sudah bersusah payah
mempelajari bidang kejuruan, dir;nya ternyata ditempatkan di satuan yang berbeda
dari yang teleh dipelajarinya. Problem lain yang juga beberapa kali diungkapkan
pada wawancara dengan responden menyangkut ketersediaan bahan pendukung
ketika ditugaskan di suatu wilayah baru. Hal itu diungkapkan oleh responden
Bintara dan Perwira di Polda Riau, dan Polda Sumatera Selatan. Menurut mereka,
kesatuan di wilayah tugas baru tidak memiliki bahan-bahan yang lengkap untuk
memberi gambaran tentang daerah tugasnya.

Dari responden Tamtama dan Bintara di Polda Riau dan Polda Sumatera
Selatan menyatakan bahwa problem yang dialamai sejumlah anggota polisi yang
berasal dari Jawa yang sangat mendambakaﬁ pindah tugas ke Jawa, kesempatan

tersebut sangat sulit, antara lain lantaran tidak disediakan biaya dan banyak orang

yang tugas di Jawa tidak bersedia pindah ke luar Jawa. Sebagian dari mereka itu

akhirnya melakukan penyesuaian diri dengan cara menikahi wanita setempat. Hal
ini dampak positip sebagai sebuah modus adaptasi budaya yang sangat baik, yang

bisa membawa manfaat bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
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Berkenaan dengan pindah tugas, responden Perwira di Polda Sumatera
Selatan mengemukakan adanya dua cara pandang yang berkembang di lingkungan
kepolisian. Pandangan pertama, melihat jabatan bamu dari sisi rejekin. Dalam arti,
' épakah pos vang baru merupakan jabatan yang basah atau kenng secara finansial.
Pandangan seperti ini menurutnya dianut oleh sebagian besar Perwira. Pandangan
kedua, memperhitungkan mutasi sebagai cara untuk meniti karir dan kenaikan
pangkat, terlepas apakah jabata'm yang baru tersebut merupakan jabatan basah atau
kering. Menurut responder, pandangan seperti ini banyak dianut oleh polisi Tulusan
Akademi Kepolisian.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan kemampuan toleransi polisi terbadap
tekanan moral tersebut adalah berkaitan dengan kurang terbukanya peluang bagi
anggota polisi yang berprestasi untuk memainkan peran, lemahnya kepemimpinan,
dan lemahnya mental petugas, tingkat kesejahteraan atau gaji polist rendah, tanpa
fasilitas perumahan dan kesehatan yang memadai cenderung membuat munculnya
perilaku menyimpang, antara lain juga melakukan bisnis sampingan atau terpaksa
menerima suap. |

Faktor lemahnya lingkungan kerja polisi tersebut apabila dikaji lebih dalam

disebabkan oleh faktor-faktor di dalam organisasi sendiri, antara lain lemahnya

kepemimpinan, kontrol setiap atasan kepada bawahan, keteladanan setiap atasan,
perintah dari atasan untuk melakulan tindakan yang sebenarnya melanggar aturan,
serta pelaksanaan tugas yang memaksa. Dengan demikian moralitas Tri Brata

tidak semata-mata merupakan motivasi personal polisi yang muncul dari faktor-
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faktor mtemai sepem Lebutuhan maten dan sebagamya Interaksi dari faktor

_ personai dengan faktor-faktor mstltusmneu pada akh1mya dﬂetakkan untuk melihat

o aspe}\. morahtas Tm Brata d1 dalam iembaga Lepohslan

Akhunya dlslmpulkan bahwa dalam usaha meiembagakan morahtas pohs1_ Sh

untuk mencapai keteraturan tmdakan sisiem otoritas, ketenkatan kelompok dan
kepentingan kolekiif polisi dapat dilakukan melalui: (1) penegasan sifat dasar dan
pemolisian sesual dengan tingrkat perkembangan masyarakat serta karakteristik
‘sosio kultural; (2) menghilangkan pengaruh politik pada polisi; (3) menegaskan

misi pelayanan polisi yang nonpartisan; dan (4) membangun sosial kontrol polisi.

4,2.3. Profesionalisme dan Kinerja Polisi

Profesionalisme dan kinerja polisi dalam penelitian ini dilihat dari jati diri,
intelektual, sikap kerja dan orientasi kerja. Jati diri polisi secara psikologis dilihat
dari dua aspek yaitu toleransi terhadap stress atau keselarasan tindakan dengan
beban pekerjaan dan aturan serta kemampuan penyesuaian diri, sedangkan dalam
hal intelektual, dilihat dari aspek tingka’: pengetahuan dan keterampilan dalam

memecahkan persoalan (factical incidence) .

Secara umum bidang pekerjaan polisi terdiri atas dua bagian, yaitu bidang

operasional dan bidang pembinaan. Bidang operasionai adalah bidang kerja yang
terkait langsung dengan penyelesaian kasus-kasus di lapangan. Di tingkat Polres,
didudukkan menjadi fungsi lalu-lintas, reserse, intelpam, samapta, dan binmas.

Bidang pembinaan merupakan fungsi yang menjalankan kegiatan pemeliharaan
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dan .penoembangan organisasi kepolisian serta dukuncran untuk pelaksanaan tugas

| operasmnal Bidang pembmaan dibagi lagx dalam satuan personaha pembmaan

o mentai kesehatan komumkas: pengolahan data Leuancan dan Ioglstik kajxan .

o Cini terutama dilakukan pada aspek-aspek yanc7 reievan dencan profeszonahsme dan

kmerja polisi.

Dari data kualitatif diperoleh gambaran cukup bervariasi tentang pelaksa-
naan tugas polisi baik yang bersifat mendukung hingga yang bersifat kontradiktif
mengenai motivasi kerja para Tamtama dan Bintara. Hal ini dibandingkan dengan
keterangan responden Perwira yang memberikan penilaian terhadap profesional-
isme dan kinerja polisi. Wawancara yang dilakukan dengan sejumlah Perwira juga
memunculkan data yang mengandung unsur kontradiksi dengan temuan data
kuantitatif.

Profesionalisme polisi: berdasarkan jati diri, intelektual, sikap kerja dan
orientasi kerja, dari hasil perhitungan median dan standar deviasi menunjukkan
skor Md (27,24) dan Smd (10,11), berada pafia klasifikasi rendah (27-36). Berarti
bahwa profesionalisme polisi termasuk kategori rendah, demikian pula kinerja
polisi: berdasarkan pelayanan, cara kerja, peralatan, penerapan hukum, penerapan

layanan dari hasil perhitungan median dan standar deviasi menunjukkan skor Md

(26,13) dan Smd (11,29), yang berada pada klasifikasi rendah (20 - 29). Berarti ke
dua bal dapat dikatakan benar-benar termasuk kategori rendah,
Masalah ini disebabkan kerena, orientasi kerja polisi yang mengandalkan

ilmu pengetahuan di tiga wilayah penelitian belum memadai. Dapat dikatakan hal
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itu baru dalam sikap belum dalam pola tindakan. Orientasi kerja cenderung lebih
' .mem1hh cara terobosan dxbandmg berpewang teguh pada teori atau prosedur yang
: :sudah dltentukan Hal ini ada kaltannya dengan onentas1 nilai pa‘motlsme yang_
B mengutaﬁxakan kesetlaan. tanpé syarat dan beke;;a sekalipun tidak didukung oleh
Safana dan prasarana.

Luasnya wewenang pekerjaan polisi secara sosial itu dapat diketahui dari
sejauhmana pernyataan kolektif yang dibuat masyarakat berbagai masalah yang
berkaitan dengan pola-pola relasi kegiatan polisi. Pola polisi yang terbentuk secara
struktural merupakan bukti keterkaitannya dengan konsep kekuasaan yang mampu
mengkooptasi sikap polisi sebagaimana tercermin dari kuatnya perhatian pada
aturan-aturan kelembagaan yang telah membentuk kebiasaan polisi yang memiliki
kepribadian militer, akibatnya perbedaan-perbedaan secara individual larut dengan
penyeragaman pikiran, penampilan, dan cara bersikap.

Dengan demikian pengetahuan dan pengalaman polisi kurang berpengaruh
terhadap unjuk keterampilan polisi di lapangan. Hal ini disebabkan kristalisasi
nilai melalui tuntutan dari masyarakat dalam rangka menciptakan hubungan saling
ketergantungan belum terwadahi. Di kesatuan wilayah pelayanan masih berjalan

kaku tidak berubah sesuai dengan ciri hubungan sosial selavaknya, Adanva jarak

sosial itu seharus menekan kelemahan-kelemahan penampilan polisi dengan
memperkecil ketegangan-ketegangan namun hal itu juga belum terpenuhi.
Penerapan sikap pada lingkungan kerja polisi terutama di kesatuan Polsek

dan Polres di tiga wilayah penelitian, dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa
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anggota polisi khususnya para Tamtama dan Bintara, tampak rendah diri manakaia
- dihadapkan kepada warga masyarakat dalam hal pengetahuan dan wawasan. Selain
itu sikap kerja Tamtama, Bintara dan Perwira di tiga wilayah penelitian menunjuk-
- kaﬁ derajat keseragamaﬁ ﬁféng sangat tinggi. Pengamatan di lingkungan Polres di
tiga wilayah penelitian tidak ditemukan adanya metode kerja yang unik, yang
muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan khas daerah tugas setempat yang
berbeda secara etnik antara s“atu daerah dengan daerah yang lain. Hal yang
ditemukan dalam cara pelaksanaan tugas polisi adalah seragam di tiga wilayah
penelitian, dengan tidak memandang sesuai atau tidak prosedur tersebut pada
daerah setempat, akibatnya ketika prosedural itu gagal memberikan solusi di
lapangan, anggota polisi memilih tidak mengambil tindakan daripada membuat
terobosan penyelesaian masalah. Data tersebut memberi pentunjuk tentang adanya
kekangan terhadap kreativitas, inisiatif dan keproaktifan anggota polisi dalam
melaksanakan tugas.
Fakta tersebut menunjukkan indikasi mengandung tuntutan kemandirian
relatif polisi belum dicapai menurut ukuran '!I.)eban kerja. Dalam hal ini pekerjaan

antar fungsi di dalam organisasi kepolisian dapat dibangun dalam hubungan tidak

saling bertentangan dalam menentukan standar kerja masing-masing fungsi. Untuk

1tu bisa ditumbuhkan melalui terbukanya wahana kompetisi dalam memantapkan
beban kerja di masing-masing fungsi. Dari keterangan Kapolres Batam bahwa,
sumber-sumber yang tersedia untuk setiap jenis pekerjaan sering dinyatakan tidak

tersedia untuk mencukupi kebutuhan tingkat kesatuan Resort dan Polsek, hal ini




bisa memaksakan pimpinan satuan bawah melakukan pekerjaan memacu diri
untuk mencari sumber-sumber di luar organisasi. Meskipun hal itu mendorong
kemandarian polisi, namun ketersediaan dan keleluasaan untuk mendapatkannya
larut dengan kekuasan yang lebih luas menyimpang dari ketentuan normatif tugas
polisi, dengan kata lain terjadi penyaiahgunaankekuaéaan.

Hal ini ada kaitannya dengan faktor vang menggerakkan anggota polisi
untuk bertindak dalam melaksanakan tugas atas dasar perintah atasan. Kasus yang
ditemukan dalam penelitian di kesatuan Polres Jakarta Utara menunjukkan bahwa
ketika terjadi konflik antara kebijaksanaan atasan dengan kebutuhan di lapangan,
anggota polisi lebih memillih setia kepada atasan. Orientasi kerja anggota polisi
lebih didominasi oleh motif mencari selamat dalam karir dart pada motif untuk
melayani kebutuhan masyarakat,

Konsep profesionalisme sendiri sesungguhnya merupakan suatu alat untuk
memaksakan pandangan tentang perkembangan pekerjaan yang seragam di antara
berbagai kebudayaan (etnik), dan perkembangan tersebut bersifat segaris. Konsep
itu tidak memberi jalan untuk menemukan iandasan struktural sejumlah perbedaan

dalam pengawasan kerja kecuali sejauh sesuatu hal atau tindakan dianggap sebagai

penyimpangan dari proses menuju profesionalisme. Kelemahan polisi dari usaha

mengembangkan konsep profesionalisme dalam kaitan dengan perubahan sosial
disinyalir karena derasnya arus funtutan otonomi dalam aktivitas suatu pekerjaan.
Dari aspek sosiologi konsep profesionalisme yang semula bertumpu pada bentuk

pengawasan melembaga pada jenis pekerjaan yang memiliki pengaruh luas dalam




kehidupan sosial. Produk historis tersebut menurut Johnson (1991): “dalam jangka
waktu yang relatif singkat (selama abad 19) telah mendesak orientasi profesi pada
kepentingan terhadap penghargaan rasionalitas dan kreativitas individu”. Meng-
hadapi hal ini, polisi tidak bisa tidak harus melakukan suatu elaborasi terhadap
kerangka teoretis bagi konsep profesionalisme dalam mencari cara pengawasan
sosial atas pekerjaan yang mempunyai pengaruh sosial yang luas tersebut.
Berkaitan dengan masalah tersebut tuntutan masyarakat yang realtif besar,
heterogen dan terpecah secara luas dimanfaatkan untuk mencapai pemenuhannya
ditanggapi sejauhmana hal itu berpengaruh terhadap keselamatan dari kedudukan
pimpinan. Hal ini mempertegas mengapa bentuk pengawasan institusional atas
perkerjaan polisi perlu diwujudkan tanpa harus melemparkan komentar-komentar
yang sekedar mencari dalih untuk berkelit dalam usahanya membangun sosial
kontrol terhadap aktivitas kelembagaannya. Terdapat konsep yang mendukung
bahwa kemampuan kegiatan suatu jenis pekerjaan itu dalam menghadapi struktur
mengalami ketidakpastian, perlu dilembagakan potensi untuk menjadi otonom
P
dengan melakukan pengaturan sendiri (self regulation) (Etzioni, 968).

Tuntutan profesionalisme dan kinerja polisi itu muncul ketika ketegangan

yang melekat pada hubungan dengan masyarakat meningkat yang didasarkan pada

permintaan perlindungan hukam agar berkualitas, terutama dalam hal kemampuan
teknik hingga pengawasan sosial yang luas terhadap praktek pekerjaan polist baik
di bidang pelayanan masyarakat ataupun penyidikan tindak pidana. Masalah itu

ada kaitan dengan komunitas pekerjaan yang bersifat homogen terutama dalam hal




penegakan hukum, yang ma_né fungsi kolegiat kelompok kerja dapat mendukung
' ht_ébungan untuk membang;m_pandang_aﬁ_ dan kepentingan derajat spesialisasi yang o
| Samq dalam _pekerjaaﬁ léél.l_eg_ékan hukuf_n, dengan mg:ngacﬁ pédq ke_pénti_nga_n dan
m151 .ma;sing—rr.lasing.Iemﬁagél 'ééﬁmmara i_tﬁ sfatus d#n karier yang memﬁakan
mekanisme untuk mempertahankan kesatuan identitas, kesetiskawanan, dan nilai-
nilat bersama tidak dibangun paelalui pendidikan kepolisian dalam satu komunitas
penegak hukum yang lain. Sejalan hal itu sifat eksklusif polisi dalam konteks
pembinaan asosiasi profesi penegak hukum justru tidak dipelihara keberlangsung-
annya mengiringi jarak sosial vang ada di masyarakat.

Akhirnya, penentuan peran serta patokan-patokan yang diberikan oleh
komunitas untuk membangun kode etik serta prosedur penegakan disiplin polisi
terwujud hanya dalam konsep belaka tanpa aksi dan perubahan seperlunya.. Tri
Brata sebagai sistem norma umum vyang diperlukan sebagai pranata organisasi
belum terjangkau untuk mengatur perilaku seperti bagaimana memelihara layanan,
melakukan pemeriksaan, mencari dan mg{langkap serta menahan tersangka yang
dibangun dalam hubungan yang bersifat independen. Meskipun telah dikatakan
oleh Galtung (1992 ; 61) bahwa orientasi nilai-nilai harus dihindarkan dari usaha

superioritas kelembagaan, karena sangat dimungkinkan menjadi ideologi vang

menekan arti penting dari praktek pekerjaan dalam keberadaan sosialnya.
Temuan yang perlu menjadi dasar pertimbangan analisis adalah keraguan
keakuratan data statistik mengenai crime fotal di tiga kesatuan Kepolisian Daerah

penelitian. Diduga bahwa tingkat kriminalitas yang sesungguhnya adalah tingei.
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Dugaan ini didukung oleh data tingkat rasa tidak aman masyarakat yang tinggi dan
tingkat efektivitas pelaksanaan tugas polisi dalam menyampaikan informasi lewat
billboard, rambu-rambu dan lain-lain kepada masyarakat. Dengan pertimbangan
tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja polisi di bidang pembinaan keamanan
termasuk dalam kategori rendah.

Selain itu, orientasi kerja anggota polisi cenderung menempatkan cara-cara
prosedural sebagal harga mati. Pada setiap tahap pengurusan layanan pada polisi,
masyarakat dihadapkan pada keharusan untuk mengikoti prosedur, tanpa pernah
mau menjelaskan alasan-alasan simpatik di balik prosedur itu. Oleh anggota polisi,
prosedur kerja tidak diperlakukan sebagai fungsi dari pelayanan, melainkan justru
diperlakukan sebagai mitos yang tidak bisa disentuh.

Dari wawancara dengan responden Bintara dan Perwira di Polres Jakarta
Selatan, Polres Jakarta Pusat ditanyakan pola favoritisin dari responder terhadap
bidang tugas operasional atau bidang tugas pembinaan/pendukung. Secara umum
bidang operasional lebih favorit daripada Pidang pendukung. Jabatan di bidang
operasi secara umum dipandang sebagai lebih bergengsi dibandingkan jabatan di
bidang pendidikan atau kesehatan. Namun di bidang operasional pun terjadi pola

favoritism terhadap satuan-satuan bidang operasional, Dari para Bintara dan

Tamtama yang bertugas di Polres tersebut menyatakan bahwa satuan lalu-lantas
merupakan bagian yang paling bergengsi. Kemudian berturut-turui satuan reserse,
intelpam, sabhara, dan binmas. Tidak ditemukan informasi yang memadai untuk

menempatkan posisi puskodalops dalam rangking favoritisme.




Dari hasil wawancara dengan responden Perwira dapat disimpulkan
beberapa faktor yang melandasi favoritisme bidang pekerjaan. Pertama, adalah
p_engiapatan ekstra yang diperoleh dari b.ida:r._xg tersebut. Dalam bahasa responden,
éci:a..ten.’.l;.}at yang baséh dan kering, bidéhg tugas fang bésah lebih favont daripada
bidéné tugas vang kering. Yaﬁg dimaksudkan tempat basah adalah lingkungan
kerja yang memungkinkan anggoia mendapat penghasilan ekstra dari jabatannya.
Penghasilan itu dapat bersifat legal maupun yang tidak legal. Contoh, jabatan yang
basah adalah Kasat Lantas, Kasat Serse dan Kasat Intelpam. Faktor kedua adalah
pengaruh pada jenjang karier. Bidang tertentu dilihat oleh responden Perwira
polisi memberikan peluang karier yang lebih tinggi, dan kecepatan mendaki
promosi yang lebih cepat. Secara umum bidang operasional lebih memungkinkan
seorang anggota mendaki karier setinggi-tingginya.

Pengaruh jenjang karier dapat dilihat dari sisi negatif responden Perwira
yang menyebutkan bahwa penugasan di lembaga pendidikan berarti buangan dari
kompetisi karir. Pendapat ini dikuatkan pulzi oleh tiga key informans senior polisi,
yang bersangkutan mendukung dugaan bahwa pemindahan ke bagian yang tidak
favorit merupakan salah satu pola pusishment lunak terhadap anggota yang tidak

loyal atau tidak mencapai kinerja yang diinginkan atasan. Dari data tersebut bisa

ditarik kesimpulan, penugasan seseorang dalam sebuah bagian, terutama pada
jabatan yang non struktural, dilandasi oleh dua hal, vaitu sebagal reward atas
sebuah prestasi, ditempatkan di bidang favorit, sedangkan sebagat punishment atas

tidak loyal kepada atasan maka ditempatkan di bidang yang tidak favorit.




Faktor ketiga adalah kekuasaan yang dipegang oleh anggota dari bagian
lain. Berdasarkan kriteria ini bidang personalia merupakan bidang vang favorit,
yang dapat disejajarkan dengan bidang operasional. Responden melihat bagian
personalia itu merupakan jabatan yang paling stratagik, karena menyangkut urusan
kepangkatan dan penugasan semua anggota kepolisian. Di bagian personalia juga
terkait dengan kesempatan bagi anggota untuk meraih pendidikan pengembangan
yang sangat berpengaruh pada peningkatan karier selanjutnya tanpa kesulitan
dalam mengikuti seleksi.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa, terdapat favoritisme yang kuat
antara bidang-bidang tugas di kepolisian. Favoritisme itu sangat berpengaruh ﬁada
pola preferensi anggota terhadap bidang kerja. Favoritisme dan pola preferensi
tidak mengacu pada karakteristik pekerjaan itu sendiri, tetapi pada faktor-faktor
lain yang terkait dengan pékezjaan, yaitu penghasilan ekstra, jenjang karier dan
kebijakan kepersonaliaan, serta kekuasaan yang melekat pada bidang tersebut. Di
samping ifu setiap orang yang bekerja tentix memiliki suatu tujuan pribadi tertentu.
Tujuan pribadi pada umumnya adalah untuk mendapatkan penghasilan, sedangkan
tujuan lainnya yang penting adalah mendapat pengakuan sosial, pengembangan

kompetensi diri, dan jaminan peningkatan karir. Tujuan itu diraih sebagai imbalan

atas prestasi kerja yang dicapai seseorang. Prestasi kerja optimal dapat dicapai
apabila yang bersangkutan bekerja sesuai dengan kemampuan dan minat yang
dimiliki, di tempat kerja yang disukai. Dalam kondisi ideal seperti ini individu

akan bekerja dengan motivasi yang optimal, dan memanfaatkan kemampuannya




secara maksimal, daya tahan juga meningkat meskipun terjadi berbagai tekanan
sehinga produktivitas dan efektivitas kerjanya tinggi.

Kebijakan personel mempunyai arti penting dalam menciptakan kondisi
tersebut. Sasaran kerja yang ditentukan ialah the right man on the right moment at
the right time. Aspek operasional kebijakan personalia untuk mencapai kondisi
tersebut di antaranya adalah seleksi dan rekrutmen, penempatan jabatan, penilaian
karya, dan promosi. Fungsi personalia di dalam organisasi kepolisian dijalankan
oleh bagian personalia yang satuan terkecilnya berada di tingkat Polres. Selain itu,
setiap kepala satuan menjalankan kebijakan personel dalam bentuk penilaian karya
dan pemberian rekomendasi untuk penempatan jabatan dan promosi anggota.
Ketika ditanyakan kepada responden polisi di tiga wilayah penelitian tentang
faktor yang berperan untuk kenaikan pangkat, responden Kapolres menjelaskan
bahwa, loyalitas kepada pimpinan sebagai penilaian yang paling penting. Hal yang
dimaksud dengan loyalitas adalah kemampuan seseorang untuk menyenangkan
atasan, Istilah lain adalah melayani atasan. Pfiayanan ini tidak hanya dalam hal
kedinasan, namun juga dalam hal non kedinasan. Salah seorang key informans
semior polisi menceritakan pengalamannya ketika masih berpangkat Perwira

Pertama, yang bersangkutan menolak untuk melayani atasan dengan cara mencari-

kan wanita penghibur. Akibatnya kesempatan mengikuti pendidikan. tertunda
empat tahun dari vang seharusnya. Seorang responden berpangkat Letnan Kolonel
di Polda Riau mengungkapkan, pangkainya terhambat selama dua belas tahun,

karena secara prinsip tidak setuju dengan kebiasaan melayani atasan. Seorang
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reponden Perwira Pertama di Poltabes Palembang menyatakan bahwa, kunc
keberhasilan kariernya adalah kemampuan untuk memahami apa vang diinginkan
oleh atasan dan menjalankan segala apa yang diperintabkan dengan sungguh-
sungguh. Respon serupa didapatkan pada responden ketika diwawancarai sedang
menjabat Kepala Satuan Int¢lpam. Seorang Kapolres di Polda Riau menjelaskan
bahwa loyalitas memang penting dalam promosi, namun yang lebih penting adalah
prestasi kerja dan potensinya untuk berkembang, Respon yang serupa diberikan
oleh seorang Kapolres di Polda Metro Jaya, sedangkan respon yang berbeda dari
dua kelompok responden tidak berarti bahwa respon dari kelompok responden non
kepala satuan tidak akurat. Seluruh responden tersebut pernah menjabat. sebagai
kepala satuan kewilayahan. Perbedaannya adalah respon itu mungkin disebabkan
oleh fakior social desirability ketika diwawancarai. Faktor desirability terkait
dengan ketidakmungkinan seorang kepala satuan yang juga melaksanakan fungsi
kepersonaliaan, mengungkapkan sisi negatif dari peranan yang sedang dijalankan,
Di sisi lain, ketika diwawancaral responder tersebui sedang berada dalam salah
satu momentum prestasi yaitu promosi sebagai- kepala satuan kewilayahan, mereka
hanya melihat sisi positif déri situasi kerja vang sedang dihadapinya.

Sebagian responden yang berasal dari Kepala SPN menyatakan bahwa

prestasi kerja secara obyekiif bukan faktor yang paling penting dalam kenaikan
karier. Selah seorang Kepala SPN lulusan Sespim Polri mengungkapkan bahwa
pimpinan tidak menjalankan penilaian karya secara obyektif kepada anak buahnya.

Ta juga menegaskan bahwa di kepolisian meskipun terdapat buku panduan tentang
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penilaian prestasi kerja namun buku itu tidak pernah dijadikan acuan promosi
jabatan. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh seorang Perwira Menengah
bekas Akabri yang tidak lulus di Polda Sumatera Selatan.

* Sejalan dengan pendapat tersebut adalah penuturan seorang Kepala Satuan
Polisi Perairan di Polda Riau bahwa dua prestasi besar yang pernah dicapai
sebagai anggota Polisi Perairan tetapi tidak berdampak pada peningkatan karier.
Responden Perwira di Secaba dan Selapa menguatkan kesimpulan tersebut.
Pendapat yang tidak sejalan di kemukakan oleh responder Perwira dari Polsek
Rumbai Polda Riau, mengungkapkan contoh prestasi yang dicapainya sewakiu
bertugas di satuan reserse, yang bersangkutan berhasil menggagalkan sejumlah
penyelundupan dan prestasi itu menjadi bekal kenaikan pangkatnva. Penuturan i
dikuatkan oleh responder Perwira Pertama dari Polres Jakaita Selatan. Menurut
yang bersangkutan, telah dua kali mendapat kenaikan pangkat berkat keberhasilan
dalam melaksakan tugas dan dari rekomendasi atasan karena komitmen yang luar
biasa di mana keberhasilan itu cukup membanggakan dihadapan anggota yang
lain. Temuan masalah personel pada Perwi;a sejalan dengan temuan di kalangan

Bintara dan Tamtama. Mereka menyatakan kenaikan pangkat merupakan hasil dari

prestasi kerja; demikian pula penilaian kerja belum membedakan mereka yang

benar-benar berprestasi dengan yang tidak berprestasi; dan menjadi faktor distorsi
seperti upeti, kedekatan dengan pimpinan dan preferensi pimpinan. Kebijakan

personalia tidak memberikan kesempatan untuk berkembang secara jfair. Para
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responden menilai dalam pemngembangan karier terdapat faktor distorsi, mereka
menyatakan tidak puas dengan kebijakan personalia yang ada.

Kesimpulan yang bisa diambil ialah, prestasi kerja benar»bena; merupakan
fak_tor penentu dari kenaikan karier bila prestasi tersebut benar-benar di atas rata-
rata. Namun untuk prestasi yang bersifat moderat tidak cukup menjadi dasar bagi
kenaikan pangkat anggota polisi. Dalam hal ini kemampuan untuk mendekati
atasan, loyalitas kepada atasan, dan kemampuan untuk memberikan pelayanan
kepada atasan sangat berpengaruh. Komunitas kerja personalia itu memandang diri
sebagai wadah penyimpan relasi untuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan
pembinaan karier. Prestise dalam suatu pekerjaan bergantung kepada evaluasi para
kolega, dan kemampuan teknis merupakan kriteria kurang penting bagi nilai
individu. Demikian pula inovasi dalam pengembangan pengetahuan juga belum
dianggap dapat meningkatkan prestise pekerjaan. Dalam konteks organisasi bukan
tidak mungkin hal itu dapat menimbulkan kelompok dominan dalam kompetisi,
karena tidak terimbangi oleh berkembangnya kualitas profesi.

Kelemahan dari pengembangan pengetahuan kepolisian, kodifikasi hukum
dan aturan yang mengalami kerancuan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga tersebut dan pada gilirannya komunitas belum memperoleh

makna etis bagi suatu tanggungjawab. Profesionalisme juga bisa menciptakan
kinetja polisi menjadi memiliki derajat kesadaran dirl vang tinggi seria identitas
dirt yang lengkap. Seperti dikatakan oleh King (1968 : 43), dalam situasi kinerja

makna kehidupan merupakan hal yang sangat penting, dan keterampilan kerja
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dianggap sebagai hal yang tidak bisa diperoleh begitu saja, karena keterampilan itu
merupakan milik komunitas. Suatu kinerja dapat dianggap tidak memenuhi syarat
apabila terdapat monopoli keterampilan oleh suatu kelompok tertentu.

| Dalam kaitan deﬁgan profesionalisme polisi terikat pada ideologi setidak-
nya dengan ideologi 7i# Brata yang melibatkan lembaga kepolisian, proses ini
sangat menekan kebutuhan akan kebebasan individu polisi dan pekerjaannya
sebagai prasyarat untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Menghadapi
tekanan seperti ini, untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan polisi
bisa dilakukan den‘gan menekankan pada hubungan yang bersifat diagnostik.
Artinya, membangun hubungan antar pribadi polisi sebagai seorang ahli yang
dapat menghasilkan diagnostik sosial yang tepat sehingga langkah-langkah gerak
individual polisi akan diikuti warga masyarakat dengan sewajarnya. Hubungan
diagnostik polisi dioptimalkan melalui mekanisme pengawasan yang baik dalam
tanggungjawab individu maupun dalam hubungan dengan pekerjaan lain yang
dekat secara fungsionalnya (Criminal Jz{;s*ﬁce Sistern). Dalam hubungan dengan
para pengacara, kemampuan diagnostik polisi yang akurat dalam masalah hukum
akan mendukung sifat kompetisi dalam konteks memperkuat komunitasnya. Dari

sini para prakiisi akan mendukung polisi dalam rangka melepaskan dirinya dari

kekangan ideologi 7ri Braia, melalui pengembangan keilmuan dalam fokus
fenomena kepolisian. Jadi apabila profesionalisme polisi terkekang dengan bentuk

pengawasan dari lembaga, dengan pendekatan diagnostik polisl pengawasannya
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' -t.'i.daklah terbatas padﬁ .kelomp_okny_a sendiri, dengan perkataan lain polist akan
menjalam profeswnahsam sesual dengan fungsxonalnya |

.. .- Kontroversx sﬂ\ap tersebut dapat sa}a d;pandano sebagai kekuatan positif,
untuk rﬁelaﬁan e}\ses-ekses mdw 1duahsme dan kolektmsme negara {pemenntah)
namun di lain pihak dapat memmbulkan oligarki monopolistis yang berbahaya
yang menguasal rasionalitas dalam membentuk semacam meritokrasi, sedangkan
lembaga kepolisian merupakan organisasi yang tumbuh dalam masyarakat untuk
membentuk konsensus untuk menghindari keretakan aturan moral yang berfungsi

membawa kohesi dalam masyarakat yang di dalamnya disiplin dapat dirasakan.

4.2.4. Otonomi Kepolisian

Organisasi kepolisian modern di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai
sejak jaman Hindia Belanda, menurut Oudang (1952): “polisi terorganisasi fahun
1620 dengan berdirinya Bailluw yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda,
karena di Kota Batavia sering terjadi pgzampokan, pencurian, dan penyerangan
yang dilakukan oleh warga masyarakat pribumi”. Pada mulanya pengorganisasian
polisi hanya untuk melindungi orang Belanda yang bekerja di Vereemigde Qost

Indische Compagnie (VOC) dan perusahaanmya. Ternyata, ketika VOC diambil

alih oleh bangsa Inggris tanggal 11 Februari 1814, Raffles justru melegitimasi
Bailluw melalui Verordening over de administratie de Justitie bij de gewestelijke
hoven op Java en de administratie der Politie, dan memberi kekuasaan lebih luas

sebagai: (1) officer magistraat yang melaksanakan perintah dari Collegie van
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Magistrature untuk menjaga ketertxban umum; (2) secara ex offisio menﬂrawaSI dan
memndak warg,a masyarakat yang men Oanggu ketentraman dan keamanan umum
- serta meny1d1k semua kej ahatan yano dztujukan pada pemermtah atau perorangan
. (3) dapat meiai\ukan tmdakan mxl;ter bila meng._,hadapl seranoan dari masyarakat;
{(4) mengawast tahanan di penjara; dan (5) mefaksanakan putusan pemidanaan. Hal
ini menunjukkan kecenderungan adanya kepentingan pemerintah (Hindia Belanda)
untuk menggunakan lc.epolisim; demt kelancaran kekuasaan.

Setelah prokiamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal
18 Agusius 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia {PPKI) membentuk
badan kepolisian yang kedudukannya berada di Kementerian Dalam Negeri,
sejenis dengan Dinas Polisi Umum (De Dienst der Algemene Politie) pada masa
Pemerintahan Hindia-Belanda. Seperangkat hukum untuk mengatur kepolisian
masih menggunakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda yaitu Her Herziene
Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44}, Kemudian tahun 1946
menjadi Jawatan Kepolisian Negara di bawah Perdana Menieri. Pada tahun 1948
polisi di bawah Presiden, selanjutnya tahlén 1949 berubah lagi di bawah Menteri

Pertahanan hingga berakhirnya negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada

tahun 1950 kedudukan polisi berubah lagi dipimpin oleh Perdana Menteri dengan

perantaraan Jaksa Agung, sedangkan administrasi dan organisasi dipertanggung-
jawabkan kepada Menteri Dalam Negeri. Tahun itu pula kedudukan polisi dirubah
lagi menjadi di bawah Menteri Pertahanan, dan sembilan tahun kemudian berubah

kedudukan menjadi Departemen Kepolisian dipimpin oleh Menteri Kepolisian.
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Kedudukan tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Kepolisian
Nomor 13 Tahun 1961, namun pada tahun 1982 kedudukan polisi berubah lagi
dengan lahirnya Ulldang-Ungiang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok
Pertahanan Negara, yang mana polisi merupakan salah satu unsur ABRI di bawah
naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan status itu diperkuat dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997.

Kelembagaan polisi itu tidak bisa dilepaskan dari eksistensi negara sebagai
suatu institusi. Dalam konteks tujuan negara yang dirumuskan Undang-Undang
Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta |
melaksanakan ketertiban dunia. Realisasi dari tujuan negara ini dimaksud memberi
perlindungan (protection) kepada rakyat adalah salah satu tugas polisi. Hal ini juga
tidak bisa dilepaskan dengan status negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum
(rechis-staar), dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, di mana pemerintahan
berdasar sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan
yang tidak terbatas). Sejalan hal itu Susesno (987) menyampaikan pandangannya
bahwa: “paham negara hukum mendasarkan kepada keyakinan, kekuasaan negara

harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil, serta hubungan antara yang

memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasar-
kan norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah”. Problem tentang
kelembagaan polisi juga menyangkut masalah administrasi negara. Mengacu pada

teori Tri Praja (7¥rias Polificay dari Mostesquiey (1748) yang merumuskan:
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“kekuasaan negara meliputi bidang legislatif, eksekuuf dan yudlkatlf’ di sisi lain

" menurut teori Catur Praja dan Van VoHenhoven (1934 104) “kekuasaan negara

s mehpun b1dang, pemermtahan (ba.stum) pohs1 (palztre) peradllan {rechispraak),

. dan membuat peraturan (} egelmg) Van Voilenhoven menempatkan regeling pada
urutan terakhir, dengan maksud untuk menunjukkan bahwa pestuur (eksekutif)
tidak semata-mata merupakan tindakan melaksanakan peraturan. Berkaitan dengan
kekuasaan negara tersebut, ’iug;zs polisi adalah melakukan pengawasan (conff'ol)
dan pemaksaaan (coerciot) terhadap kewajiban orang lain, dengan catatan bahwa
lebih dahulu harus ada peraturan undang-undangnya, sedangkan angkatan perang
dalam kaitan kekuasaan negara adalah untuk mempertahankan kedaulatan hegara. -
Ukuran keberhasilan tugas angkatan perang adalah bagaimana menghancurkan
musuh dengan membunub lawan, berbeda dengan polisi, ketika terpaksa harus
menembak pelanggar hukum tidak dimaksud agar pelanggar hukum mati, melain-
kan untuk ditahan dan dimintai keterangan. Dengan perkataan lain keberadaan
polisi adalah untuk memberi perlindungan kepada warga masyarakat.

Dari aspek sebagai organisasi birok;;zsi, polisi akan berusaha untuk mencari

jalan yang dianggap baik agar tugas organisasi dapat dilaksanakan dengan lancar.

Di tengah-tengah praktek politik, polisi tidak mungkin dapat mengharap bahwa

semua kebutuhan, keinginan dan prasyarat yang dikehendaki untuk melaksanakan
tugas tercukupi. Polist menghadapi praktek politik yang memungkinkan baginya
menghadapi masalah keberfthakan. Hal ini dimungkinkan karena, polisi berusaha

menggunakan cara untuk mengamankan organisasi, sehingga dalam keterbatasnya
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masih dianggap mampu melaksanakan tugas. Di sini timbullan nilai kooperatif
kepada setiap golongan yang dianggap dominan dan bisa mendukungnya. Faktor
sfrukturai yang mempehgamhi terjadi kelemahan dimensi personal polisi sangat
dimungkinkan karena faktor praktek politik. .

Pelacakan terhadap kelembagaan polisi yang dilakukan melalui wawancara
dengan tiga key informans senior polisi mendapat penjelasan bahwa, polisi selalu
berada dalam putaran arus politik yang menyertai praktek sistem pemerintahan.
Sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, Tahun 1957 ketika terjadi kemacetan
parlemen, muncul pergolakan di daerah yang berakibat meletusnya pemberontakan
PRRI/Permesta, kekuatan polisi dibutubkan untuk menghadapi- masalah tersebut.
Saat itu, Presiden cenderung meragukan Angkatan Darat karena sejak peralihan
kekuasaan di akhir tahun 1945 meskipun secara resmi Angkatan Darat menerima
asas keunggulan kekuasaan sipil namun Perwiranya beranggapan bahwa peranan
mereka di bidang politik sewaktu-waktu dipertukan. Dengan peristiwa tersebut,
mulai terjadi tarik-menarik kekuatan terhadap lembaga kepolisian, Suasana politik
itu melatar belakangi pelembagaan polisi.

Buchari (1995 : 52) menjelaskan tentang pelembagaan tersebut bahwa:

....lembaga yang tidak konsisten dengan dasar-dasar yang telah ditentukan

melaksanakan fungsinya, fidak mengaralikan pada pengalaman yaug bermar
(values systemr). Kondisi tersebut mempengaruhi pertumbuhan etos dan
karakteristik lembaga sehingga nilai yang diwariskan dari generasi ke
cenerasi {fextual values system) tidek terlembaga secara konsisten, bahkan
cenderung merusak tatanan yang sudah ada {formal}.
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Di sisi lain, integrasi polisi ke dalam ABRI vang terjadi pada tahun 1964
(Keputusan Presiden R.I Nomor 290 Tahun 1964, tanggal 12 November 1964),
mengikuti analisis semiotik Notosusanto (1984) vang menyatakan: “kelahiran
polisi di Indonesia adalah bersama-sama dengan tentara rakyat. Polisi pada masa
perang kemerdekaan berada di daerah kantong-kantong gerilya bersama dengan
rakyat mengamankan masyarakag di daerah perdesaan”. Hal ini dianggap fakta
sejarah kemudian digunakan sebagai landasan duntegrasikannya polisi dengan
angkatan perang. Mengacu pada teori kepentingan ideologi (the interet theory)
menurut Thompson (1983); pemikiran Notosusanto tersebut merupakan ide untuk
mewujudkan kepentingan suatu golongan untuk merelisasikan cita-cita politiknya.
Dyadikan pemikiran itu sebagai pijakan dalam rumusan Wawasan Nusantara yang
dianggap berpijak pada sistem sosial budaya Indonesia, namun apabila secara
faktual tidak terdapal lembaga-lembaga sosial yang mengatur tentang hal tersebut
dapat dikatakan buah pikiran itu bersifat ideologi. Hal ini bisa dicermati dengan
pikiran lain dari Awaloedin Djamin (1995) yang mengatakan, latar belakang dari
integrasi polist ke dalam angkatan perang disebabkan aparat bersenjata waktu itu
dimanfaatkan oleh partai politik untuk mendukung kegiatannya. Integrast tersebut

dimaksud untuk menghilangkan superioritas angkatan yang kemudian dipertegas

dengan menempatkan keempat aparat bersenjata dalam satu orgnisasi di bawah
Pangab, pada tanggal 24 Agustus 1957,
Integrasi polisi dalam ABRI mengarahkan keikuisertaannya dalam peran di

bidang sosial polittk. Hal ini dikonstruksikan oleh ideologi Dwi fungsi ABRI yang
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dianggap wajar dan benar. Selain mengurusi masalah pertahanan keamanan, polisi
dianggap berhak terlibat dalam urusan politik. Secara ideologi hal itu terstruktur
dalam sistem pemerintahan lewat penegasan hubungan antara keamanan ketertiban
masyarakat dan stabilitas politik dalam kohesi sosial budaya yang menjadi suatu
kemutlakan (doktrin). Ideologi Dwi fungsi ABRI, membuat polisi menjadi peserta
Orde Baru dalam kerangka sistem untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Soebijono dkk. (1993) menjelaskan, hal itu merupakan hasil kristalisasi proses
deduksi pengalaman sejarah ABRI yang melegitimasikan sebagai alat pertahanan
keamanan dan sosial politik. Secara konseptual terdapat kontradiksi dengan paham
nilai supremasi sipil. Supremasi sipil memandang angkatan perang maupun-polist
sebagai alat negara yang kedudukannya di bawah dan dikendalikan oleh sipil
(pemerintah). Militer berperan di bidang pertahanan, sedangkan polisi di bidang
keamanan, keduanya tidak berwenang terlibat dalam bidang sosial politik. Dengan
demikian dpat dikatakan bahwa, integrasi polisi ke dalam ABRI bukanlah tanpa
risiko. Kritlk yang disampaikan oleh berbag%i pihak mengkhawatirkan kelekatan
polisi pada angkatan perang membawa dampak terhadap lembaganya mengikuti
pola militer sehingga cara-cara bersikap dan bertindak juga menggunakan tata-cara

militer. Sejalan dengan hal itu, polisi terkesan oleh peran sebagai mation builder

atau school of nation lewat slogan seperti, ABRI sebagai pelopor, dinamisator dan
stabilisator pembangunan, atau sebagal patriot dan pejuang vang berasal dari

rakyat untuk rakyat.
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Kekhawatiran tersebut pada hakikatnya menyangkut orientasi personal dan

struktural dalam konteks pembinaan lembaga. Mengacu pada pemikiran Galtung

| (1992: 97) masalah itu berlangsung secara dialektik, yang pada dasar berkaitan
" dengan faktor-faktor:

.....tidak ada nilai, struktur, dan organisasi yang terpisah dari dan berdiri

sendiri-sendiri di atas individu yang bertindak untuk mencapai tujuan.

Dalam taraf yang berbeda-beda manusia mengalami hambatan struktural,

sebaliknya manusia juga’ menentukan tindakannya. Pembinaan lembaga

yang dilakukan melalui mekanisme secara terbuka dalam sistem sosial
yang terkontrol akan meneguhkan eksistensinya dalam tata-nilai, struktur,
maupun kebudayaan.

Dasar-dasar kepolisian dari suatu negara diwarnai oleh ciri-ciri khas dari
struktur pemerintah dan budaya dari masyarakatnya. Berbeda dengan kepolisian di
Indonesia dalam negara yang berbentuk kesatuan, organisasi kepolisian merupa-
kan satu kesatuan, karena itu disebut kepolisian nasional. Sebagaimana disebutkan
dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, pasal 5 ayat 2 bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesa merupakan

satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi Kepolisiaan. Dalam undang-undang

tersebut diatur beberapa ketentuan dasar yang menyangkut susunan organisasi.

Susunan organisasi dan tata kerja kepolisian disesuaikan dengan kepentingan tugas

den-wewenang yang-diatur-oleh-Menteri- Pertahanan Untuk-melaksanakan-tugas-
dan tanggungjawabnya, hal iftu mengandung implikasi negatif dan positif bagi
polisi. Berimplikasi negatif dalam arti posisi polisi tidak memiliki otoritas penub

dalam penegakan hukum. Berimplikasi positif, karena polisi mendapat dukungan
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__'ls.ekuatan dari angkatan perang daiam keadaan mendesak dan terpaksa untuk

: _-._'__keper.itmgan umum, pohm dapat rmnta bantuan dan menggunakan unsur militer
_umtuk keperluan tugas keamanan dan ketemban masyarakat mesklpun hal 1111 bisa
: berdampak necratif terhadap dm pohsl _ | |
| Dengan mempertimbangkan kedua sisi. imﬁlikasi tersebut sebagian besar
| : data dari hasil wawancara menu_njukkan keraguan dari implementasi posisi polisi.
- Sisi negatif itu menyolok dengan adanya pengendalian wewenang kepolisian. Dari
seorang Perwira di Polres Batam mempertanyakan tentang Pos Komando (Posko)
Kewaspadaan Nasional yang keberadaannya di kantor Komando Distrik Militer
yang hingga kini masih aktif. Menurut pendapatnya, keberadaan Posko tersebut
ﬁengaeaukau wewenang polisi, karena posko itu melakukan penyidikan perkara
dan memanggil orang.

Sisi negatif yang dapat ditemukan dari aspek kebijakan tersebut, khususnya
ketika di satu wilayah tugas yang sama, seorang Komandan Komando Distrik
Militer (Kodim) memiliki pangkat Iebih tin:ggi dari Kapolres, tidak segan-segan
Komandan Kodim ikut pula menentukan kebijakan dari polisi setempat yang harus
meryjuk kepada kebijakan Komandan Kodim. Responden Perwira dari Polres

Batam menjelaskan penyidikan terhadap seorang pengusaha vang melakukan

penyelondupan bawang ke Jakarta, urung dilakukan penahanannya karena tidak
disetujui Komandan Koren: sebagai atasan Komandan Kodim. Sisi negatif lainnya
yang sangat menonjol adalah pada bentuk pengalihan tahanan atau penangkapan.

Seorang Kapolsek di Kepulauan Riau menyebutkan bahwa, Satuan Polisi Perairan
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Polda Riau tidak berdaya melakukan penyidikan sebuah kasus penyelundupan,
karena di wilayah itu terdapat pangkalan dari TNI AL dengan kepala seorang
.Marse_kal Madya, yang merasa memiliki wewenang dalam penyidikan kasus-kasus
penyelundupan yang terjadi di daerah perairan Riau.

Di samping sist negatif, ada“ pula sist positif seperti dikemukakan oleh
Kapolres dari Banyuasin. Menurutnya, status polisi di ABRI banyak manfaatnya,
khususnya ketika pengerahan pasukan untuk menghadapi kasus-kasus kerusuhan
massa, posisi struktural ini sangat efekiif dan efisien, tinggal telepon satuan Kodim
di daerahnya mereka akan segera mengirimkan pasukan dan diperintahkan untuk

melakukan apapun lebih cepat dan tangkas daripada memerintah anggota polisi.

Kasus tersebut menggambarkan adanya kondisi di tiga lingkungan kepolisian "

daerah penelitian berupa hambatan bagi orientasi individu-individu polisi untuk
menyatakan gagasannya atau tujuan-tujuan sesuai dengan wewenangnya sendiri.
Gambaran faktual sejauhmana otonomi dikenali dalam tugas kepolisian
dapat dicermati, pertama dari aspek kinerja, yaitu sejaulmana sifat-sifat yang
menggambarkan kepribadian diri polisi dikenali dan dijalankan; kedua aspek

memtliki, yaitu: sejauhmana pengembangan sumberdaya digunakan secara efektif

untuk kepentingan tugas. Dari wawancara dengan tiga key-informans senior polisi
& s 5

menjelaskan bahwa, melaksanakan tugas kepolisian sebenamya tidaklah berat,
namun menjaga kepribadian polisi tidak semudah menghafal etikanya. Menurut
mereka kepribadian polisi yang perlu dijaga adalah bekerja secara independen,

mencintai kemanusiaan, dan memberatas kejahatan. Berkaitan dengan kepribadian




polisi tersebut dalam praktek ditemukan pernyataan dari Kapolres, Kasat Intelpam
dan Kasat Serse Polres di wilayah penelitian bahwa, dalam melaksanakan tugas
penegakan hukum, polisi juga dibebani tugas lain yang dinilainya kurang relevan,
yaitu tugas seperti keterlibatan dalam kampanye program keluarga berencana,
imunisasi, koperasi, pemilu juga melakukan penangkapan tokoh politik, rekayasa
tragedi poltik, pengkambinghitgman kasus di luar prosedur hukum yang dilakukan
oleh oknum tertentu, mengkaburkan tindak pidana yang dianggap sebagai kasus
politik karena dilakukan oleh orang tertentu dan mengaburkan tindak pidana yang
dranggap sebagai kasus ekonomi.

Di sisi yang lain, dalam peiaksa'maan tugas polisi ditemukan hambatan yang
menggangu fungsionalisasinya terutama dalam hal penegakan hukum. Temuan itu
dikonfirmasikan dengan anggota polisi di tiga wilayah penelitian tentang adanya
intervensi dari lembaga-lembaga di luar cominal justice system pada anggota polisi
(Tamtama, Bintara, dan Perwira) terutama yang bertugas di kesatuan Polsek dan
Polres menyampaikan keluhannya tentangﬁadanya intervensi tersebut. Lembaga
yang dikatakan sering mengikutcampuri urusan penyidikan ialah Angkatan Darat
dan elit birokrasi pada daerah setempat. Menghadapi masalah ini, sikap responder

adalah membiarkan, menurut mereka sangat sulit bagi polisi untuk menghalang;

campur-tangan urusan penyidikan tersebut sebab jika ditolak sering terjadi salah
pabam yang berlanjut dengan timbuinya gangguan fisik terhadap petugas polisi

yang sedang bekerja di lapangan. Apalagi ada pandangan : “Polisi anak bungsu
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atau anak bawang, Angkatan Darat saudara tua”, hal ini melukiskan relasi timpang
posisi polisi dalam tubueh ABRL

Permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, pemilahan masalah dengan
masalah vang lain atas dasar fakta-fakta yang ditemukan di lapangan bisa ditarik
benang merah bahwa yang menjadi masalah utama adalah “praktek politik yang
sangat dominan dalam membangun kelompok konfigurasi pemerintah”. Adanya
pernyataan bahwa polisi jarang menikmati sumber kekuasaan yang memungkinkan
bagi mereka untuk memaksakan ketentuan yang dibuat tentang suatu hubungan
relasional mengesankan bahwa profesionalisme dan kinerja polisi menurut definisi
dalam kepustakaan merupakan suatu fenomena yang pelik dalam penerapannya.
Pemaksaan ketentuan yang dibuat sendiri itu hanya akan berha.srilu apabila suatu
Jjenis pekerjaan merupakan suatu kelas atau kelompok dominan yang menguasai
sumber~sumber kekuasaan yang luas, dan bila klien terhadap suatu jenis pekerjaan
mempunyai tuntutan besar, heterogen dan terpecah-pecah. Sisi tersebut sebenarnya
telah muncul dalam masyarakat, namun ada kecenderungan digunakan oleh polisi
sebagai pembenaran untuk menghadapi tekénan terhadap kelembagaannya, bukan

dikembangkan secara sungguh-sungguh vniunk memperbaiki diri.

Di sisi yang lain, apabila elite mendiktekan cara bagaimana kebutuhan itu

harus diperhatikan, bagi polisi hal itu tidak merasa harus dipenuhi atau diatast.
Dalam menanggapi masalah adanya intervensi suatu lembaga ke otoritas pekerjaan
polisi justru digunakan sebagal sumber kekuasaan uniuk mempermudah dirinya

dalam melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dibenarnya secara normatif. Hal
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ini ditunjukkan oleh kelembagaan bottom up financial support secara kompromis
-diia_kukan_secara kerja sama antara bawahan dengan pimpinan di setiap kesatuan.

Bentuk kelemahan lain ialah ketidakmampuan polisi menjaga fungsi-
01;a1iéasi lembaganya atas adanya intervens.i dari instansi lain dalam masalah
hukum. Responder Perwira di Poltabes Palembang menyatakan bahwa, intervenst
dari militer terutama dari keterlibatan anggotanya dalam tindak pidana. Seorang
anggota regserse di Polda Riau mengungkapkan adanya kerancuan wewenang
dalam penyelidikan tindak pidana dengan instansi lain. Kerancuan wewenang itu
dapat dikenali dari akibatnya, warga masyarakat cenderung melaporkan urusan
pidana ke Komando Rayon Militer atau Bintara Pembina Desa.

Tindakan intervensi dari angkatan lain tidak selalu dalam wujud tindakan
nyata. Melalui telepon dari seorang pejabat sudah mengindikasikan bahwa, sesuatu
kasus yang ditangani tidak perlu lagi diselesaikan sesuai prosedur secara tuntas. Di
Polda Riau, seorang Perwira dari satuan reserse menyatakan bahwa memo “harap
dibantu” yang diberikan atasan sudah cukup menandakan adanya intervens: dari

a
pejabat lain atas suatu kasus yang sedang diselesaikan oleh polisi. Selain itu memo

serupa tidak jarang justra dari intervensi atasannya sendiri.

Kasus-kasus tersebut menggambarkan kondisi di dalam lembaga kepolisian

vang belum mampu menjaga identitas kelembagaannya, menjadi hambatan bagi
orientasi polisi untuk menyatakan gagasannya sendiri. Penyimpangan lain adalah
menyangkut penyimpangan terhadap perundang-undangannya sendiri. Responden

Perwira dari reserse di Poltabes Palembang, mengungkapkan adanya perlakuan




diskriminasi pada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota polisi.
Responden itu membandingkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perwira
polis.i_tidak bisa ditindak secara pidana, hanya mendapat teguran atau hukuman
administratif saja, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Tamtama atau
Bintara selalu diakhiri dengan pemecatan. Di sisi lain, polisi yang pada dasarnya
adalah warga sipil dik.enakanﬁukum militer. Dalam hal ini, pelanggaran vang
dilakukan oleh anggota polisi, penanganannya sering disertai dengan perilaku
overacting dari aparat angkatan lain, Terdapat dua jenis tindakan overacting dari
angkatan lain terhadap anggota polisi. Jenis yang pertama dialami oleh para
anggota yang berurusan dengan POM ABRI, mengalami kasus seperti itu, istilah
“dicinakan” cukup menjengkelkan bagi aparat kepolisian, yang menggambarkan
terkena pemerasan oleh aparat lain. Tindakan overacting lainnya berlangsung di
lapangan, responden tersebut bahwa dirinya dan anak-buahnya berkali-kali harus
~menahan diri atas pelanggaran lalu-lintas secara terang-terangan oleh beberapa
anggota militer di keramaian umum. .

Data tentang intervensi tersebut ditemukan secara merata pada seluruh

daerah sampel. Sebagian merupakan tindakan overacting aparat lain, dan sebagian

yang lain merupakan kerancuan sistemik, seperti penyidikan penyelundupan, dan

lain-lain merupakan dampak posisi wnder-dog dalam relasi aniar lembaga,
misalnya pada kasus telepon dari seorang pejabat, dan memo harap dibantu. Data

tersebut memberikan indikasi, bahwa: (1) terdapat kerancuan wewenang pada
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beberapa urusan; (2) terdapat relasi yang tidak seimbang dalam hubungan antar
lembaga; dan (3) terdapat tindakan overacting dari aparat angkatan lain.

Di antara masalah yang dihadapi polisi, antara lain menyangkut persoalan
anggaran belanja rutin. Kelancaran kerja dari sebuah organisasi sangat tergantung
pada tercukupinya dana pembinaan dan operasional. Pada sebuah organisasi
profesi non-profit, syarat kecz}kupan peralatan tugas masih ditambah dengan
persyaratan sumber dana, yakni tersedianya dana yang dialokasikan untuk kegiatan
sebagal konsekuensi atas kerja yang dilakukan. Ketersediaan dana merupakan
konsekuensi dari sasaran atau misi kerja vang dibebankan kepada organisasi.
Dalam penelitian, untuk mendapat data sekunder tentang anggaran rutin polisi di
ketiga wilayah peneﬁtian tidak diperoleh, dengan alasan hal itu adalah merupakan
rahasia negara karena menyangkut kegiatan operasional suatu angkatan termasuk
polisi. Ditemukan dari Buku Polri Dalam Angka 1993/1994 bahwa penggunaan
dana adalah untuk mengatasi pengeluaran rutin, di samping dana pembangunan
serta dana vang berasal dari SIM, STNK cian BPKB vang jumlahnya jauh lebih
kecil dari persentase pendapatan yang berhasil dikumpulkan oleh polisi. Dengan
demikian kegiatan yang dilakukan polisi cenderung lebih bersifat nutin daripada

inovasi, sebagai akibat kurang tersedia ruang bagi proses inovasi kelembagaan.

Meskipun dana operasi kurang, namun polisi yang mengidentifikasikan diri
sebagai pairiot bhayangkara yang tidak mengenal menyerah dalam fugas, berbagai
tugas baik di bidang reserse, intelpam, lalu-lantas, sabhara ataupun bimmas tetap

berjalan. Gedung-gedung markas kepolisian tetap dibangun dan perlengkapannya
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tetap dicukupi. Ironinya tamu-tamu dari pusat pun tetap dilayani dengan servis
istimewa sebagaimana layaknya seorang petinggi. Dari pengamatan itu diketahui
bahwa, solusi yang ditempuh polisi adalah dengan melakukan konsep kemitraan
dan partisipasi. Secara umum konsep kemitraan dimaksud sebagai hubungan dua
pihak dalam satu kesetaraan, yaitu saling menguntungkan. Dart wawancara di
Polres Pekanbaru diketahui bahwa di samping makna yang sebenarnya, mitra bagi
polisi adalah masyarakat, terutar;ia para pengusaha atau badan usaha, memberikan
bantuan kepada polisi. Bantuan itu digunakan dengan alasan baik untuk pengadaan
sarana dan prasarana maupun untuk kegiatan operasional. Pendekatan kemitraan
dalam kegiatan sehari-hart tampak juga dari kegiatan patroli Sabhara, sebagaimana
dikatakan oleh seorang responden Perwira dari Polres Batam.

Gambaran lain yang diungkap adalah, di tiga kesatuan polisi penelitian bila
kedatangan tamu dari pusat, para tamu akan mendapat fasilitas kendaraan lengkap
dengan sopir selama berkunjung di daerah tersebut. Kendaraan ini bukan milik
dinas Polda atau Polres, tetapi kendaraan i adalah pinjaman dari dealer-dealer
kendaraan. Peminjaman itu bukan dengan n:enyewa atau membayar tunai ataupun

juga mengangsur, melainkan merupakan balas jasa dari dealer kepada polisi ketika

dealer menghadapi masalah yang berkaitan dengan kepolisian. Hal semacam il

merupakan kelaziman, setiap kali ada tamu yang mermerlukan fasilitas kendaraan.
Hal serupa dari sejumlah informasi yang diperoleh juga menyangkut penyediaan

fasilitas penginapan, seringkali dengan menyediakan hotel berbintang kepada para
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tamu plus makan-makan di restoran, bahkan hiburan di tempat karaoke termasuk

- bermain golf bagi tamu yang hoby dengan permainan tersebut.

Sumber lain untuk mengatasi kesulitan dana operasional adalah sumbangan

dari masyarakat yang puntya mata pencaharian dengan melanggar peraturan atau - L

perundang-undangan, adalah dari perjudian, pelacuran, penyelundup, taksi gelap,
rentenir, dan lain-lain. Beberapa renponden Tamtama dan Bintara di Polres Batam
yang diwawancarai menjelaskan bahwa, bagi anggota polisi yang baru saja pindah
dari lain daerah, sebelum mendapat rumah dinas mereka tinggal di Hotel atau
dikontrakan oleh warga masyarakat. Pemberian int menurut keterangan responden
sebagai ungkapan tulus atas rasa terima kasih masyarakat. Dari hasil wawancara
dengan responden anggota reserse Polsek Batam Timur menyatakan sebaliknya,
pemberian itu karena permintaan yang memaksa dari polisi baik secara verbal
maupun non-verbal. Bentuk pemaksaan non-verbal adalah polisi akan mempersulit
urusan mereka apabila tidak memberikan partisipasinya. Hal itu mengarahkan
pada kesimpulan bahwa cara untuk mengatasi alasan keterbatasan anggaran di tiga
wilayah penelitian menunjukkan tingkat' kemandirian yang cukup tinggi, namun

tidak sepenuhnya sejalan mengikuti etika profesi. Itulah bentuk-bentuk pungutan

liar yang dikemas dalam kensep eufemistik, yaitu kemitraan. Hal ini berpengaruh

besar pada persepsi masyarakat tentang hukum dan penegakannya.
Pembahasan selanjunya adalah pengertian tentang organisasi yang paling
umum diterima sebagai kumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai fujuan

yang sama. Individu menjadi anggota organisasi dengan dua asumsi alasan. Alasan
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pertama ialah individu memiliki kepercayaan bahwa tujuan pribadinya terpenuhi
dengan menjadi anggota organisasi; alasan kedua, individu memiliki tujuan yang
sama dengan tujuan organisasi, atau setidak-tidaknya dapat mentolerir perbedaan
prinsip antara tujuan pribadinya dengan tujuan organisasi. Kelengkapan organisasi
vang terdiri atas strukiur, rencana kerja, dan deskripsi jabatan yéng dibuat sebagai
penjabaran proses pencapaian tujuan organisasi, setiap anggota bekerja mengacu
pada kelengkapan formal tersebl,.it. Faktor yang mendorong aktivitas kerja sehari-
hari adalah motivasi atau kebutuhan pribadi. Dalam kerangka im terlihat adanya
interaksi antara dua realitas sosial, yaitu individu-individu anggota organisasi dan
kelengkapan organisasi. Kelengkapan formal adalah sebagai acuan dari tindakan
individu, sedangkan pribadi adalah bertindak sebagai pendorong tindakan. Aspek’
berikutnya yang perlu diperhatikan dalam organisasi adalah interaksi sosial di
dalam kehidupan sehari-hari organisasi. Perilaku organisast itu bukan semata-mata
kumpulan perilaku individu yang terlepas dalam menjalankan tugas. Keberhasilan
organisasi bukan semata-mata ditentukan olsh jelasnya sasaran yang dituju, dan
~
didukung oleh besarnya insentif yang diberikan kepada individu. Kondusif atau
tidaknya hubungan sosial di dalam organisasi, yaitu iklin hubungan anggota

dengan anggota lain baik dalam batasan hubungan pribadi maupun dalam interaksi

kerja, merupakan konteks yang sangat penting bagi individu untuk berkarya.
Gambaran tentang perilalan organisasi polisi dari aspek perilaku individu
tampak dari muatan pekerjaan {comtent of occupation) dan muatan organisasi

(organizational contect). Komponen perilaku akan tampak dalam kaitan dengan
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profesionalisme dan kinerja polisi. Sebuah lembaga sulit memiliki kemampuan
dan kinerja yang baik tanpa dibekali kelengkapan dasar yang baik pula. Lembaga
yang tidak memiliki kelengkapan dasar yang baik dapat diibaratkan tubuh yang
kurang kelengkapan, kekurangan gizi dan nutrisi sebagal energi penggerak.
Akibatnya, sulit diharapkan munculnya kemampuan kinerja yang baik. Analogi
yang serupa berlaku pula bagi 1611_1baga kepolisian.

Kaitan langsung antara jumlah kekuatan polisi dengan otonomi kepolisian,
sulit dinyatakan dalam jumlah tertentu dari kekuatan personel yang berpengaruh
terhadap tingkat profesionalisme dan kinerja. Jumlah personel yang terlalu kecil
dibandingkan dengan rasio standar tentu berpengaruh bagi kinerja lembaga. Rasio
standar polisi dan penduduk, pada umumnya mengacu pada standar Perhimpunan
Bangsa-Bangsa (PBB) yakni 1 : 400. Rasio itu merupakan hasil observasi atas
keadaan di berbagai negara dan disimpulkan bahwa, perbandingan ideal dari tugas
kepolisian adalah seorang polisi dapat mengurus dan bertanggungjawab atas 400
orang penduduk. Rasio ini tentu masih bisa cziperdebatkan, dengan melihat aspek
geografi, kondisi sosio-kultural, dan sebagainya. Angka tersebut paling tida!; bisa
digunakan sebagai patokan untuk melihat perbandingan jumlah polisi penduduk

antar negara. Jumlah yang jauh di bawah rasio standar dengan demikian diasumsi-

kan berpengaruh secara signifikan bagi tingkat profesionalisme dan kinerja.
Relasi tidak langsung antara rasio polisi dan jumlah penduduk, misalnya,
tampak dari perbandingan rasio polisi penduduk diberbagai negara. Jepang misal-

nya memiliki angka rasio 1: 563, sedikit di bawah rasio standar PBB. Angka di
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Jepang itu jauh lebih kecil jika d;bandmgkan dengan rasio di Malaysia (1 : 249)

serta Muanﬂthas (1: 228) (Polisi dalam angka, 1997-1998), Namun demikian,

o tingkat profesxonal dan kmerja polisi Jepang tergolong paling baik dibandingkan

pohsx—pohm di berbag._,ai negara ch duma Bahkan di Jepang, pohsx tergolong salah
satu profesi yang terhormai dan disegani di masyarakat.

Bagaimana dengan Indonesia, yang memiliki rasio penduduk polisi yang
jauh di bawah standar PBB? Da;ri data vyang berhasil dikumpulkan diperoleh
keterangan bahwa rasio polisi penduduk di Indonesia berada pada kisaran 1: 750.
Dari tiga wilayah yang diteliti, angka tersebut berada antara 1 : 516 (Jakarta Raya),
1: 1.250 (Sumatera Selatan), dan 1: 1.250 (Riau). Data mengenai rasic polisi
penduduk tersebut memiliki unsur kesetaraan dengan kinerja polisi di bidang
keamanan yang terlihat dalam data mengenai tingkat rasa tidak aman masyarakat.
Dari indikator jumlah tindak pidana yang terjadi di tiga Polda daerah penelitian,
diperoleh perbedaan tingkat rasa aman, yaitu bahwa di Jakarta yang memiliki rasio
polisi penduduk terkecil merupakan daerah yang memiliki rasa tidak aman paling
tinggi, sedangkan di Sumatera Selatan yang ri§emi1iki rasio polisi penduduk sama

dengan di Riau merupakan daerah yang memiliki tingkat rasa aman cukup tinggt.

Data mengenai tingkat rasa aman dan tidak aman menarik jika disilangkan

dengan data rasio luas wilayah kepolisian, yang menunjukkan angka sebagai
berikut, Rian (1 : 24,19), Sumatera Selatan (1 : 17,13), Jakarta Raya (1 © 1,98).
Propinsi Riau yang menmiliki rasio wilayah kepolisian terbesar meskipun sebagian

terdiri dari perairan, memiliki angka rasa tidak aman cukup rendah, sedangkan
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Sumatera Selatan yang memiliki rasio wilayah kepolisian di bawah Riau memiliki
angka rasa tidak aman cukup tinggi, sedangkan Jakaria yang memiliki rasio
- ‘wilayah kepolisian paling kecil memiliki rasa tidak aman paling tinggi, seperti data
yang dicatat d.i.pusat kendali operasi masing-masing Polda di wilayah penelitian.
Catatan yang perlu dicermati untuk wilayah Riau dan Sumatera Selatan,
dengan rasio polisi penduduk dan polisi wilayah tergolong tinggi, namun wilayah
Riau dan Sumatera Selatan memiliki tingkat rasa aman tergolong rendah. Hal im
bisa dijelaskan, melihat wilayah Riau sebagal suatu propinsi yang berkembang
amat pesat sebagai kota industri, sekaligus mencerminkan tingkat kritisisme warga
masyarakat, namun karena geografi perairan yang dikenal dengan sebutan seribu
pulau ikut menolong rendahnya kejadian tindak pidana di wilayah daratan. Dengan
kondisi rasa aman yang sama dengan di Riau, di Sumatera Selatan menunjukkan
masih kuatnya adat istiadat berfungsi cukup efektif sebagai kohesi sosial dan
perekat rasa aman warga masyarakat. Dengan perkataan lain, fakta menunjukkan
bahwa alasan keterbatasan rasio polisi penduduk cenderung dikonstruksikan secara
negatif agar memunculkan pola respons ya.ng negatif pula dan pada gilirannya,
respon itu akan memuncutkan kinerja polist yang kurang baik di mata masyarakat.

Dart data kuantitatif yang tersedia mengenai kekuatan pendukung siskam-

swakarsa, sebenarnya bisa dikatakan bahwa langkah vang telah dilakukan polist
untuk mengembangkan sistem keamanan vang berbasis pada kemampuan
masyarakat sudah cukup baik. Dalam buku Polisi dalam Angka dan Gambar tahun

1997 misalnya tertulis bahwa, terdapat 584.787 orang anggota Kamra, 150.974




Satuan Pengaman, 422.822 Pos Keamanan_Lingkungan. Me}ihat_éngka tersebut
'dapét di:katakan bahwa daya_d_ukgng.k.ei.}olisian untuk m_eméliha_ra l_;:gamanan dan

ketemban masyarakat sésqngguh_nsr_a éu&up Besar. Namun dari 31511am _Beéémya
.f.aﬁgka.itu.pe.rlu dicermati dengan .si.kap_ kﬁ:t'is. Kritisisme itu diiiha; .déri dua sisi;
pertama, kemungkinan terjadi. manipulasi data; kedua, angka tefsebut faktual
namun tidak cukup efektif secara fungsional.

Tinjauan lain adalah menyangkut masalah kesejahteraan polisi, Sullivan
(dalam Bachtiar, 1988), pakar kepolisian dan kriminolog, mengemukakan bahwa
salah satu kriteria polisi yang profesional ialah mendapat gaji yang baik (well
salary) atau tingkat kesejahteraan yang cukup. Denganbeban kerja yang berat dan
tantangan serta risiko yang besar, profesi polisi memang pantas mendapatkan gaji
yang layak dan tergolong tinggi di antara profesi-profesi lain di masyarakat. Di
berbagai negara tertentu gaji polisi disetarakan dengan gaji pegawai keuangan.
Negara-negara tersebut memang memberikan penghargaan cukup tinggi terhadap
profesi polisi. Profest polisi sebagai pene%ak hukum jalanan memiliki wewenang
vang cukup besar dalam proses penegakan hukum dan ketertiban. Hal ini berarti
bahwa polisi memiliki kesempatan cukup tinggi untuk melakukan pelanggaran dan

penyelewengan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Salah satu cara untuk

mengurangi kemungkinan pelanggaran dan penyelewengan hukum oleh polisi
adalah dengan memberi gaji dan kesejahteraan vang layak.
Profil kesejahteraan anggota polisi itu dapat dilihat dari sejumlah indikator,

antara lain jumlah gaji, status tempat tinggal, dan pekerjaan istri. Jumlah gaji yang
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merupakan komponen penting tingkat kesejahteraan secara pokok berkaitan
dengan penghargaan terhadap profesi polisi di Indonesia. Sementara status tempat
tinggai dan pekerjaan istri merupakan komponen pelengkap untuk melihat tingkat
kesejahteraan anggota polisi. Secara umum, gaji pokok anggota polisi kurang lebih
setara dengan gaji pokok yang diterima oleh pegawai negeri sipil (PNS) dengan
tingkat kesetaraan sebagai berikut: Tamtama setara dengan pegawai golongan I,
Bintara setara dengan golongan II, Perwira Pertama setara dengan golongan III,
Perwira Menengah dan Tinggi setara dengan golongan 1V. Perbedaan terdapat
dalam hal adanya komponen lauk pauk serta tunjangan jabatan/struktural, yang
berbeda menurut masing-masing kedudukan. Problem kecilnya gaji baik di dalam
struktur birokrasi maupun kepolisian selama inildianggap sebagai salah satu titik
lemah yang membuat tinggi kerawanan terhadap munculnya penyalahgunaan
wewenang maupun korupsi.

Bila dicermati, misalnya gaji yang diterima oleh seorang Bintara yang
baru lulus menurut Surat Edaran Dirjen .'Renumgar Dephankam merujuk pada
Surat Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Nomor S1055/A/333/0397 tanggal

12 Maret 1997, dari dokumen tersebut seorang Bintara baru berpangkat sersan dua

dengan masa kerja O tahun. Selanjutnya, perwira pertama berpangkat Letnan dua

dengan masa kerja 0 tahun menerima gaji Rp 257.600,00 sedangkan gaji tertinggi
Perwira Pertama ber-pangkat Kapten dengan masa kerja 32 tahun mendapat -gaji

Rp 596.500,00 menerima gaji pokok Rp 190.000,00. Sedangkan gaji tertinggi
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seorang Bintara berpangkat Pembantu Letnan yang telah berdinas pada masa kerja
| ke 29 (dua puluh sembilan) menerima penghasilan sebanyak Rp 438,100,00.

- Melihat gaji yang di_terima polisi mena_fik _nnfuk..di}ihat -_pe_rbandingannya
_"'d.engan gaji yang diterima profesi iain- Dari data. yang tersédia di berbagai ﬁegara
'dike.tahui bahwa gaji yang diterima polisi tergolong memiliki peringkat tertinggt
jika dibandingkan profesi lain (Bachtiar, 1994). Jika diperbandingkan dengan gaji
yang diterima pegawai kevangan/perbankan yang dikenal di seluruh duma selalu
menerima gaji tertinggi misalnya, maka gaji polisi di sejumlah negara umumnya
tetap lebih tinggi. Keadaan di Indonesia jauh berbeda. Kondisi gaji yang rendah
merupakan salah satu faktor penyebab sulitnya polisi mewujudkan profesionalisme
dan kinerja yang baik. Sebab, tanpa adanya jaminan penghasilan yang mencukupi
sulit bagi anggota polisi untuk memusatkan energi dan kemampuannya semata
untuk kepentingan pelaksanaan tugas. Bahkan faktor rendahnya penghasilan polisi
diduga merupakan salah satu penyebab tingginya angka tindakan penyimpangan
dan pelanggaran hukum. Dari informasi yanﬁg diperoleh dari responden, ditemukan
hal yang menarik, dari kalangan polisi sen;iiri tidak banyak diperoleh keterangan
yang menyebutkan bahwa keciinya gaji merupakan sumber persoalan. Sementara,

banyak informasi yang menyatakan bahwa rendahnya gaji polisi merupakan salah

satu faktor penting penyebab tingginya pungutan Har, komersialisasi keamanan,
dan sebagainya. Selain gaji yang rendah, kurangnya kesejahteraan juga dilihat dari
status tempat tinggal anggota polisi. Pemilikan rumah tinggal merupakan salah

satu faktor yang memiliki pengaruh penting bagi terbentuknya ketenangan bekerja.
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-+ Temuan itu secara umum disokong oieh'keterangan yang dikumpulkan dari
hasﬂ wawancara. Dari responder polisi. ményatakan ‘bahwa rendahnya tingkat

L ﬂ_keséjahteraan polisi merupakan salah sa_ﬁ;_ s:ebab_ iexjadi_nya berba_gai keadaan yang

_tid:aﬁi._'diiﬁginkéﬁ -fﬁéSY?Fékat, baik hal itu berupa pelaksanaan pekerjaan yang tidak

' ':'me'muaskan, m.aupun upaya po.Iisi mencari pendapatan sarﬁpingan baik secara sah
.maupun tidak sah. Yang menarik, dengan mempertanyakan aspek moralitas polisi
khususnya diperbandingan dengan sejumlah profesi yang juga menuliki tingkat

| penghasiian rendah seperti guru dan perawat. Dengan perkataan lain, gaji kecil
tidak otomatis memunculkan perilaku menyimpang, namun dianggap memiliki
kecenderungan bisa menimbulkan ekses negatif yang merugikan bagi tercapainya
kinerja yang baik dan benar. Sangat dimungkinkan kondisi itu digunakan sebagai
alasan untuk menunjukkan kemandirian karena kesejahteraan yang kurang.

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian menunjukkan bahwa,
tingkat kesejahteraan anggota polisi di tiga wilayah penelitian adalah tergolong
cukup, meskipun ada sebagaian kecil mampji memiliki materi yang cukup tinggi.
Sementara itu data kualitatif mengarahkan kepada pertimbangan bahwa, apakah
tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung memiliki pengaruh negatif terhadap

perilaku, dan dengan tingkat kesejahteraan rendah yang cenderung berpengaruh

negatif terhadap perilaku kerja. Jika demikian sulit diharapkan hadirnya lembaga
kepolisian memiliki profesionalisme dan kinerja tinggi., bila rendahnya tingkat
kesejahteraan ini secara hipotetik dapat dinyatakan sebagai salah satu penyebab

tingginya angka pelanggaran hukum di dalam organisasi kepolisian.
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Informasi yang dikumpulkan dari kalangan Bintara dan Tamtama dapat
disimpulkan bahwa tingkat pelanggaran hukum tinggi, di tengah kebutuhan hidup
dan pemenuhan keperluan sosial ekonomi yang terus meningkat, rendahrya tingkat
k_ese}ahteraan polisi berpotensi munculnya pelanggaran hukum semakin besar. Hal
ini didukung oleh data tentang pengaruh kesejahteraan, moral dan tekanan hidup
sehari-hari merupakan pendorong besar tefjadinya penyimpangan dalam organisas
polisi. Dengan demikian sangat dimungkinkan adanya hubungan antara tingginya
angka pelanggaran hukum di suatu daerah dengan rendahnya citra polisi di daerah
setempat. Seperti di daerah Riau, Sumatera Selatan dan Jakarta angka pelanggaran
hukum bersifat paralel dengan rendahnya citra polisi di daerah tersebut.

Ketersediaan perlengkapan dan keuangan bagi polisi merupakan salah satu
syarat penting untuk kelancaran operasional sebuah organisasi. Apalagi dalam
sistem sosial yang semakin kompleks serta dalam konfigurasi kejahatan semakin
bervariasi dan sophisticated, maka kebutuhan mengenai ketersediaan perlengkapan
kerja serta keuangan menjadi semakin penting artinya. Dari segi perlengkapan
kerja polisi, data yang berhasil dikumpulk-an dalam penelitian ini menghasilkan
dua kesimpulan; pertama, sejumlah besar perlengkapan polisi tidak berada dalam

kondisi baik melainkan dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat. Kedua,

keterbatasan perlengkapan sebagai sarana kerja berada dalam peringkat sedang.
Sementara itu dari segi keuangan, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan dasar
polisi di bidang kenangan bisa dikategorikan rendah; dalam arti pos dana rutin

yang tersedia tidak memungkinkan untuk mendanai pengembangan organisasi,
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dana pembangunan berjumlah sangat kecil, demikian pula dana operasional tidak
memberi kelonggaran kepada satuan di wilayah untuk mengembangkan operasi
_' féﬁg sesual dengan tuntutan di lapangan.

’Keterbatasan periengicapan dan keuangaﬁ poii;si, memaksa lembaga itu
untuk mengembangkan stratagi pemenuhan kebutuhan yang lazim disebut sebagal
Qperasi 86. Operasi ini biasanya dilakukan terhadap warga masyarakat, khususnya
yang berasal dari komunitas bisnis. Hal ini patut dicermati sebab cara itu ditempuh
bukan dalam arti kerjasama antar-pihak yang berlangsung dalam relasi bersifat
setara dan sukarela, melainkan dalam relast kekuasaan yang mengandung unsur
paksaan. Sebalik;zya imbal balik dari pi}lak luar lazimnya menghendaki perlakuan
khusus yang mengarah pada tindakan diskriminatif dalam penyelesaian persoalan
yang berkaitan dengan hukum dan penerapannya. Dengan perkataan lain, cara itu
positif usaha mengatasi kemandirian polisi, namun di sisi lain berakibat lemahnya
ketegasan polisi dalam penegakan hukum,

Distribusi kesejahteraan antara keaangkatan dalam hirarkhi polist kurang
proporsional. Tingkat kesejahteraan Tamtama dan Bintara di wilayah penelitian
dapat dikatakan rendah dibandingkan dengan rata-rata kesejahteraan Perwira. Hal

ini dilihat dari indikasi pemilikan rumah yang rata-rata menyewa. Dari wawancara

dengan responden Tamtama dan Bintara, serta pengamatan rumah mereka menun-
jukkan bahwa terdapat kecenderungan tingkat kesejahteraan mempunyai pengaruh
cukup buruk terhadap perilaku polisi. Mereka menyatakan, tingkat kesejahteraan

golongannya yang rendah mempakan.penyebab penyimpangan tugas di lapangan.
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Deskripsi masing-masing varabel penelitian dari perhitungan statistik
o -.m_enu_njukkan hasil sebagat berikut:

| 1) Aktualisasi Nillai __(Xi) . berdasarkan _'_iogika, estetika, dan etika kepo-
lisian dari hasil perhitungén median dan s’téndar c.ievi.asi menunjukkan skor Md
{29,13) dan Smd (10,21), berada pada klasifikasi lemah (26 - 35). Int berarti
aktualisasi nilai termasuk pada kategort kurang. Kekurangan tersebut terutama
menyangkut: pemahaman terhadap arti nilai otonomi.

2) Moralitas Tri Brata (X2) : berdasarkan keteraturan tindakan polisi,
otoritas yang digunakan, kepentingan kolektif dan keterikatan pada kelompok, dari
hasil perhitungan median dan standar deviasi menunjukkan skor Md (26,17) dan
Smd (10,48), yang berada di luar klasifikasi penafsiran Ini berarti bahwa moralitas
T Brata termasuk kategon kurang. Kekurangan tersebut terutama menyangkut:
pada ketaatan pada aturan dan ketepatan putusan dan cara bertindak.

3) Profesionalisme polisi (Z1) : berdasarkan jati din, mtelektual, sikap
kerja dan orientasi kerja, dari hasil perhitungan median dan standar deviasi
menunjukkan skor Md (27,24) dan Smd (10,11), berada pada klasifikasi rendah
(27-36). Hal in1 berartt bahwa profesionalisme polisi termasuk kategori kurang.

Kekurangan tersebut terutama menyangkut: keselarasan tindakan dengan beban

pekerjaan dan tingkat keterampilan memecahkan persoalan.
4y Kinerja polisi (Z2) : berdasarkan bentuk pelayanan, tata-cara kerja,
peralatan, penerapan hukum, penerapan layanan dan usaha perbaikan, dari hasil

perhitungan median dan standar deviasi menunjukkan skor Md (26,13) dan Smd
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(1 1,29), yang berada pada klasifikasi rendah {20 - 29). Ini berarti bahwa kinerja
'.po_lisi termasuk kategori kurang. Kekurangan tersebut terutama menyangkﬁt: per-
| aiatan kerja. |
5) . ‘Otonomi  kepolisian (Y): berdasarkan ..kém'ampu.an menghargat  diri,

mencukupi kebutuhan sendir dan sikap tanpa takut, dari hasil perhitungan median

dan standar deviasi menunjuklgan skor Md (29,07) dan Smd (10,76), berada pada
klasifikasi rendah (27 - 36). Ini berarti otonomi kepolisian termasuk kategori
kurang. Kekurangan tersebut terutama menyangkut: kemampuan menghargai diri.

Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi kepolisian ditinjau
dari variabel struktural dari hasil pérhitungan statistika untuk mengungkapkan atau
mengetahui korelasional antarvariabel yang mempengaruhi otonomi di dalam
lembaga kepolisian tersebut digunakan khususnya uji Rank Spearman (rs).

Hasil perhitungan statistika menunjukkan gambaran sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Interkorelasi Antarvariabel Aktualisasi Nilai,
Moralitas Tri Brata, Profesionalisme Polisi, Kinerja Polisi,

dan Otonomi Kepolisian

Otonomt kepolisian 0,55 0,49 0,59 0,56 (Y)

Aktualisast nilai xy
Moralitas Tri Brata (X2)

Profesionalisme polisi 0,71 0,82 (Z)

Kinerja polisi 0,59 0,65 0,74 (Z2)
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Untuk memperoleh gambaran tentang seberapa besar kontribusi suatu
variabel terhadap variabel lain, hal ini tercermin dari koefisien korelasi yang
- - diperoleh dari hasil perhitungan r’ X 100%. Koefisien korelasi berdasarkan
.i.n.terkorelasi antarvariabel ﬁéneiitiém :d.isaji.kail pada Tabel 4.3 berikut:
Tabel 4.3. |
Koefisien Korelast Variabel Aktualisasi Nilai,

Moralitas Tri Brata, Profesionalisme Polisi, Kinerja Polisi
dan Otonomi Kepolisian

Aktualisasi nilai X1

Moralitas Tri Brata - (X2)

Profesionalisme polisi 51%  67% (Z1)

Kinerja polisi 35%  42% 55%  (Za)
Otonomi kepolisian 30%  24% 35% 31% ()

Secara berurut kontribusi suatu variabel terhadap variabel lain sebagai berikut
1) Aktualisasi Nilai dan Profesionalisme Polisi

Sesual dengan Tabel 4.3 tersebut, maka hasil perhitungan korelasi antara
variabel aktualisasi nilai dengan variabel prgfesionalisme polisi dengan harga r; =

0,71 menurut klasifikasi yang digunakan menunjukkan klasifikast tinggt. Hal 1

berarti kedua variabel berkorelasi tinggi.

Hipotesis 1.1 :Sematkin tinggi aktualisasi wilai dalam lembaga kepolision, maka

semakin tinggi profesionalisme polisi (X; — 7))

Pengujian hipotesis menggunakan t tes dengan taraf signifikansi alpha 0,05 dan uji

satu arah. Kriterianya: (1) Hipotesis nol (I} diterima jika: (1 - a){(dk) < thing <
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t(1 - a)(dk) dan hipotesis kerja (Hy) diterima jika t (1 - 0)(dK) > thiume > t{1 - c){dk)
dengan derajat kebebasan (dk) =n - 2.

Menurut hasil perhitungan korelasi antara variabel aktualisasi nilai ()
dan variabel profesionalisme polisi (Z;) adalah 0,71, maka ﬁasil pengujian arah
hubungan kedua variabel tersebut adalah signifikans pada taraf signifikansi aplha
0,05 (tupe = 1,67 pada dk = 88); Ternyata thing, 9,98 berada jauh di luar batas -
1,67, dan 1,67 sehingga hipotesis nol ditolak. Jadi hubungan kedua variabel sangat
berarti. Namun demikian kontribusi variabel faktor aktualisasi milai menurut
variabel profesionalisme polisi, menurut koefisien determinasi hanya sebesar 51%.
2} Aktualisasi Nilai dan Kinerja Pelisi

Hasil perhitungan antara variabel faktor aktualisasi nilai (X;) dengan
variabel sikap wirausaha harga r, = 0,59, menurut klasifikasi yang digunakan
menunjukkan klasifikasi cukup/sedang. Hal ini berarti kedua variabel berkorelasi
cukup/sedang.

Hipotesis 1.2 :Semakin tinggi aktualisasi niifzi dalam lembaga kepolisian, maka
semakin linggi kinerja polisi (X; — Za).

Berdasarkan hasil perhitungan antara variabel X, dan variabel Z, adalah

0,59, maka hasil pengujian arah hubungan kedua variabel {fersebut adalah

signifikans pada taraf signifikansi alpha 0,05 dan uji satu arah dengan dk = 88,
tapa = 1,67, Ternyata thiung 6,85 berada jauh di uar batas -1,67 dan 1,67, sehingga

hipotesis nol ditolak. Jadi hubungan kedua variabel sangat berarti. Namun




éiemikian kontribusi variabel aktualisasi ni_ﬁai_ terhadap variabel kinerja polisi
berdaﬁé_rkan koefisien detéﬁﬁinasi hanya ée_:bésar 35%.
3) Ai@{ﬁ:‘iiisas; Nilai dan Otonomi Kép(gzis'égn_ -

.'.Berdasarkan uj.i. ;fafiétik ant..a.ré Vgﬁéﬁel aktualiéasi nilai (X) dengan
variabel otonomi kepolisian (Y) menunjukkan harga r, = 0,55, berdasarkan
klasifikasi yang digunakan menunjukkan kategori cukup/sedang. Hal ini berarti
kedua variabel berkorelasi cukup/ sedang.

Hipotesis 1.3 Semakin tinggi aktualisasi nilai dalam lembaga kepolisian, maka
semakin meningkat olonomi kepolisian (X; ~» ¥).

Hasil pengujia; antara kedua variabel tersebut adalah signifikans pada taraf
signifikansi alpha 6,05, uji satu arah dengan dk = 88, t tabel 1,67. Ternyata e,
adalah 6,18 berada jauh di luar batas -1,67 dan 1,67. Karenanya hipotesis nol

ditolak, Selanjuinya kontribusi variabel aktualisasi nilai terhadap variabel otonomi

kepolisian berdasarkan koefisien determinasi hanya berkontribusi sebesar 30%.

4} Moralitas Tri Brata dan Otonomi Kepbolisian
Menurut hasil perhitungan korelasi antara variabel faktor moralitas Tri

Brata (X,) dengan variabel profrsionalisme polisi (Z;} menunjukian harga korelasi

lasifikasi-yang-digunakan,-meka-termasuk-pada
kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa kedua variabel fersebut memiliki korelasi

tinggi.
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Hipotesis 1.4 :Semakin tinggi moralitas Tri Brata dalam lembaga kepolisian maka

semakin meningkat profesionalisme polisi (X> — Z,).

Berdasarkan uji signifikansi menunjukkan bahwa korelasi dua variabel

tersebut signifikans pada taraf signifikansi alpha 0,05, uji satu arah dengan dk =
88, tuba sebesar 1,67. Ternyata thiwng sebesar 13,44 berada jauh di luar batas -1,67
dan 1,67, dengan demikian hipg)tesis nol ditolak. Selanjutnya kontribusi variabel
faktor moralitas Tri Brata terhadap variabel profesionalisme polisi menurut

koefisien determinasi adalah sebesar 67%.

5) Meralitas Tri Brata dan Kinerja Polisi

Korelasi antara variabel moralitas Tri Brata dengan variabel kinerja polisi
menunjﬁi{kan harga r; = 0,65 vang berada pada klasifikasi cukup/sedang. Hal ini
be}aﬁi kedua variabel tersebut memiliki korelasi cukup/sedang.
Hipotesis 1.5 :Semakin tinggi moralitas Tri Brata dalam lembaga kepolisian,
maka semakin tinggi kinerja polisi (Xo —7Z5).

Menurut wji signifikansi didapat bakhwa kedua variabel signifikans pada
taraf signifikansi alpha 0,05 untuk uji satu arah dengan di = 88 ti.1 sebesar 1,67.

Temnyata thuwne sebesar 8,02 berada jauh di luar batas -1,67 dan 1,67, dengan

terhadap variabel kinerja polisi hanya sebesar 42%.
63 Moralitas Tri Brata dan Otonomi Kepolisian
Sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. di atas maka hasil perhitungan

korelasi antara variabel faktor moralitas Tri Brata (X;) dengan Otonomi kepolisian

ibusi_variabel moralitas Tri Brata_ &




(Y) adalah r; = 0,49 yang menurut kalsifikasi yang digunakan berada pada kategon
cukup/sedang. Hal ini berarti bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi
cukup/ sedang.

Hipotesis 1.6 :Semakin tinggi moralitas Tri Brata dalam lembaga kepolisian,
miaka sernakin meningkat otornomi kepolisicn (X> — ).

Dari uyi signifikansi yang telah dilakukan didapat bahwa kedua variabel
signifikans pada taraf signifikansi alpha 0,05 untuk ujt satu arah dengan dk = 88,
tianet S€besar 1,67. Ternyata thiag sebesar 5,27 berada jauh di luar batas -1,67 dan
1,67, dengan demikian hipotesis nol ditolak. Akan tetapi koniribusi variabel

moralitas Tri Brata terhadap variabel otonomi kepolisian hanya sebesar 24%.

7} Profesionalisme dan Kinerja Polisi

Hasil perhitungan korelasi antara variabel profesionalisme (Z;) dengan
kinerja polisi (Z;) menunjukkan harga korelasi r, = 0,74 yang ‘menumt klasifikasi
korelasi yang digunakan berada pada klasifikasi tinggi. Harga korelasi ini berarti
bahwa kedua variabel tersebut berkorelasi finggt.
Hipotesis 1.7 .Semakin tinggi profesionalisme polisi, maka semakin tinggi kinerja
polisi (Z; —Z»).

Berdasarkan uji signifikansi pada taraf signifkansi_alpha 0,05 untuk ujl satu

arah dengan dk = 88 didapat bahwa korelasi kedua variabel signifikans dengan
tranei S€besar 1,67, Temyata thiuag Sebesar 10,32 berada jauh di luar batas -1,67 dan
1,67, karenanya hipotesis nol ditolak. Dan tingkat kontribusi vanabel

profesionalisme terhadap kinerja polisi sebesar 55%.
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8) Profesionalisme Polisi dan Otonomi Kepolisian

Korelasi antara variabel profesionalisme polist (Z;) dengan otonomi
kepolisian (Y) menurut hasil perhitungan korelasi r; sebesar 0,59 yang menurut
klasifikasi yang digunakan berada pada klasifikasi cukup/sedang. Dari hasil
perhitungan ini berarti bahwa kedua variabel memiliki korelasi dengan derajat
cukup/sedang.

Hipotesis 1.8 : Semiakin tinggi profesionalisine polisi, maka semakin tinggi pula
otonomi kepolisian (Z; ~»Y).

Menurut uji signifikansi pada taraf signifikansi alpha 0,05 untuk uji satu
arah dengan dk =.88 tuhe sebesar 1,67, maka korelasi kedua variabel adalah
signifikans karena tyung Sebesar 6,86 berada jauh di luar batas -1,67 dan 1,67,
sehingga hipotesis nol ditolak. Namun kontribusi variabel profesionalisme polisi
terhadap otonomi kepolisian hanya sebesar 35%.

Implikasi penting dari derajat korelasi antarvariabel penelitian tersebut,
bahwa masing-masing variabel memiliki defajat korelasi bervariasi antara cukup/
sedang dan tinggi sekaligus menunjukkan bahwa korelasi tersebut seluruhnya
signifikan. Di samping itu masing-masing variabel memiliki nilai kontribusi

tertentu meskipun bervariast.

Sehubungan dengan itu, kecenderungan Hipotesis | (H;) vang berbunyi:
Semalkin dinomik akiualisasi pilai don moralifos Tri Brate di dalom lembaga

kepolisian, maka profesionalisme don kinerja polisi semakin meningkai  dengan




197

taraf signifikansi alpha 0,05, uji satu arah dengan dk =88 dapat diterima, karena

'kese'l_umha.n thinng 1ebih besar dafipada trabel.
-+ Makna penting dari harga korelasi, uji signifikansi, &an derajat kontribusi

tersebut bahwa aktualisasi nilai sebagai konsep utama dalam penelitian ini mampu

diw.ar.nai dan memaknai, khususnya menyaﬁgkut parkondisi sésiopsikologis dari :
(1) pandangan polisi, (2) sikapn polisi, dan (3) profesionalisme dan kinerja polisi.
Dinamika dari ketiga prakondisi aktualisasi nilai ini adaleh dipengaruhi oleh faktor
struktural di luar kepolisian.

Kuatnya hubungan antara aktualisasi nilai dengan profesionalisme dan
kinerja polisi dengan harga r; = 0,71 mengisyaratkan bahwa struktur pekerjaan,
sumberdaya manusia, pembinaan dan operasional polisi dapat mendinamisasikan
pengetahuian, pemahaman, analisis, dan evaluasi tentang otonomi kepolisian. Hal
ini signifikan meskipun kadar kontribusinya hanya sebesar 51%. Implikasi lain
ialah aktualisasi nilai sebagai prakondisi profesionalisme dan kinerja polisi dengan
harga median cukup dan secara kuantitatif telah terkondisikan, namun dengan
determinan sebesar 49% mengisyaratkan é)ahwa peningkatan logika, estetika dan

etika tentang profesionalisme dan kinerja polist memerlukan tatanan struktur

pekerjaan, sumberdaya menusia dan sistem/pola pembinaan dan operasional yang

kharakteristiknya spesifik.
Hubungan antara aktualisasi nilai dengan profesionalisme dan kinera
dalam lembaga kepolisian dengan harga s = 0,59 mengisyaratkan bahwa struktur

pekerjaan, sumberdaya manusia dan sistem/pola pembinaan dan operasional polisi
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dapat mempengaruhi motivasi, disiplin,_:dan kebiasaan bekerja tekun, ulet bagi

- polisi. Korelasi ini signifikan, meskipun :_deraj_at kontribusinya hanya sebesar 35%. -
- 'Sedﬁﬁgkaﬁ harga I?l?diaﬂ_ #%nt_uk' medua_ _V:;‘:11;5?3531 ini ad_alah 6ukﬁp._-Ha_I ini berarti

' bahwa sebesar 65% dinamika sikap wirausaha keluarga miskin bukan ditentukan = -

ékeh struktur pekerjaan, sumberdaya mnusia dan sistem pembinaan dan operasi-
onal polisi akan tetapi masih ditentukan oleh faktor lain. Karena itu pemapanan
tatanan faktor struktur dalam lembaga kepolisian tidak akan banyak merubah sikap
polisi akan tetapi yang akan merubah adalah meningkatkan metivasi, membina
disiplin, dan menanamkan kebiasaan kerja untuk meraih prestasi dengan didasari
oleh kemantapan struktur dalam kepolisian. )

Eratnya hubungan antara aktualisasi nilai dalam lembéga kepolisian dan
kinerja polisi dengan harga r, = 0,55 mengisyaratkan bahwa struktur pekerjaan/
polisi, sumberdaya manusia, sistem pembinaan dan sistem opérasionai kepolisian
berpengaruh terhadap dinamika komunikasi, kreasi, atraksi dan operasi kepolisian.
Kadar korelasinya signifikans, meskipun derajat kontribusi variabel aktualisasi

nilai hanya sebesar 30%. Hal ini berarti bahwa sebesar 70% dinamika komunikasi,

kreasi, atraksi, dan operasi kepolisian bukan ditentukan oleh faktor strukiur dalam

lembaga kepolisian, tetapi ditentukan oleh variabel lain. Variabel lain vang lebih

banyak berperan dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja polisi antara lain
adalah daya dukung lingkungan terhadap akses dan pengguna jasa kepolisian.
Selanjutnya profesionalisme polisi secara langsung ataupun tidak langsung

mempengaruhi kinerja di dalam lembaga kepolisian dengan harga 1, = 0,59 dan
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signifikan, meskipun kadar kontribusinya hanya sebesar 35%. Artinya bahwa
sebesar 65% dideterminasi oleh faktor-faktor lainnya. Demikian halnya terhadap
3 _.hu:bungan antara sikap wirausaha dengan kinerja_wirausaha dengan harga r; = 0,56
'.daﬁ signiﬁkans. Derajai _kqnfribusinya adalah 31%. Artinya faktor lain yaﬁg
mempengaruhi kinerja wirausaha adalah sebesar 69%.
9) Hubungan Antarvariabel
Hasil perhitungan statisik uji untuk menentukan hubungan antarvariabel
antara mobilitas wirausaha dengan respons terhadap program penanggulangan
kemiskinan sebagaimana dikemukakan dalam metodologi digunakan pendekatan
korelasional, khusus korelasi Rank Spearman (r,). Hasil perhitungan statistik
sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4. sebagai berikut:
Tabel 4.4.

Interkorelasi Antarvariabel Profesionalisme Polisi,
Kinerja Polisi dan Otonomi Kepolisian

Profesionalisme Polisi (Z)
Kinerja Polist (Z2)
Otonomi Kepolisian 0,50 0,53 062 (Y)

.

Selanjutnya derajat kontribusi antarvariabel tersebut yang dihitung dengan rumus
1 x 100% disajikan pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5,

Koefisien Determinansi Profesionalisme Polisi,
Kinerja Polisi dan Otonomi Kepolisian

Profesionalisme Polisi (Z1)
| Kinerja Polisi (Z2)
Otonomi Kepolisian 25%  23% 30% (Y)
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i0) Profesionalisme dan Otonomi Kepo!isian

: Menurut Tabel 4 4 hasﬂ perhmmgan korelas; antara Varzabei profeszonal-
| -Isme (iengan Varlabei kmerja terhadap otonc}rm kepcllslan dengan harga 5= O 50
| yang menurut Klasifikasi yang dlgunakan berada pada kategon cukup/sedanv
Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi
cukup/sedang.
Hipotesis 2.1 : Semakin tinggi profesionalisme polisi, maka semakin tinggi pula
otonomi kepoiisian (Z; -7Y)

Berdasarkan uji signifikansi pada taraf signifikansi alpha 0,05 untuk uji
satu arah dengan dk = 88, t tabel sebesar 1,67, maka Korelasi kedua variabel
tersebut adalah signifikan, karena t hitung sebesar 6,98 berada jauh di luar batas -
1,67 dan 1,67, dengan demikian hipotesis nol ditolak, Akan tetapi kontribusi

variabel profesionalisme polisi terbadap otonomi kepolisian hanya sebesar 25%.

i1} Kinerja Polisi dan Otonomi Kepolisian
Hasil perhitungan statistik uji terhadaporelasi antar variabel kinerja polisi
{Z2) dengan variabel otonomi kepolisian (Y) menunjukkan harga r; = 0,53 yang

menurut klasifikasi yang digunakan berada pada peringkat cukup/sedang. Hal ini

berarti bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi cukup/sedang.

Hipotesis 2.2 : Semakin tinggt kinerja polisi, maka semakin finggi pula otonomi
kepolisiar (Z; — )
Dari uji signifikans menunjukkan bahwa kedua variabel penelitian tersebut

memiliki hubungan yang signifikans pada taraf kepercayaan alpha = 0,03, uji satu




Co01

'arah dan dengan dk 88 Karena t tabel sebesar 1 67 1eb1h kecﬂ danpadat hztunb B
sebesar 7 40 atau t hltung (7 40) terletak Jauh d1 1uar batas I 67 dan 1 ,67. Dengan o
) _'demlkxan h1pot<"331s nol dfmlak Namun konmbus; variabel kme;ga pol;sz terhadap: s

'vanabel otonomz kepohs;an hanya sebesar 23% _

Bukti penting dari harga korelasi, siguifikansi, daﬁ koefesien determinasi
di atas _menampakkan bahwa ketiga adegan (Setting) interkorelasi antarvariabel
3fa_ng keseluruhannya cukup/sedang. Demikian pula dengan harga uji signifikansi,
bahwa interkorelasi antarvariabel tersebut sangat berarti dengan kontribusi yang
bervariasi.

Hal ini berarti, kecenderungan hipotesis (H:) yang berbunyi: Semakin
finggi profesionalisme dan kinerja polisi, maka semakin tinggi pula otonomi
kepolisian, pada taraf signifikansi alpha 0,03, wji satu arah dengan dk = 88 dapat
diterima, karena keseluruhan t hitung lebih besar daripada fy.per

Keeratan hubungan antarvariabel tersebut mengisvaratkan bahwa dari
aspek keselaran tindakan dengan beiban kerja, tingkat pengetahuan dan
keterampilan baik perorangan maupun kelompok dalam memecahkan persoalan,
dan prakarsa diri untuk melaksanakan kegiatan belum mampu mempengaruhi

otonomi kepolisian dalam hal kemampuan menghargai diri sendiri, kemampuan

mencukupi kebutuhan sendiri dan tanpa perasaan takut. Sebagaimana pandangan
orientasi personal dan struktural bahwa perhatian, pengertian, dan penerimaan ini
akan meningkat sejalan dengan keyakinan bahwa otonomi akan memberikan

keuntungan baik intrinsik dan ekstrinsik kepada mereka.




12) Aktuoalisasi Nilai, _Maraiita_s Tri Brata dan Otonomi Kepolisian _5

- nxeﬁgguﬁ_akan korelasi Rank 'S'p'e'_a.r_'rfnag_ (ts) disajikan pac'i_a;'i.‘abgi 4.6 b__erikﬁt:

Tabel 4.6.
Interkorelasi Antarvariabel Aktualisasi Nilai,
Moeralitas Tri Brata dan Otonomi Kepolisian

Aktualisasi Nilai (X1)
Moralitas Tri Brata (X2)
Otonomi Kepolisian 0,58 0,39  (Y)

Selanjutnya hasil perhitungan derajat kontribusi antarvariabel tersebut dihitung
dengan rumus r; x 100% disajikan pada Tabel 4.7 berikut:
Tabel 4.7.

Koefisien Determinasi Aktualisasi Nilai,
Moralitas Tri Brata dan Otonomi Kepolisian

Aliualisasi Nilai .0
Moralitas Tri Brata ‘ (X2)
Otonomi Kepolisian 34% 15% (Z)

- Berdasarkan p_efhituﬁgan .Siatisii-_: uji untuk menentukan interkorelasi antar- - -

‘variabel aktualisasi niali dan moralitas Tri Brata dengan otonomi kepolisian yang

13) Aktualisasi Nilai dan Otonomi Kepolisian
Berdasarkan Tabel 4.7, bahwa hasi] perhitungan korelasi antara variabel
aktualisasi nilai (X;) dengan variabel moralitas Tri Brata terhadap Otonomi

Kepolisian (Y) menunjukkan harga r, = 0,58. Menurut klasifikasi yang digunakan
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berada pada kategori cukup/sedang. Hal ini berarti bahwa kedua variabel tersebut

memiliki korelasi cukup/sedang,

“Hipotesis H3.1 : Semakin tinggi akralisasi milai, maka semakin tinggi otonomi

'Iﬁepolfsian (X; = I

Dart hasil uji signifikansi pada taraf signifikansi 0,05, uji satu arah, dengan
dik = 88, tupe = 1,67,, sedangkan thitung = 8,61, Dengan demikian hipotesis nol
ditolak, karena harga tuws, = 8,61 terletak jauh di luar batas -1,67 dan 1,67,
Namun kontribusi variabel faktor struktur terhadap wvariabel respons kepada

program penanggulangan kemiskinan hanya sebesar 34%.

14} Moralitas Tri Brata dan Otonomi Kepolisian

Hasil perhitungan korelasi Rank Spearman antara moralitas Tri Brata
dengan Otonomi Kepolisian (Y) memperlihatkan barga r, = 0,39. Harga ini
menurut klasifikasi yang digunakan berada pada kategori rendah. Hal ini berarti
bahwa kedua variabel berkorelasi rendah,
Hipotesis H3.2 :Semakin tinggi moralitas Tri Brata dalam lembaga kepolisian,
maka semakin tinggi otonomo kepolisian (X - ¥).

Hasil ujt signifikansi memperlihatkan bahwa korelasi kedua variabel tersebut

luar batas -1,67 dan 1,67, dengan demikian hipotesis nol ditolak. Namun demikian

kontribusi variabel moralitas Tri Brata terhadap variabel Otonomi Kepolisian

menurut koefisien determinasi hanya sebesar 15%.
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- Berdasarkan harga korelasi, siginifikansi, dan koefisien determinasi di atas,

ménampakkan bahwa kedua perlakuan (treatmen) tersebut memiliki korelasi jrang

-ssgmﬁkan meskxpun koreia31 keduanya cul\.up dan rendah Demlkian halnya

bahwa keduanya memihkl deraj at detenmnasz yang berartl meskipun berbeda. |

Hal ini berarti bahwa kecenderungan hipotesis (Hz) yang berbunyi: Sematkin
tinggi aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata, maka semakin tinggi otonomi di
dalam lembaga kepolisian pada taraf signifikansi alpha 6,05. Uji satu arah dan
dengan dk = 88 dapat diterima.

Meskipun diyakini bahwa inovasi sebagai alat spesifik polisi yang mampu
mempengaruhi otonomi, akan tetagi faktor struktur dan faktor personal juga dapat
memberikan kotribusi penting terhadap otonomi. Kessrataan ini didukung oleh
harga-harga korelast, signiﬁkansi, dan determinasi sebagai mana dilakukan di atas.
15) Hubungan Parsial Antarvariabel

Sebagaimana dijelaskan dalam metodologi penelitian (Bab IIl) bahwa untuk
menentukan derajat hubungan parsial antﬁrvariabel penelitian digunakan statistik
uji korelasi Rank Kendall Partial (T\y) dan untuk menghitung derajat determinasi
digunakan rumus (Ty.)’ x 100%. Sedangkan uji signifikansi dengan taraf

signifikansi alpha 0,05, wji satu arsh dan acuan yang digunakan: (1) Hipotesis nol

(Ho) diterima jika Z tabel lebih besar daripada Z hitung dan (2) Hipotesis kerja
(Hy) diterima jika Z tabel lebih kecil daripada 7 hitung.
Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji bahwa harga korelasi uji

signifikan, derajat determinasi parsial antarvariabel disajikan pada Tabel 4.8:
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Tabel 4.8,
Interkorelasi, Derajat Signifikansi, dan
Derajat Determinasi Parsial Antarvariabel

VARIABEL - [ "DERAJAT | DERAIAT | DERAJAT Z TABEL
: KORELASI | SIGNIFIKANSI | DETERMINASI .
Tz 0.60 7 836 36% 3,04
Tx1¥2.7 0,41 5,72 17% 3.94
Ty ¥3.2 0,30 4,19 9% 3,84
Ty .z 0.87 12,14 76% 3.84
T2z 0,57 f 7.96 33% 3.84
TXo¥3.7 0.34 475 12% 3,84

16) Aktualisasi Nilai, Profesionalisme Polisi dan Otonomi Kepeolisian

Menurut Tabel 4.8., bahwa hasil perhitﬁngan korelasi parsial antara variabel
aktualisasi nilai (X;) dan variabel profesionalisme polisi (Z;) dengan variabel
Otonomi Kepolisian (Y) menunjukkan harga Tyuu., = 0,60. Harga tersebut
menurut klasifikasi yang digunakan berada pada kategori cukup/sedang. Hal ini
berarti, hubungan parsial antara ketiga variabel tersebut adalah cukup/sedang,
Hipotesis 4.1:  Semakin tinggi ekiualisasi nilai dan semakin linggi profesi-
onalisme polisi pandangan, maka semakin t‘;nggj puda otonomi di dalam lembaga

kepolisian (H4.1: Xy — Zj— ¥).

Berdasarkan hasil perhitungan wji signifikansi bahwa hubungan parsial

antara ketiga variabel tersebut adalah signifikans, karena harga Z hitung = 8,36
lebih besar daripada Z tabel = 3,84. Dengan demikian hipotesis nol ditolak, karena
harga Z hitung = 8,36 terletak jauh di luar batas -3,84 dan 3,84. Namun kontribusi

variabel aktualisasi nilai dan profesionalisme polisi hanya sebesar 36%.




17} Aktualisasi Nilai, Kinerja Polisi dan Otonomi Kepolisian

. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi parsial antara variabel aktualisasi
 nilai (X;) dan variabel kinerja polist (Z2) dengan variabel Otonomi Kepolisian (Y)
merﬁperlihatkan harga Txlyg_z = 0,41. Menurﬁt klasifikasi yang digunakan berada
pada kategori cukup/sedang. Hal ini berarti, ketiga variabel tersebut memiliki
hubungan parsial dengan peringkat cukup/sedang.
Hipotesis 4.2:  Semakin zinggif aktualisasi nilai dan semakin tinggi kinerja polisi,
maka semakin tinggi otonomii di dalam lembaga kepolisian (H4.2: X; — Z>-> T).

Dari hasil perhitungan uji signifikansi yang telah dilakukan bahwa ketiga

variabel tersebut adalah signifikans, karena harga Z hitung = 5,72 lebih besar
daripada Z tabel = 3,84. Dengan demikian hipotesis nol ditolak, karena harga Z
hitung = 5,72 terletak jauh di luar batas -3,84 dan 3,84. Akan tetapi kontribusi
variabel aktualisasi nilai dan kinerja polisi terhadap otonomi di dalam lembaga

kepolisian hanya sebesar 17%.

18) Moralitas Tri Brata, Profesionalisme Polisi dan Otonomi Kepolisian
Hasil perhitungan korelasi parsial antara variabel Moralitas Tri Brata (X2) dan

Profesionalisme Polisi (Z;) dengan Otonomi Kepolisian (Y) memperlihatkan harga

tinggi. Hal ini berarti ketiga variabel memiliki hubungan parsial yang tinggi.
Hipotesis 4.3: Semakin tinggi moralitas Tri Brota dom semakin linggi profesi-
onalisme polisi, maka semakin tinggi pula otonomi di dalam lembaga kepolision

(H4.3: X2+ Z;— 1),
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Dari uji signifikansi yang dilakukan diperoleh bahwa hubungan parsial di

antara ketiga variabel .tersebut adalah signifikan, karena harga Z hitung = 12,14
terletak jauh di _quir' bﬁ_fas -3,84 dan 3,84. Denga_n_der_ﬁikian hipotesis nol ditolak.
| Sedangkan berdaséfkan uji determinasi diperoléh bahwa kontribusi Moralitas Tri
Brata dan Profesionalisme polisi terhadap Otonomi di dalam lembaga kepolisian

dengan derajat determinasi sebesar 76%.

19) Moralitas Tri Brata, Kinerja Polisi dan Otonomi Kepolisian

Hasil perhitungan korelasi parsial antara variabel Moralitas Tri Brata (X2)
dan Kinerja polisi (Z2) dengan Otonomi Kepolisian (Y) men}perlihatkan harga
Txzz2y = 0,87. Berdasarkan klasifikasi yang digunakan bérada pada péringkatJ
tinggi. Hal ini berarti ketiga variabel tersebut memiliki hubungan parsial yang
tinggl.
Hipotesis 4.4:  Semakin tinggi moralitas Iri Brata dan semakin tinggi kinerja
polisi, maka semalin tinggt pula otonomi di dalam lembaga kepolisian (H4.4: X»
> L= T). -

Dari uji signifikansi yang dilakukan diperoleh bahwa hubungan parsial di

antara ketiga variabel tersebut adalah signifikan, karena harga Z hitung = 7,96

terletak jauh.di luar batas. -3 84 dan 3,84, Dengan d@mﬂgj@ﬂ‘....}r;,i.p@.te§i=s=.,,g;@1...md,it@igi.gw,.,_ﬁ..\ .

Berdasarkan uji determinasi diperolah bahwa kontribusi moralitas Tri Brata dan
kinerja polisi terhadap otonomi di dalam lembaga kepolisian dengan derajat

determinasi sebesar 33 %.




‘Makna dari hubungan parsial tersebut adalah keenam perlakuan (freatment)

.hu_bu;igan itu memperlihatkan derajaﬁ_hubungan tertentu dengan klasifikasi pering-
e "ké;t_j;ai;g bervariasi antara rendah, cukup dan_.-fingg_i. Keenam perlakuan tersebut .

- signifikan dan mampu -_mémberi kontribusi terhadap variabel dependen. Dengan

demikian hipotesis (H:;) yang berbunyl: Seﬁ.:ai.cin tinggl aktualisasi nilai dan
mora!ftas T7¥i Brata serfa semakin finggi profesionalisme dan kinerja polisi,
semakin tinggi pula otonomi di dalam lembaga kepolisian pada taraf Ho ditolak.

Dengan demikian faktor struktural memberi pengarubh dominan daripada
faktor personal dalam rangka tumbuhnya otonomi di dalam lembaga kepolisian.
Meskipun dalam perspektif personal dan struktural dinyatakan bahwa, selera dan
kecenderungan pribadi itu tidak perlu dipermasalahkan karf;a;aa sudah melekat pada
peranan di dalam struktur.

Kritik terhadap perspektif personal dan struktural versi Galtung (1992) ini
adalah, masalah otonomi sebagai lawan dart determinisme struktural menyangkut
persoalan manusia secara invidual sebagai pelaku sosial memiliki kebebasan untuk
berbuat menyatakan kehendaknya berdasarkan dimensi ada yang berbeda antara
manusia yang satu dengan dimensi ada pada manusia lain belum diperhitungkan

sebagai penghambat dalam perkembangan struktural. Pentingnya kemauan bebas

secara selektif dalam tindakan manusia dan perkembangannya sebenarnya lebih
merupakan suatu pemahaman atau orieniasi, belum sebagai hipotesis atau suatu
dalil yang sudah pasti. Konsep otonomi in1 sedemikian umum sifatnya, sehingga

dalam konteks organisasi belum memiliki arti operasional.
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Pilihan otonomi yang dipersempit menjadi proses fungsionalisasi dalam

organisasi, dalam padanan sosiologis scjalan dengan teori nilai dan perubahan

(vahie and exchange theory) dan identik pula dengan teor keseimbangan umum

( gene}'czi equilebrium theory) sebagai perubahan yang sukarela. Perubahan yang
tidak bersifat seimbang bukan merupakan bagian dari konsep otonomi dan dalam
orientasi personal dan struktural. Dalam kerangka ini, pelaku sosial dan para aktor
struktural sedang memasuki proses sosial yang secara g priort terprogram sesuai
perkembangan universal yang berorientasi pada rasional, bukan berorientasi pada

pilihan yang bersifat given. Hasil penelitian ini terurai seperti gambar 4.1.

Gambar 4.1.
Temuan Hasil Penelitian
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KESIMPULAN DAN SARAN.-

o "5.:1;.. : 'Kesimﬁuian
R 1) Terdapat derajat hubungan signifikan antara aktualisasi nilai dan moralitas
Tri Brata dengan profesionalisme dan kinerja polisi. Hal ini menunjukkan
bahwa pemahaman polisi terhadap nilai pengabdian melalui logika, estetika
dan etika kepolisian telah melembaga dalam diri individu-individu polisi.
Namun dengan adanya pengaruh ideologi Dwi Fungsi ABRI, pemahaman
nilai pengabdian itu cenderung tergeser oleh orientasi nilai patriotisme,
g sehingga polisi rancu dalam mengembangkan profesionalisme dan kinerjanya
mengarah pada kepribadian diri militeristik.
2) Profesionalisme dan kinerja polisi kurang berpengaruh terhadap otonomi
o kepolisian, dalam konteks: (1) keselarasan tindakan dengan beban pekerjaan
dan peraturan; (2) tingkat pengetahuan dan keterampilan; (3) prakarsa dan
penempatan diri dalam melaksanaka‘n kegiatan, (4) tumbuhnya kebiasaan dan
norma-norma yang didasarkan pada kebutuhan personal dan struktural.

3) Aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata kurang berpengaruh terhadap

! otonomi kepolisian, dalam konteks pemaharman: (1) jati diri; (2) intelektual;

(3) sikap kerja; (4) dan orientasi kerja yang terlepas dari kemampuan untul:
(1) menentukan kepribadian diri; (2) mengatur kebutuhan sendiri, (3) dan

tanpa rasa takut (berani) melakukan perubahan dalam kelembagaannya.

210
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4 ~ Meskipun faktor aktualisasi nilai dan faktor moralitas Tri Brata saling

.r.iiemp_engaruhi_, namun kurang berpengaruh terhadap profesionalisme dan

; kinerja polisi, demikian pula kurang memﬁengamhi otonomi dalam lembaga
o _kepo}:isian..

Interkorelasi antarvariabel penelitian itu baik funggal maupun parsial cukup
signifikan dan dengan derajat kontribusi yang cukup berarti, hal ini mengisyaratkan
bahwa faktor struktural dalam konteks aktualisasi nilai dan moralitas Tri Brata yang
terintervensi oleh suatu ideologi dari kelompok politik tertentu mempengaruht faktor
personal sehingga menimbulkan kerancuan pemahaman nilai pertumbuhan pribadi,
kebebasan, pertumbuhan sosial ekonomi, persamaan dan keadilan sosial dengan nilai
patriotisme melalui logika, estetika dan etika polisi yang cenderung menghambat
berkembangnya otonomi di dalam lembaga kepolisian.

Beberapa dimensi yang menyangkut faktor struktural ditandai oleh kerancuan
nilai acuan, sistem pendidikan yang tertutup, simbol yang tidak identik dengan sifat
lembaga, dan kevakuman dari etika kepolisian dipahami bukan sebagai dasar untuk
menentukan proses pelembagaan organisasi,.tetapi dilihat sebagai aspek sesaat bagl

pengamanan organisasi dari adanya intervensi lembaga lain. Yang menjadi masalah

faktor personal adalah ketidakpuasan terhadap akses organisasi yang tersebar kurang

merata pada kelompok yang berperan, hubungan bersifat sub-ordinasi, prestasi kerja
tertekan oleh lovalitas sebagai ukuran karir, dan disiplin mati yang mana semua itu
dalam konteks suasana dalam organisasi kepolisian kurang merangsang semangat

moral pengabdian.
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Selan_}utnya pengaruh aktuahsasz nilai terhadap profesionalisme dan kinerja o

' pohsi yang dltandm oleh kemampuan mdw1du dalam upaya mengunokapkan dan

o yansx | sanoat membutuhkan teLmk—tekmk baru dalam kategori sedang Mesklpun
dalam organisasi kepolisian telah tersedia pendidikan, tetapi karena kurang didukung
oleh motivasi prestasi dalam bekerja baik untuk mengatasi beban tugas maupun untuk
mengembangkan karir anggota, pelaksanaan kerja lebih berorientasi pada penggunaan
kekuatan atau kekuasaan daripada menggunakan dukungan ilmu pengetahuan untuk
kepentingan fugasnya.

Adapun pengaruh faktor moralitas yang di tandai oleh keteraturan perbuatan,

sistem otoritas, kepentingan kolektif dan keterikatan kelompok terhadap profesional-
isme dan kinerja polisi dalam organisasi yang didukung oleh sarana dan prasarana

terbatas dinyatakan kurang. Keadaan ini diperburuk oleh berlakunya kebiasaan kolust

korupsi dan nepotisme, loyalitas fatal kepada atasan dan penyalahgunaan wewenang.

Korelasi antara faktor struktural yang meliputi aktualisasi nilai dan moralitas

Al

Tri Brata dengan faktor personal berupa otonom kepolisian yang meliputi 3 dimensi,
yaitu kemampuan menghargai diri sendiri, kemampuan mencukupi diri sendiri, dan

tanpa rasa takut atau keberanian untuk melakukan suatu perubahan secara timbal

-mewmudkan poten51 prxbadl sebagm angota kepohsian usaha menﬂeloia orgamsas:

balik adalah tinggi. Adapun pengaruhnya secara umum anggota polist sesuﬁgguhnya o

cukup mengenal dimensi potensial yang ada pada dirinya maupun lembaganya, tetapl
kurang mengetahui proses atau cara-cara untuk mengungkap potensi tersebut guna

mengurangi resiko kerja yang dihadapi. Hal yang menyebabkan sulitnya terungkap
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potensi personal adalah kemampuan adaptasi dan integrasi serta kemampuan evaluasi

terhadap usaha maupun hasil yang dicapai. Sesungguhnya secara terselubung polisi

~telah mampu mencari peluang melalui pengelolaan administrasi kendaraan bermotor,

'ha'nilz_un' karena belum berjalan secara efisien dan efektif sehingga hasilnya kurang

mendukung otonomi kepolisian. Niat, tekad sebagai sifat dasar untuk membangun
kemandirian polist acapkalt laru}: bersama dengan aktivitas yang dijalankan, bahkan
tanpa disadari makna dan arah tujuannya.

Faktor struktural yang menghambat otonomi kepolisian adalah: pemahaman
nilai, norma maupun aturan vang berkaitan dengan peranan dan ketaatan terhadap
sistern otoritas. Hal ini ditﬁnjukkan oleh wujud dari aktualisasi nilai seperti bentuk
markas, atribut kesatuan dan kualifikasi, model pakaian, baret, bentuk kepangkatan
demikian pﬁla peralatan tugas seperti senjata laras panjang, panser, penggunaan
istilah komandan, siap, mohon petunjuk, mohon 1jin, juga kegiatan upacara, santi-aji,
santi karma, briefing dan olah yudha masih menjadi komitmen di dalam lembaganya.

Faktor personal yang menghambat ot?nonzi kepolisian adalah kurangnya niat
atau hasrat untuk mengubah simbol-simbol itu ke arah ciri kepolisian, terkait dengan
pertimbangan emosional karena intesitas partisipasi polisi dalam ABRI cukup kuat, di

samping secara relatif terkukung oleh sifat ketergantungan fikiran, tenaga ataupun

biaya pada lembaga lain. Dari keduva aspek tersebut, faktor politik lebih menghambat
tumbuhnya otonomi kepolisian, daripada aspek personal.
Dari hasil penelitian di tiga wilayah kepolisian, ditemukan hal-hal spesifik

yaitu di Polda Metro Jaya, dalam lingkungan kota metropolitan yang dihuni warga
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masyarakat bersifat majemuk, dinamika perdagangan dan perindustrian berlangsung

cepat, aktualisasi nilai dalam peranan polisi cenderung direduksi menjadi kepentinga_ﬁ

- ‘golongan. Selain itu orientasi material menggeser orientasi moral dalam hal etika -~

ker}a dan etos kerja sehingga aktivitas polisi cenderung menjauh dari sifat altruisme,
Di Polda Sumatera Selatan, dalam lingkungan wilayah yang secara umum masih
berifat agraris ditemukan bahwa aktualisasi nilai dalam peranan polisi cenderung ber-
corak kolektif dan komunal, sifat kerjasama dengan warga masyarakat masth tampak,
kurang mengenal tuntutan kompetisi dan tidak mengarah pada sifat individualistik, di
mana makna kerja masih melekat dengan faktor spiritualistas. Di Polda Riau, dalam
wilayah yang dinamikanya sebagian besar ditentukan oleh industri perminyakan dan
éerdagangan antara pulay, aktualisast nilai dalam peranan polisi cenderung bercorak
interpreneurship, berlaku semboyan “orang bekerja untuk hidup bukan hidup untuk
bekerja”. Hal ini juga pengaruh dari budaya masyarakat Cina yang mayoritas sebagai
penghuni kepulauan.

Dengan demikian perspektif orientasi personal dan struktural Galtung (1992)
tentang strategi perkembangan kebudayaan, relevan untuk mengkaji lembaga yang
akan berkembang ke arah otonomi. Dua variabel berkaitan dengan konsep otonomi,

yaitu variabel personal dan struktural secara signifikan memiliki korelasi dan dapat

mengungkap derajat dimensi ada dari potensi manusia dalam hal menghargai diri
sendiri, mengatur kebutuhan sendiri dan keberanian (tanpa rasa takut) melakukan

perubahan di dalam lembaganya.




- 82, Saran
. 'B_ebér_apa saran untuk mendukung otonomi kepolisian dalam konteks personal

* dan struktural adalah ;

) .-Rgorie;it_asi_ Nilai Kepolisian

Sasaran reorientasi nilaj kepolisian ini adalah mengkaji ulang nilai 77 Bata
sebagai dasar moralitas polisi sesuai dengan fungsinya selaku penegak hukum. Dalam
hal ini, adanya ideologi yang bersi%at kontra produktif dengan lembaga kepolisian dan
simbol-simbol yang bersumber dari ABRI dihapuskan dari pranata organisasi. Di
samping ite pelembagaan kode etik kepolisian untuk mengontrol sikap kerja, batas-

batas pekerjaan, orientasi kerja, dan ciri perilakunya.

2) Reposisi Kepolisian

Sasaran reposisi kepolisian adalah mendudukkan organisasi kepolisian pada
posisi yang sesuai dalam struktur pemerintahan agar terbebas dari intervensi ideologi
dari kelompok politik tertentu. Dengan perkataan lain aspek politik dan hukum tidak
bersifat sub-ordinat, demikian pula sebaliknya‘.‘ Dalam hal ini, organisasi kepolisian
akan bersifat otonom bila berada dalam lingkungan komunitas hukun.
3) Implikasi Teoretis g

Faktor personal dan struktural dalam konteks otonomi kepolisian yang belum

ditemukan dalam penelitian ini, khususnya berkaitan dengan pengorganisasian polisi
baik di tingkat nasional maupun daerah yang memandang partisipasi keamanan dan
ketertiban perlu didudukkan dalam masyarakat majemuk, adalah sangat bermanfaat

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut,
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VAR ILAB

¥1 CAKTUALISASI NILAT'/

¥2 'MORALITAS TRI BRATA'/

%1 'PROFESIONALISME POLISI'/
%2  'KINERJA POLISI'/

¥ 'OTONOMI KERPCGLISIAN'/

This procedure was completed at
FIN.

DATA LIST/
AN 1 AN2 2 AN3 3
AN7T 7 hNS 8 ANG =

AN13 13 ANi4 14 ANiS 15
MTB4 15 MTBE5S 20 MTBE 21
MTB10 25 MTBli 26 MIBlZ 27
MTR16 19 M™MTB17 20 MIrBls 21
MTR22 25 MTB23 26 MTB2Z 27
PP28 31 pp2% 32 PR30 33
PP37 37 Pp38 38 PP3S 39
Prp43 43 Ppi4 44 pp45 45
PP4s 31 PP&0 32 ppsl 33
PP55 37 PPSS 38 PPRL7 39
PP&1 43 ppe2 44  PPE3 4%
Kp&7 31 Kpres 32 Kp69 33
KP73 37 KP74 38 KPTS 39
KP79 43  KPEO 44 KPB1 45
Kp35s 31 KP3e6 32 Kp8g7? 33
KPSl 37 Kpo2 38 Kpo3 39
KP97 43 KP98 44  Kpoo 45
CKi03 4% Oxlf4 50 Ooxigs 51
OK108 55 OKIL10 56 OKill 57
0K115 55 OKllé 56 OK117 57
VAR LAB

AN1 'SEJAUHMANA TRI BRATA'/
N2 'BAGATMANA PEMAHAMAN'/
AN3 'KADAR KEBIJAKAN'/

AN4 'KADAR KEARTIFAN'/

AN5S 'KADAR KEJUJURAN'/

ANE 'KADAR KEADITAN'/

BN7 'KADAR PENGAYOMAN'T/

ANS ' KADAR KEKERASAN'/

AENG 'KADAR KEKUASARN'®/

AN1Q 'NILAT TRI BRATA'/

AN11 'DIMANA MNILAT TRI BRATA'/
AN12 'PENGAWASAN SIKAP'/

AN13 PENYESUAIAN DIRI'/

AN14 'ITERAKSI BNGGEOTA'/

ANiS 'IDENTIFIKASI ANGGOTA'/
MTH1  'PERUMUSAN ATURAN'/

5 ) - 9 L KONSISTENSL..EENERDEAN/.

231:18:28

AN4 4 ANS 5 AN6 6
AN10 10 ANil 11 AamMl1Z i2
MTB1 le MTB2 17 MTB3 i3
MTB7 22 MTm8 23 MTBS 24
MTB13 28 MIBl4 2% MTBIS 30
MTR1S 22 MTB20 23 #MTR21 24
MTB25 28 MTB2Z6 29 MTBZ7 30
PP31 34 PP35 35 PPR36 36
PP40 40 Ppp4il 41 ppiz 42
PP46 4 PP47 47 Pp4g 48
PRS2 34 PPS53 35 PR54 38
PP58 40 PP5S 41 PPel 42
PPE4 46  PPGA 47 PPoe 48
KB70 34 Kp71 35 ¥piZ 36
Kp76 4G KpP77 41 KP78 42
OP82 46  0OP83 47 0P84 48
KPE3,. 34 KPBO 35 KPSGC 36
KP4 40 KPSS 41 KP8a 42z
OK100 46 OKI01 47 OKloZ2 48
CGK106 52 OKi07 53 OK1GE 54
oxll2z 58 O0OK113 59 OKild 860
CK118 58 OK119 58 OK120 60

PP16 'KEMAMPUAN BERKCMUNIKASI'/
PP17 'KEMAMPUAN MEYAKINKAN'/
PP18 'MENJELASKAN SETIAD PESAN'/
PP19 "MENINGKATKAN DAYA TARIK'/
K20 'MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH'/
Ke21 'MENINGKATKAN KUALITAS'/
KP22 'MENGGALANG POTENSI'/

Kp23 'MERENCANAKAN MENGORGANISASI/
KP24 SMENGHITUNG RESIKO'/

KP25 'MEMANFAATKAN PELUARG'/
KBZ26 'MEMUTUSKAN PERSOALAN'/
KP27 'KEGIGIHAN KEULETAN'/

KP28 'KECEPATAN DPOLISI'/

KP29 'KETANGGAPAN POLISI'/

KP30 'KETEPATAN PQLISI'/

OP21 'SIKAP PERCAYA DIRI'/

OP32 ITEKADL KERIA BOLIST!/
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.w&'—”&iﬁ.

MTBE3 'KETEGASAN HUKUMAN'/
MTB4 'PENGHARGABRN ANGGOTA'/
MTBS 'MEKANISME KERJA'/

MTRE 'HKONSTSTENST PENGAWASANG/
MTB7 'KETELITYIAN POLISI'/
MTEE 'KERJASAMA ANGGOTA'/
MTBY 'SETIA KRWAN POLISI'/
MTBR10 'TANGGUNGJAWAE POLISI'/
MTB11l 'KOMITMEN POLISI'/

MTB12 'MEMPERHATIKAN BATAS'/
MTB13 'KESESUAIAN POLISI'/OP43

OP33 'KESANGGUPAN KERJA'/

0P34 'RASH BANGGA DAN PUAS'/
OP35 TKETERGANTUNGAN KELEMBAGAAN'/
OD356 'SUMBER DANA RESMI'/

0P37 'USAHE LAIN'/

GP38 'SEMANGAT MELAKSANAKAN'/
0OB39 'INTENSITAS RELAJAR'/

OP40 'KEMADIRIEN POLISI'/

0P4l 'IMBAIAN GAJI DITERIMA'/
OP42 'AMBISI MENCAPAT HASIL'/

' PENAMPILAN MELAKSAMAKAN TUGAS®/
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MTB14 'KESESUAIAN KEGIATAN'/ OP44 ‘KEBERANIAN MENGAMBIL RESIXO'/
MTBLIS 'KEPATUHAN POLISI'/ QPS5 ' IDEPENDENSI POLISI'/

VAL LAB
AN1 5 'SANGAT DIPAHAMI' 4 'DIPRHAMI' 3 'CUKUP DIPAHAMI' 'KURANG
DIPAHAMI® 1 'TIDAK DIPAHAMI'/AN2 5 ‘'SEMUANYR SAMA® 4 SEBAGIAN

BESAR' 3 'SEBAGIAN SAMA'Z SEBAGIAN KECIL' 1 'TIDAK ADA YANG SAMA'/ANI 5
'SANGAT BIJAK' 4 'BIJAK' 3 CUKUP BIJAK' 2 'KURANG BIJAK'1l 'TIDAK
CBIJAK'/ANZ 5 'SANGAT ARIF' 4 ‘ARIF' 3 'CUKUP -ARIF' 2 'KURANG ARIF' 1
. TIDAK ARIF'/ANS S 'SANGAT JUJUR' 4 TJUJUR' 3 'CUKUP JUJUR' 2 'KURANG
JUJUR'YL 'TIDAK JUJUR'/ANG 5 'SANGAT ADIL' 4 'ADIL' 3 'CUKUP ADIL' 2
KUPRANG ADIL' 1 ‘'TIDAK ADIL'/ANT7 5 'SANGAT PENGAYOM'™ 4 'PENGAYOM' 3
CUEKUP MENGAYOMI' 2 'KURANG MENGAYOMI' 1 'TIDAK MENGAYOMI'!/ANG 5 SANGAT
KERAS' 4 'KERAS' 3 'CUKUP KERAS' 2 'KURANG KERAS' 1 'TIDAK KERAS'/ANG 5
'SANGAT BERKUASA' 4 'BERKUASA' 3 ‘CUKUP BERKUASA'® 2 'KURANG BERKUASA' 1
'"TIDAK BERKUASA'/AN1O 5 ‘*SELALU DIAJARKAN' 4 'SERING DIAJARKAN' 3
'KADANG-KADANG' 2 ‘JARANG DIAJARKAN' 1 'TIDAK PERNAH'/ANI1l 5 'DISELURUHE
LEMBRGA' 4 'DISEBAGIAN BESAR' 3 'DISEBAGIAN LEMBAGA'Z? 'DISEDAGIAN
KECIL' 1 'TIDAK RDA'/AN12 5 'SANGAT KETAT' 4 KETAT' 2 'CUKUP KETAT' 2
'KURARNG HETAT' 1 ‘TIDAK KETAT'/AM13 5 'SELALU MENYESUATIKAN' 4 !'SERING
MENYESUATKAN' 3 TKADANG-KADRANG'2 'JARANG  MENYESUATKAN' 1 'TIDAK
PERNAH'/AN14 5 'SANGAT INTERAKTIF' 4 INTERAKTIF' 3 'CUKUP INTERAKTIF'Z2
'HURANG  INTERAKTIF' 1 'TIDAK INTERAKTIF'/AN1S5 5 'SANGRAT IDENTIK' 4
'IDENTIK' 3 'CUKUP IDENTIK' 2 KUBRANG IDENTIK'] 'TIDAK IDENTIK' /MTBl1 S
"SANGAT JELAS' 4 'JELAS' 3 CUKUR JELAS' 2 'KURANG JELAS! 1 '"TIDAK
JELAS' /MTB2 5 'SANGAT KONSISTEN' 4 'KONSISTEN' 3 'CUKUP KONSISTEN'Z
'KURANG FKONSISTEN' 1 TiDAK KONSISTEN'/MTB3 5 'SELALU TEGAS' 4 'SERING
TEGAS' 3 'KADANG-KADANG' 2 . 'JARANG TEGAS' 1 'TIDAK PERNAH'/MTE4 5
'SELALU DIBERIKAN'T 4 SERING DIBERIKAN' 3 'KADANG-KADANG! 2 'JARANG
DIBERIKAN' 1 'TIDAK PERNAH'/MIBS 5 'SELALYU DILAKSANAKAN' 4 ' SERING
DILAKSANAKAN' 3 KADANG-KADANG'2 'JRARANG  DILAKSANAKAN' 1 'TIDAK
PERNAH'/MTES 5 'SBLALU KONSISTEN' 4 'SERING KONSISTEN' 3 ‘!KADANG-
KADANG'Z 'JARANG KONSISTEN' 1 'TIDAX KONSISTEN'/MIB7 5 'SANGAT TELITI'
4 'TELITI' 3 'CUKUP TELITI' 2 'KURANG TELITI'l 'TIDAK PERNAH'/MIBS 5
'SANGAT ERAT' 4 ERAT' 3 'CUKUP ERAT' 2 'KURANG ERAT'1l 'TIDAK ERAT'/MTEY
5 'SANGAT KOMPAK' 4 KOMPAK' 3 ‘CUKUP KOMPAK' 2 ‘'KURANG KOMPAK' 1
'TIDAK KOMPAK'/MTB10 5 SANGAT BERTANGGUNGJIAWAB' 4 'BERTANGGUNGIAWAR' 3
'CUKUP  BERTANGGUNG-JAWAR’ 2 'KURANG  BERTANGGUNGIAWAB' 1 'TIDAK
BERTANGGUNGIAWAR ' /MTBE11 5 SANGAT KUAT' 4 'KUAT' 3 ‘CUKUP KUAT' 2
'"KURBNG KUAT' 1 'TIDAK KUAT'/MTB12 5 'SELATU MELAMPAUI' 4 ‘SERING
MELAMPAUT ' 3 'KADANG~KADANG' 2 'JARANG  MELAMPAUT' 1 'TIDAK
PERNAH'/MTB13 5 'SANGAT SESUAI' 4 'SESUAI' 3 'CUKUP SESUAIL' 2 'KURANG
SESUAI'I *'TIDAK SESUAI'/ MTB14 &5 'SELALU SESUAT' 4 'SERING SESUAI™ 3
'KADANG-KADANG' 2 °JARANG SESUAI' 1 'TIDAK PERNAH'/MTR1S 5 'SANGAT
PATUH' 4 'PATUH' 3 'CUKUP PATUH' 2 'KURANG PATUH' 1 'TIDAK BATUH'/PPl &
'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU' 3 'CUKUP MAMPU' 2 'KURANG MAMPU' 1 'TIDAK
MAMPU'/PP2 5 SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU MEYAKINKAN' 3 CUKUP MAMPU' 2
'KURANG MAMPU' 1 '"TIDAK MAMPU' /PP3 5 'SELALY DAPAT' 4 'SERING DAPAT' 3
'KADANG-KADANG' 2 JARANG DAPAT' 1 'TIDAK DAPAT'/PP4 5 'SANGAT MAMPU' 4
‘MAMPU' 3 'CUKUP MAMPU' 2 'KURANG MAMPU' 1 'TIDAK MAMPU'/PPS 5 fSELALU
e HENC LR TR o B e e S B R NG o MENE L DPRIEAN oo G B AN G KR DRN G

MENCIPTAKAN' 1 'TIDAX PERNAH'/PPE 5 'SELALU MENINGKATKAN' 4 'SERING
MENINGKATKAN' 3 'KADRANG-KADANG' 2 ‘JARANG MENINGKATKAN' 1 'TIDAX
PERNAH'/PPT7 5 'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU MENGEALANG' 3 'CUKUDR MAMPU' 2
"KURANG  MAMPU' 1 TIDAK MAMPU'/PPB 5 'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU
MERENCANAKAN' 3 'CUKUP MAMPU'2 KURANG MAMPU' 1 ‘TIDAK MRMPU'/PPY 5
"SANGAT MAMPU' 4 'MAMPYU MENGHITUNG RESIKQ' 3 'CUKUP MAMPU'Z ‘'KURANG
MAMPU' 1 'TIDAK MABMPU'/PP10 5 'SELALU MEMANFAATKAN' 4 '3ERING
MEMANFAATKAN' 3  'KADAKG-KADANG'Z2 "JARANG MEMANFAATKAN' 1 PTIDAK
MEMANFAATKAN'/PP11 5 'SANGAT TEGAS' 4 'TEGAS' 3 CUKUP TEGAS' 2 'KURBNG
TEGAS' 1 'TIDAK TEGAS'/PPl2 & 'SANGAT GIGIH' 4 GIGIH' 3 'CUKUP GIGIH'
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2 T'KURANG GIGIH'1 'TIDAX GIGIH'/PP13 & 'SANGAT CEPAT' 4 'CEPAT' 3
'CUKUD CEPAT' 2 'KURENG CEPAT' 1 'TIDAK CEPAT'/PPi4 5 '"SANGAT TANGGAP'

-4 'TANGGAP' 3 'CUKUP TANGGAP' 2 'KURANG TANGGAP'1l TIDAK TANGGAP'/PPLS 5

'SANGAT TEPAT' 4 CTEPAT' 3. 'CUKUP TEPAT' -2 KURANG TEPAT' .1 'TIDAK
'TEPAT'/KP1l 5 'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU' 3 'CUKUP MAMPU' 2 fKURANG MAMPU'
1 'TIDAK MAMPU'/KP2 ‘5 'SANGAT MAMPU' -4 'MAMPU -MEYAKINKAN' 3 TCUKUP
S MAMPU' 2. 'KURANG MAMPU' 1 'TIDAX MAMPU'/KP3 .5 .SELALU DAPAT' 4 'SERING
_DAPAT' 3 'KADANG-KADANG' 2 "JARANG DAPAT' 1 TIDAK DAPAT'/KP4 5 'SENGAT
MAMPU' 4 "MAMPU' 3 'CUKJUP -MAMPU' -2 ‘'KURANG -MAMPU'.1l *TIDARK MAMPU'/KP5 5
. 'SELALYU MENCIPTAKAN' 4 'SERING MENCIPTAKAN' 3 'KADANG-KADANG' Z 'JARANG
MENCIPTAKAN' 1 ‘TIDAK PERNAH'/KP6 5 'SELALU MENINGKATKAN' 4 'SERING
" MENINGKATKAN' 3 'KADANG-KADANG' 2 'JRARANG MENINGKATKAN' 1 'TIDAK
PERNAH'/KP7 5 'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPY MENGGALANG' 3 'CUKUP MAMPU' 2
'KURANG MAMPU' 1 'TIDAK MAMPU'/KB8 5 'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPU
MERENCANAKAN' 3 'CUKUP MAMPU'2 KURANG MEMPU' 1 'TIDAK MAMPY'/KPY 5
'SANGAT MAMPU' 4 'MAMPY MENGHITUNG RESIKO' 3 'CUKUP MAMPU'Z 'KURANG
MAMPU® 1  'TEDAK  MAMPYU'/KPIO 5  'SELALU  MEMANFAARTKAN'4  SERING
MEMANFAARTKAN' 3 'KADANG-FKADANG'2 'JARANG MEMANFAATKAN' 1 TTIDAK
MEMBNFAATKAN' /KP1l 5 *SANGAT TEGAS' 4 'TEGARS' 3 CUKUB TEGAS' 2 ‘KURANG
TEGAS' 1 'TIDAK TEGAS'/KP12 5 'SANGAT GIGIH' 4 GIGIH' 3 'CUKUP GIGIH' 2
'KURANG GIGIH' 1 'YTIDREK GIGIH'/KFL13 5 'SANGAT CEPAT' 4 'CEPAT' 3 'CUKUP
CEPAT' 2 'KURANG CEPAT® 1 'TIDAK CEPAT'/KP14 5 'SANGAT TANGERP' 4
VIANGGAP' 3 'CUKUP TANGGAP' 2 'KURANG TANGGAP'™ 1 TIDAK TANGGAP'/KP15 5
'SANGAT TEPAT' & °TEPAT' 3 'CURUP TEBAT' 2 KURANG TEPAT' 1 'TIDAK
TEPAT'/OPL 5 'SANGAT PERCAYADIRI' 4 PERCAYADIRI' 3 'CUKUP PERCAYADIRI'2
'KURANG PERCAYADIRI' 1 !TIHAK PERCAYADIRI'/QP2 § 'SANGAT KUAT' 4 'KUAT'

3 'CUKUP KUAT' 2 'KURANG KUAT' 1 'TIDAK EKUAT'/0P3 5 SANGAT
MEYAKINKAN' 4 ‘MEYAKINKAN' 3 CUKUP MEYAKINKAN' 2 ‘KURANG MEYAKINKAN' 1
'"TIDRK MEYAKINKAN'/OP4 5 SANGAT BANGGA PUAS' 4 'BANGGA PUAS' 3

'CUKUP BANGGA PUAS' 2 'KURANG BANGGA PUAS' 1 'TIDAK BANGGA PUAS'/OFS
5 'SELURUHNYA TERGRNTUNG' 4 SEBAGIAN BESAR' 3 'SEBAGIAN TERGANTUNG' 2
'SEBRAGIAN KECIL' 1 'TIDAK ADA'/OPS 5 'SANGAT MENCUKUPI' 4 'MENCURUPL' 3
'TMENCUKUPI SECUKUPNYA' 2 KURANG MENCUKUPI' 1 'TIDAK MENCUKUPI'/OP7 5
'SELATU DILAKUKAN' 4 SERING DILAKPKAN' 3 'KADANG~KADANG' 2 'JARANG
DILAKUKAN' 1 'TIDAK PERNAH'/OPS 5 'SANGAT KUAT' 4 'KUAT' 3 'CUKUP KUAT'
2 KURANG KUAT' 1 TIDAK KUAT'/OPS & 'SANGATINTENSIF' 4 'INVENSIF® 3
CUKUP INTENSIF' 2 KURANG INTENSIF' 1 ‘TIDAK INTENSIF'/OP10 5 SELURUHNYA
DICUKUPI' 4 SEBAGIAN BESAR' 3 'SEBAGIAN DICUKUPI' 2 SEBAGIAN XECIL' 1
'TIDAK ADA'/OP1ll 5 ‘'SANGAT MEMADAT' 4 'MEMADAI* 3 CUXUP MEMADAI' 2
'KURANG MEMADAI' 1 'TIDAK MEMADAI'/OPl2 5 'SANGAT AMBISI' 4 ‘AMBISI' 3
CUKUP AMBISI' 2 'KURANG AMBISI' 1' 'TIDAK AMBISI'/OP13 5 'SANGAT
MEYAKINKAN' 4 MEYAKINKAN' 3 'CUXKUP MEYAKINKAN® 2 'KURANG MEYAKINKAN® 1
'TIDAK MEYAKINKAN'/OP1l4 5 SELURUH ANGCOTA' 4 'SEBAGIAN BESAR' 3
'SERAGIAN ANGGOTA 2 'SEBAGIAN KECIL ANGGOTA' 1 ‘'TIDAK ADA'/OPIS 5
'SANGAT INDEPENDEN' 4 INDEPENDEN' 3 'CUKUP INDEPENDEN' 2 "KURANG
INDERENDEN' 1 TIDAX INDEPENDEN'/.

BEGIN DATA.

202 cases are written to the compressed active file.
HMISSING. VAT ALL..L0)}

COMPUTE X1=AN1+ANZ4+AN3+ANS+ANS+ANG+AN7+ANS+ANS+HAN] O+
ANI1+ANLZ+ANI3+ANI4+AN15 /15,

COMPUTE X2=MTBL+MTB2+MTR3+MTRA+MTRE+MTRE+MTR7HMTRE+MTRO+MTEL O+
MTRILHMTRIZIMTEIS+MTRI4A+MTRL5 /15,

COMPUTE Z1wPPl4PPZ2+PPI+PP4+PP5+PRE+PP7+PPE+PPO+RPI0+
PPL1+PPI2+PPI3+PP144+PP15/ 15,

COMPUTE Z2=KPI1+KP2+KP3+KP4+KPS+KPE+KET+EES+KPO+KP10+
KP11+KP12+KPi3+KP14+KP15/15.

COMPUTE Y=0P140P240P340P4+0P5+0PE+0OPT+0PE+0PI+0P10+
OP11+0P12+0P134+0P14+0P15/15,

CORRELATIONS VAR=X1 X2/STAT=ALL.
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MISSING VAL ALL (0). :
COMPUTE ¥X1=AN1+AN2+AN3+AN4+ANS+ANS+ANTIANE+ANS+ANIOY
o ANTI+ANL2+ANI 3+AN14+ANLE /15,
COMPUTE XZmMTBl+MTBZ+MTBS+MTB§+MTBS+MTB6+MTB7+MTEB+MTBQ+MTB10%
MTB1I+MTE12+MTBL3HMTRI4+MTRLS /15,
COMPUTE Z1=PP1+PP2+PP3+PP4+PP5+PRE+PPT+PRE+PEO+PPL0+
: o PP11+PPL2+PPL3+EP14+PR15/15 .,
COMPUTE Z2=KP1+KP2+KP3+KP4+KP5+KPE+KPT+KPE+KPSO+KP10+
s KP11+KPI2+KP13+KPLA+KP15/15.
COMPUTE  ¥Y=0P14+0OFPZ40P3+0P4+0P5+0PE+0PT+OPE+OPI+OFL0+
OP1I+0P12+0P134+0R14+0P15/15,
CORRELATIONS VAR=X1 X2/5TAT=ALL.
The raw data or transformation pass is proceeding
202 cases are written to the compressed active file.

n
Page 4 *** AKTUALISASI NILAI DAN MORALITAS TRI BRATA wxk 1/20/99
Variable Cases HMean std Dev
H1 218 32.0260 10.23117
X2 218 30.6861 10.482¢6
]
Variables Cases Cross—Prod Dev Variance-Covar
Xl - X2 218 20065.8472 92.4693
0
Correlations: X1 %2
"1 1.0000 L.BR38*FF
¥2 JBe38%* 1.0000
N of cases: 218 l-tailed Signif: * - .01 ** - .001

" . " is printed if a coefficient cannot be computed

CORRELATIONS VAR=X1 X3/STAT=ALL.

|
Variable Cases Mean std Dev
Kl 218 32.06280 10,2117
b 43 218 30.6670 11.28¢80
]
Variahles Cases Cross—Prod Dev Variance-Covar
%1 21 218 22057.4205 101.6471
N}
Corprelations: X1 Z
X1 1.0000 .BELTHE
Z2 LBELTH 1.000C0
N of cases: 218 l-tailed Signif: * -~ .01 ** - 001
", " is printed if a coefficient cannot be computed
i
#%% ARTUALISASI NILAT DAN PROFESIONALISME POLISI**#* 5/20/99
CORRELATIONS VAR=X1 ¥/STAT=ALL.
]
Variable Cases Mean 5td Dev
G e o g 0T TET
z1 218 30.4740 10.7582
QO
Variables Cases Cross-Prod Dev Variance~Covay
%1 Y 218 19918.2962 81.7894
[
Correlations: X1 b4
%1 1.0G00 .83556%*
¥ .B355%* 1.0000
N of cases: 218 i-tajled Signif: * - 01 % - 001

" . " is printed if & coefficient cannot be computed




.Zn B :
;fNPAR TFST KENBALh—xz ¥3/S§AEMALL

: **#%* e
R I el L _: S S ' "-'__.-”
M2 "ﬁ. . 218 30'66605 14. 48260 17 07 L5727

14,07 59 27-j;ﬁ

Cigizae 30 66597 il 28991  :
T e (Medlan)

QSLh :50th™) 75th o
S TS N Percentlle' Percentlle Percentlle_]'fn'”
X2 218- : 23 1333 L 26, 1667007 38,4333
Z 218 _; 22 0667 26, 1333_' ' 3,.4833
ol e
“Page . 5. ***_ AKTUALISASI NILAI DAN . KINEPJA POLISI***
6/20/99 :
w === = Hendall Caeffzczent of Concordance
4 Mean Rank Variable " -
~1.%52 %2 . .. AXTUALISAS] NilAT
i.48 2 - KINERJA POLISI
‘Cases W - Chi-Square ‘D.F. Significance
218 0029 4762 A vV . 4802
o .

"NEAR TEST KENDALL—XB Y/STAT—ALL
pr 3k Kk WORKS?ACE allows for 8790 cases for NPAR TESTS wH kA A
0 .

FEE DWPUALISAST NILAT DAN KINERJA.POLISI*** R 6/20/99
X2 i 218 30.66606° 10.48260 17.07 57.27
¥ oo '_218 .. 30,4740% 10.75822 14.07 57.27
' AW F o {(Median)
2%th 50th 75th

j N Percentile Percentile Percentile
X2 ' - 218 23.1333 26.1667 38,4333
Y 218 21.1333 - 29.06€7 40,2000
a .

‘e = ~.— Kendall Coefficient of Concordance
Mean Rank Variable

1.56 X2 o AKTUALISASI NILAI
1.44 Y KINERJA POLIS
Cases W Chi~Square D.F. Significance
218 .0148 3.?190 1 L0728
A ;
#+% ARTUALISASI NILAI DAN KINERJA POLISI*** 6/2G/29

NPAR TEST KENDALI=2 Y/STAT=ALL.

*+%*% WORKSPACE zllows for 8700 cases for NPAR TESTS **k¥*

£}
Z 218 30.66697 11.28901 14.07 59.27
b4 218 30.47401 10.75822 14.07 57.27
i chirary)
25th 50th 75th
N Percentile Percentile Percentile
4 218 22,0687 26.1333 39.4833
Y 218 21,1333 28.0667 40,2000

————— Kendall Coefficient of Concordance
Mean Rank Variable

1.53 2 AKTUALISASI NILAI
1.47 Y KINERJA POLISI
Cages W Chi~Square D.F. sSignificance

218 00z7 .5802 1 L4423

***'WORKSPACE ailcws_for '- {879Q'¢a$e5'for'NP3R_TEST5 '"'
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-0
" FREQ VAR=X1 X2 £ Y/STAT=ALL.
¥ %k% Memory allows a total of 11608 Values, accumilated across

all Variablas.

tThere alzo mav be up to 1451 Value Labels for each
Variable. : :
*%% ARTUATISASI NILAI DAN OTONCMI KRPOLISIAN*** 7/20/9%9
®1 BKTUALISASI NILAT

————— Kendall Coefficient of Concordance
Mean Rank Variable

1.52 X2 AKTURLISASI NILATL

1.48 Z OTONOMI KEPOLISIAN

Cases W Chi-Sguare D.F. Significance
218 0022 4762 1 .49062

i3
Page [ x¥+  MORALITAS TRI BRATA DAN OTONOMT KEPOLISTAN***
T/20/8%
HNPAR TEST RENDALL=XZ Y/STAT=ALL.
4%+ % WORKSPACE allows for 8790 cases for NPAR TESTS *¥%xk=
{1
&k MORALITAS TRI BRATA DAN OTONOMI KEPOLISTAN®**

7/20/%9
xi 218 30.66606 10.48260 17.G7 57.27
% 218 30,47401 10.75822 14.07 57.27
{Median)
25th 50th T5th
N Percentile Percentile Percentile
X2 218 23.1333 26.1667 35.4333
Z 218 21.31333 29.0667 40,2000
it
%%* MORALITAS TRI BRATA DAN OTONOMI KEPOLISIAN*** 7/20/599

————— Kendall Coefficient of Concordance
Mean Rank Variable

1.56 %1 MORALITAS TRI BRATA
1.44 Y OTONOMI KEPOLISIAN
Cases W Chi-Square L.F.
Significance
218 L0148 3;2190 1 .0728
i .
NPAR TESY KENDALL=Z Y/STAT=ALL.
#EkEF WORKSPACE allows for 3790 cases for NPAR TESTS *#*%#*
{
Z 218 30.66697 11.28801 14.07 59.27
¥ 218 30.47401 i0.75822 14.07 57 .27
(Median)
25th 50th 75th
37 e P il Pere niile YTt T v T I = Y
A 218 22.06867 26.1333 39.4833
b4 218 21,1333 29.0667 40.2000
G

————— Kendall Coefficient of Concordance
Mean Rank Variable

1.53 Z ARTUALISAST NILAT
1.47 Y OTONGMI KEPOLISIAN
Cases W Chi-Square D.F. Significance

218 o027 . 59202 1 L4423




i
& Ak AKTURLISASI NILAT DAN OTONOMT KEPCOLISIRN®**

g/20/99 .
————— Kendall Ceoefficieni of Concordance

Mean Rank Variable

1.53 2 AKTUALISASI NILAI

1.47 ¥ : COTONOMI KEPOLISIAN

Cases . " Chi-3quare D.F.
Significance

218 . GO27 L5902 1 LA423

FREQ VAR=X1 ¥2 2 Y/STAT=ALL.

*+5%% Memory allows a total of 11608 Values, accumulated across
all Variables.

There alsc may be up to 1451 Value Labels Zfor each

Variable.
Yalid Cum
Value Label Value Freguency Percent Percent
Percent

15.13 S 4.1 4.1
4.1

- 18.07 3 i.4 i.4 -

B : e

19.13 1 .5 .5
6.0

20.07 3 1.4 1.4
7.3

21.07 4 1.8 1.8
9.2

21.13 15 €.9 5.9 16

22.07 2 g -9
17.0

22.13 11 5.0 5.0
22.0

23.07 1 .5 ]
22.5

23.13 - 1 .5 .5
22.9

24.07 2 .9 .9
23.9

24.13 3 1.4 1.4
25.2

25.07 1 .5 .5
25.7

25.20 1 -5 R
5573 .- S ——— IE— S o

26.13 4 1.8 1.8
28.0

27.07 22 10.1 10.1
3g.1

27.13 4 1.8 i.8
39.9

28.07 4 1.8 1.8
41.7

28.13 15 6.9 6.9




76.6

28.20 .5 .
49,1 _ _
: 29.13 . 4 1.8 1.8
50.9 S o .
' 29.20 1 .5 .5
51.4 RN _ o
o Re.27 o1 .5 .5
51.8 o . o B
L S30.07 1 .5 .5
52.3 :
: 30.13 2 .G -
53.2
30.20 4 1.8 1.8
55.0
31.07 2 .9 .9
56.0
31.13 3 1.4 1.4
57.3
32.07 1 .5 .5
57.9
32.13 4 1.8 1.8
59.6
32.20 3 1.4 1.4
61.90
32.33 1 .5 .5
61.5
33.13 4 1.8 1.8
53,3
33.27 2 .9 .9
64.2
33,33 1 .5 .5
64.7
34.G7 1 .5 .5
65.1
34.20 1 .5 .5
65.6
35.13 1 .5 .5
66.1
35.20 3 1.4 1.4
6£7.4
36.13 2 .9 -
£8.3
36.20 5 2.3 2.3
70.6
36,27 1 .5 .5
7i.1
37.13 1 .5 .5
7i.6
BTy e -3 e
72.5
38.13 1 .5 .5
72.9
38.29 2 .9 .G
73.9
39.20 3 1.4 1.4
75.2
39.27 2 .9 .9
76.1
40.20 1 .5 .5
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40.27 1 .5 ]
77.1
41.07 1 .5 .5
.77.5
Page g8 *** BPAKTUALISASI NILAI DAN MORALITAS TRI BRATA %%
1/20/99
X1 AKTUGALISAST NILAY
41.20 1 .5 .5 78.0
41.27 1 .5 .5 78.4
41.33 1 .5 .5 78.%
42.20 4 1.8 1.8 80.7
42.27 1 .5 .5 81.2
43.13 1 .5 .5 81.7
43,20 4 1.8 1.8 83.5
43,33 1 .5 .5 £83.9
44,13 1 .5 .5 84.4
4420 1 .5 .5 84.9
44 .27 1 .5 .5 85.3
45,20 2 .9 .9 g86.2
45,20 2 .2 .8 87.2
46.27 1 .5 .5 87.6
4720 i .5 .5 -88.1
aF.27 2 .9 ] 89.0
47.33 2 .9 .S 89.9
48.27 1 .5 s 90.4
44.33 2 LG .9 91.3
49.27 3 1.4 1.4 Q2.7
50.20 2 .9 .9 93.5
5G.27 1 .5 .5 94,0
50,33 1 .5 Y 94.5
51.20 1 .5 .5 85.0
51.27 2 .9 .S 95.¢
52.27 3 1.4 1.4 @7.2
53.27 1 .5 =5 97.7
54.27 i .5 .5 Gg.2
55.27 1 .5 -5 8g.6
55.33 Z .8 .9 89.5
59.27 . 1 .5 .5 100.0
Total 218 100.90 109.90
=
Page 8 *** AKTUALISASI NILATI DAN MORALITAS TRI RRATA **+*
1/20/99
x2 MORALITAS TRI BRATA
Mean 32.024 3td err . 692 Median
28,133
B =] 2”'.' ” Ry} . S‘-d d L2 ’ ‘}_G- 212 T "\'a"cl".i.'idiibb
104.279
Kurtesis -.502 S E Kurt . 328 Skewness 565
5 E Skew .185 Range 44,133 Minimum 15.133
Maximam 59,267 Sum 6981.587
Valid cases 213 Missing cases 0
&
Ak ERARTUALISAST NILAT DAN MORALITAS TRI BRATA FEE
1/20/9%
X2 MORALITAS TRI BRATA
Vaiid Cum




[3%)
Ll
s

Value Label Value Fregquency  Percent Percent
Percent
' 17.07 2 .9 .9
.9

17.13 3 i.4 1.4
2.3

- 18.07 5 3.7 3.7

&.90

18.13 1 .5 -5
6.4

19.07 2 .9 .9
7.3

12.13 2 .9 .9
8.3

20.07 3 1.4 1.4
8.6

20.13 3 2.3 2.3
11.9

21.067 7 3.2 3.2
15.1

21.13 5 2.3 2.3
17.4

22.07 3 1.4 1.4
18.8

22.13 5 2.3 2.3
21.1

22.20 1 .5 .5
21.6

23.07 6 2.8 2.8
24.3

23.13 7 3.2 3.2
27.5

23.20 1 .5 .5
28.0

z24.07 4 1.8 1.8
29.8

24.12 23 i0.6 1G.6
4G. 4

25.07 3 1.4 1.4
41.7

25,13 S 4.1 4.1
45.9

25.20 2 .9 -
4¢.8

26.07 1 .5 .5
7.2

26.13 & 2.8 2.8
50.0
50.5

27.07 1 .5 N
50.9

27.13 4 1.8 1.8
52.8

27.20 2 .9 .9
53.7

28.07 1 .5 .5
54.1

28,13 7 3.2 3.2
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28.20 2 .8 .9
58.3 .
29.07 1 .5 .5
- 58.7 S :
29.13 2 - -
52.6 | S
29,20 z .8 g .9
60.6 : .

R 30.07 1 .5 .5

61.0
30.13 2 .9 .9

61.9
31.13 5 2.3 2.3

64.2
31.20 1 .5 .5

64.7 .

32.13 3 1.4 1.4

66.1
32.20 1 .5 .5

66.5
33.13 2 1.4 1.4

67.9
33.20 3 1.4 1.4

69.3
35.13 4 1.8 1.8

7L
36.13 2 .9 .9

72.0
36.20 2 .9 .9

72.9
37.07 1 .5 .5

73.4
37.13 2 .9 .9

74.3
37.20 i .5 .5

74.8
38.20 1 .5 .5

75.2
39.13 1 .5 .5

75.7 .

39.20 T2 .9 .9

76.6
39.27 1 .5 .5

77.1

0

Page 9 *** AKTUALISASI NILAT DAN PROFESIONALISME POLISI#*#**
1/20/99

Z1 PROFESICONALISME POLIST

Fraldd Cugrp ¢ =

Value ILabel Value Fregquency  Percent Percent

Percent
40.13 1 5 .5 77.5
40G.20 2 .9 .9 78.4
40,27 2 .9 .9 78.4
41.13 1 .5 .5 79.8
41.20 1 .5 ] 8G.3
41.27 1 .5 .5 g§0.7
42.13 1 .5 .5 g1.2
42.290 2 .9 .9 §2.1
42,27 2 .9 .8 83.0
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43.20 1 .5 .5 83.5
43,27 1 .5 .5 83.9
45,206 2 .G .9 84.9
45,27 1 .5 .5 85.3
46,20 1 .5 .5 85.8
45.27 2 - .9 .9 g6.7
47.13 2. .9 .0 87.6
47.20 -4 1.8 1.8 . 89.4
a7.27 2 e .S 80,4
48,20 2 90 - LG @1.3
48,33 1 .5 .5 S1.7
49,20 3 1.4 1.4 93.1
49 27 1 .5 .5 93.8
50.20 1 .5 .5 Q4.0
50.27 1 .5 .5 94.5
51.20 3 1.4 1.4 95.9
51.27 1 .5 .5 96.3
52.27 1 5 .5 G6. 8
53.27 1 45 .5 87.2
54.27% 2 .9 .9 98.2
56.20 z J9 .9 9g.1
56.27 1 .5 .5 9%.5
57.27 1 .5 .5 100. ¢
Total 218 106.0 100.0
2
Page 10 *RFAKTUATLLISAST NILAI DAN KINERJA POLISI**%*
2/20/99
22 KINERJA POLIST
Mean 30.666 sStd errn L7310 Median
26.167
Mode 24,133 Std dev 10.483 Variance
109,885
Kurtosis -.437 8 E Kurt .328 Skewness
. 849
S E Skew .185 Range 40.200 Minimum
17.067
Maxilmum 57.267 Sum 6685.200
Valid cases 218 Missing cases 0
Page 10***MORALITAS TRI EBRATA DEN PROFESIONALISME POLISI***
2/20/99 .
z1 PROFESIONALISME POLIST
Mean 30.667 std err . 765 Median
26,133
Mode 22.067 Stgd dev 11.289 Variance
127.442
Kurtosis ~.560 3 E Rurt . 328 Skewness
864
5 B Skew .165 Range 45,200 Mindmun
TATEET mo Y o s 1 n s
Maximum 59.287 Sum 6685.400
valid cases 218 Missing cases 0
0
*EXMOBATLITAS TRI BRATA DAN KINERJIA DOLIST** %
3/20/99
9z KINERJA POLISIE
Mean 30.667 3td err .765 Median
26.133
Mode 22.087 std dev 11.28% Variance

127.442




241

Hurtosis -, 560 5 E Kurt .328 Skewness
.GB64
$ E Skew .165 Range 45,200 Minimum
14.067
Maximum. 595.267 Sum 6685.400
Valid cases 218 Missing cases 0
0
" Page  11***DPROFESIONALISME POLIST DAN OTGHNOMI KEPOLISIAN  #*%

4/20/98, ' ' B o
21 : PROFESIONALISME POLIST
Valid Cum
Value ILabel Value Frequency  Percent Percent
Percent

14.07 1 .5 .5
5

17.07 1 5 .5
.9

17.13 1 .5 .5
1.4

18.13 1 .5 .5
1.8

19.67 2 .9 .9
2.8

20.07 28 12.8 12.8
15.¢6

21.07 7 3.2 3.2
18.8

21.13 2 ] ]
19.7

22.07 45 20.6 20.6
40.4 '

22.13 1 .5 .5
40.8

23.07 2 .9 .9
41.7 ‘

23.13 5 2.3 2.3
44.0

24.07 1 .5 .5
44.5

24.13 1 B .5
45,9

25,07 & 1 .5 .5
45.4

25.13 3 .5 .5
45.9

26.07 1 .5 .5
46.3

26.13 10 4.8 4.6
590.9
. 3 0% 4 R USSP~ S 22
51.4

27.07 2 L& .9
52.3

27.13 h 2.3 2.3
S4.6

28.07 2 .9 .8
55.5

28.13 9 4.1 4.1




28.20 1 5 .5
6C.1

29.07 2 .9 9
61.0

29.13 i -5 .5
61.5
. 29.20 2 .9 .9
62.4

30.20 1 .5 .5
£2.8

31.6G7 2 .8 .9
83.8

31.13 i .5 .5
64.2

32.07 1 .5 .5
64.7 .

32.13 2 .8 .9
65.6

32.20 1 .5 .5
€6.1

33.13 Z 55 .9
67.0

33.20 i ] .5
67.4

34.13 2 E 9 .9
8.3

34.20 1 .5 .5
68.8

36.13 2 .8 .9
69.7

36.20 1 .5 .3
70.2

37.13 3 1.4 1.4
7i.% )

37.20 1 .5 .5
72.0

38.13 3 1.4 1.4
73.4

38.20 3 1.4 1.4
74.8

39.27 i B .5
75.2

40.13 2 ] .9
76.1

40.20 2 .9 .9
77.1

41.20 1 .5 .5
77.5

e S 1 5 . c

78.0

42.13 2 .9 .9
78.9

42.20 3 1.4 1.4
80.3

43.20 2 .9 .5
81.2
Page 12#***KINERJA POLISI DRI OTONOMI KEPOLISTAN***
5/20/99
22 KINERJA POLISI

valid

Cum
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‘ Value Label Value Frequency  Percant Percent
K Percent
44 .13 i .5 .5
81.7
_ 44.20 3 1.4 1.4
: 83.0
i 44.27 2 -9 .9
: 83.9
: 45.13 2 .9 .9
84.9
46.13 2 .9 .9
) 85.9
1 ’ 46.27 1 .5 .5
8¢.2
47.20 1 .5 .5
86.7
48.13 s .5 .5
87.2
48.20 4 1.8 1.8
£9.0
49,13 1 - ] .5
89.4
49.29 1 .5 -5
. 89.9
. 498.27 1 .5 .5
SG.4
49,33 1 5 5
90.9
50.07 1 .5 .5
91.3
50.20 2 A .9
92.2
50.27 1 o) -5
92.7
51.13 1 55 .5
93.1
51.20 1 .5 .5
S93.9%
51.27 1 bl .5
94.6
s52.20 1 .5 .5
94.5
52.27 3 1.4 1.4
95.9
53.20 1 .5 .5
86.3
54.20 1 .5 .5
96.8
97.2
56.20 1 5 .5
Q7.7
56.27 3 1.4 1.4
95.1
58.27 1 .5 .5
99.5
59.27 1 .5 .5
100.0

Total 218 100.0 100.0
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Valid cases 218 Missing cases C

0

Page 1z *RFRUTUALISAST NILAT, MORALITAS TRI BRATA,
PROFESTOMNALISME,

KINERJA POLISYI, DAN OTONOMI KEPOLISIAN®®** 5/206/99

X1 AKTUALISASI NILAI _
Mean 30.6487 Std err . 765 Median
26,133

Mode 22_067 Std dev : 11.289 Variance
127.442

Kurtosis - 560 S E Kurt .328 Skeuness
.864

S E Skew .16 Range 45,2090 Minimum
14,087

Ma i mum 5G.267 Sum 6685.400

Valid cases 218 Missing cases 0

i 1

®2 MORBLITAS TRI BRATA

Mean 30.667 Std err . 765 Median
26,133

Mode 22.067 3td dev 11.23% Variance
127.442

Kurtosis -.560 $ E FKurt . 328 Skewness
.B64

5 E Skew .165 Range 45.200G Minimum
14.067

Maximum 58.267 Sum 885,400
Valid cases 218 Missing cases Y]

Z1 PROFESICHNALISME POLIST

Mean 3G.667 Std err L7685 Median
26.133

Mode 22.067 Std dev 11.28% Variance
127,442

Kurtosis - . 5860 S B Kurt .328 Skewvmess
.864

S E Skew . 165 Range 45.200 Minimum
14.067

Mazimum 58.267 Sum 6685.400

Valid cases 218 Missing cases 4]

Z2 KINERJA POLISI

Mean 30.6867 Std err . 765 Median
26.133 ’

Mode 22.067 std dev 11.28% Variance
127.442

Kurtesis -.560 S B Rurt .328 Skewness
.B64

5 E Skew .165 Range 45.200 ¥Minimum
14.087

Maximum 59.267 Sum ©685.400

R e S AR s e TRt o I‘ﬁ.abidg' THEIEES i i e ——————"
b OTONCMI KEPOLISIAN

Mean 30.667 5td err L7665 Median
26.133

Mode 22.067 Std dev 11.28¢% Variance
127.442

Kurtosis -.560 S E Xurt 328 Skewness
.864

5 E Skew -165 Range 45.200 Minimum
14,067

Maximam 59.267 Sum £685. 400
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End of Inciude file.

Valid Cum

Value Label Yalue Freguency  Percent Percent

Percent :

: 14.07 9 4.1 4.1 4.1
15.07 1 .5 .5 4.6
16.067 6 2.8 2.8 " 7.3
16013 1 .5 .5 ‘7.8
17.07 5 2.3 2.3 10.1
18.067 13 6.0 &.0 16.1
19.07 3 1.4 1.4 17.4
20.07 & 2.8 2.8 20.2
20.33 1 .5 .5 20.6
21.07 8 3.7 3.7 24.3
21.13 2 .9 .9 25.2
22.07 12 5.5 5.5 30.7
22,33 3 .5 L5 31.2
23.07 7 3.2 3.2 34.4
23.13 1 .5 .5 34.9
24.07 2 A w9 35.8
24.13 3 1.4 i.4 37.2
25.97 4 1.8 1.8 38.0
25.13 3 1.4 1.4 40.4
26.07 4 1.8 1.8 42.2
26,13 2 -9 -9 43.1
27.07 3 1.4 1.4 44.5
27.13 2 .9 .9 45.4
28.07 4 1.8 1.8 47.2
28.13 3 1.4 1.4 48.6
28,20 1 .5 .5 45.1
29.07 3 1.4 1.4 50.5
28.13 3 1.4 1.4 51.8
30.07 2 .8 +9 52.8
30,13 2 .9 ) 53.7
31.07 4 1.8 1.8 55.5
31.13 5 2.3 2.3 57.8
31.33 1 .5 .5 58.3
32.07 3 1.4 i.4 5%.6
32.13 2 .9 -2 60.56
32.20 1 .5 5 61.C
33.07 . @ .9 -9 61.9
33.13 ‘ 1 .5 .5 62.4
33.20 1 85 .5 62.8
34.07 dr .5 .5 63.3
34.13 5 oy 2.3 65.6
34.20 2 .G .9 66.5
34.27 i .5 .5 67.0
B Gl 1 .5 .5 67.4
36,13 2 .9 .9 68.3
38.07 1 .5 .5 69.7
38.20 & 2.8 2.8 72.5
38.07 1 .5 L5 72.9
39.13 2 .8 .9 73.9
38.20 1 .5 .5 74.3
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Kuesioner Responden Polisi

Berikut ini ada sejumiah pertanyaan, berikanlah jawaban bapalk/ibu dengan berpedoman pada kotak penilaian yang
dianggap paling benar mendapat angka 5, benar ! 4; hampir berar | 3; kurang benar ; 2; tidak benar:1.

) I.Tentang Akfualisasi WNilai 1 > 3 4 5
‘1. Penerapan nilai-nilaf secara konsisten oleh anggotz polisi mempunyai penga- I
L ruh Rrhad:;p citra pohse di masyarakat_ o
. _2. Relasi peran polisi sebagai ABRI sangat mempenganihi dalam pelaksanaan I
"tugas penegakan hukum, g
g _ 3. Kelancaran komurikasi antara atasan dengan bawahan dalam organisasi polisi IR

sangat mendukung pelaksanaan tugas.

4. Sistern pendidikan polisi yang sesuai dengan kebuituhan kehidupan masyarakat IR
adalah sangat membantu kelancaran petugas polisi di lapngan.

<. Bahan ajaran dalam pendidilan polisi yang bertolak pada ilmu pengetzhuan R
pada umumnya lebif bermanfaat daripada menurut dokirin.

&, Penugasan polisi yang jelas disertai dukungan sarana dan prasarana yang P ottt
sesuai/wajar akan mengurangl penyimpangan-penyimpangan datam tugas.

7. Terhadap setiap kesalahan yang diteliti secara cermat dan dijatuhi hukuman R
yang setimpal akan mengurangi penyimpanaan-penyimpangan dalam craganisasi

8. Pengetahuan polist yang beranjak dari fakta apabila memungkinkan dibakukan e
dalam konsep-konsap dan tecri mengikut prosedur ilmiah yang benar sangat
mendukung pengembangan organisasi palisi

9. Nilai kebanaran, kebebasan, keadilan, persamaan dan pertumbuhan pribadi yang
kuat dimplementasikan datam oraganisasi polisi sangat berpengaruh terhac!ap
keyakinan anggota polisi dalam menjalankan tugas sehari-hari,

10. Pengajaran nilai-nilai yang dilakukan menurut aturan-aturan yang benar dalam R
iembaga kepolisian akan membangkitican kesadaran anggota bagi pdntingnya
tugas polisi bagi kehidupan masyarakat pada umumnya.

| 4 Moraitas Tri Brata ]

1. Sejauhmanakah konsistensi polist dalam menjalankan tugas 7 | | L ] [ b { |

3. Szjauhmanakah ketertiban polisi dalem pelaksanaan tugas ? [ ] [ ] I } I ] ] |

4. Sejauhmanzkah ketegasan polisi dalam pelaksznaan tugas ? [ l [ ] { [ { [

5. Sejauhmanzkah tanggungjawab polisi dalam pelaksanaan tugss ? [ l i i l ] | ] f ?

8. Sejauhmmanakah kearifan polisi dalam memutuskan suatu perkara ? l ] [ ] [ ] [ ] i ]

7. Sejauhmanakah kebijakan polisi dalam memutusKan susty masaiah 7 1 } i f ! E ! ] [ ’

8. Sejauhmanakah kerjasama polisi dan masyarakat datam mengatasi masalah ? [ } { i | i [ ] | 1

8. Sejavhmanzkah loyaiitas polisi terhadap warga masyarakat 7 ! l I l I f ! l l }

10. Sejauhmanakah setiakawan antara polisi dengan masyarakat ? e T 1]

i BeJauhmanakah keselatasan indakan polisi.dengan nilsi-nital Tr.Brata 2. SSSURU S S U S AN S N v D S—




s

{ !ﬂ PROFES?ONALISME FOUSI o I : ) . j
! S -'.1 Cm pekerjaan pehs: adalah kasar keras waspada dan selalu mencungax | oo v e
2 Bila saiah satu rekan kef]a mendapat nntangan!hambatan dari orz ng iain 'm_ak.a' PorE e ! RE 1 .
:anggota yang !aln akan segara membanm mengatasx el P o S A
3, Seh.:ruh anggota poizsa paham akan peranannya se!aku pehndung dan pem- o ) ] RSN [
: '_bimbmgmasyarakat el SRR R S VT T T T T
4 Kreahvvtas pohst se!am targanmng pada iQ juga dari kuarrtas pengetahuan yang . | I [ ] 11 ] L : l
pemah diperoleh selama mengikuli pendzdzkan . .
5. Inisiatif polisi tergantung ketat atau tﬁnggamya pimpinan dalam membimbing R
o di dalam organisasi. . -
6. Wawasan polisi ikut mempengarubi keterampilannya dalam bekerja, | {1 | 1 111 I l
7. Antusias polisi dalerm menjalankan tugas sehari-hari dipengaruhi oleh isentf il 11107

dan dukungan dana operasmna!

8. Kesukarelaan pofisi dalam menjalankan tugas sehari-hari karena didorong Tl 101
oleh prestise yang doberikan kepada profesinya.

9. Sikap acuh polisi disebabkan oleh sistem pembinaan yang kariryang tidekjetas; | [ |1 {1 | =1 -
. juga karena pimpinan yang kurang perhatian, . -
= d 10, Sikap yang mutlak dijadikan acuan bagi polisi dalam menjalankantugasadalah | [ 1 [ ] [ 1 [ 1
: altruisme.

(V. KINERJA POLISI !

1. Tugas reserse merupakan bidang pekerjaan yang membuatdiisayamerasa [ | [ [ 1] | [ |
berarti sebagai seorang polisi. -

2. Tugas intelpam merupakan bidang pekerjaan yang membuai diisayamerasa| | [ ][ | 11 |

berarti sebagai seorang polist.

3. Tugas sabhara merupakan bidang pekerjaan yang membuat diiseyamerasa | | | [ ([ 11 |
berarti sebagai seorang polisi.

4. Tugas lalu-lintas merupakan bidang pekerjaan yang membuatdiiseyamerasa] || | [ [ [ | [ |

berarti-sebagal seorang polisi

. 5. Tugas binmas merupakan bidang pekerjasn yang membuat diisayamerasa | |1 [ [ |1 1
sangat berarti sebagai seorang polisi.

6. Saya tidak bisa beketja dengan ulet apabila selaly diawasi oleh atasan. [ ] | | [ I | | { 1

7. Saya tidak bisa bekerja dengan tekun apabila sefalu diawasi oleh atzsan. I I [ ] | | | [ i i

8. Sayz tidak bisa bekerja dengan {abah apabila selalu diawasi oleh atasan. { { I | [ ] ( _i l ]

9. Terbatasnya jenis peralatan tugas polisi membuat saya ragu-ragu menghadapi 110 [:] 1
masyarakat datam pelaksanaan tugas,

10. Terbatasnya jumlah peralatan yang dipinjampakaikan kepada sayz membuat E::] E] [:j [j Ej
saya ragu-ragu dalam melaksanakan tugas sehad-hari.
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2. Orientasi etika kepofisian adalah Tri Brata meskipun sangat dupengamhl oleh |
Catur Dharma Eka Karma

[v. OTONOMI KEPOLISIAN

11

| L

|

| 1]

1. Tujuan pendidikan polisi bukan unfuk mencetak pejuang-pejuang polisi tetapi |
mencetak polisi yan_g profesional mahir dan terampit dalam menegakkan hukum,

| |

| 1

I

3 Sehap fungs: kepohszan yang memiillq standar profesi akan mempermudah |

|1

!

= anggota dalam menjalankan tugasnya di samping juga akan membuat efisiensi

organisasi polisi.

4. Tanpa dukungan anggaran yang memadai mustzahil polisi dapat menjalankan {

I

tugasnya secara benar.

5. Kelonggaran bagi polisi untuk mengembangkan usaha akan membantu kelan- |

caran tugas sehari-hari.

6. Dari berbagal jenis usaha yang diusahakan polisi apabila hasilnya bisa dinikmati

secara merata oleh anggota polisi maka hal itu akan mengurangi ketergantungan
anggota polisi kepada partisipasi masyarakat yang mengarah ke suatu tindakan
penyimpangan.

7. Pekerjaan sebagai polisi merupakan suatu pengorbanan bagi hidup saya dan |

saya tidak merasa kecewa untuk hal ifu: «

8. Saya fidak akan berhenti dari polisi fireskipun terdapat pekerjaan Iain lebih baik| -

yvang ditawarkan kepada saya. i

9. Dalamoraganisasi polisi t'dak terdapat rintangan bagi stapapun untuk menyam-|

paikan ide-ide meskipun bertentangan dengan kebijakan pimpinan.

10. Kondisi peralatan yang kurang baik membuat diri saya ragu-ragu datam men-|
jalankan tugas sehari-hari. :




S Responden Pohsxt

o

e ey

- Fedoman Wawancara

':_'_'::_ZA AhtuahsaSI Nzlal dan i\fiorahtas Tn Brata

~+ Ketika anda dan warga sipil kemud;an men)ad; poi::n ;:k.naubahan ka,rakter apal\ah xang mda rasalxau 2,
2, Apakah dokurin dasar polisi 2 _ .
. “Menurut anda, bisakah Tri Bmta men_;ach mom -asi kemandman pohs; 7. ' )
Bagaimana cvaluasi anda tf:rhadap kurikutum dan sﬂabus penchchkzm pohsx yang pcmah anda ikuti ? _
Apakah mazen peia}aran sang pem&h anda xlcuu dalam pend:cizkan ses::m denean kebutuhzm tuoas poh:,x d_l-
iapangan? ' . :
6. Menurut anda. apa pcrsamaan dan perbedaan tuaas poh;: dan tuvas miixter ?
A Baoalmana menurut pendapat anda penempan mlax-'mla_t kexn:htexan pada tugas polm

| “B.. Profesnonal:sme dan LGerja polisi

'Di Indonesia polisi mempunyai karakter khas: vaitu permma memad; bagian dari sistem penanﬂqdanvan_:-'-: -

S ke_;ahaxan (criminal justice systent) bersama-sama dengan unsur Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemaysra-.
- katan serta kedua menjadi bagiaa dari sistem pen:ahanan keamanan bersama AD, AL dan AU. B
- 7.1, . Mentrut anda, apakah selama ini dengan Ledudukan polisi terssbut mendukung perwujudan postur polisi

' -'_'vanv profesional 7.

L2, Sebagai unsur apakah menurut pcmlman anda pohsa akar lebih profesxonal dalam menjalankan mgasnya

- selaku pelindung dan pembimbing masyarakat 7
_ _\{cnumt penilaian anda apakah polisi telah menampﬁl\an diri s2bagai sosok polisi yang profesional ?
- Bagaimana menurut penafsiran anda lentang tu gas yang diperintahkan oleh atasan untuk menurunkan anc,lm :
kejahatan ?
: Baeaunana cara anda lakukan dalam membenlxan pela'v anan yang dmampkan 1mamkat ?

O

-(}tonema Kepoinsmn , :

Menurut anda, apa problem terpenting kcpehsxan pada masa Eum dan untuk masa vang akan datang ?
Menurut anda, adakah perbedaan dan persamaan fungst kepolisian pada masa kini dengan masa lalu 7

" Menunut anda gambaran seperti apakah postur polisi untuk masa vang akan datang ?

‘Bagaimana keleluasaan polisi dalam menjalankan tugas sehari berkaitan dengan posisinya sebagai ABRI ?
Dari mana dan sejauhmana kesesuaian dukungan biaya dan peralatan polisi unfuk mendukung tugas sehari- -
'h'm 7 ' ]

-_Respdndeh Masyarakat

A. Aktualisasi Nilai dan Moralitas Tri Brata.
1. Menurut pendapat anda, bagimana gambaran karakter polisi masa kini 7
2. Apakah polisi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari telah mengacu nilai-pilai sosial yang umumnya berlaku
dalam masyvarakat ?
Menurut anda nilai-nilai apakah vang dapat memotivasi polisi agar bisa bekerja mandiri ?

L

4. - Menurut penilaian anda, sejaumanakah polisi telah mengimplementasikas Tri Brata

B. Profesionalisme dan Kinerja polisi.

Menurut-anda-bagaimana gambaran-polist-yang-profesional-2
Apakah polisi di dacrah anda memiliki keterampilan yang mermadai ?
Apakah polisi di daerah anda meiniliki etika profesi vang tinggi 7
Apakah citra polist di daerah anda berwibawa, percaya diri dan bersunggub-sungguh dalam menjalankan
tugasnya ?

AR N fend

C. Otenomi Kepolisian.
1. Menumt anda, apakah selama ini polisi mendapat dukungan gan bantuan dari instansi terkait di lembaga

pemerintahan dalan menjatankan fungsi dan tugasnya secara profesional, atau justru selama ini mendapat
hambatan dari instansi terkait di pemenmahan dalam mewujudkan fungsi dan hugasmya secara profesional?
Menurut anda, apakah selama ini polisi mendapat dukungan dan bantuan dari masyarakat dalam menjalan-
kan fungsi dan tugasnyz secara profesionzl, atzu jusiru selamai ini mendapat hambatan dari masyarakat
dalam mewujudian fungsi dan tugasnyva secara profesional ¢

Menurut anda. apakah masyarakat juga melakukan fungsi kepolisian {(memelihara kanutibimas dan meng-
upayakan penegakan hukum) 7

4, Bagaimana bentuk kepolisian yang paling sesiai dalam tatanan sosial budaya di dacrah ands 7

t~d

Ll
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